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Tak lupa pula penulis sampaian ucapan terima-kasih yang tak

terhingga kepada Rektor IPDN, Pembantu Rektor Bidang Akademik Dekan

Fakultas Manajemen Pemerintahan dan seluruh civitas Akademika Institut
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Daerah, yang penulis saiikan ini masih terdapat kekurangan di sana sini'
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Atas segala masukan dan kritikan dalam rangka peyempurnaan modul

ini, penulis ucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya' Semoga Allah SWI,
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Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

eformasi birokrasi harus mampu meniawab tantangan kedepan'

ttdi ,r,"n" diera globalisasi dituntut setiap pelaku-pelaku birokarasi

harus mampu dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan

tanggungiawab Yang diembannYa'

Birokrasiharusmemilikikompetensi,sesuaitugaspokokdanfungsinya
yang menjadi tanggungiawabnya, sehingga tentang per€ncanaan

dan penganggaran daerah sebagai kunci dari sebuah proses yang

harui dilalani oleh biroktasi di dalam mendukung penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakaL

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran sudah merupakan hal yang mutlakyangiarus dilaksanakan

keikutsertaanmasyarakatdalamprosesperencanaandanpenganggaran
Daerah merupakan pencerminan dari penyelenggaraan pemerintahan

yang semakin terbuka dan transparan' Terlibatnya masyarakat dalam

p.or", p"."n."naan akan membantu pemerintah dalam memperoleh

informasi dan gagasan yang lebih baik serta sesuai dengan kepentingan

masyarakat yang fuga merupakan kepentingan pemerintah' Pemahaman

konsep perencanaan dan penganggaran luga mendorong meningkatnya

k"*"-fu"n aparatur dalam menjalankan upaya pelayanan masirarakat

. yang lebih baik.

1..2 Tiniauan Umum

Setelah mempelaiari modul bahan ajar ini dibarapkan peserta didik

dapat mengerti dan memahami tentang konsep, dasar hukum' aplikasi'

danaspek teknis berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran

daerah. Peserta;uga memahami keterkaitan proses perencanaan dan

penyusunan anggaran sebagai satu kesatuan yang utuh'

o
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1.3 Tiniaua* iih:rsus

1. Proses Perencanaan dan penganggaran Daerah.
2. Kerangka regulasi perencanaan dan penganggaran Daerah.
3. Yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan penganggaran

daerah.

4. Konsep Perencanaan pembangunan Nasional.
5. Mengapa Mempelajari Teori perencanaan_

6. MengapaPerencanaanDiperlukan.

7. Mengapa Perencanaan Gagal.

8. Mekanisme Perencanaan pembangunan Daerah.

1.4 Kegiatan Belafar

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

A. GAMBARAN UMUM

Pada proses pen]rusunan perencanaan di mana masyarakat selalu
dilibatkan,hal ini dikarenakan masyarakatsebagaiyang memiliki kepentingan
dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat memberikan
informasi dan ide-ide serta gagasan sesuai dengan kepen0ngannya dan
iuga merupakan kepentingan pemerintah. pemberian kewenangan kepada
pemerintah daerah tentunya harus diiringi dengan pemahaman yang sama
mengenai seiUmlah aturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan anggaran
negara yang transparan dan bertanggung iawab. Upaya pemerintah daerah
untuk dapat memberikan pemahaman terkait proses perencanaan, adalah
dengan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah yang akan mampu
menyelesaikan berbagai permasalahan dalam menialankan tugas_tugasnya
sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat di dalam memberikan pelayanan
yang terbaik Untuk tercapainya peningkatan kemampuan aparatur
pemerintah daerah diperlukan kerja keras dari semua pihak, khususnya
pemerinah daerah dan jajarannya.

a. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan,
seiring adanya perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi serta
tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Dinamisnya hubungan
keuangan Pusat dan Daerah juga mempengaruhi sistim pengelolaan
keuangan daerah.

ooccoccccococooooocootoooccccoooooocooooScooooooccooooooeoeooaaco
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b. Penerapandesentralisasifiscal,tindaklaniutpembe:iankewenangan

dari pemerintah kepada pemerintah daerah, menuntut pemerintah

daerah harus lebih konsisten di dalam menggali potensi-potensi

sumber-sumberpendapatan daera[agarpemerintah daerahdengan

adanya desentralisasi fiskal, dapat lebih leluasa melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat daerah guna terwuiudnya keseiahteraan

masyarakat yang diidamkan oleh semua pihak '

Untukmeniaga keran gka ekonom i daerah dan meni amin keberlangsungan

hidup bernegam, melalui pengelolaan keuangan daerah, secara umum

pemerintah daerah memiliki tiga fungsi utama di dalam menstabilkan

perekonomian, Yaitu:

1. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi merupakan bentuk campur tangan penerintah

daerah dalam bentuk, bagaimana pemerintah daerah dapat

menyediakan dan memenuhikebutuhan barang publik atau

cialam bentuk kebijakan pengguna.zrn seluruh sumber daya untuk

digunakan memproduksi batang swash dan barang publik'

2. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi merupakan upaya untuk memanfaatan sumber-

sumberpotensi pendapatan guna mengumngi kesenjangan sosial

antar pendaPatan masYarakat.

Peranan Iainnla adalah sebagai alat distritrusi pendapatan atau

kekayaan. Distribusi pendapatan tergantung dari besar kecilnya

kepemilikan faktor-hktor produksi, permintaan dan penawaran

faktor produksi, dan akses seseorang untuk memperoleh pendapatan'

Kebijakan ekonomi ini dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut

daapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan pendapatan dari

kelompok maslarak miskin. Pemerintah dapat mempengaruhi

distribusi pendapatan secara langsung dengan paiak yang progresif'

dengan memberikan beban palak yang lebih besar bagi orang kaya

dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan tronsfer

Davment atau subsidii bagi golongan miskin'
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3. Fungsi stabilisasi

Pada fungsi stabilisasi, digunakan untuk meredam goncangan
ekonomi seperti inflasi dan pengangguran baik pada jangka pendek
maupun iangka paniang.

Sumber: Diktat perencanaan dan penganggaran Kementeri

Keuanqan 2013

KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DEFTNISI PERENcANAAN

Perencanaan menurut pakar keilmuan:

1. Menurut Conyers dan Hills [1984J, perencanaan didefinisikan
sebagai proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan
dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang
ada, dengan sasaran untuk mencapai tuiuan tertentu di masa
mendatang.

Menurut Todaro (2000] dari sudut pandang ekonomi perencanaan
ekonomi memandang perencanaan adalah upaya pemerintah secara
senga.ia untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi
dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam
beberapa hal mengonkol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai
variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tuiuan pembangunan
yang telah ditentukan sebelumnya. Pada konteks perencanaan
daerah, perencanaan merupakan suatu proses penyusunan visi,
misi dan program dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya yang
dimiliki secara efisien dan efektif serta mempertimbangkan aspek
keberlaniutan dari ketersedian sumber daya tersebut.

Menurut Dale [2004), fokus dalam Teori Perencanaan terbagi dua,
yaitu focus ke substansi dan focus ke proses. Ciri-ciri fokus ke
substansi adalah object-centered, substantive, technical. Misalnya
perencanaan ekonomi, perencanaan spasial, perencanaan sektor
pertanian, perencanaan sosial dan sebagainya. Karakteristik focus
ke proses adalah prosedural, decision- centered, process-oriented,
i nstitu ti o n - ce n ter e d.

oooooooooooooccooocooaaooooooccooooolcc+oooooococccooococooooccc0
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2. ELEMEN PERENCANAAN

Merencanakan berarti memilih. Dalam hal ini memilih berbagai

alternative tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik' Selain itu, memilih

cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasamn dari kegiatan tersebut'

Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya, yaitu sumber

daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Sumber daya yang terbatas

menyebabkan perlunya dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik

mungkin. Konsekuensinya adalah pengumpulan dan analisis data serta

informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada meniadi sangat

penting. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tuiuan/sasaran Dalam

hal ini, perencanaan membutuhkan sumber daya, dokumen perencanaan,

organisasi, anggaran dan sebagainya.

Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang' Implikasinya

adalah perencanaan meniadi sangat berkaitan dengan proyeksi/prediksi,

penjadwalan kegiatan, monitoring, dan evaluasi.

3. PrANivrNG VERsus Pr"aNIvtRs

Planning dan planners memiliki pengertian berbeda' namun banyak

kesalah pahaman yang terjadi di masyarakat Berikut beberapa contoh

pemahaman yang kurang tepat terkaitplonning dan planners. Anggapan yang

kurang tepat iika planning diartikan sebflgai sesuatu yang dilakukan oleh

kelompok tertentu yang disebut sebagai "planneri', dengan perkataan lain

diluar perencana, tidak ada yang melakukan perencanaan' fadi iika tidak ada

perencana maka tidak ada perencanaan.

Pemahaman yang lebih tepat adalah perencanaan dapat dilakukan oieh

siapa saia, baik kumpulan perorangan maupun organisasi. Dengan demikian

di dunia ini penuh dengan perencana.

Sementara itu, p rofessional planner adalah perencana yang- baik karena

pekerjaan maupun pendidikannya- mempunyai tugas tertentu untuk ikut

serta dalam proses perencanaan Selain itu, anggapan yang kurang tepat

terhadap planning adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana, dalam

artian dokumen secara fisik yang berisi kumpulan temuan-temuan, usulan-

usuian dan rekomendasiyang diperoleh dari proses perencanaan Produkdari

perencanaan harus berbentuk dokumen rencana. Seharusnya pemahaman

yang lebih tepat adalah pembuatan dokumen rencana bukanlah tujuan

dari perencanaan. Tujuan utama dari perencanaan adalah untuk mencapai

ooooooooocoooqoooooooooooo c cooooooooo i; o c c coc ccoooooocc oooooooocc
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tujuan tertentu yang diidentifikasikan sebelum pelaksanaan dimulai. Dengan
demikian rencana adalahalat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.
Produk dari perencanaan, bisaberupa dokumen rencana, diagram organisasi,
anggaran tahunan atau penentuan tugas yang tepat untuk orang_orang sesual
dengan bidangnya.

C. MENGAPA MEMPELAJARI TEORI PERENCANAAN

Perencana menghadapi berbagai kompleksitas data dan permasalahan.
Untuk mengatasai permasalahan tersebut, perlu dipelajari teori
perencanaan yang dapat memberi dasar pemahaman tentang data apa yang
perlu dikumpulkan, bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita
menggunakannya untuk mengambil suatu keputusan. Teori perencanaan
juga mampu menjawab nilai dan pertanyaan yang sering ditanyakan kepada
perencana, yaitu:

7. lVhat: apa yang seharusnya meniadi fokus dalam perencanaan?

Perencaan tentang apa, sebutkan tujuan dari perencanaan tersebut,
apa saia obie( sasaran, hasil akhir yang ingin dicapai dan sebatas
mana ruang Iingkup yang akan direncanakan.

2. ltthl': mengapa perencaan perlu dilakukan oleh suatu lembaga?
Apayang te{adijika tidak ada perencanaan? Mengapa perencanaan
yang selama ini kurang berhasil sehingga diperlukan perencanaan
lanjutan. Mengapaperlu dibuat berdasarkan periode vr'aktu tertentu.

3. ll4o: siapa saja pelaku yang terlibat dalam kegiatan perencanaan,
apakah mereka yang terlibat sudah sesuai dengan jenis
perencanaanyang akan dilakukan?

4. For whom: untuk siapa sebenarnya perencanaan ini dibua! siapa
sajamereka yang akan mendapatkan manfaat dari perencanan ini.

5. How: bagaimana kita mencapai turuan tersebut? Bagaimana
proses perencanaan dijalankan. Apakah perencanaan sudah
mempertimbangkan rasionalitas dan relerransi dengan cu;uan.
Atau kebufuhan? Dan bagaimana perencanailn bisa menjawab
permasalahan yang dimiliki oleh organisasi. Bagaimana perilaku/
ekspektasi yang rasional/pragmatis dalam melakukan perencanaan.
Bagaimana menggunakan data dan informasi sebagai bahan
perencaniun.
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D. N1ENGAPA PSRENC,ANAAN DIPERLUHAN

Menurut Todaro (2009J, perencanaan diperlukan karena adanya empat

(4) hal, yaitu kegagalan pasa4 rrrobilisasi dan alokasi sumber daya, dampak

psikologis dan dampak terhadap sikap/pendirian, serta bantuan luar negeri.

Untuk mengatasi kegagalan pasar, maka riiperlukan perencanaan yang

mencakup adanya eksternalitas, penyediaan barang publik murni, monopoli,

dan lainnya. Liberaslisasi perdangangan terbukti melahirkan pasar fang
tidak sehat dan menimbulkan ketidak adilan. Munculnya pasar monopoli

dan oligopoli menyebabkan tidak meratanya penguasaaan sumber daya yang

dapat menyebabkan pengaturan harga- fika teriadi pada barang kebutuhan

pokok maka dampaknya akan langsung diterima oleh sebagaian besar

penduduk

Perencanaan berkaitan dengan penguasaan dan moblilisasi sumber

daya sehingga negara diperlukan perannya untuk mengatur pasar. Dalam

mobilisasi dan alokasi sumber daya, perlu dibuat perencanaan yang baik

karena adanya keterbatasan sumber daya, maka sumber daya seperti

tenaga kerja, sumber daya alam, dan kapital sebaiknya tidak digunakan

untuk kegiatan yang tidakprodulrtif atau bersifat coba-coba. Selain itu,

proyek/investasi harus ditentukansecara cermat, dikaitkan dengan tuiuan

perencanaan secara keseluruhan. Dalam hal dampak psikoiogis terhadap

sikap/perilaku, pernyataan tentang tuiuan pembangunan ekonomi dan

sosial seringkali mempunyai dampak psikologis danditerima secara berbeda

antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain

Agar tujuan pembangunan lebih mudah tercapai, maka diperlukan dukungan

dari berbagai kelompokmasyarakat, baik dari kelompok /kelas/suku bangsa/

agama yang berbeda.

Perencanaan iuga diperlukan untuk mengantisipasi perubahan

sosial ekonomi yang diakibatkan oleh perubahan ekonomi makro dan

juga perubahan sosial. Perubahan ekonomi sendiri iuga dipengaruhi oleh

ekspektasi masyarakat. Kekuatiran indMdu pada jangka panjang pola

konsumsi individu jangka pendek dan jangka paniang dipengaruhi dan

mempengaruhi variabel- variabel ekonomi.

Pola perubahan inilah yang menjadi dasar pertiribangan keputusan

ekonomi pada iangka waktu tertentu. Salah satu contoh adalah perubahan

nilai tukar yang terjadi setiap saat karena menggunakan kurs fleksibel.
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E. MSNGAPA PERENCANAAN GAGAL

Menurut Todaro [2009], faktor yang mempengaruhi suatu perencanaan
adalah gap antara teori dengan kenyataan misalnya dalam hal market

/ariure fdivergensi antara nilai prirat dan sosial, mobilisasi sumber daya dll]
versusgrouyernen t failure ftebijakan pemerintah iustru lebih mendorong
divergensi yang adaJ. Hal iniberkaitan dengan kapasitas administrasi,political
will dan implementasi rencana. Penyebab kegagalan perencanaan dapat
dilihat daribeberapa perspektif. Menurut Killick [1976J beberapa penyebab
perencanaan gagal, yaitu deficiencies in the plons, inadequate resources ata'.]
ketidakcukupan dan reliabilitas data, adanya gangguan ekonomi yang tidak
terantisipasi funanticipated economic disturbances) baik eksternal maupun
internal, kefemahan kelembagaan, lack of political wilL Selain itu Griffin
menyatakan bahwa gagalnya perencanaan disebabkan tiga hal.

. Pertama adanya konflik antar tuiuan (goal conflicts) menyebabkan
timbulnya trade-off antara kebiiakan. Misalnya inflasi dengan
pengangguran (stagflasi), atau pemerataan dengan pertumbuhan.

. Kedua, masalah pengukuran di mana waktu antara kejadian dan
ketersediaan data yang tidak sesuai dapat menyebabkan validitas
peramalan serta model makro serta asumsi yang dipilih kurangtepat.

. Ketiga, masalah desain di mana kebi.iakan yang diambil; respons
masfaraka! dan teori yang digunakan dapat menentukan apakah
perencanaan tersebut gagal atau tidak Sedangkan keempat,
ditentukan time lag; pertimbangan politik versus ekonomi; dan
adanya.moral hazard. Oleh sebabdalam praktek perencanaan di
daerah prioritas pembangunan yang dibangundari visi kepada
daerah sangatlah penting juga mempertimbangkan tuntutan

F. MEKANISME Pf,RENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. SrsrEM PERENCANAAfi PEMBANGUNAN NASToNAL

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara
perencrnaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan
dalam jangka panjang jangka menengah, dan tahunan yang ditaksanakan
oleh unsure penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan
daerah. SistemPerencanaan Pembangunan Nasional ini ditetapkan dalam
Undang:Undang Nomor 25 tahun 2004.
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Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2005, bahwa tuluan sistem

perencanaan pembangunan nasional adalah:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku

2, Meniamin integrasr, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan'

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

4. Mengoptimalkanpartisipasimasyarakat

5. Meniamin penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, adil dan

berkelanjutan.

Secara umum harapan dari ditetapkannya SPPN adalah pertama adalah

membakukan fungsi perencanaan secara resmi dalam proses perencanaan

pembangunan agar terdapat kepastian hukum atas fungsi perencanaan yang

dit"kuk"n p.-u.intah pusat dan daerah. Kedua, penetapan kepastian hukum

pendekatan perencanaan baik secara politis, teknolcatis, partisipatil top

down maupun bo ttomup. Ketigo,penetapan siklus'tahapan perencanaan mulai

dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan

rencanadan evaluasi pelaksanaan rencana' Keempat, PenetaPan Mekanisme

perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan RPfPN, RPIMN, RKP dan

Renstra K/L hingga ke penyusunan RPIPD, RPJMD RKPD dan Renstra SKPD'

2. DoKUMEN PERENCANAAN

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber

daya yang ada dalam rangka meningkatkan keseiahteraan sosial dalam suatu

Iingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu'

Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, ada prinsip-

prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan

dalamsistem perencanaan pembangunan nasional'

2. Pet€ncanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah

daerah bersama masJrarakat dan para pemangku kepentingan

[stakeholders) lainnya berdasarkan peran dan kewenangan masing-

masrng.

3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata

ruang dengan rencana pembangunan daerah'
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4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan
kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai
dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.

5. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabei, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kemudian disusun suatu
perencanaan yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen p erencanaan.
Ada lima dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

1. Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah yang selaniutnya
disingkat RPfPD adalah dokumen perencanaan daerah untukperiode
20 [dua puluh) tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 5 flima) tahun.

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 [satuJ
tahun.

4. Rencana Strategis Satuan Keria perangkat Daerah yang selanlutnya
disingkat dengan Renstra- SKpD adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 5 0ima) tahun.

5. Rencana keria-Satuan Kerja perangkat Daerah atau disebut Renia_
SKPD adalah dokumen perencanaan S atuan Kerja perangkat Daerah
untuk periode I (satu) tahun.

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan pasal 40 pp No.
8/2008 adalah sebagai berikut:

1. Sistematika RPIPD paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Pendahuluan

b. Gambaran umum kondisi daerah
c. Analisis isu-isu strategis;
d. Visi dan misi daerah
e. Arah kebiiakan; dan
f. Kaidah pelaksanaan.

2. Sistematika RPJMD paling ridak mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Pendahuluan
b. Gambaran umum kondisi daerah
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c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan

<i. Analisis isu-isu strategis;

e. Visi, misi, tujuan dan sasaran

i. Srategi dan arah kebijakan

g. Kebijakan umum dan program Pemb. daerah

h. Indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan
pendanaan

i. Penetapan indikator kinerja daerah

j. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Sistematika Rencana Keria Pemerintah Daerah palingtidak mencakup:

a Pendahuluan

b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaan;

d. Prioritas dan sasaran pembangunan; dan

e. Rencana program dan kegiaan prioritas daerah

Sistematika Rencana Str:ategis Daerah paling tidak mencakup:

a. Pendahuluan

b. Gambaran pelayanan SKPD

c. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

d. Visi, Misi, Strategi dan tuluan sasaran, strategi dan kebiiakan

e. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pedanaan indikatif

f. Indikator kineria Utama SKPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran SKPD.

Sistematika Rencana Keria Daerah mencakup hal-hal sebagai

berikut:

a. Pendahuluan

b. Evaluasi pelaksaaan Renla SKPD tahun lalu

c. Tuiuan, sasaran, program dan kegiatan

d. Indikator kineria dan kelompok sasaran yang menggambarkan

oencapaian Renstra SKPD

l1
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e. Dana indikatif beserta sumber daya serta prakiraan maju
berdasarkan pagu indikatif

f. Sumber dana yang dibutuhkan uniuk menjalankan program dan
kegiatan

g. penurup

Aniara dokumen-dokumen perencanaan tersebut harus saling terkait,
di mana dokumen yang lebih teknis fiangka pendek]' mengikuti atau
memperhatikan dokumen yang iebih bersifat strategis [jangka panjang).

Sumber Undang-Undang 2 Tahun 2004, dan Pefatu.an

Pemerintah nomor I Tahun 2008 serta Permendagri 54

tahun 2010 tentang Penyusunan RPJPD, RPJI\,tD dan

RENSTRADA serta RENJA Daerah.

Dokumen daerah harus memperhatikan dokumen tingkat nasional.
Dokumen-dokumen perencanaan tersebut umumnya disusun berdasarkan
tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Rencana, yaitu: Menyusun rancangan rencana
pembangunan nasional/daerah (RPJP, RPJM, RENSTRA, RENJA)
melaiui beberapa proses perencanaan.

2. Penetapan Rencana, yaitu:

3. RPfP Nasional dengan UU dan RPfP Daerah dengan Perda

4. RPJM dengan peraturan Presiden/Kepala Daerah

5. RKF//RKPD dengan peraturan Presiden/Kepala Daerah.

6. Pengendalian Pelaksanaan Rencana, yaitu melakukan
pengendalianterhadap pelaksanaan rencana tersebut.

7. Evaluasi Kinerr4 faitu melakukan evaluasi pada pelaksanaan
rencanapada periode tertentu dan diakhir periode.

Dalam tahap penJrusunan rencana [formulasiJ, proses penyusunannya
pada dasarnya melalui beberapa proses sebagai berikut:

1. Proses Politik:
Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan
rencana pembangunan hasil proses politilq hususnya peniabaran
visi dan misi dalam RPIM.

2. Proses Teknokratik:

Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau

l? cooqqqooooccooooo oaoqoccoooooooooooc9occoccoooooooocccoooooc
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lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan

perencanaan.

3. ProsesPartisiPatif:

Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stakeholders), antara

lain melalui pelaksanaan Musrenbang.

4. Proses Boffom uP dan ToP Down:

Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari

bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan'

Perencanaan Srang sinergis dan harmonis dapatdiperoleh melalui proses

penyusunan bertahap dan sistematik sebagai berikut:

1. Pendekatan Politik
Pendekatan politik dalam perencananan terkait dengan upafa

memenuhi ianji-ianii politik pemimpin yang dipilih secara langsung

oleh rakyat baik presiden maupun para gubernu4 para bupati

dan para walikota. Hal ini harus dilakukan sebab sudah menjadi

kewaiiban pemimpin terpilih untuk menialankan ianii-ianiinya
dalam kampanye yang dilakukan, di mana rakyat memilih mereka

karena visi, misi dan janii fang mereka sampaikan kepada warga

pemilih. Untukmemenuhi ianli-janji sesuai dengan kebutuhan rakyat

itu, maka proses perencanaan dan penetapan program-program

pembangunan harus sesuai dengan ianii-janii politik mereka' Bila

tidalq Presiden/Kepala Daerah terpilih itu akan selalu mendapatkan

kritikan oleh pemilihnya, dan bahkan dapat dinilai membohongi

rakya! yang berdampak pada hilangnya kepercayaan rakyat

terhadap pimpinan pemerintahan itu. OIeh karena itu, perencanaan

daerah harus didasarkan pada program-program pembangunan

yang ditawarkan sesual dengan janii-lanii dan agenda-agenda

pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat

kampanye baik itu rencana Pembangunan langka Menengah [RPfMJ'

visi jangka paniang maupun program tahunan'

Z. Pendekatan teknokratik

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan

metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan ke4a

yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut'

l3
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3. Pendekatan partisipatif.

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua
pihak yang berkepentingan {stakeholders) terhadap pembangunan.
Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan informasi mengenai
kebutuhan riil masyarakat serta menerima aspirasi rakyat, guna
mencipatakan rasa saling memiliki terhadap program pembangunan
dan mengurangi resistensi rakyat atas pelaksanaan program yang
ditetapkan secara bersama.

4. Pendekatan atas-bawah (top-down) danbawah-atas (bottom-upj
Pendekatan ini dilaksanakan menurut jeniang pemerintahan.
Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan
rnelalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional,
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah menurutpp No.

I Tahun 2008 secara umum terdiri dari 4 fempatJ tahapan, yaitu penyusunan
rancangan awal, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), perumusan akhi1, dan penetapan rencana.

Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:

1. Penyusunan rancangan awal:

Bappeda menyusun rancangan awat RPfPD dengan meminta

" masukan dari SKPD dan pemanglm kepentingan;

2. PelaksanaanMusrenbang:

Diselenggarakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku
kepentingan untuk membahas rancangan awal RplpD. pelaksanaan

Musrenbangditetapkan oleh Kepala Daerah dan dilaksanakan dengan
rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan
rancangan awal RPJPD.

3. Perumusan rancangan akhir:

Dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang dan paling lama 1 fsatuJ
tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berialan. Rancangan
akhir RPfPD disampaikan ke DpRD dalam bentuk Rancangan
Peraturan Daerah fRaperda] tentang RpfpD paling lama 6 (enamJ
bulan sebelum berakhirnya RPIPD yang sedang berialan.
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4, PenetaPan:

DPRD bersama Kepala Daerah membahas Raperda tentang RPIPD'

RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi

dengan Menteri' Gubernur menyampaikan Peratumn Daerah [Perda]

tentang RPIPD Provinsi paling lama 1 [satuJ bulan kepada Menteri

dan Bupari/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang

RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 [satuJ bulan kepada Gubernur

dengan tembusan kePada Menteri'

1.5 Latihan

1, Jelaskan dengan terinci tentang perencanaan secanl umum dan

khusus.

2. felaskan apa yang dimalcud dengan perencanaan pembangunan

daerah.

3. Bagaimana hubungan perencanaan daerah dengan pembangunan

daerah.

4. Mengapa perencanaan pembangunan daerah diperlukan'

5. Mengapa perencanaan pembangunan daerah bisa gagal'

6. Apakah yang dimaksud Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional'

7. lelaskan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi apa-

aPa saia.

8. telaskan hubungan RPfPD dan RPJMD serta RENSTRA Daerah dan

RKPD.

9. Sebutkan peraturan-peraturan terkait dengan Perencanaan

Pembangunan Daerah?

Jelaskan pentingnya naskah akademis dalam penyususun RPJMD'

10. Apa yang dimaksud dengan proses politi( proses telirrokratik' dan

Proses PartisiPatif'

1.6 Rangkuman

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah' disusun

berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004' tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN)'
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Elemen Perencanaan

Dalam hal ini memilih berbagai alternative Eujuan agar tercapai
kondisi yang lebih baik. Selain itu, memilih cara/kegiatan untuk
mencapai tuiuan/sasaran dari kegiatan tersebut.
Dalam menyusun perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan
sumber daya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
modal. Sumber daya yang terbatas menyebabkan perlunya dilakukan
pengalokasian sumber daya sebaik mungkin.

Mengapa Mempelajari Teori perencanaan

Teori perencanaan menghadapi berbagai kompleksitas data dan
permasalahan. Teori perencanaan harus mampu menjawab nilai dan
pertanyaan sebagai be rikut:

1.

2.

What: apayang seharusnya menjadi fokus dalam perencanaan?
Perencaan tentang apa, sebutkan tujuan dari perencanaan
tersebut, apa saja objelg sasaran, hasil akhii yang ingin dicapai
dan sebatasmana ruang lingkup yang akan direncanakan.
Wy: mengapaperencaan perlu dilakukan oleh suatu lembasa?
Apayang teq'adi jika tidak ada perencanaan?

M.el8ana perencanaan yang seiama ini kurang berhasil
t:lhCqu diperlukan perercanaan ianjutan. Menlapa perlu
dibuat berdasarkan periode wal-tu tertentu.
Who: siapa saja pelaku yang terlibat dalam kegiatan
perencanaan, apakah mereka yang terlibat sudah sesuai dengan
jenis perencanaan yang akan dilakukan?
Forwftom.'untuk siapa sebenarn5ra perencanaan ini dibuat, siapa
saja mereka yang akan mendapatkan manfaat dari perencanan
ini.

How: bagaimana kita mencapai tujuan tersebut? Bagaimana
proses perencanaan dijalankan. Apakah perencanaan sudah
mempertimbangkan rasionalitas dan relevansi dengan tujuan.
Atau kebutuhan? Dan b,gaimana perencanaan bisa-menjawab
pennasalahan yang dimiliki oleh organisasi.
Bagaimana perilaku./ekspektasi yang rasionaypragmatis dalam
melakukan perencanajrn. Bagaimana mengunak;n data dan
informasi sebagaia bahan perencanaan.
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3. MengaPa Perencanaan Gagal

Faktor yang mempengaruhi perencanaan adalah gap antara teori

dan kenyataan yang terladi dalam pelaksanaan fTodaro' 2009]'

Menurui Killick 11976J beberapa penyebab perencanaan gagal' yaitu

defi c i e n ci e s in the pl ans, i n a dequateresourcesatauketidakcukupandan

reliabilitas data, adanya gangguan ekonomi yang tidak terantisipasi

tunonticipoted economic disturbances Menurut Griffin menyatakan

bahwa gagalnya perencanaan disebabkan hal- hal berikuL

a. Pertdma, adanya konflik antar tujuan (goal conflicts)

menyebabkan timbulnya trade-off antara kebilakan' Misalnya

inflasi dengan pengangguran [stagflasi)' atau pemerataan

dengan Pertumbuhan.

b, Kedua, masalah pengukurandi mana waktu antara kejadian

dan ketersediaan data yang tidak sesuai dapat menyebabkan

validitas peramalan serta model makro serta asumsi yang

diPilih kurang tePat'

c. Ketiga,masalah desain di mana kebijakan yang diambil; respons

masyarakat; dan teori yang dlgunakan dapat menentukan

apakah perencanaan tersebut gagal atau tidak' Sedangkan

d. Keempat, dltentukan time lag" pertimbangan politik versus ekonomi;

dan adanya moral hazard' 0leh sebab dalam pral'cek perencanaan

di daerah prioritas pembangunan fang dibangun dari visi kepada

daerah sangadah penting juga mempertimbangkan tuntutarl

4. Sistem Perencanaan P€mbangunan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan

yang saling terkait satu dengan yang lainnya Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ditetapkan berdasarkan Undang-Undang

25 tahun 2004.

5. Dokumen Perencanaan

Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah' ada prinsip-

prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. What: apayang seharusnya meniadi fokus dalam perencanaan?

Apa yang akan direncanakan, sebutkan tuiuan dari perencanaan

dan apa obyeknya, sasarannya dan nilai akhir yang ingin dicapai

serta bagaimana ruang lingkup dari perencanaan tersebut
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2. Why: mengapa perencaan perlu dilakukan oleh suatu
Apayang te{adi jika tidak ada perencanaan?
perencanaan yang selama ini kurang berhasil
diperlukan perencanaan lanjutan.

lembaga?

Mengapa
sehingga

3. l4lho: siapa saia pelakuyangttrlibatdalam kegiaran perencanaan.
4. For whom: untuk siapa sebenarnya perencanaan ini dibuat..
5 . How: bagaimana kita men capai tui uan ters eb ut.

Dokumen perencanaan meliputi:
1. RPJP Daerah;
2. RPfM Daerah;
3. RENSTM Daerah;
4. RKPD, REN.fA Daerah.

I.7 Test Formatif

1. Prinsif-prinsif perencanaan pembangunan daerah meliputi:
a. Wha, Why, Who, For whom dan How.
lt. What, Why, Who dan For whom.
c. Whal Why, for whom dan How.

2. Mengapa perencanaan dapat gagal.

a. Masalah desain yang tidak tepat, pengukuran, adanya konflik
b. pengukuran dan adanya konflik
c. Desaian yang tidak tepat, dan adanya konflik.

3. Dalamtahappenyusunanrencana fformulasi),prosespenJ rsunann)ra
pada dasarnya melalui beberapa proses sebagai berikut:
a. Proses Teknokratik, politik
b. Proses politi( teknokratik, partisipatif dan botton up dan too

down.

c. Prosespartisipatifdanteknokratik

4. Tahap penyusunan Rencana, yaifu: Menyusun rancangan rencana
pembangunan nasional/daerah meliputi:
a. RPlp, RplM, RENSTM, RENIA.

b. RPJB RPjM, RENSTM dan RKp.

.. c. RPJM, RENTM dan RENIA.

18
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RPf M ditetapkan dengan Peraturan

a. Presiden/KePalaDaerah,

b. Presiden, Kepala Daerah dan Kepala Desa, serta Camat

c. Hanya Kepala Daerah saja'

Ada lima dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah

daerah.

a. RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan Renja SKPD'

b. RPIMD, RENSTM, RKPD dan Renia SKPD'

c. Renja SKPD, RPJMD, RKPD.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan melalui:

a. Responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatil terukux

berkeadilan.

b. Efisien, efektif, akuntabel, partisipatil terukuq berkeadilan dan

berkelanlutan

c. Transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,

terukur berkeadilan dan berkelanjutan'

Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, ada prinsip-

prinsip yang harus diPerhatikan:

a. For rvhom dan How. What' Whi

l:. Why, Who, For whom dan How

c. l,Vhat, Why, Who, For whom dan How-

Perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan

yang saling terkait satu dengan yang lainnya Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ditetapkan berdasarkan: '

a. Undang-Undang 25 tahun 2004.

b. Unilang-Undang 17 tahum 2003.

c. Undang-Undang l tahun 2004.

10. Perencanaan yang sinergis dan harmonis dapat diperoleh melalui

proses:

a. Alur dan sinergis'

b. Penyusunan bertahap dan sistematik

c. Sistemafik.

t9
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Li3 f*wafuan

.La.

5.

6.

7.

B.

9.

10.

1,9 Urnpan Balik dan ?indak Laniut
Cocokkanlah jawaban Anda dengan jawaban yang sudah disediakan, dan
hitunglah jumlah iawaban Anda yang benar Kemudian gunakan rumus
di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Andl dalam materi
kegiatan belajar 1.

Rumus:

Tingkat penguasaan =
fumlah jawaban yang benar

10

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
. 9O o/o- 100 0/6 = baik sekali
. a0Vo-89Vo = baik
. TOVo-79Vo = cukup
. > 69 o/o = kurang.

x IOO o/o

a-

a.

,l

c.

a.

b.

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan B0 go atau lebifu Anda dapat
meneruskan dengan kegiatan belaiar 2. Bagus! Tetapi bila tingkat
penguasaan Anda kurang dari g0 go, maka Anda harus mempelaiari
kembali kegiatan belaiar 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai.
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SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 latar Belakang

(aiklusperencanaanpembangunandaerah,merupakantahapan-
)on"p- yang harus dilalui dan diikuti oleh setiap perencana

pembangunan daerah'

Pada tahapan kegiatan perencanaan pembangunan daerah terdapat

10 siklus, di mana setiap siklus dimulai pada aspek penitaian keadaan

saat ini, hingga penyusunan rencana kegiatan atau ocfion pian' Setiap

,.tion pt"n m*emillki karakteristik sendiri' tetapi satu sama lain saling

keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam implementasinya'

Dari 10 [sepuluh) siklus kegiatan dapat diuraian sebagaimana uraian di

bawah ini:

a, Penitaian K€adaan Saat Ini

Proses penyusunan perencanaan pembangunan diawali dengan

melakukan penilaian terhadap kondisi makro dan milco dari suatu

Negara dan daerah baik di bidang fisik maupun sosial ekonomi saat

ini.Kondisifisikmeliputigeografidangeomorfologi,potensisumber
daya alam, kondisi lingkungan dan aspek tata 

-r:anC' 
Sedangkan

kondisisosialekonomimeliputiaspekkependudukan(dbmografi],
sumber daln manusia, agama dan budaya' perkonomian' hukum'

pemerintahandan}ain-lainnya.Analisisinisangatpentingartinya
sebagai landasan utama penyusunan perencanaan pembangunan

untukPeriode mendatang'

b. Penilaian Arah Pembangunan Masa Datang

Langkah selaniutnya adalah dengan melakukan peniiaian terhadap

arah pembangunan di masa datang' Peniliaian ini biasanya

dilakukan dengan melakukan perkiraan [prediksiJ secara terukur

terhadap beberapa indikator makro pembangunan di bidang
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ulol:*i, indikator pembangunan yang perlu diperkirakan kedepan
adalah pertumbuhan ekonomi, kebutuhan investasi untuk mencanai
target pertumbuhan ekonomi, perkiraan pendapatan pu.k"pit",
tingkat kemiskinan dan pengangguran. Di bidang sosial, indikator
pembangunan yang perlu diperkirakan kedepan adalah proyeksi
penduduk, perkiraan Indeks pembangunan Manusia (lpMl, angka
pastisipasi kasaL indeks kerr.atian bafi, dan lain_lainnya Sedangkan
di bidang fisik dan tata ruan& indikator y"ng p".lu dip"rkirakan
adalah menyangkut dengan kecenderungan p*igun""n I"t 

"n 
a"n

pola tata ruang. Disadari bahwa tidak semr" 
"rpu[ 

a"p"t ailakukan
penilaian secara terukur fkuantitati0 penilaian kualitatif dilakukan
terkaiy beberapa aspek yang meliputi: agama dan budaya, hukum
dan pemerintahan.

Formulasi Tujuan dan Sasaran pembangunan

siklus berikutnya yang perru d akukan adatah melakukan formulasi
secara tepat tentang tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan
pembangunan pada dasarnya adarah gambaran tentanlsasaran akhir
yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pembangunan. Sedangkan
sasaran pembangunan adalah penjabaran lebih kongrit mengenai
tujuan pembangunan tersebuL Sasaran pembangunan biasanya
dirumuskan dalam bentuk target pembangun"o ,".1* makro yang
harus dicapai pada akhir periode pembangunan. Formulasi tujuan
dan sasaran pembangunan ini perlu dilakukan secara hati-hati agar
pencapaiannya menjadi lebih te4amin sesuai dengan yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Mengkali Alternatif Strategi pembangunan

Setelah tujuan dan sasaran pembangunan dapat dirumuskan secara
tepat, maka langkah berikutnya adalah mengkaji berbagai alternatif
strat€gi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuanlan sasaran
pemha ngunlr garsebuL Strategi pembangunan pada dasarnya adalah
cara dan upafa terbaikyang dapat dilakukan untuk *ur,."p"i *1u"n
dan sasaran pembangunan. Strategi pembangunan ini dapat disusun
untuk iangka pendek dan jangka panjang atau bersiht parsial dan
menyeluruh. Strategi pembangunan yang baik adalah strategi yang
dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi negara
dan daerah yang bersangkutan. Disamping itu, strategi yang baik
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I

dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan pengorbanan biaya

oan upaya yang minimum serta mempunyai dampak negatif yang

minimum.

Menetapkan Prioritas Pembangunan

Setelah strategi pembangunan ditentukan, maka langkah berikutnya

adalah menetapkanprioritaspembangunan' Prioritas pembangunan

perlu dilakukan secara taiam agar pencapaian tuiuan dan sasaran

p"-b"ngun"n dapat dilakukan dengan kondisi dana yang terbatas'
^e"netapln 

prioritas pembangunan tidak berarti kegiatan dan aspek

lainnya tidak penting, tetapi hal ini dilakukan karena keterbatasan

dana dan sumber daya yang tersedia' Prioritas dapat ditentukan

menurut bidang atau sektor pembangunan' seperti bidang sumber

daya manusia atau sektor pertanian' Bidang atau sektor prioritas

adalah sektor yang mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan

sektor lain dalam rangka efisiensi pencapaian tuiuan dan sasaran

pembangunan.

, MerumuskanKebiiakanPembangunan

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang telah

ditelpkan, maia siklus berikutnya adalah merumuskan kebiiakan

pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi umum dan

prediksl pembangunan di masa mendatang' Kebiiaksanaan ini

iug" a"p"i dirumuskan untuk iangka paniang atau bersiFat parsial

atau menyeluruh. Perumusan kebijakan pembangunan ini harus

dilakukan secara tepat sesuai dengan permasalahan pokok yang

dihadapi serta tuj;an dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapian sebelumnya. Sama halnya dengan str:ategi' kebiiakan

p"^b"rrgun"n yang baik adalah kebiiakan yang dapat dilaksanakan

,"."." op"oriorral sesuai dengan kondisi fisik dan sosial ekonomi

serta kemampuan keuangan negara dan daerah bersangkutan'

g, Identifikasi Program dan Kegiatan

Siklus kegiatan perencanaan berikut:ya adalah melakukan

identifikasi terhadap program dan kegiatan yang diperlukan untuk

dapat melaksanakan kebiiakan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewu;udkan visi dan misi pembangunan' Program dan kegiatan

pad" i"ra*y" merupakan tindakan dan upaya yang harus dilakukan

iesuai dengan dana yang tersedia' Untuk keperluan monitoring dan
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evaluasi, masing-masing program dan kegiatan memiliki indikator
kinerja berikut target kinerja yang harus dicapai. penentuan
indikator dan target kinerja ini diperlukan agar dapat memudahkan
penyusunan anggaran kinerja yang harus dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dewasa ini.
Kenfataan menunjukkan bahwa pada umumnya jumlah dana yang
tersedia lebih kecil dari dari lumlah program dan kegiatan yangperlu
dilakukan pada setiap tahunnya. pengecualian hanya terdapat pada
daerah-daerah yang mempunyai dana berlimpah yang berasal dari
Dana Bagi Hasil seperti kota dan daerah industri yang mempunfai
Dana Bagi Hasil pajak sangat besar atau daerah penghasil minyak
dan gas alam yang mempunyai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
yang cukup tinggi. Dalam situasi yang demikian, pen"ntu"n j.ogorn
dan kegiatan prioritas sangat penting artinya guna dapat mencapai
target dan sasaran pembangunan secara optimal sesuai dengan dana
yang tersedia.

h. Menetapkan perkiraan Dana Investasi yang Dibutuhkan
Setelah program dan kegiatan ditetapkan, maka siklus perencanaan
berikutnya adalah menetapkan perkiraan dana investasi yang
dibutuhkan. Biasanya kebutuhan dana ini hanya dilakukan secara
kasar dalam bentuk pagu Dana Indikatif yang nantinya dapat
diubah lagi pada waktu penyusunan prioritas dan plafon anggaran
Sementara (ppAS] yang ditetapkan melalui nota kesepakatan antara
eks ekutif dan legi slatif.

Penetapan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan untuk
masing-masing program dan kegiatan dapat dilakukan dengan
menggunakan Standar anggaran Belania ISABJ yang ditetapkan
oleh masing-masing daerah secara berkala. perkiiaan dana investasi
akan dapat diketahui dengan mengalikan keluaran (output) yang
akan dihasilkan dengan harga satuan yang ditetapkan dalam SAB.
Bila keseluruhan kebutuhan dana tersebut dijumlahkan akan
diketahui jumlah kebutuhan dana unmk masing_masing Satuan
Keria Perangkat Daerah [SKpDJ pada tahun bers"r,gkuon.

i. Menetapkan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja sangat penting artinya untuk dapat

. rnengetahui secara konkret tingkat keberhasilan pelaksanaan
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program dan kegiatan. karena itu, siklus kegiatan perencanaan ]rang

perlu dilakukan berikutnya adalah menentukan indikator dan target

kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Indikator

dan target kineria ini dapat ditetapkan secara kuantitatif maupun

kualitatif. Untuk memudahkan penyusunan anggaran kineria dan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sebaiknya indikator dan

target kinerja tersebut ditentukan secara kuantitatil kecuali hal ini

tidak dapat dimungkinkan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Laporan Akunabilitas Kineria

Instansi Pemerintah [LAKIP], indikator kineria dan target

kinerja secara lengkap dapat ditentukan berdasarkan enam

kriteria, yaitu masukan [inputJ, proses, keluaran (ouaputJ, hasil

(outcome), manfaat, dan dampak Untuk lebih memudahkan,

selaniutnya Peraturan Pemerintah No. I Tahun 2006 melakukan

penyederhanaan terhadap kriteria indikator kinerja dan target

kineria tersebut meniadi hanya tiga, yaitu masukan [input],
keluaran foutput), dan hasil (outcome).

y. Penyusunan Rencana Tindakan

Siklus terakhir dari perryusunan perencanaan adalah menyusun

R.encana Tindakan {Action PIan) yang berisikan berbagai ket€ntuan

operasional dan cara yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan

rencana, khusus program dan kegiatan yang telah ditetapkan' Salah

satu ketentuan yang harus diikuti dalam pelaksanaan program dan

kegiatan adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80

Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa berikut ketenluan

perubahannya. Aspek lain yang iuga termasuk dalam penyusunan

rencana tindakan ini adalah hal-hal yang menyangkut dengan

kegiatan monitoring dan erraluasi terhadap pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan.

2.2 Tiniauan Urnum

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah kita mengenal

adanya beberapa karakteristik yang tidak boleh diabaikanbegitu saia. Hal

ini di karenaka dapat diiadikan acuan di dalam penyusunan penencanaan

pembangunan daerah.
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2.3 ?iniauan Khusus

Dari penjelasan tersebut di atas maka secara khusus, karakteristik
tersebut antara lain:

a. Tersusunnva secara lengkap termasuk sektor srvasta, hal ini
dimaksudkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan
merupakan proses untuk mendorong dan memberikan motivasi
juga kepada pihak swasta.

b. Memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu. Aspek berikutnya
yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan
pembangunan yang baik adalah memasukkan evaluasi freviewJ
perekonomian masa lalu. Mengingat perencanaan pembangunan
daerah adalah sebuah perencanaan berkelaniutan.

c. Flerinci tujuan dan prioritas pembangunan. Perlu dilakukan secara
rinci guna dapat ditetapkan dan dianalisis tujuan pembangunan
yang ingin dicapai.

d, Menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan.
Perencanaan yang baik haruslah terarah dan terukur sehingga
sasaran pembangunan menjadi ielas dan dapat dimonitor dan
dievaluasi dikemudian hari untuk mengetahui tingkat pencapaian
yang dapat dihasilkan.

e. Strategi dan Kebilakan Bersifat Spesifik. Dalam perencanaan
pembangunan yang dipersiapkan dengan Lraik, biasanya strategi dan
kebiiakan yang dirumuskan adalah bersifat spesifik sesuai kondisi,

. potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah.

f, Berisikan per€ncanaan kebutuhan investasi. Perencanaan dan
penganggaran merupakan dua aspek yang sangat terkait satu sama
lain.

g. Memuat perkiraan atau proyeksi selama periode perencanaan.
Perencanaan yang baik bersifat teruL.ur melalui penetapan sasaran
dan target pembangunan secara konkret.

h. Mempunyai kaitan yang ielas dengan perencanaan
pembangunan lainnya. Dalam rangka mewuiudkan perencanaan
yang terpadu dan bersinergi antar daerah dan tingkat pemerintahan,
maka pada perencanaan yang dipersiapkan dengan baik terlihat
dengan ielas kaitan dan hubungan antara satu dokumen perencanaan
dengan dokumen perencanaan lainnya yang terkait.
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2.4 l{rgiatan Belajar

PERENCANAAN PEMBAN GA NAN

A. GAMBARAN UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem
perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional
mencakup penyelenggaraan perencanaan secara makro dan komprehensif
pada seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan
secara terpadu dalam kerangka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRIJ. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan
pembangunan dari Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan
Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pedoman untuk men).usun perencanaan pembangunan nasional diatur
melalui UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN]. Dalam UUtersebut, SPPN didefinisikan sebagai satu
kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan

iangka paniang, iangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat, dan di daerah dengan
melibatkan masyarakat. Sedangkan perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yangtepag melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan
nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa
dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sistem perencanaan pembangunan nasional memiliki beberapa tuiuan
pokok diantaranya adalah:

[aJ Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

[bJ Meniamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang antar walctu. antar fungsi, pemerintah, maupun
antara pusat dan daerah;

[c] Meniamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawsan;

[d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan

[eJ Meniamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanlutan.
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Perencanaan pembangunan daerah (regfonal development planing)

adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiaan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumberdayayangada dalamrangka meningkatkan kesejahteraan

sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu

[PP No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahJ. Dalam perencanaan

pembangunan daerah tersebut, Kepala Daerah menyelenggarakan, dan

bertanggung iawab atas perencanaan pembangunan daerah dibantu oleh

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [BappedaJ. Pimpinan
Satuan lGria Perangkat Daerah ISKPD) menyelenggarakan perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Gubernur
menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkmnisasi, dan sinergi perencanaan

pembangunan antar Kabupaten/Koa di wilayahnya masing-masing.

Seperti halnya dalam perencanaan pembangunan nasional, perencanaan
pembangunan di tingkat daerah meliputi:

. Pertama, Rencana Pembangunan fangka Paniang (RPJP) Daerah,

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat
visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP

Nasional. RPfP Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah

untuk periode 20 (dua puluhJ tahun.

. Kedua, Rencana Pembangunan fangka Menengah (RPJMI Daerah,

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahyangmerupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPfM Nasional, yang memuat arah kebiiakan keuangan daerah,
strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD,

lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-

rencana keria dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaanyang

bersifat indikatif. RPfM Daerah merupakan dokumen perencanaan

daerah untuk periode 5 [imaJ tahun.

. Ketiga, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah [disebut dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IRKPDJ, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang merupakan peniabaran
dari RPIM Daerah dan disusun mengacu pada RKP Nasional.
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana ker.j4 dan pendanaannya, baik yang
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dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD merupakan

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 [satuJ tahun.

. Keempat, Rencana Pembangunan fangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (selaniutnya disebut dengan Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rentra-SKPDIJ, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tuiuan,

strategi, kebiiakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman
kepada RPf M Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SI(PD merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 [lima) tahun.

. Kelima, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Keria Perangkat

Daerah [selaniutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan ]furja

Perangkat Daerah [Renja-SKPD)], adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman kepada

Renstra-SKPD dan mengacu kepada RI(P Nasional, serta memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baikyangdilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

mendomng partisipasi maryarakaL Ren ja-SKPD merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu] tahun.

Hubungan antara dokumen perencanaan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 terinci dalam
gambar berikut:

Gambar 2.1

Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan (Menurut UU No- 25 Tahun 2004)

Sumber: UU No. 25 Tahun 2004
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Antara perencanaan nasional dan perencanaan daerah memiliki
keterkaitan dalam hal materi perencanaan, jangka waktu penetapan rencana,
sektor-sektor yang menjadi perhatian termasuk dalam hal pelaksanaan
siklus perencanaan, baik perencanaan langka panjang, iangka menengah
maupun perencanaan tahunan. Keterkaitan materil terlihat dari adanya
kewajiban pemerintah daerah untuk meniadikan Rencana pembangunan

fangka Panjang Nasional IRPJPJ sebagai ruiukannya dalam menyusun Rpfp
Daerahnya masing-masing.

Selanjutnya, keterkaitan dari segi waktu perencanaan, dikaitkan dengan
kebi.jakan alokasi anggaran secara nasional, perencanaan daerah harus
terlebih dahulu dilaksanakan lalu kemudian hasilnya disampaikan ke pusat
sebagai bahan bagi pemerintah dalam merencanakan penetapan ApBN
secara periodik dan berkelanjutan. Keterkaitan dari aspek sektor-sektor
pembangunan yang meniadi perhatian utama, dalam rangka mendukung
palaksanaan kebiiakan nasional dan pembangunan bangsa dalam kerangka
NKRI, penetapan skala prioritas pembangunan daerah harus paralel dengan
skala prioritas pembangunan nasional sebab keberhasilan pembangunan
secara nasional sangat ditentukan oleh adanya keberhasilan pembangunan di
daerah. Adanya kemaiuan pembangunan didaerah mengambarkan kemaiuan
pembanguan nasional sebagai bangsa sekaligus, sebab keberhasilan nasional
adalah akumulasi dari keberhasilan daerah-daerah. gBcara sederhana,
gambaran ket€rkaitan antara dokumen perencanaan nasional dan daerah
dipaparkan dalam *",.tn O".t*a*O", 

,.,
Kedudukan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

Dokumen Nasional Daerah

RPJP
(20 tahun)

Penjabaran tuiuan nasional sesuai
dengan Pembukaan UUD Negara
Kesatuan Republik Indonesia
tahun 1945

RPJP Daerah mangacu pada RPJP
Nasional

RPJM
(5 tahun)

Berpedoman pada RPJP Nasional RPJM Daerah berpedoman pada
RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional

Renstra
(5 tahun)

Renstra Kementrian/Irmbaga
(K/L):
Berpedoman pada RPIM Nasional

Renstra SKPD:
Berpedoman pada RPfM Daerah

RKP
(t tahun)

RKP Nasional merupakan
penjabaran dari RPIM Nasional

RKP Daerah merupakan penjabaran
dari RPJM Daerah dan mengacu
pada RKP Nasional
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Renja I Renja KL: Renja-SKPD:
(l Lahun) | Berpedoman pada Renstra-KL I Berpedoman pada Renstra-SKPD

dan mengacu pada prioritas I dan pada RKP Daerah

pembangunan nasional dan pagu 
I

indikatif

Sumben UU No. 25 Tahun 2004

Untuk mewuiudkan visi nasional sebagaimana ditetapkan dalam

kerangka pembangunan jangka paniang nasional, penetapan visi dan misi
pembangunan daerah fyang juga ditetapkan dalam kerangka pembangunan
jangka paniang daerahJ, harus selaras dan sepadan dengan visi dan misi
nasional dimaksud terutama berbagai sektor pembangunan yang telah

diserahkan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Penetapan

rencana kerja dinas sektoral harus selalu paralel dengan rencana ker.ja

departemen teknis terkait. Sebagai contoh, upaya peningkatan kapasitas

SDM aparat di daerah harus sesuai dengan upaya peningkatan kapasitas SDM

yang ditargetkan secara nasional. Sebaliknya, kebijakan pengembangan SDM

secara nasional harus merujuk pada upaya pemenuhan kebutuhan aparat
berkualitas di daerah untuk menjamin terlaksananya desentralisasi dan

otonomi daerah. Gambaran keterkaitan dimaksud dapat dipaparkan dalam

matriks berikut:

Tabel 2.3.
ftrualan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

Dokumen Nasional Daerah

RPJP
(20 tahun)

Penjabaran Tujuan Nasional ke

dalam:
Visi dan PenjabarannF;
i\{isi;
Arah Pembangunan Nasional:
. Kew'ila,vahan
. Sarana- Prasarana
r itldang Kenroupan

Mengacu kepada RP|P Nasional,
dan memuat:
. Visi dan Penjabarannla;
. Misi;
. Arah Pembangunan Daerah:
. Kewilayahan
. Sarana- Prasarana
. L-rusan Wajib
. Urusan Pilihan

RPltr{
(5 tahun)

Penjabaran Visi, Misi, Program
Presiden, berpedoman pada RPJM
Nasional, dan memuatl

P€niabaran Visi, Misi, Program
Kepala Daerah, berpedoman pada
RPJP Daerah, memperhatikan
RPJM Nasional, dan memuat:
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. Strat€gi Pembangunan
Nasional

. Kebiiakan Umum

. Kerangka Ekonomi N{akro

. Program Kem€nterian, lintas
Kementerian, Keu'ilayahan
dan Lintas Keu'ilaFhan }?ng
memuat kegiatan pokok
dalam kerangka regulasi dan

. Strategi Pemb. Daerah

. Kebiiakan Umum

. Arah Kebijatan Keuangan
Daerah

. Program-program SKPD,
Lintas SKPD, Kewilayahan,
dan Lintas Kewilar,ah an lang
memuat kegiatan pokok
da)am kerangka regulasi dan

Renstra
(5 tahun)

Renstra KL berpedoman pada
RPfM Nasional dan memuat:
. visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program,
dan kegiatan indikatif
pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi Kementerian/

Renstra SKPD berpedoman pada
RPJN{ Daerah dan mernuat:
. \'isi, misi, tuiuan, strat€gi,

kebijakan, program,
dan kegiatan indikatif
pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD

RKP
(1 tahun)

RKP Nasional merupakan
penjabaran RPfM Nasional, dan
memuat:
. Prioritas Pembangunan

Nasional
. Rancangan Keranglia Ekonomi

IMakro Nasional
. Arah Kebijakan Fiskal
. Program Kementerian/

Lembaga, Lintas K€menterian/
Lembaga, Kervilayahan, dan
Lintas Kewilayahan yang
memuat kegiatan dalam
kerangka regulasi dan

RKP Daerah merupakan
penjabaran dari RPJM Daerah,
mengacu pada RKP Nasional, dan
memuat:
. Prioritas Pembangunan

Daerah
. Rancangan Kerangka

Ekonomi N{akro Daerah
. Arah Kebijakan Fiskal
. Program SKPD, Lintas SKPD,

Kewilayahan, dan Lintas
Kewilayahan }?ng memuat
kegiatan dalam kerangka
regulasi dan kerangka

Renia
( I tahun)

Renla KL merupakan penjabaran
dari Renstra KL, dan memuat:
. kebijakan, progmm, dan

kegiatan pembangunan,
baik yang dilaksanakan oleh
Pemerintah maup[n yang
ditempuh dengan mendorong
paf tisipasi mas)?rakat.

Renja SKPD merupakan
penjabaran dari Renstra RKPD,
dan memuat:
. kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan,
baik yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi

Sumber: UU No. 25 Tahun 2004
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Berikut ini merupakan rencana pembangunan jangka paniang nasional
2005-2025 menurut UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

fangka Panjang Nasional 2005-2025 yang telah diring kas berdasarkan
visi, misi, tuiuan, sasaran-sasaran pokok, dan arah pembangunan rencana-
rencana tersebut,

Tabel 2.4
RPJP Nasional 2OOU2O25

Sumber: UU l712007

33

hdonesl.Yanghtndiri,m€ju,.dil,danmakmu.

rk!:lita.dan berdaya !ainB
lvlew!iudkan marva6lat dedok,atis berlan&skan hutuh
i&wuiudk3n l.dDnesia.m.n, damai, d:n b€ rlat!
tvlwuiudkan pemeratEan pehb.ns,.an d.n ber*eadilan
Ntewutudkdn lrdoneeid d!'i dcn lerlari
lJbwltudbn Indonetia mEnj:di neEa.a kepulaurn !aaC hdnda n, haju,luat, d:n

Nreeoiudkan banlsa yanA beidaya rains ad.lah hensEdep.n*a^ p?mbanBunan 5DM

tvlew!tudkan ma5yaatat be€k6l.k mul i5, b€rmoral, b.rEti*a, bertlodaya. dan t'eEdab

M€w!iudk.h ba6€sa yane haiu, mandiri, danadil sebaaailandasan baga r.happ€n6ansunm
berikutnyr danuj( m.sya.ak.t.dil dan makmu.dalafr N(Rlberdasartan Pan€sil. dan UUD

1q'5

Tea!judnya m#yaEka ndoneri a yans berakhlak mulia, b€moEl. heretika. bert{day4

T€.wujudnyt b.nE$y.ng berdaya einEU6tuk fren6pai masy.ratrtya.a lebih makmur

<lan k.daulatan nega.. d..iancaman baikdari d,lam nea.rimaupun loar regcri

T€dujud.ya Indonesi a ya.g de motEti3. berla.dask6n hukum d.n ber*e*ila.
Tetu uiudnya 6sa dman da n damai bagi rel!ruh E kyat sena te4aCanta leut!ha. wilayah

TeRUiodny. pembansunanyans lebih merata dan berteadilan
Iprwujudnya Inddeeia ysng.eri ddn lest.ri
Tee!iudnya l.donesia seb.gain.eara kEp{t.u.n y.nEmaMiri, maju, kual dan

Pemb.dgunrn aBah.di.rank.n untuk m€m.naapkan ru6asidan pe6n aeama *ba€aa
moral d.n€tike d.l:m pem6anaunan, rembina akhlat hulaa, hemupuk etos k rja,

prestui. dan de njadl &ekuat i pe^dorcnaauna m6aFai k€Njuan.Ialam

Pehba.aunandanp€mantap.^ jati diri bane.adituj!kanontukmewuiudkan

M€mt':ngun SOM y.n3 berlualitas
Memperkuat perelonohian doFe5tikdenaanqi.ftta5i dan blrdaya sainEglob.l
Pengu.saan, peng€mb€ngan, da. pem:nf:at'n ilmu p.ftAetahuan dan teknolei
SaEna dan prararan. yang m.madai

Memantapkan p€ le mbaEaa n demokrasl y.g l€bih kokoh
MempErkuat peEn masyaEkat sipil *hinaga prc*s pemb.ngunan p.EipErorir yan8

M€numbuhkan dasyaratatta.gC.p ydnA akan me.doronA semangat sukarelayanA5eialan

N4empe.kuat kualitar d€sentraliralt dan oto.omi d.e.ih
Ni€njamin perkembanean d:n kEbeb.sa. m.diadaram re ngoduni kaik.. lep€ nti.aan

secaE adil, konaku€n, tjdak disk.imin:tir, dan hemihak pada Gky.t k€cil
tvl.lalukan pembenahan 5trukturhufruh d.n meninAlatkan budaya hukum d.n meneCa&kan



MoDUL luarA KulraH Fl\'{P IPDN

B. SIKLUS ANGGARAN

Penganggaran dalam pemerintahan merupakan penyusunan rencana
keuangan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja
guna melakanakan program, proyek dan kegiatan operasionalisasi dalam
organisasi pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip efektMas
dan efisiensi alokasi dana, kemanfatan bagi rakyat, kedisplinan dari segi
waktu dan ketaatan hukum. transparansi, akuntabel dan kebertanggung
iawaban. Tahapan Proses penganggaran di pemerintahan baik di level
nasional maupun daerah akan selalu mengikuti suatu siklus, mulai dari
tahap penyusunan rencana anggaran, persetuiuan anggaran oleh legislatif,
pelaksanaan anggaran serta pelaporan dan audit atas pelaksanaan anggaran.
Siklus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Siklus anggaran

1. Penyusunan Rencana anggaran (Preparation)
Tahap prepamtion atau penyusunan anggaran adalah tahapan
pertama dari proses penganggaran. Pada tahapan ini, biasanya
rencana anggaran disusun oleh pihak eksekutif yang nantinya
akan melaksanakan anggaran tersebut. Anggaran yang dizusun
dalam tahapan ini dimaksudkan untuk dilaksanakan pada periode
anggaran berikutnya. Oleh sebab itu, iadwal waktu yang disediakan
untuk penyusunan anggaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga
anggaran diperkirakan akan siap dilaksanakan sebelum periode
anggaran berikutnya dimulai.

Granof {2001J mengatakan bahwa' budgeting generally necessttates

flows of policies and information to and from all porties involved in the
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budgetary process." Artinya, sebelum anggaran mulai disusun maka

perlu diidentifikasi dan dikumpulkan terlebih dahulu gambaran umum

kebijakan dan informasi penting lainnya di dalam pemerintahan. OIeh

sebab itu, tahapan ini dirinci menjadi 2 bagiaq yaitu:

a. Langkah /rwal fttreltminary steps), yaitu langkab-langkah

pendahuluan, kepala pemerintahan memberikan batasan

atau kebiiakan umum yang akan ditempuh pada periode

anggaran berikutnya. Kebilakan umum tersebut antara lain
menggambarkan beberapa prakiraan awal anggaran yang

diperkirakan akan dicapai pada periode anggaran berikutnya
seperti saldo dana, pendapatan, dan belania, serta memberikan

informasi kepada setiap unit organisasi tentang urutan prioritas
kegiatan yang akan dilaksanakan. Agar kebijakan umum

tersebut mendekati realitas yang sebenarnya maka diperlukan
pengkajian dan analisis yang komprehensif.

b. Penyusunan rencana anggaran (preparing the budgetJ oleh unit-
unit keria yang ada Anggaran yang disusun meliputi estimasi
pendapatan dan estimasi belanja Keduamacam estimasi tersebut
perlu dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan

realisasi periode sebelumnya, kecenderungan yang teriadi,
faktor-faktor yang mungkin berpengaruh pada periode

berikutnya, dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada

periode yang akan datang Pada tahapan penyusunan tersebut,

masing-masing pimpinan unit keria mengaiukan usulan

anggaran dari unitnya dengan mengacu pada kebiiakan dan
pedoman umum dari kepala pemerintahan.

Persetuiuan Legislatif

Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatlan
persetuiuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif [terutama komite

anggaran] akan mengadakan pembahasan guna memperoleh
pertimbangan-pertimbangan unurk menyeturui atau menolak anggaran

tersebuL Selain itu, akan diadakan irrga dengarpendapat [public heaing)
sebelum nantinya lembaga legislatif menyehti ui atau menolalmya

Pelaksanaan anggaran

Fada tahapan ini, anggaran yang telah disetujui pada tahapan

sebelumnya mulai dilaksanakan oleh pihak elsekutif organisasi atau

2.

3.
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pelaksana anggaran lainnya. Berhubung anggaran yang disetujui pada
umumnya berlaku untuk satu tahun anggaran maka untuk memperjelas
dan mempermudah pelaksanaannya perlu dilakukan langkah
pengalokasian yang dikenal sebagai a llotments dan apportionmen\.

Dengan demikian, dalam melaksanakan anggaran diperlukan iuga
sikap kehati-hatian agar organisasi tidak begitu saia melaksanakan
seluruh anggaran belania kegiatan pada awal-awal tahun anggaran
meskipun hal tersebut telah disetujui sebelumnya. Hal tersebutperlu
diperhatikan untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya
penerimaan sumber daya yang telah dianggarkan dalam anggaran
pendapatan. Dengan kata lain, organisasi harus memperhatikan arus
keluar dan masuknya sumber daya dalam pelaksanaan anggaran
apabila tidak ingin menghadapi kesulitan pemenuhan kewaiiban
untuk membiayai kegiatannya.

4. Pelaporan dan Audit
Tahap terakhir dari proses penganggaran adalah menyangkut
masalah pelaporan dan auditatas anggaran yang telah dilaksanakan.
Pada tahap ini, realisasi anggaran akan dilaporkan dan dibandingkan
secara periodik dengan anggaran yang telah disetujui sebelumnya.
Adanya perbedaan antara anggaran dan realisasinya harus dijelaskan
penyebabnya. Laporan tersebut kemudian diaudit untuk memastikan
bahwa laporan telah dibuat secara benar. Laporan anggaran dan
hasil audit atas laporan tersebut merupakan bahan informasi dalam
penyusunan anggaran untuk periode anggaran berikutnya. Oleh
sebab itu, rangkaian pmses penganggaran yang dimulai seiak tahap
penyusunan hingga pelaporan dan audit anggaran pada akhirnya
akan membentuk suatu sik.lus anggaran.

Sumber: Diktat perencanaan dan penganggaran Kementerian

Keuang€n Tahun 2013. Dan Indra Bastiah .Sistim

Perenc€naan dan Penganggaran Daerah di Indonesia,

Salemba Tengah Tahun 2006.

C. KERANGKA REGULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

UU 25 /2004 merupakan landasan hukum perencanaan pembangunan
bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. UU ini mengatur bahwa
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Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata

caraperencanaan pembangunan untukmenghasilkan rencana pembangunan

dalam iangka paniang, iangkamenengah, dan tahunanyang dilaksanakan oleh

unsur penyelenggara pernerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan

masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan nasional menurut UU 25/2On+

berialan melalui lima pendekatan yang dapat dipandang sebagai sebuah

rangkaian perencanaan: (11 politik; [2) telinolaatik; [3] partisipatif; (4)

atas-bawah [top-down)t dan (5) bawah-atas (bottom-up)' Pendekatan

politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah

pro*". p"nyurunan rencanat karena rakyat pemilih menentukan pilihannya

berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-

masing cal on Presiden/Kepala Daerah. Perencanaanteknokratik dilaksanakan

dengan menggunakan metoda dan ke rangka b erpikir ilm iah olehlembagaatau

satuan keria yang secara fungsional bertugas untuk itu' Perencanaan dengan

pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang

berkepentingan fs takehold ers) terhadap pembangunan; keterlibatan mereka

dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki'

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan

dilaksanakan menurut ienjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-

bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan

baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota; kecamatan, dan desa'

Lebih laniut, UU 25/2004 mengatur proses perencanaan pembangunan

dilaksanakan dengan menempuh empat [4J tahapan yakni: [1J penyusunan

rencana; [ZJ penetapan rencana; (3] pengendalian pelaksanaan renGrna;

dan {4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan

secara berkelaniutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus

perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan

lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4

iempai) Iangkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan reircana

pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur' Langkah

kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan nencana

kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yangtelah

disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat [stakeholderc]

dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing

leniang pemerinahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan'
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Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana
pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum
sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UU
ini, rencana pembangunan iangka paniang Nasional/Daerah ditetapkan
sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan langka
menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden/Kepala

Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan
sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk
meniamin tercapainya tuiuan dan sasaran pembangunan yang tertuang
dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama
pelaksanaan rencana tersebutoleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah. Selaniutnya Menteri/Kepala Bappeda menghimpun
dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari
masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja perangkat
Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan
pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis
data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tuiuan dan kinerja
pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran
kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator
dan sasaran kineria mencakup masukan (input], keluaran (outputJ, hasil
[resultJ, manfaat (benefit) dan dampak fimpactJ. Dalam rangka perencanaan
pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik pusat maupun Daerah,
berkewajiban untuk melaksanakanerraluasi kinerja pembangunan yang
merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungiawabnya. Dalam
melaksanakaB erraluasi kineria proyek pembangunan, Kementerian/
Lembaga, baik Pusat maupun Daerah. mengikuti pedoman dan petunjuk
pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metodq materi,
dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

2.5 L*tihan

1. felaskan apa yang dimaksud dengan evaluasi pelaksanaan rencana
kegiatan.

2. Apa yang dimaksud dengan indicator dan sasaran kineria.
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3. Apa tujuan dari pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan politik.

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan partisipatif.

6. Ielaskan apa yang dimal<sud dengan pelaksanaan Musrenbang.

7. Bagaimana hubungan antara RPJMD, RPfMD, RENSTRADA dan

RKPD,

8. Apa yang dimaksud dengan rencana keria pembangunan daerah.

9. Apa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan fangka Panjang

Daerah.

10. Apayangdimaksud dengan Rencana PembangunanlangkaMenengah

Daerah.

2.6 Rangkurnan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan

nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan secara makro dan

komprehensif pada seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua

bidang kehidupan secara terpadu dalam kerangka wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia [NKRI]. Perencanaan pembangunan

nasional terdiri atas perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat

dan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai dengan

fungsi dan kewenangannya.

Sistem perencanaan pembangunan nasional memiliki beberapa tuiuan
pokok diantaranya adalah:

[aJ Mendukung koordinasi antar pelaku pembangurian;

[bJ Meniamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintah, maupun

antara pusat dan daerah;

(cJ Menjamin keterkaitan dan konsistensi , antara perencanaan'

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasani

[d) Mengoptimalkan partisipasi maslarakat dalam pembangunan; dan

(e) Menjamin tercapainya penggunaan zumber daya secara efisien,

efektil berkeadilan, dan berkelanjutan.
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Perencanaan pembangunan daerah [regional development planning)
adalahsuatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumbei daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/
daerah dalam jangka waktu tertentu (PP No. 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan

Rencana Pembangunan DaerahJ. Dalam perencanaan pembangunan
daerah tersebut, Kepala Daerah menyelenggarakan, dan bertanggung
jawab atas perencanaan pembangunan daerah dibantu oleh Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). pimpinan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPDJ menyelenggarakan perensanaan
pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya,
Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi perencanaan pembangunan antar Kabupaten/Kota di wilayahnya
masing-masing.

Seperti halnya dalam perencanaan pembangunan nasional, perencanaan
pembangunan di tingkat daerah meliputi:
. Pertama, Rencana Pembangunan fangka Paniang [RpJp] Daerah,

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat
visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rpfp
Nasional.

. Hedua, Rencana Pembangunan fangka Menengah [RpfM] Daerah,
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPfM Nasional, yang memuat arah kebi.iakan keuangan daerah,
strategi pernbangunan Daerah. kebijakan umum, dan program SKpD,
Iintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-
rencana keria dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

. Ketiga, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (disebut dengan
Rencana Keria Pemerintah Daerah (RKpD), adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerahyang merupakan penlabaran dari
RPfM Daerah dan disusun mengacu pada RKp Nasional. Keempat,
Rencana Pembangunan fangka Menengah Satuan Keria perangkat
Daerah [selaniutnya disebut dengan Rencana SFategis Satuan Keria
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Perangkat Daerah (Rentra-SKPD)], adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tuiuan, strategi,

kebiiakan, pmgram, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM

Daerah dan bersifat indikatif'

. Kelima, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (selaniutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Ker.ia

Perangkat Daerah (Renia-SKPDJ, adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman kepada

Renstra-SRPD dan mengacu kepada RKP Nasional, serta memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakaL

Selaniutnya, keterkaitan dari segi walrtu perencanaan, dikaitkan dengan

kebijakan alokasi anggaran secara nasional, perencanaan daerah harus

terlebih dahulu dilaksanakan lalu kemudian hasilnya disampaikan ke

pusat sebagai bahan bagi pemerintah dalam merencanakan penetapan

APBN secara periodik dan berkelaniutan. Keterkaitan dari aspek sektcr-

sektor pembangunan yang menjadi perhatian utama, dalam rangka

mendukung palaksanaan kebiiakan nasional dan pembangunan bangsa

dalam kerangka NKRI, penetapan skala prioritas pembangunan daerah

harus paralel dengan skala prioritas pembangunan nasional, sebab

keberhasilan pembangunan secara nasional sangat ditentukan oleh

adanya keberhasilan pembangunan di daerah.

UU 25 /?O04 merupakan Iandasan hukum perencanaan pembangunan

bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah' UU ini mengatur

bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana pembangunan dalam iangka paniang, jangka menengah, dan

tahunan yang dilaksanakan oleh unzur penyelenggara pernerintahan di

pusat dan Daerah dengan melibatkan masjrarakat'

Proses pereDcanaan pembangunan nasional menurut UU 25/2004

berjalan melalui lima pendekatan yang dapat dipandang sebagai sebuah

rangkaian perencanaan: [1) politik; (2J teknokratik; (S] partisipatit {4)

atas-bawah (top'down); dan (51 bawah- atas (boftom-up)' Pendekatan

politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah

prosespenyusunanrencana,karenaralqratpemilihmenentukanpilihannya
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berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-
masing calon Presiden/Kepala Daerah. perencanaan teknokratik
dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah
oleh lembaga atau satuan kerla yang secara fungsional bertugas untuk
itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan
melibatkan semua pihak yang berkepenti ngan (stakeholdersj terhadap
pembangunan; keterlibatan mereka dimaksudkan untuk mendapatkan
aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-
bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut
ienjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas_bawah dan bawah_atas
diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat
nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Lebih Ianjuq UU 25/2004 mengatur proses perencanaan pembangunan
dilaksanakan dengan menempuh empat [4J tahapan yakni: [1J
penyusunan rencana; (2J penetapan rencana; [3) pengendalian
pelaksanaan rencana; dan [4J evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat
tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara
keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasiIkan rancangan
lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4
(empat] langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana
pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
Langkah kedua. masing-masing instansi pemerintah menlapkan
rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana
pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah
melibatkan masyarakat {stakeholders) dan menyelaraskan rencana
pembangunan yang dihasilkan masing-masing lenjang pemerintahan
melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan Iangkah
keempat adalah pen)rusunan ftrncangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana meniadi produk hukum
sehingga mengikat semua pihak untuk rnelaksanakannya- Menurut UU
ini, rencana pembangunan iangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan
sebagai Undang-Undang/peraturan Daerah, rencana pembangunan
jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai peraturan
Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/
Daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden/Kepala Daerah.
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Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk

meniamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang terhrang

dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian

selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/

Lembaga/Satuan Keria Perangkat Daerah. Selaniutnya Menteri/Kepala

Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelal(sanaan

rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/

Lembaga/Satuan Keria Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan

kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan pergncanaan

pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis

data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tuiuan dan kinerja

pembangunan. Erraluasi ini dilaksanakan berdasarkan- indil€tor dan

sasaran kineria yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan'

Indikator dan sasaran kinerla mencakup masukan finputJ' ke]uaran

(output), hasil fresultJ, manfaat [benet'itJ dan dampak fimpactJ.

2.7 Test Forrna tif
1. Indik€tor dan sasaran kineria mencakup:

a Infut, Output Result, dan Benefit.

b. Output, Result, dan Benefit-

c InIut, OutPut, dan Benefit

2. Rencana Kerja Satuan Keria Perangkat Daerah [Renia-SKPD),

o. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun

dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu

kepada RKP Nasional, serta memuat kebiiakan, pmgram, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan Iangsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

Parti siPasi masYarakaL

b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun

dengan berpedoman kepadaRenstra-SKPD dan mengacu kepada

RKP Nasional, serta memuat kebiiakan, program, dan kegiatan

pembangunan.

c. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun

dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada

RKP Nasional.

a OOOoooOOO CoOC OOOooO C O C C ooOOOOOooOOO C COOoooO C 0 OooO I OOOOCCC OOooooo 43



)loDLrr \IA'ra KrrrAH I\'1I tPD-\

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Keria Perangkat
Daerah (selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Satuan Keria
Perangkat Daerah [Rentra-SKPD)), adalah:

a Dokumen perenclnaan pembangunan daerah yang riemuat
visi, misi, tuiuan, s!:at€gi, kebijakaa progr:lm. dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan.

c. Dokumen perencanaan pembanguna'n daerah yan! memuat
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta
berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Siklus perencanaan pembangunan daerafu merupakan tahapan-
tahapan yang harus dilalui dan diikuti oleh setiap perencana
pembangunan daerah

a. Ya dantidak
b. Tidak.

c. Ya.

Mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan
pembangunan lainnya.

' a. Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan
bersinergi antar daerah dan tingkat pemerintahan, maka pada
perencanaan yang dipersiapkan dengan baik terlihat dengan

ielas kaitan dan hubungan antara satu dokumen perencanaan
dengan dokumen perencanaan lainnya yang terkait.

b. Perencanaan yang dipersiapkan dengan baik terlihat dengan

ielas kaitan dan hubungan antara satu dokumen perencanaan
dengan dokumen perencanaan lainnya yang terkait.

c Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan
bersinergi antar daerah dan tingkat pemerintahan, maka pada
perencanaan yang dipersiapkan dengan baik tertihat dengan jelas.

6. Memuat perkiraan atau proyeksi selama periode perencanaan.

a. Perencanaan yang baik bersifat terukur melalui penetapan
sasaran dan targeL
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b. Perencanaan yang baik bersifat terukur melalui penetapan

sasaran dan target pembangunan secara konkret.

c. Perencanaan yang baikbersifat terukur.

Strategi dan Kebijakan Bersifat Spesifik.

a. Kebijakan yang dirumuskan adalah bersifat spesifik sesuai

kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah'

b. Perencanaan pembangunan yang dipersiapkan dengan baik,

b iasanya strategi dan kebijakan yang dirumuskan adalahbersifat

spesifik.

c. Perencanaan pembangunan yang dipersiapkan dengan baik,

biasanya strategi dan kebijakan yang dirumuskan adalah bersifat

spesifik sesuai kondisi, potensi dan permasalahan.

Merinci tuiuan dan prioritas pembangunan'

a Perlu dilakukan secara rinci guna dapat ditetapkan dan dianalisis

tuiuan pembangunan yang ingin dicapai.

b. Perlu dilakukan secara rinci guna dapat ditetapkan dan

dianalisis.

c. Perlu dilakukan secara rinci guna dapat ditetapkan.

Tersusunnya secara lengkap termasuk sektor swasta,

a. Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan proses

untuk mendorong dan memberikan motivasi iuga kepada pihak

swasta.

b. Penyusunan perencanaah pembangunan merupakan proses.

c. Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan proses

untuk mendorong dan memberikan motivasi'

10. Menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan.

a. Perencanaan yang baik haruslah terarah dan terukur sehingga

sasaran pembangunan meniadi ielas dan dapat dimonitor

dan dievaluasi dikemudian hari untuk mengetahui tingkat

pencapaian yang dapat dihasilkan.

b. Perencanaan yang baikharuslah terarah dan terukur,

c. Perencanaan yang baik haruslah terarah dan terukur sehingga

sasaran pembangunan meniadi jelas dan dapat dimonitor

dan dievaluasi dikernudian hari untuk mengetahui tingkat

pencapaian yang dapat dihasilkan.

a.
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2.8 Jawaban

1.a

3. a

4.d
5.a
6.b
7. c

8.a
9.a
10. a

2.9 Umpan Balik dan Tindak Laniut
Cocokkanlah lawaban Anda dengan jawaban yang sudah disediakan, dan
hitunglah iumlah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakan rumus
di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Andj, dalam materi
kegiatan belajar 2.

Rumus:

Tingkat penguasaan = x100%
i0

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
. 9O o/o- 100% = baik sekali
. 8O Vo- 89 o/o = baik
. TOVo-?9Vo = cukup

>690/0 = kurang.Bila Anda mencapai tingkat penguasaan g0 yo
atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar 3. Bagus!
Tetapi bila tingkat penguasaan Anda kurang dari g0 96, maka Anda harus
mempelajari kembali kegiatan belajar 2, terutama bagian yang belum
Anda kuasai.
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PENGANGGARAN DAERAH

3.1 Latar Belakang

- Proses Perencanaan dan Pengangaran

Droses pen)rusunan perencanaan dan penganggaran daerah Dimana

.f- masvarakat daerah dilibatkan, hal ini di karenakan masfarakat

sebagai yang memiliki kepentingan dalam pembangunan. Dan tujuan

akhir dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat adalah kesejabteraan masyarakat daerah. Upaya

pemerintah daerah untuk dapat memberikan pemahaman terkait pmses

perencanaan, dan penganggaran daerah adalah dengan meningkatkan

kualitas aparatur pemerintah daerah yang akan mampu menyelesaikan

berbagai permasalahan dalam menialankan tugas-tugasnya sebagai

abdi negara dan abdi masyarakat di dalam memberikan pelayanan

.yang terbaik. Untuk tercapainya peningkatan kemampuan aparatur
pemerintah daerah diperlukan kerja keras dari semua pihfi khususnya

pemerintah daerah dan iajarannya.

Kemampuan pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan, seiring

adanya perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi serta tuntutan

masyarakat yang semakin tinggi. Dinamisnya hubungan keuangan Pusat

dan Daerah juga mempengaruhi sistim pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan desenualisasi fiscal. tindak laniut pemberian kewenangan

dari pemerintah kepada pemerintah daerah, menuntut pemerintah

daerah harus lebih konsisten di dalam menggali potensi-potensi sumber-

sumber pendapatan daerah, agar pemerintah daerah dengan adanya

desentralisasi fiskal, dapat lebih leluasa melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah

guna terwuludnya keseiahteraan masyarakat yang diidamkan oleh

semua pihak .

Untukmenjaga kerangka ekonomi daerah dan meniamin keberlangsungan

hidup bernegara, melalui pengelolaan keuangan daerah, secara umum
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pemerintah daerah memiliki tiga fungsi utama di dalam menstabilkan
perekonomian, yaitu:

1. Fungsi alokasi;

2. Fungsi distribusi, dan

3. Fungsi stabilisasi.

Fungsi alokasi merupakan bentuk campur tangan pemerintah daerah
dalam bentuh bagaimana pemerintah daerah dapat menyediakan dan
memenuhikebutuhan barang publik atau dalam bentuk kebijakan
penggunaan seluruh sumber daya untuk digunakan memproduksi
barang swastadan barang publik.

Fungsi distribusi merupakan upaya untuk memanfaatan sumber-
sumberpotensi pendapatan guna mengurangi kesenjangan sosial antar
pendapatan masyarkaL

Peranan lainnya adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan.
Distribusi pendapatan tergantung dari besar kecilnya kepemilikan
faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, dan
akses seseorang untuk memperoleh pendapatan. Kebiiakan ekonomi
ini dikatakan efelrtif apabila kegiatantersebut daapat dilakukan untuk
memperbaiki keadaan pendapatan dari kelompok masyarak miskin.
Pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan secaralangsung
dengan paiak yang progresif, dengan memberikan beban palak yan!
lebihbesar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin,
disertai dengan transfer paymentatau subsidii bagi golongan miskin.
Pada furigsi stabilisasi, digunakan untuk meredam goncangan
ekonomiseperti inflasi dan pengangguran baik pada langka pendek
maupun jangka paniang.

Sumber: Diktat perencanaan dan penganggarah Kementeri

Keuangan 20i3.

3.2 Tiniauan Umuln

Pada Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah,
di mana masyaraakat setalu dilibatkan keikutsertaannya., adalah di
karenakan masyarakat adalah sebagai yang memiliki kipentingan, dan
tujuan akhir dari pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang
berisikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat adalah keseiahteraan masyarakat daerah.
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3.3 Tinjauan Khus:rs

Pada bab III ini secara khusus akan dibahas tentang:

a. Gambaran Umum
b. Kebiiakan penganggaran Daerah

c. Yang mempengaruhi penganggaran daerah-

d. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran.

e. Beberapa pendekatan dalam pen5rusunan anggaran daerah

. f. Kerangka Regulasi.

3.4 Kegiatan Belajar

. KEBAAKANPENGANGGARANDAERAH

A. GAMBARAN UMUM

Kebijakan anggaran (budget policy formulation)i dan perencanaan

operasional anggaran (budget opemtional planning) merupakan kerangka
konseptual dari kebiiakan penganggaran pada saat penyusunan APBD.

Kebiiakan umum APBD atau yang lebih dikenal dengan singkatan KUA,

merupakan kebiiakan pemerintah daerah dalam menJrusun dan merancang

dan merencanakan penyusunan APBD, dengan formulasi dalam kebiiakan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan kebijakan fiscal
daerah. Adapun kebiiakan operasional anggamn, adalah terkait dengan

besaran alokasi penganggaran yang akan dialokasikan ke dalam ke dalam
Kebijakan Umum APBD.

Setelah disusun lalu diajukan kepada DPRD untuk dilakukan
pembahasan bersama-sama dengan pihak DPRD dan pemerintah daerah,
guna mendapatl<an persetujuan dan pengesahan oleh pihak DPRD, sebagai

lembaga yang mempunyai kewenangan dan memiliki fungsi pengawasan dan

budgeting. Sementara itu, penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses

untuk menyusun sebuah anggaran; dan anggaran (APBD) dapat diartikan
sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama olehpemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Namun demikian, dalam konteks penyusunan anggatirn pemerintah,
pada tahap-tahap tertentu agak sulit untuk membedakan antara domain
perencanaan dan penganggaran.
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Bahkan di dalam definisi pengelolaan keuangan daerah yang dinyatakan

di dalam pasal 1, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, dan telah

diperbaharui direvisi dengan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2007,

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, tidak digunakan istilah
perencanaan dan penganggaran ' melainkan hanya 'perencanaan'. Hal ini
berarti bahwa di dalam istilah perencanaan tersebut sekaligus mengandung
malina penganggaran.

Di dalam pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005,
dinyaakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaanr pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Aktivitas perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan sebagai tahapan
paling krusial dan kompleks dibandingkan dengan aktivitas lainnya di dalam
konteks pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa
alasan berikut ini:

Aktivitas (sildus) pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila
perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya program/kegiatan
yang direncanakan tidak tepat sasaran, maka kita tidak dapat
mengharapkan suatu keluaran ataupun hasil baik/tepat sasaran.

Perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak pemangku

kepentingan pembangunan (stakeholders] baik masyarakat,
pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah yang lebih tinggi

[propinsi dan pusat) yang dilakukan melalui forum mus]rawarah
perencanaan pembangunan (MusrenbangJ mulai dari tingkat
kelurahah/desa, dilaniutkan di tingkat kecamatan, tingkat
kabupaten/kota, sampai di tingkat propinsi dan nasional untuk
menyerasil<an antara perencanaan pemerintah kabupaten/kota/
propinsi dan pemerintah pusat fperencanaan nasional).

Spektrum iangka paniang [20 tahun] yang disebut RPIPD [Rencana
Pembangunan jangka Panjang DaerahJ; iangka menengah (5 tahun)
yang disebut RPIMD fRencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah); dan jangka pendek fsatu tahun) yang disebut RKPD

[Rencana Keria Pememerintah DaerahJ.

Sumber: IndraBastian'SistemPerericanaandanPenganggaran

Pemedntah Daerah di lndonesia - Salomba Emoat.

Jaka.ta 2009)
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B. YANG MEMPENGARUHI KEBUAKAN ANGGARAN DAERAH

Kebijakan penganggaran daerah dipengaruhi oleh komitmen politik dari
para elite lit politik di daerah, tanpa adanya kemampuan politik yang kuat
untuk membehahi pengelolaan keuangan daerah, tanpa adanya komitmdn
yang kuat mustahil akan dapat tercapai pengelolaan keuangan daerah
yang baik dan benar, dan juga sebalilflya kadang komitmen politik dapat
menggerakkan sistim yang tidak transparan dan akuntabel, sehingga ini
memerlukan suatu kesepakatan yang benar dan sungguh-sungguh mengacu
pada peraturan perundang-undangan yangberlaku

Integrasi komitmen politik para elit pemerintah daerah diperlukan untuk
meniamin antara lain pencapaian kinerja yang prima dalam tiga hal, yaiur
pencapaian disiplin fiskal pemerintah daerah menyeluruh, ialannya prioritas
strateiik pemerintah daerah, dan pencapaian kineda operasional pemerintah
daerah yang prima. Dengan komitmen politik yang kuat, maka diharapkan
pihak-pihak elite pemerintah daerah akan lebih fokus kepada kepentingan
pemerintah daerah iangka menengah dan jangka panjang.

Pengertian anggaranr anggaran merupakan proses kegiatan yang
mengalokasikan anggaran ke dalam setiap kegiatan dari program yang
telah disusun, dan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki
kewenangan untuk melakukan koordinasi, pengawasan. mengarahkan dan
mengorganisasikan sedap unlt atau badan-badan yang akan merencanakan
suatu kegiatan. Sehingga fungsi anggaran sangat straregis terhadap
keberhasilari darl suatu proses keglatan, karena tanpa anggaran mustahil
kegiatan dapat dilaksanakan.

Pengalokasian anggaran dalam suatu kegiatan pada suatu program harus
memperhatikan:

a. Ketersediaan dana yang tersedia;

b. Membegi ketersediaan dana t€rsebut secara proporsional ke dalam
program dan kegiatan yang alan direncanakan untuk dilaksanakan;

c. Memperhatikan Standarbiaya khdsus maupun standar biaya umum;

d. Mempefhatlkan bagan akun standar yang ditetapkan dalam jenis-

ienis belanja;

e. Memperhituirgkan antara alokasi setiap kegiatan dengan hasil yang
akan dicapai dalam implementasinya (output).

f. Manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat atas program dan
kegiatan yang dialokasikan anggarannya {outcomesJ.
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Tujuan dari penyusunan anggaran adalah untuk mengalokasikan dana

yang tersedia dengan mempertimbangkan pada aspek ekonomis, efisien

dan effektif. Untuk itu penggunaan dana secara ekonomis merupakan

pertimbangan yang logis, dengan memperhatikan patokan harga dasar yang

lebih murah dengan kualias barang yang diinginkan. Adapun penyusunan

anggaran yang sangat efisien menuntut adanya setiap pelaku paftr penyusun

anggaran untuk dapat menganggarkan volumen kebutuhan yang diinginkan

yang paling rendah, dengan tidak mengabaikan kualitas yang diinginkan,

dan penyusunan anggaran yang effektif di mana setiap penyusun angganln

dituntut untuk mengalokasikan sumber dana berdasarkan prioritas manfaat

ydng akan diperoleh.

Untuk lebih iauh kita memahami arti penting dari penganggaran daerah,

diperlukan cakupan-cakupan yang lebih luas dan bermakna, adapun aspek

aspek yang dicakup meliputi:

1. Anggaran daerah adalah alat bagi pemerintah daerah untuk

meniamin dan mengarahkan adanya kesinambungan dalam

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat daerah.

2. Anggaran daerah sangat dibutuhkan di karenakan adanya keinginan

masyarakat yang tidak terbatas dalam memenuhi kebutuhannya

yang diakibatkan adanya proses perkembangan dari pengaruh

internal maupun eksternal, adapun ketersediaan sumber daya

tersedia sangat terbatas, sehingga diperlukan adanya skala prioritas

dalam pengalokasiannya.

3. Anggaran daerah merupakan komponen yang sangat penting

di dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah.

Menurut pendapat (Mardiasmo, 2004J, peran anggaran daerah

berdasarkan fungsi utamanya meliputi:

'.1. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan yang antara lain

digunakan untuk:

a. Merumuskan tuiuan serta sasaran kebiiakan sesuai dengan visi
dan misi yang ditetapkan.

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai

tu.iuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber

pembiayaannya.
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c. Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai
program dan kegiatan yang disusun.

d. Menentukan indikator kineria dan tingkat pencapaian st'ategi.

2. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang digunakan
antara lain untuk:

a. Mengendalikanefisiensipengeluaran.

b. Membatasi kekuasaan atau kewenangan Pemerintah Daerah.

c Mencegah adanyaoverlapping, undersnnding, dan salah sasaran
(misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang
lain yang bukan merupakan prioritas

d. Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional
program atau kegiatan pemerintah.

3. Anggaraan sebagai alat kebijakan fiscal, guna menstabilkan ekonomi
dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.

4. Anggaran sebagai alat politik, di mana digunakan untuk dapat
memutuskan prioritas-prioritas keuangan, anggaran merupakan
dokumen politik dan merupakan bentuk kesepakatan antara
eksekutif den gan Iegeslatif.

5. Anggaran merupakan sebagai alat untukkoordinasi antara unitkerja
pemerintah daerah.

6. Anggaran sebagai alat untuk mengerraluasi kineria jajaran aparatur
pemerintah daerah,

7- Anggaran sebagai alat untuk memotivasi manaiemen Pemerintah
Daerah agar dapat bekeria secara ekonomis, efeltif dan efisien
dalam mencapai target kine4a fang diinginkan.

Berdasarkan uraian tercebut di atas, maka secara umum dapat
digarisbawahi, bafrwa anggaran merupakan proses penenluan iumlah
alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan dan aktivitas dalam satuan

moneter. Proses awal penganggaran dimulai dari ketika perumusan srategi
dan perencanaan strategis telah selesai dilaksanakan.

Anggaran merupakan artikulasi perumusan sbitegi dan perencanaan

strategis yang dibuat Sehingga tahap penganggaran sangat penting, hal ini di
karenakan anggaran yang ti dak efektif dan tiilak berorlentasi kepada kinerja
akan dapat mengagalkan sebuah percncanaan yang telah disuzun secara
cermaL
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C. KETERKAITAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Sebelum lebih jauh kita bahas tentang keterkaitan perencanaan dan
penganggaran, terlebih dahulu terlebih dahulu, kita kaji dari beberapa
pandangan dan pendapat para pakar tentang perencanaan.

1. Arthur W. Lewis [1965): "Suatu kumpulan kebijaksanaan dan
program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta
untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih
produktif".

2. M. L. Jhingan [1984]: ?erencanaan pembangunan pada dasarnya
merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan
sengaia oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai
suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu
pula".

3. Michael Todaro (2000): Suatu upaya pemerintah secam sengaia
untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi
dalam iangka panlang untuk memengaruhi secara langsung maupun
tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa rrariabel utama
perekonomian nasional".

4. fohn Friedmann [1987) meliputi:

Planning as policy analysis;

Perencanaan sebagai analisis kebijakan, dengan logika berpikir
ilmu manajemen, administrai publik, ekonomi neoklasik dan

tehnologi informasi. Dengan tujuan untuk membantu pengambilan
keputusan dan memahami konsekuensi berbagai alternatif altematif
keputusannnya. Perencana sebagai analis/teknorat dan masyarakat
sebagai obyek dari rekayasa pemerintahan.

Planning os social leaming;

Perencanaan sebagai pembelaiaran sosial, ide dasamya adalah
merubah kedudukan masyarakat dari obyek meniadi subyek
pembangunan. Berawal dari laitik tentang ilmu pengetahuan
di mana pengetahuan bukan merupakan building block
untuk r€kontruksi sosial, karena pengetahuan diperoleh dari
pengalaman dan disempurnakan melalui praktek Pendekatanya
melalui dialog antara $asyarakat dengan pemegang kekuasaan
dan diperlukan adanya penekanan pembelaiaran sosial yang
dilakukan melalui proses dialogig relasi non hierarkis, ko mitmen
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pelaksanaan eksperimen sosial, toleransi terhadap perbedaan
dan pengutamaan transaksi sosial.

c. Planning as social reform;

Perencanaan sebagai perubahan sosial, merupakan wuiud dari
pelembagaan praktek pefenranaan di mana peran negara sangat
dominan dengan menempatkan perenf,anaan merupakan bagian
dari aparatur pemerintah. Hal ini disebabkan untuk adanfa
pehekanan pada upaJa penemuah cara yang paling effektif bagi
negara dalam peieiicanaah. Pdfencanaan sebagai teknorat di
maha p€r€ticdna harus ddpat mendehgarkAn suara masfamkat
tetapi fidak hdrus memFerhatikannya. karena perubahan
sosiil dipangafuhi oleh tradisi pemikiizn positivisme dari
pada penekanan terhadap l(eterlibatan aktor sosial dalam
proses perencanaan dan tradisi ini bersifat top down planning,
di rhana masy-arakat masih dianggap belum mampu dan tidak
menrpunyai kompetensi perencanaan,

d- Planhing os social mobilization.

Perencanaan sebagai mobilisasi sosial, merupakan wujud
partsipasi rhasyai"al<at dalam perencanaan, sehingga diperlukan
adanya penekanan kepada emansipasi kemanusiaan terhadap
penindasan sosial. Tipe dari perencanaan ini akan selalu
berhadapan dengan segala kekuatan penindas, baik yang
terstrukftr (birokrdtJ mauptih }reng kecil (premanJ. prinsip dari
tipi ini adalah kebebdsdri merupakan hak indivldu yang dibatasi
oleh kebebasarl individu lainnya, dan perencanaan ini disebut
dengan pei€flcanadh Fng i?dikal. pada hal peran per€ncdnaan
addldh sebagEii ftBiliator dtiu penasehat masyarakat dan tidak
tnembilat iarak dengaf maryarakal

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas inaka dapat disimpulkan bahwa
perencanaan riienipakdh fioses kegiaun d:ilarh henatap iriasa depan yang
lebih baik dari stskarang dengan berbagai tahapan-tahapan, dan pengllunaan
sumber daya tefsedia sec€itd efektif dari efislerr dengan rriemperhatikan
kondisi lingkuttgan sekital baik llngkungari sosial kemasyarakabn maupun
kondisi lingkUngan ekonomi. Dan hasil dari sebuah perencanaan )rang
baik, adalah h{emlliki ouqifi dan dapat dtrasa}ran oleh seluruh masyarakat
[manfaat) baik secard lanElsung itiaupun tidaklahgsung. Sehingga berdadpak
adanya perubahari nlasa kini dengan masa mendatang.
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D. BEEERAPA PENDEKATAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH

Di dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dapat

dilakukan dengan beberapa pendekatan, meliputi:

Pendekatan politik
Pendekatan politik dalam perencananan terkait dengan upaya

memenuhi ianji-ianii politik pemimpin yang dipilih secara langsung

oleh rakyat baik presiden maupun para gubernu4, para bupati
dan para walikota. Hal ini harus dilakukan sebab sudab menjadi

kewaiiban pemimpin terpilih untuk menjalankarl lanji-ianjinya
dalam k.ampanye yang dilakukan, di mana ralryat memilih mereka
karena visi, misi dan ianii yang mereka sampaikan kepada warga
pemilih. Untukmemenuhi ianji-ianli sesuai dengan kebutuhan rakyat
itu, maka proses perencanaan dan penetapan program-program
pembangunan harus sesuai dengan janji-ianji politik mereka. Bila

tida( Presiden/Kepala Daerah terpilih itu akan selalu mendapatkan

kritikan oleh pemilihnya, dan bahkan dapat dinilai membohongi
ralryat, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan ralryat
terhadap pimpinan pemerintahan itu. Oleh karena itu, perencanaan

daerah harus didasarkan pada program-program pembangunan

yang ditawarkan sesuai dengan ianjijanji dan agenda-agenda

pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat

kampanye baik itu r€ncana Pembangunan Jangka Menengah (RPfM),

visi jangka panjang maupun program tahunan,

Pendekatan teknokratik.

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan keda
yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebuL

Pende kata n partisipatif.

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua
pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.

Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan informasi mengenai
kebutuhan riil masyarakat serta menerima aspirasi ralqrat, guna

menciptakan rasa saling memiliki terhadap program pembangunan

dan mengurangi resistensi rakyat atas pelaksanaan program yang

ditetankan secara bersama.
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Pendekatan atas-bawah (top - dow n) dan bawah-atas (bortom-up).

Pendekatan ini dilaksanakan menurut ieniang pemerintahan.
Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan
melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desar/Kelurahan.

Berdasarkan alokasi suumber daya

Perencanaan anggaran mempakan kunci pokok dari sebuah
perencanaan pembangunan. Ketersediaan anggaran yang cukup
akan banyak membantu kelancaran dalam pelaksanaan program
dan kegiatan, sehingga target sasaran pembangunan dapat dicapai,
Sehingga alokasi sumber daya merupakan kunci pokok di dalam
men)rusun perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan fisik
Perencanaan fisik pada dasarnlia. adalah suatu upala unuk
menjabarkan prugram dan kegiatan pembangunan melalui
pengalokasian faktor prcduksi dan hasil produksi sehingga dapat
memaksimalkan penyediaan lapangan keria dan pendapatan bagi
masjrarakaL Keseimbangan fisik hanya akan dapat dicapai melalui
perkiraan yang tepat dan terencana dalam hubungan antara kegiatan
investasi dan produksi. Dalam hal ini perencanaan lebih banyak
didasarkan pada koefi sien investasi yang dapat dihitunguntukmasing-
masing ienis produksi, baik barang maupun iasa Koefisien investasi
ini pada dasarnya menunjukkan berapa nilai investasi diper{ukan
diperlukan untuk dapat menghasilkan satu unit produksi.

Taksiran menyeluruh terhadap kebutuhan investasi yang diperlukan
disusun berdasarkan sumber daya nJrata fang teredia. Perencanaan
fisik memerlukan penetapan sasaran fisik yang konkret menfangkut
dengan produksi sektorpertanian, industri daniasa untuk memenuhi
konsumsi maupun untuk ekspot serta lapangan keria yang dapat
disediakan untuk masyarakat.

f. Pend€katan waktu
Penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhadkan iangka
waktu, untuk anggaHn tahunan daerah, dizusun setiap tahun
dengan dimensi waktu dari 1 fanuari:sampai dengan 31 Desember
tahun berjalan.
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Atas dasar uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa
keterkaitan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan
pembangunan pemerintah pusat dan pengalokasian anggarannya sangat
mempunyai hubungan keterkaitan yang sangat erat sekali, perencanaan
pembangunan dan daerah merrtpakan bagian dari perencanaan
pembangunan nasional, atau bagian yang intergral dari perencanaan
pembangunan nasional.

Pengalokasian penganggaran merrrpakah sebuah proses lanjut dari
sebuah pefencanaan pembaiguhan daerah dan pembangunan nasional.
Tanpa adanya ketersediaan anggaran yang dapat dialokasikan unttrk
mendukuhg sebuah perencanaan daerah dan perencanaan naslona! makd
apa yang telah direncanakan dalam sebuah dokumen perencanaan tidak
akan dapat dilaksanakan.

Fenomena dari Undang-Undang 25 tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan dan
pengariggaran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam
menyusun sebuah perencanaan pembangunan nasional dan dan daerah.

FUNGSI, MANFAAT DAN TIPE ANGGARAN BERADASARKAH UNDANG-
UNDANG 17 TAHUN 2003, APBN/APBD

FuNcst

a. Fungsi ottlritasij anggaran negara menjadi dasar untuk pelaksanaan
alokasi pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan ydng
dapatdiperAnggung iawabkan kepada rakfat.

b. Fungsi Perencanadi: anggai?n dapat diiadikan pedoman untuk
merencanakAn prbgram dan kegiatan pada tahun anggaran tersebut
dan tahun anggaran mendatang guna dapat mendukung kegiatan
pembelaiaan.

c, Fungsi Pengawason: anggaran dapat digunakan sebagai pedoman
di ddlam mengukur kebethasilan pada tingkat pelaksanaan apakah
sudah sesuai atau teriadi peiryimpangan di dalam penggunaan
anggaran yang telah dialcikaslka4 sehingga dapat dinilai akan
kebeharaIinya.

d. Fungti Arokdsir anggafan dapat diiadikan suatu pedomad untuk
mengalokasikan berbegai sumbei pendapatan untuk menyediakan
pelayari fltasfarakat.
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Fungsi Distribusi: PendapatanNegaradan daerab dari pajak dan bukan
pajak tidak semua digunakan secara langsung untuk menyediakan
pelayanan publik. Tetapi dapat iuga didistribusikan dalam bentuk
dana subsidi dan dana pensiun. Pengeluaran pemerintah semacam
ini disebut fransp r payment

Pengeluaran ini ditujukan untuk diantaranya untuk mengurangi
disparitas dengan menglokasikan anggaran pada kelompok yang
berpendapatan rendah (pro poor)

Fungsi Stabilisasi: Fungsi stabilisasi APBD adalah dengan besaran
alokasi berdasarkan kebutuhan dapat mensabilkan fluktuasi harga
dan sehingga dapat mengurangi kondisi eksternalitas secara ekonomi
dan dapat mewujudkan terciptanya lapangan keria bagi masyarakat

Fungsi Pedoman Kerja: anggaran adalah sebuah rencana keria
pemerintah dan pemerintah daerah disusun dan direncanakan
secara sistematis dan dinyatakan dalam bentuk moneter. Dimana
dalam penyusun anggaran yang dijadikan dasar adalah pengalaman
masa lalu untuk dapat dijadikan penaksiran masa yang akan datang
sehingga anggaran merupakan pedoman kerja utama bagi para
pejabat pengelola keuangan pemerintah dan pemerintah daerah.

h, Fungsi Koordinasi: anggaran merupakan alat koordinasi baik
secara individu maupun kelompok guna tercapainJ.a kesepakatan
dan keselarasan dalam melakukan pelaksanakan kegiatan dengan
dukungan anggaran yang tersedia, sehingga dapat tercapainya
tujuan yang diharapkan bersama.

Fungsi Pengendalia4 Tanpa dukungan anggaftrn pemerintah dan
pemerintah daerah tidak dapat melakukan pembelalaan, dan
anggaran juga merupakan sebagai alat pengendalian di dalam
melakukan pengeluaran atas membiayai pengeluaran pada sektor
belanja publi( dengan an'ggaran iuga dapat mengendalikan
pemborosan pemborosan pengeluaran, sehingga dapat diiadikan
alat untuk membatasi kekuasaan dalam pelaskanaannlra.

Fungsi Kebijakan Frskai: anggaran memberikan rencana detail atas
pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang
dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik Tanpa
anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-
pembortsan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan
untuk mengendalikan [membatasi kekuasaan) eksekutif.
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Fungsi AIat Politik; Pembuatan anggaran publik membutuhkan

dukungan politi( sehingga anggaran tidak terlepas dari komitmen
bersama antara eksekutif dan legeslatif, namun walaupun merupakan

komitmen bersama tetapi anggaran harus tidak memiliki keber
pihak kan dari salah satu kelompok sai4 tetapi anggaran adalah

untuk kebutuhan masyarakat banyak yang disetujui dan disepakati
oleh Ekskutif dan legeslatif. karena mereka diberi kewenangan oleh

mas1rarakat di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Fungsi AIat Penilaian Kinerja: anggaran merupakan wuiud komitmen
dari budget hoider feksekutif] kepada pemberi wewenang

.[egislatif). Kinerja eli6ekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian

target anggaran dan efisiensi anggar.ln. Kineria manajer publik
dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan

anggaran yang telah ditetapkan.

Z. MANFAAT ANGGARAN

Menurut Marconi dan Siegel (1983) dalam Hehanusa (2003, p.406-407)

manfaat anggaran adalah:

b.

Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti
anggafirn mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang

dominan dalam suatu organisasi mengenai tu.iuan kegiatan dimasa

yang akan datang.

Anggaran merupakan g'ambaran tentang prioritas alokasi sumber
daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint
aktivitas perusalaan.

Anggaran merupakan alat komunikasi intemal yang
menghubungkan departemen yang safi.l dengan departemen yang
lainnya dalam organisasi maqpun dengan manajemen puncak

Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manaiemen
untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini
akan dapat mengarahkan manaiemen untuk menentukan tindakan
koreksi yang harus diambil.

Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan
untuk bekeria dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi
kesesuaian tuiuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan
karyawan.

e.
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3, TIPE ANGGARAN

a. Ceiling Budget

Tipe anggaran yang dipakai untuk tuiuan-tujuan pengawasan

dinamakan Ceiling Budget, Anggaran jenis ini mengawasi suatu
instansi secam Iangsung dengan. cara menentukan batas-batas
pengeluaran melalui peraturanpenggunaan/pemberia& atau secara

tidak langsung dengan cara membatasi penghasilan instansi pada

sumber yang diketahui dan lumlah yang terbatas.

b. Line-Item Budget

Tipe ini menggolongkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan
jenis, digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga

iumlah totalnya'

c, Performance and Progmm Budgets

Tipe ini berguna untuk menspesifikasi aktivitas-aktivitas atau
program-program berdasarkan mana dana digunakan, dan
dengan cara demikian membantu dalam evaluasinya, Dengan

cara memisahkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan fungsi

[seperti kesehatan atau keamanan publik] atau berdasarkan ienis
pengeluaran fseperti kepegawaian dan peralatan) atau berdasarkan
sumber penghasilan seperti pajak kekayaan atau biaya-bi46
pemakaian fuserlees], para administrator dan para anggota legislatif
bisa mendapatkan laporan-laporan yang tepat mengenai transaksi-
transaksi keuangan, untuk mempertahankan baik efisiensi ke ddam
maupun pengawasan dari luar.

F. SISTEM PENGANGGARAN

Sebelum reformasi keuangan daerah, sistem penganggaran, masih

menggunakan sistem pen8anggaran tradisional (ine-item/objecL ol
expenditure budgetl, yaitu pendekatan penganggaran dengan pendekatan
pos belanja, penyusunannya tidak berdasarkan kepada pemikiran dan analisis

dari rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai

tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Penekanannya lebih dititikberatkan
kepada kebutuhan belania/pengeluaran dan perhatiannya ditekanlan
kepada bagaimana mempertanggungiawabkan atas pelaksanaan anggarzrn

yang digunakannya
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DisFibusi dan pengalokasian anggaran hanya sebatas kepada iatah atau
pagu yang harus diberikan kepada setiap SKPD. Sebelum reformasi keuangan

daerah dikenal adanya belanja rutin dan belania pembangunan, hal ini dapat
menyebabkan adanya dua Iisme pembiayaan dalam pelaksariaan kegiatan,

sehingga timbulnya inefislensi dalarn penggunaan anggaran di daerah

maupun di pusat. Tolok ukur keberhasilan keria adalah apabila anggaran

yang disediakan atau dialokasikan dapat direalisasi secara penuh/digunakan
sampai 100 %, maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan berhasil.

Anggaran tradisional menampilkan anggamn dalam perspelitif sifat
dasar fnatureJ dari sebuah pengeluaran atau belanla Ciri kedua adalah

penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu iumlah anggaran tahun tertentu
dihitung berdasarkan iumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan
tertentu.

Reformasi Keuangan Negara dan Daerah dengan ditetapkannya 3 paket

Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Daerah, yaitu Undang-Undang

17 tahun 2003, tenang Keuangan Negara, dan Undang-Undang 1 Tahun

200d tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang 15 tahun 2004,

tentang Pemeriksaan Pertanggungiawaban Pengelolaan Keuangan Negara,

mala sistem penganggaftrn diberlakukannya sistem penganggaran dengan
pendekatan:

1. PenganggaranTerpadu;

2. Penganggaran Berbasis Hineria, dan

. 3. Keangka Pengeluaran fangka Menengah IKPJMJ.

1. PENERAPAN PENGANGGARAN SECARA TERPADU

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun
secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaftrn belanla rutin
dan anggaran belanja penibangunan. Hal tersebut merupakan tahapan
yang diperlukan sebaiai bagian upaya iangka paniang untuk membawa
pengpnggaran menjadt lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan
pelaksanaan anggaran yang beinrientasi kineria.

Dalam kaitan dengan mengtriumg bialaa r'nput dan menalair Hneria
prograr& sangat penting untuk mempertimbangfun sec4ra simultan bia5ra secara

keselirruhan, baik yang bersiht investasi maupun biaya;rang bersifat operasional

Pada anggafen secaE terpadu dipisahkan antara anggaraan untuk
pelaksanaan tugas pskok dan fungsi dengan penganggaran yang sifatnya
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untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, contohnya: dulu
adanya anggaran rutin dan pembangunan (DtP dan DIK]. DIK merupakan

daftar isian kegiatan yang dalamnya mengakomodir seluruh program dan

kegiatan operasional rutin, sedangkan anggaran pembangunan diakomodir
ke dalam dokumen perencanaan yang diberi nama Daftar Isian Proyek
Dalam pelaksanaan sering te4adi tumpang tindih pembiayaan sehingga

terjadi pemborosan penggunaan anggaran, sehingga di 9ra reformasi diambil
kebijakan oleh pemerintah, dengan menggabungkan dua sistem anggaran

tersebut dijadikan satu sistem penganggaran terpadu. Untuk dilakukan
pola manaiemen pengelolaan yang terpadu sehingga mudah dilakukan
pengawasan dalam pengelolaannya, dengan berbagai instrumen di dalamnya.

2. MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN BERAASIS IfiI{ERJA

Proses penyusunan anggaran berubah dari sistem tradisional yang

menggunakan pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggamn

kineria. Pada sistem anggaran tradisional pertanggungjawaban ditekankan
pada setiap inputyang dialokaslkan. Sedangkan pada sistem anggaran kinerja
pertanggungjawaban tidak sekedar pada input tetapi juga pada output dall.

outcome.

Perencanaan dan penganggaran APBD berbasis kineria, merupakan
proses perencanaan iangkapendekdan merupakan iabaran dari perencanaan

iangka menengah daerah dan merupakan bagian dari jangka paniang daerah.

Dimana mengutakan hasil kineriam berarti apa atau berapa besar dana
yang dialokasi untuk mendukung program dan kegiatan, harus terlebih
dahulu diukur berapa besar out put yang akan dihasilkan. Sehingga dalam
penyusunan dan penganggaran APBD harus betul-b€til memperhitungkan

daya yang dimiliki, baik pada kineria aparatur yang melaksanakan, tujuan
dan sasaran setiap program dan kegiatan harus ielas dalam pelaksanaannya

Sehingga dalam merancang dan menyusun APBD, harus betrul-betul
mempertimbangkan berapa besar alokasi dana yang dibutuhkan dari masing-

masing program dan kegiatan dan berapa besar hasil yang akan dicapai dari
masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, saat ini lebih difokuskan pada perencanaan

berbasis kinerja IPBKJ, dan pendekatan anggaran terpadu dan KPfM, untuk
penerapan PBK. Penerapan anggaran terpadu prasyarat bagi penerapaan

PBK,Adapunpendekatan KPJM merupakaniaminankontinyuitaspenyediaan
anggaran kegiatan, hal ini di karenakan telah dirancang untuk tiga sampai
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lima tahun kedepan. Ciri utama penerapan anggaran berbasis kinerja (PBIQ

adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan (fnputJ, dan hasil yang diharapkan (out comes), sehingga dapat
memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Perencanaan dan penganggaran APBD berbasis kineria, merupakan
pmses perencanaan jangka pendekdan merupakanlabaran dari perencanaan

iangka menengah daerah dan merupakan bagian dari jangka panjang daerah.
Dimana mengutakan hasil kineriam berarti apa atau berapa besar dana
yang dialokasi untuk mendukung program dan kegiatan, harus terlebih
dahulu diukur berapa besar out put yanE akan dihasilkan, Sehingga dalam
penyusunan dan penganggaran APBD harus betul-betil memperhitungkan
daya yang dimiliki, baik pada kineria aparatur yang melaksanakan. tujuan
dan sasaran setiap program dan kegiatan harus ielas dalam pelaksanaann5ra.

Sehingga dalam merancang dan menyusun APBD harus betrul-betul
mempertimbangkan berapa besaralokasi dana yang dibutuhkan dari masing-
masing progtram dan kegiatan dan berapa besar hasil yang akan dicapai dari
masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Tuiuan Penyusunan Anggaran Berbasis Kineria

a. Memberikan panduan bagi Kementerian dan lembaga serta
pemerintah daerah dalam penerapan pengganggran berbasis kinerja
sesuai kerangka logis penganggaraa berbasis kinet'a.

b. Bahan evaluasi dan monitoring penerapan PBK yang hasilnya
digunakan sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan sistem
pengg anggaran

2, Ruang Lingkup Penerapan Penganggaran Berbasis Kineria

a. Konsep landasan berppikir dan konsep-konsep yang mempunyai
kaitan erat dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja.

b. Tata cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kineria Berisikan materi
mengani mekanisme penerapan penganggaran berbasis kinerja.

c. Mekanisme Transformasi di Masa Transisi berisikan mekanisme
penerapan PBK, agar dapat dilaksanakan melalui pemetaan
arsitektur program/kegiatan beserta alokasi anggarannya.. Dasar
piiakannya adalah program/kegiatan hasil restrukturisasi yang
dapat mengakomodir visi dn misi presiden terpilih, sebagaimana
tertuang dalam RPfM Nasional.
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3. Prinsip Penganggaran Berbasis Kineria

Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan
anggaran, sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiaAn
harus diarahkan untuk memperoleh manfaat jrang sebesar-besarnya
dengan menggunakan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah
ditetapkan dalam rencana.

b. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan
tetap menjaga prinsip akuntabilitas fiet the manager manages).
Prinsip tersebut menggambarkan kelleluasaan manager unit kerja
dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai
rencana. Keleluasaan tersebut meliputi poenentuan caradan tahapan
suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan tahapaf suatu kegiatan
untuk mehcapai keluaran dan hasilnya pada saat pelaksanaan
tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk
mencapai keluaran dan hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan.
Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggamn pada saat
perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Money follow function, Function followed by strucare.

Money follow function merupakan prinsip yang menggambarkan
bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan
di dasarkan pada tugas dan fungsi unit keria sesuai maksud
pendiriannya- [biasa dinyatakan dalam peftrtumn peruhdang-
undangan yang berlaku]. Lalu prinsip tersebut dikaitkan dengan
prinsip /uction followed by structure, yaiu suatu prinsip yang
menggambarkan bahwa strultur organisasi yang dibentuk sesuai
dengan fungsiyang diemban.Tugas dan fungsi suatuorganisasi dibagi
habis dalam unit-unit kerja yang ada dalam sFuktur organisasi,
sehingga dapat dipastikan tidak teriadi duplikasi tugas dan fungsi.

4- Komponen Penganggaran Berbasis Kineria (PBKJ

Dalam penyusunan penganggaran berbasis kinerja memerlukan trga
komponen untuk m sing-masing program dan kegiatan, hal ini diiqraratkan
dalam pasal 7 fayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana keria dan anggaran Kementrian Negara/
Lembaga yang meliputi:
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a. lndikator kineria.

Merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program dan

kegiatan. Yang digunakan sebagai alat ukur adalah Key Performance

Indikator [KPI) auu indikator kineria utama IIKUJ, yaitu alat untuk

menilai kinerja kegiatan, dan indikator untuk menilai kineria sub

kegiatan.

b. Standar Biaya

Merupakan Masukan pada ahap awal penyusunan perencanaan

dan penganggaran berbasis kinerla, dan diiadikan standar biaya

keluaran. Atau dalam istilah sehari-hari dinamakan Standar Biaya

Umum. Standar Biaya umum merupakan dasar bagi para perencaaan

dan pengangg3ran untuk men1 lsun perencanaan anggaran dan

mengalokasikannya pada program dan kegiatan disetiap sektor

pembiayaan. Dan merupakan dasar bagi para pengelola keuangan

daerah untuk melakukan realisasi anggaran disetiap pelakasanaan

kegiatan.

c. Evaluasi Kineria

Merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah

implementasi kebiiakan untuk memberikan umpan balik bagi

peningkatan kualitas kinerj4 baik dari sisi efisiensi dan efektivitas

dari suatu program dan kegiatan. Dengan membandingkan antara

target dan realisasi terhadap pemanfaatan sumber daya. Dan ini

digun'akan sebagai umpan ballk (feed bock) ba$ organisasi untuk
memperbaiki kineria.

5, Dasar Hukum Penyusunan Anggaran Berbasis Kineria

Dasar hukum:,yang digunakan untuk menyusun anggaran berbasis

kineria meliputi:

1. Undang-Undang 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara;

2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ISPPNJ.

4. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2004' tentang Rencana Keria

dan Anggaran Kementerian/lembaga [RKA-KL)
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5. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004' tentang Rencana Keria

Pemerintah.

Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam penyusunan dan penganggaran APBD berbasis kinerja yang

perlu diperhatikan dan dipertimbangkan bahwa masyamkat merupakan

tujuan dan sasaran awal dan akhir dari setiap pelaksanaan program dan

kegiatan, sehingga masfarakat berbak mengetahui semua informasi

yang jelas mengenai sasaran, tuiuan dan hasil serta manhat yang akan

diperoleh darisefiap pelaksanaan prgram dan kegiatan yang dialokasikan

pendanaannya melalui APBD, apakah aspirasi mereka telah terarnpung

dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, utamanya apakah

kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat telah terakomodir.

Masyarakat juga berhak untuk memintakan pertanggungiawaban atas

pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD, jadi prinsip transparan

dan akuntabel dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD berbasis

kinerja sangat diutamakan, tidak ada yang disembunyikan setiap

kepentingan hajat hidup masyarakat banyak

Pemerintah Daerah harus menampung seluruh aspirasi masfarakat

dengan memilah-memilah mana yang merupakan skala prioritas

tinggi dan utama dan mana skala prioritas sedang dan rendah dari

aspek program dan kegiatan yang masih dapat ditunda. Tentu semua

ini diperlukan transparansi dalam merancang dan menyusun serta

merencanakan dan mengalokasikan anggarannya dalam APBD dengan

melakukan terlebih dahulu musyawarah keria pembanguna4 baik pada

tingkat des4 kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi dan dilaniutkan

pada tingkat Nasional.

a. Disiplin
Dalam menyusun dan merencanakan serta mengalokasikan setiap

program dan kegiatan datam APBD diperlukan prediksi atau pun

perkiraan kemampuan sumber-sumber penerimaan daerah yang

akan dijadikan pendapatan daerab yang diperuntukkan untuk

menyusun dan merencanakan program dan kegiatan. Perkiraan

atau predsiksi ini sangat diperlukan, karena perkiraan perkiraan

secara terukur dibutuhkan dalam mengalokasikan anggaran

setiap pos-pos atau pasal-pasal dalam program dan kegiatan
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yang dialokasikan merupakan batasan tertinggi bagi pengeluaran
belanja. Penganggaran pengeluafan harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan
tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak
tersedia anggarannya dalam APBDr/maupun APBD perubahan.

b. Keadilan

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan
anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh
kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian
pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh
melalui peran serta masyarakat.

c. Efisiensi dan Efektivitas

Penyusunan anggaran hendalcrya dilakukan berlandaskan azas
efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya

dapat dipertanggungi awabkan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin
untuk dapat menghasilkan peningkatan dan keseiahteraan yang
maksimal untuk kepentingan masyarakat

Penerapan prinsip yang terakhir ini (prinsip ketigal berkaitan erat
dengan kinerja yang menjadi tolok ukur efektMtas pengalokasian
anggaran. Hal ini berdasarkan argumentasi sebagai berikut: .

a. Efisiensi alokasi anggaran dapat dicapai, karena dapat dihindari
ov e r I ap p i ng tvgas/fungsi/ke giatan.

b. Pencapaian output dan outcomes dapat dilakukan secara
optimal, karena kegiatan yang diusulkan masing-masing unit
kerja benar-benar merupakan pelaksanaan dari tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka dapat disimpulkan tuiuan
penerapan anggaran bebasis kinerla diharapkan dapat:

a Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerjayang
akan dicapai (directly linkages between performance.and budget);

b. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan

fo pe ra ti onal effi ciency ) ;
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c. Meningkatkan fleksibilltas dan akuntabilitas unit dalam

melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran fmore flextbiliy and

accountobilltY).

Sumber: Pedoman PeneGpafl PerEatEgaran Ha*s kh€tia (PBKI

D€parterflen Keuaflgan R I dan Bappenas, Tala'l Uy.

3. PENDET{ATAIq PENGANGGARAIII DENGAN PERSPEKTTF JAr'lGKe MEHENGAH

Penyusunan anggaran dengan perspelitif iangka menengah

memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan

antrra proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin

fiskal, mengarahkan alokasi sumber da5ra agar lebih rasional dan sFategis,

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan

pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien.

Dengan melakukan proyeksi iangka menengah, dapat dikurangi

ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk

membiayai pelaksanaanberbagai inisiatifkebi.iakan baru dalam penganggar''an

tahunan tetap dimungkinkan, tetapi pada saat yang sama harus pula dihihrng

implikasi kebijakan baru tersebut dalam kontelG keberlanjutan fiskal

dalam iangka menengah fmedium term fiskal sustainability]. Cara ini fuga

memberikan peluang kepada SKPD dan PPKD untuk melalnrftan analisis

apakah perlu melakukan perubahan terhadap kebiiakan yang ada, termasuk

menghentikan programprogram yang tidak efektif. agar kebiiakan-kebiiakan

baru dapat diakomodasikan'

Dengan memusatkan perhatian pada kebijakan-kebiiakan yang dapat

dibiayai, diharapkan dapat tercapainya dlsiplin fiskal, yang merupakan

kunci bagi tingkat kepastian ketersediaan sumber daya untuk membiayai

kebiiakan-kebiiakan Prioritas.

Sebagai konsekrensi dari menempuh proses penganggaran dengan

perspektif iangka menengah secara disiplin, manaiemen mendapat'kan

imbalan dalam bentukkeleluasaan pada tahap implementasi dalam kerangka

kinerja yang diiaga dengan ketal

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah [anggaran] harus tetap

berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik'
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antara Iain: akuntabilitas, transparansi, value for money, pengendalian, dan
pengawasan.

Akuntabilitas keuangandanpengendalian dalam eksekutifdimulaidengan
penyiapan anggaran yang memberikan fondasi untuk semua pengukuran
berikutnya. Setelah anggaran disetujui oleh legislatif. pelaksanaannya
menjadi tanggung iawab satuan kerja [satker] yang mengelola anggaran dan
eksekutif secara keseluruhan.

a. Tujuan dan Sasaran KPfM

Tuiuan adalah untuk memberikan kerangka kerja perencanaan dan
penganggaran 5rang menyeluruh dengan manfaat yang optimal dengan
harapan:

1. Transparancy aloaksi sumber daya anggaran yang lebih baik
(al locative elfi cie ncy) ;

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran fto improve
option)i

3. Fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas (best policy
option);

4. Meningkatkan disiplin frscal ffiscal diciplineJ;
5. Menjamin adanya kesinambungan fiscal (fiscol sustninability).

Proyeksi penganggaran jangka menengah, tingkat kepastian
ketersediaan dana anggaran dimasa mendatang dapat dikurangi, baik
dari sisi penyediaan kebutuhan dana unutk membiayai pelaksanaan
berbagai inisiatif kebijakan prioritas baru maupun untuk te4aminnya
keberlangsungan kebijakan prioritas baru maupun teriaminnya
keberlangsungan kebiiakan prioritas yang tengah berjalan [on_going
policies). Sehingga desaian kebilakan dapat menjaniikan perencanaan
penganggaran yang berorientasi kepada pencapaian sasaran dan hasil
secara utuh, komprehensif, serta dalam konteks yang tepat berdasarkan
kerangka perencanaan yang ditetapkan.

Dasar Hukum Penerapan Kerangka pengeluaran fangka Menengah
(KPJM]:

1. Undang-Undang 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
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2. Undang'Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaamn

Pembangunan Nasional (SPPN)

3. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004, tentang Petuniuk

Penysunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/

Lembaga (RKA-KL).

b. Kemngka KPJM

Kerangka KPJM berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004, t€ntang

Sistem Perencanaan Pemhangunan Nasional (SPPN] dan Undang-

Undang 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

Tersirat dalam kedua Undang-undang tersebut telah diatur mengenai

mekanisme penyusunan rencana keia nasional baik yang bersifat fangka
panjang [20J tahun, jangka menengah STahun maupun iangka pendek

1 fsatu) ahun. Sedangkan pemerintah daerah menyesuaikan dalam

pelaksanaan penyusunan perencanaan penganggaftm bagi daerahnya

masing-masing dengan mengacu kepada RPfP Nasional dan RPJPM

Nasional.

Pada intinya KPfM adalah alat yang dapat digunakan oleh pembuat

kebiiakan dalam memotret implikasi kebijakan yang disusun dan

ditetapkan terhadap dampak anggaran yang akan ditimbulkan pada

tahun-tahun anggaran berikur Misalnya pada tahun 2012 pemerintah

menetapkan kebijakan A. untuk dilaksanakan dan direncanakan untuk

dilaniutkaan beberapa tahun kedepan. Setelah APBN 2012 ditetapkan

maka besarnya alokasi anggaran untuk kebiiakan A tersebut dijadikan

baseline kebijakan dan indikasi pendanaannya untuk 3 tahun kedepan,

yaitu 2013, 2014 dan 2015.

Sumber Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah (KPJM) Kemenlerian Keuangan dan

Bappenas Tahun 20O9.

Kerangka KPIM tergambar pada gambar 3.2 di bawah ini:
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Gambar 3.2.
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Gambar 3.3.

Sumber Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah (KPJM) Kementerian Keuangan dan

Bappenas Tahun 200

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

DEPRTEMAN/trMBAGA

IMPLIKASI ANGGARA}I

KPJM
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Cara Keria KPrM.

KPJM adalah proyeksi berdasarkan baseline untuk seluruh penerimaan

dan pengeluaran selama tiga tahun yang melampaui anggaran tahun

beikutnya. Setelah anggaran ditetapkarL tahun pertama dari perkiraan

maju meniadi dasar bagi anggaraan tahun berikutnya dan ditambahkan

safu tahun lagi dalam perkiraan maiu.

Tahun anggaran 2012 dan KPJM tahun 2013-2015

2012
APBN

2013
Perkiraan
Maiu

2014
Perkiraan
Maju

2015

Perkiraan
Maju

TO T+ I t+z T+3

Tahun anggaran 2013 dan KPfM tahun 7O1+'2OLS.

20iz
Realisasi

20),3

Realisasi
2014

APBN/
APBD

2015
Perkiraan
Mafu

20r6
Perkiraan
Maju

2017
Perkiraan
Maiu

TO T+ I T+3

Gambar 3.4.
Cara kerja KPJM

Sumberl Pedoman PeneEpan Kerangka Pehgeluaran Jangka

Menengah (KPJM), Kemenkeulan Bappenas 2009.

Perkiraan maju pada dasarnya mempresentasikan implikasi anggaran

untuk sebuah kebijakan dikaitkan dengan pengeluaran-pengeluaran

pada masa yang akan datang. Jika tidak ada kebilakan baru ataupun

penyesuaian lain seperti standar biaya baru atau indeks volume yang

akan dipergunakan maka perkiraan maju hanya menghitung biaya-biaya

dari seluruh program yang berialan tetapi tidak termasuk pengeluaran

tambahan untuk program-program baru padatahun anggaran berikutnya

atau perluasan program karena kebiiakan pemerinah.

20t2
REALISAS]

2013

APBN/APBD
2014
Perkiraan
Maiu

2015

Perkiraan
Maiu

20r6
Perkiraan
Maju

T+ I T+2 T+3

Tahun anggaran 2014 dan KPIM 2015- 2017
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d. Tahapan Penerapan KPJM

Tahapan Petrerapan KPJM
a. Eerlanjulj

b. Dihentikan;

illoitinl"ui

.Gil;"'*-lI rn*

---T---I

F.'"''";;--l'--T--"
rF"..*J=-\-M
\Baserine / \ i 1ba,u )

?012,2013, 2014

Forward Estimate

2012, 2013, 201:1,2015,
2015,2017.

Gambar:3.5.
Tahapan Penerapan KPJM

Sumber: Pedoman penerapan kerangka pengeluaran jangka

menengah (KPJM) Kementerian Keuangan dan

BaDoenas Tahun 20Og

Penerapan KPfM disesuaikan dengan kerangka konseptual daan
kerangka kerja KPJM, maka diperlukan tahapan implementasi KPJM
secara operasiopal. Secara umum, implementasi sistem penganggaran
dalam KPJM secara operasional memerlukan tahapan-tahapan yang
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1, Belanjut

2. Kebijakan Earu

l-Kebiialan lalna: realisasi,

trend anali5it penyesuBian.

2.Kebiiakan Earu; penilaianl

Merumuskan pa ra met€r

MenghitunE FE

' Keb'jakan Pemerinrah
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sistematis dan bersifat runtut (sequentiol') meliputi:

1. Evaluasi kebijakan berjalan;
2. PenyusunanPrioritas;
3. ProsesPenganggaran;

4. Penetapan baseline anggaran;

5, Penetapan Parameter/indikator yang akan mempengaruhi besaran

alokasi;

6. Penetapan tiga talun perkiraan maju.

Evaluasi Kebiiakan Berjalan

Evaluasi kebijakan merupakaan prasyarat mutlak bagi implementasi
KPJM. Hal ini terkait erat dengan penerapan paradigma rolling budgel
Rolling budget dapat dimplementasikan dengan baik iika dalam proses

perencanaan terdapat mekanisme dengan baik jika dalam proses

perencanaan terdapat mekanisme untuk melakukan evaluasi terhadap
kebiiakan yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah pada tahun
anggaraan selanjutnya masih tetap dilaksanakan atau dihentikan.

D alam melaksanakan evaluasi ini, pembuatkebiiakan dapat menggunakan

beberapa pendekatan dalam tujuan kebijakannya diantaranya:

1. Fokus pada kebijakan dengan alokasi anggaran 1rang sangat besat
bersifat sensitif, kompleks, dan mengandung risiko yang besa4

2. Kewaiaraan (appropriatness)

Kebiiakan rencana didukung lingkungan yang kondusif dan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit keria pemerintah yang

melaksanakan;

3. Efelitivitas

Menilai bagaimana rencana disusun dan penggunaan dana yang
telah dialokasikan untuk menghasilkan output serta mencapai
outcome secara riil;

4. Efisiensi

Menilai berapa besar anggaran yang digunakan untuk menghasilkan
output dengan memperhatikan kualitas output yang dihasilkan;

5. Integrasi

Bagaimana menilai penciptaan sinergi dalam menyatukan berbagai
program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebiiakan
tersebut.
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6. Penilaian kinerja

Mempertimbangkan realisasi pencapaian kineria dibandingkan
dengan rencana yang ditetapkan dan menganalisis faktor-faktor
yang terkaiL

7. Penyelaraskan dengankebilakan strategis fstra tegic Policy Aligment)

Memperhatikan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dalam
mewuiudkan pen capaian outcome secara nasional.

Untuk melaksanakan penilaian dan erraluasi terhadap berbagai
kebiiakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat
menggunakan metodelogi evaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi berbasis teori (theory based evalution)

Evaluasi yang dilakukan dengan berfokus pada logika sekuensial di
mana sebuah intervensi kebiiakan diharapkan dapat memberikan
sebuah tahapan efek yang diinginkan. Di samping itu, eyaluasi
ini iuga berusaha untuk mengidentifikasi mekanisme bagaimana
sebuah kebiiakaan/program-program dapat menghasilkan sebuah
dampak positif seperti yang diinginkan oleh perencana kebiiakan
(policy planner).

2. Eyalusi berdasarkan tujuan (goals'based evalution)

Evaluasi ini merupakan evaluasi yang paling sering mengemukakan
dalam menilai tingkat keberhasilan sebuah kebijakan publik (public
policyefectivenessJ, yaitu menanyakan/memonitor apakah out come

fdampak positifl yang diharpkan dari sebuah/beberapa inisiatif
kebijakan pemerintah telah dapat dicapai melalui sebuah atau
beberapa parameter tertentu. Misalnya: meningkatkan kemampuan
baca dan tulis anak-anak dan dewasa telah dicapai.

3. Evaluasi bebas (goals-ftee evalution)

Pembuat kebiiakan dan. evaluation biasanSra tertarik terhadap
koonsekuensi at:.u outcome kebijakan/program/kegiatan yang
tidak diharapkan. Out come fang tidak diharapkan ini kemungkinan
juga menghasilkan manfaat atau justru baerdampak negatif. Metode
Evaluasi ini fokus pada pencapaian efek yang aktual atau outcome
kebijakan/program/kegiatan tanpa perlu mengetahui apakah tujuan
yang diharapkan telah dicapai.

4. Evaluasi eksperimen dan aguasi eksperimen (eksperimentaal and
g uasi -ekspe rim en taal ev a a Iu tion)
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Metode evaluasi ini menyediakan bukti yang walid dan dapat

diandalkan mengenai keefektifan relatif sebuah intervensi
kebijakan dibandingkan dengan intervensi kebiiakan lainnya,

atau dibandingkan jika tidak ada intervensi kebijakan. Di samping

itu metode ini iuga menyediakan bukti yang tepat mengenai

pertanyaan-pertanyaan seperti apakah penyediaan jasa konsultasi

untuk masyaraakat yang berpenghasilan rendah lebih efektif atau

kurang efektif dibandingkan dengan misalnya menyedial€n Eaining

keterampilan atau tidak melakukan apa puIL

Enaluasi Kualitatif fQualito tive ev alua tion)

Metode ini dibuat untuk mempela.iari isu-isu yang dipilih
secaramendalam dan mendetail. Kedalaman analisis dan tingkat
kedetailan tinggi sangat diperlukan untuk menentukan pertanyaan-

pertanyaan yang tepat dalam melakukan evaluasi dan untuk
mengidentifrkasi kondisi situsional dan kontekstual, di mana

kebijakan/program/kegiaan yang telah dilaksanakan menghasilkan

suatu parameter tertentu yang akan menunjukkan secara ielas gagal

untuk mencapai tujuan yang didesain untuk dicapai.

Penilaian dan evaluasi eko nomi (economic appraisol and evalution)

Kebijakan pemerintah berupa program dan kegiatan yang

menimbulkan konsekuensi alokasi sumber daya publik (dalam

kontek ini adalah alokasi anggaran ] yang langka dan terbatas, harus

berkompeti si terhadap berbagai perminataan dan kepentingan.

Penyusunan Prioritas

Prioritas disusun oleh pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi pada

tehap sebelumnya. Penyusunan prioritas kembali ini perlu dilakukan

untuk memastikan kebiiakan-kebi.jakan pemerintah yang akan

dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah akan

mengetahui seluruh kebi jakan kebijakan publikyang akan diialankan

pada tahun anggaraan berikutnya, baik berupa kebiiakan-kebijakan

terusan/]anj utan maupun kebijakan-kebiiakan baru (new initiativ es )
sehingga pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggara:ln

sesuai dengan tingkat urgensinyaa pada tahapan selanlutnya.

Sehingga tahapan yang paling penting dilakukan pemerintah adalah

men5rusun sebuah daftar prioritas kebiiakan-kebijakan yang akaan

dilaksanakan agar dalam proses berikutnya Pemerintah, dalam hal
ini adalah Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal, dapatmelakukan

7.
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penghitungan alokasi pendanaan yang dibutuhkan dan disesuaikan
dengan sumber daya anggaran yang tersedia [resou rces availability).

8. Proses Penganggaran

Proses Penganggaran merupakaan tahapan ketiga ini, akan dilakukan
proses penghitungan alokasi pendanaan masing-masing kebiiakan
berdasarkan daftar prioritas kebijakan yang ada sesuai dengan
sumber daya anggaran yang tersedia. Proses penganggaran akan
dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Jika merupakan kebiiakan laniutan maka identifikasi

pendanaannya menggunakan asumsi pendanaan tahun
sebelumnya ditambah dengan penyesuaian penyesuaian
terhadap parameter parameter yang ada.

2. Jika merupakan kebiiakan baru maka identifikasi pendanaannya
menggunakan metodelogi penilaian kebutuhan [ne ed ossesment)
dan penilaian ek onomi (economic appraisal).

9. Penetapan Bdse lane

Base line dalam konteks ini merupakan seluruh biaya yang
ditimbulkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat
Tahun anggaran ini dan tahun-tahun berikutnya dalam langka
menengah. Sehingga pemerintah harus menetaapkan bose /ine
berdasarkan penjumlahan antara pendanaan kegiatan berjalan dan
pendanaan atas usulan kegiatan baru;

10. Penetapan parameter
' Merupakan parameter ekonomi atau specifik fterkait) program di

mana pengelola/pelaksana operasional kebijakan & Pemerintah
tidak memiliki kendali untuk mempengaruhi harga atau biaya dari
keluaran. Dalam rangka menetapkan angka-angka untuk perkiraan
maiu (forward estimate) digunakan 2 lenis parameter yaitu
parameter ekonomi dan parameter non ekonomi.

11, Penetapan Perkiraan maju 3 tahun anggaran

Perencanaan dan Penganggaraan di Indonesia, implementasi
mekanisme Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah idealnya
adalah untuk jangka 5 tahun, sesuai dengan masa jabatan seorang
Presiden terpilih atau kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan
pada prinsipnya KPIM di Indonesia adalah perwuiudan visi Presiden
terpilih yang disampaikan pada masa kampanye, sehingga dalam hal

j8 @OOCoCOooOOOOiOOoCOOooOCCOOOOOOOCoOO



' ,.-!"pn,na J,,ir /L rE,r{!gd',J) D,r,nr|l

ini KPJM akan berperan sebagai salah satu instrumen akuntabilitas

pemerintah terhadap masyarakat. Akan tetapi memperhatikan dan

mempertimbangkan kondisi situasi dan lingkungan makro ekcnomi

nasional yang begitu dinamis, akan relatif sulit untuk menyaiikan

inidikasi ketersediaan sumber daya anggaran (resource envelope)

yang relatif akurat sebagaai indikasi pendanaan iangka menengah'

Sumber: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka

Meneflgah (KPJM) Kementerian Keuangan dan

Baooenas tahun 2009.

12. Penggunaan KPfM

Penggunaan kerangka iangka menengah untuk mengaitkan

kebiiakan, perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan sesuai

kemampuan masing-masing Negara. Sebagian Negara menggunakan

pendakatan top-down, yaitu denEan membuat kerangka iangka
menengah secara keseluruhan untuk mengalokasikan sumber

daya antar sekton Sebagian lagi memulainya dari tingkat sektor

untuk kemudian menghasilkan pendekatan iangka menengah

yang komprehensif. Gabungan dari dua pendekatan ini dapat

menghasilkan keseimbangan yang lebih baik antara kebiiakan dan

sumber daya lintas sektor. Hasil yang ideal bisa diperoleh dengan

menggunakan pendekatan .jangka menengah dalam pengambilan

keputusan dan alokasi sumber daya di seluruh sektor pemerintah,

yaitu kombinasi pengambilan keputusan top'down dan bottam'up

untuk alokasi belania'

Penggunaan perspektif multi tahunan dalam penganggaran penting

dilakukan untuk penganggaran yangb?n,k Medium Term Expenditure

Framework (MTEF] atau Kerangka Pengeluarap fangka Menengah

[KPJMJ merupakan cermin dari penggunaan perspektif multi

tahunan terseb ut, umumnya dalam kerangka tiga sampai lim. a tahun'

KPIM didefinisikan sebagai:

A whole-of-government strategic policy and expenditure framework
within which ministerc ond line ministries are provided with greater

responsibiltty for resource allocation decisions ond resources use'

The key of successful MTEF is thot institutional mechanisms assist

and require relevant decision-makers to balance what is affordable

in aggregotE against the policy priorities of the country. {Public
Expenditure Management Handbooh World Banh 1998, p.451
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Tuiuan dari penyusunan KPJM menurut World Bank adalah:

1. Memperbaiki keseimbangan makro ekonomi, terutama disiplin
anggaran, dengan menyusun sebuah kerangka kerja sumber
daya yang konsisten dan realistis;

2. Memperbaiki alokasi sumber daya terhadap prioritas strategis
antar dan dalam sektor;

3. Meningkatkan komiEnen terhadap perkiraan, baik dalam hal
kebiiakan maupun pendanaan sehingga unit pemerintahan
dapat menyusun rencana dan program dapat dilaniutkan;

4. Memberikan batas anggaran yang tegas bagi unit-unit
pemerintahan dan meningkatkan otonomi, yang pada akhirnya
meningkatkan insentifbagi penggunaan dana secara efisien dan
efektif.

Serupa dengan KPJM, "perencanaan dan prakiman belania" memiliki
dua tuiuan utama fWilliam Allan, 1999), yaitu:

1. Menyediakan informasi biaya-biaya iangka menengah dari
kebijakan belanja saat ini dengan lebih baik dan karenanya.
memberikan keleluasaan dalam melakukan perubahan
kebijakan anggaran yang membutuhkan waktu lebih dari satu
tahun untuk pelaksanaannya; dan

2. Menuniukkan kaitan antara belanja modal dan biaya-biaya
recurrent dimasa datang terkait dengan barang modal tersebut,
dan karenanya memungkinkan adanya analisis dampak dari
investasi publik tersebut terhadap anggaran dalam jangka
menengah-

Penerapan KPJM dilakukan melalui proses perencanaan strategis secara
top-down [dari Menteri Keuangan dan Kabinet] dan secara bottom-up (di
kementerian sektoral) yang terintegrasi. Top-down meliputi: [lJ proyeksi
sumber daya keseluruhan untuk tiga tahun ke depan [dalam negeri dan
luar negeri), dan (2) mengalokasikan sumber daya tersebut ke sektor-
sektor berdasarkan prioritas dan kebiiakan pemerintah. Bottom-up proses
meliputi: (1) kementerian memperkirakan biaya pelaksanaan kebiiakan dan
pencapaian output yang disepakati melalui penyusunan anggaran kinerla
yang terintegrasi untuk tiga tahun ke depan; (ZJ meneruskan informasi ini ke
Menteri Keuangan dan Kabinetsehingga dapatdilakukan penyesuaian alokasi
antar sektor dan kementerian yang didasarkan pada biaya pelaksanaan
kebijalian dan program prioritas.
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Penyusunan KPfM dapat dilakukan di tingkat sektor maupun di tingkat

nasional. Langkah-langkah penyusunan yang dilakukan di kedua sektor

sedikit berbeda. Penyusunan KPJM di tingkat sektor dilakukan melalui

tahapan berikut:

1. Melakukan reviu dan menyepakati tujuan dan kebiiakan sektor

Idealnya dilakukan secara bottnm-up/top-down sehingga baik di

tingkat politis maupun tingkat telinis terlibaL Reviu dilakukan

dengan cara: [1] melihat apakah suatu kebiiakan meniadi tanggung

jawab pemerintah atau bisa di alihkan ke pihak swasta; apakah

anggaran merupakan cara fang tepat untuk melaksanakan kebijakan;

[2) mendefinisikan tuiuan dan sasaran kementerian sektoral dan

lembaga.

2. Menentukan alokasi sumber daya per sektor. Kesulitan terbesar

adalah menyusun proyeksi sumber daya untuk iangka menengah,

termasuk yang berasal dari paiak, donor; retribusi, organisasi

relawan, dan swasta.

3. Menilai implikasi belania dan pendapatan dari kebiiakan,

dan penJrusunan KPJM. Para pembuat keputusan perlu

mempertimbangkan implikasi belania dari prioritas kebiiakan hasil

atas proses reviu di atas. Setelah melakukan analisis biaya, kemudian

lihat kaitannya dengan hasil r€viu prioritas kebiiakan sektor dan

alokasi sumber daya yang telah ditetapkan untuk sektor.

Sumber: Pedoman penerapan kerangka pengeluaran jangka

menengah (KPJM) Kementerian KeuangBn dan

Bappenas Tahun 2009

Di tingkat nasional, KPfM yang komprehensif disusun melalui 7 {tuiuh)
tahapan berikut:

) Tahapl
Merupakan tahap penyusunan kerangka malco ekonomi yang akan

digunakan dalam memproyeksikan pendapatan dan belania selama 3

tahun ke depan. Tahap ini memerlukan analisis dan penyusunan model.

Tahap ini meliputi:

a. Mengai*an proyeksi ekonomi dengan target anggaron. Peneriemahan

rencana ke dalam anggarirn rawan terhadap tedadinya inkonsistensi.

Misalny4 keputusan yang diambil tidak mempertimbangkan

batasan sumber daya secara agregat atau biaya-biaya pemeliharaan

81



!11)DLr ilArA K0LTAH Flt{P IPDN

yang ditimbulkan. Model yang telah disusun dapat membantu
mengidentifikasi masalah, yaitu memeriksa konsistensi internal
dari usulan anggaran; menyediakan prakiraan yang akuraq
mengilustrasikan trade-offs diantara alternatif penggunaan sumber
daya; dan menielaskan asumsi-asumsi dasar yang digunakan.
Penggunaan perangkat komputer dapat lebih memudahkan
pembuatan model dan analisis.

b. Pembuatan dan penggunaan rnodel. Kualitas pembuatan model
ditentukan dari seberapa besar keterlibatan pihak-pihik yang
tertarik untuk melakukan reviu data, mendiskusikan pandangan
yang berbeda tentang hubungan-hubungan yang te4adi, dan
menentukan laiteria data yang dapat digunakan.

Tahap 2

Tahap ini bisa dilakukan bersamaan dengan Tahap 1. pada tahap ini
dilakukan reviu per selctor di mana sasaran dan kegiatan masing-masing
sektor disepakati dan kemudian dihitung biayanya. Ada tiga langkah
dalam melakukan revi4 yaitu:

a. Menyepakati sasaran, oufpufdan kegiatan;

b. Mereviu/menyusun program dan sub-program yang disepakati; dan

c. Menghitung biaya dari program-program yang disepakati.

Set€lah ketiga langkah di atas dilakul€n, proses selaniutnfa adalah
menentukan prioritas sehingga biaya-biaya program dapat disesuaikan
dengan sumber daya yang tersedia Dengan kata lai4 pada tahap ini
ditetapkan plafon awal untuk masing-masing program. program-
program yang harus dikurangi karena keterbatasan sumber daya
harus diidentifikasi. Semua informasi tadi kemudian digunakan dalam
menyusun kerangka dan plafon belania.

Tahap 3

Pada tahap ini dilakukan dengar pendapat antara Menteri Keuangan
fsebagai penanggung iawab penyusunan KpjM] dengan kementerian/
Iembaga yang melaksanakan program untuk bersama-sama membahas
prioritas dari masing-masing kementerian/lembaga serta output-
output yang telah disepakati pada Tahap Z. pada tahap ini data yang
tersedia dianalisis sehingga dapat disusun anggaran yang benar-benar
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berdasarkan prioritas dan terpadu. Kuncinya adalah pada seberapa

intensifdan reliable data yang tersedia.

) Tahap4

Hasil dari Tahap 1 dan 2 kemudian digunakan oleh Menteri Keuangan

untukmenyusun strategic expend iture framework. Kerangka ini berfu ngsi

sebagai:

a. Alat analisis trade-off antar dan dalam satu sektor atas keputusan

pendanaan tertentu

b. Dasar penentuan plafon belania sektor untuk satu tahun ke depan

serta dua tahun krikutnya.
KPJM membutuhkan disiplin anggaran dan ini bisa dicapai lika ada

konsensus di tingkat para pembuat kebiiakan. Dengan konsensus

ini maka tercipta disiplin dalam mematuhi target-target belania,

termasuk proses penyesuaiannya- KPJM dapat berjangka tiga atau

lima tahun dan mencantumkan beberapa hal berikut secara ielas:

c. Tu.iuan kebiiakan secara luas dan peran pemerintah dalam

perekonomian;

d. Perlunya disiplin daiam manaiemen makro ekonomi;

e. Target-target pendapatan dan belanja publik secara keseluruhan;

f. Prosedur penyusunan dan revisi KPfM;

g. Tanggung jawab unit-unit kunci.

) Tahap 5

Pada tahap ini dilakukan pengambilan keputusan alokasi sumber

daya per sektor untuk jangka menengah dengan memertimbangkan

kemampuan dan prioritas antar sektor sebagai dasar- Plafon anggaran

masing-masing sektor untuk tiga tahun ke depan juga ditetapkan pada

tahap ini. Keseimbangan antara kebijakan dan sumber daya yang tersedia

akan menentukan berguna atau tidalmya plafon yang telah ditetapkan.

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan alokasi

sumber daya guna menetapkan plafon anggaran:

a. Aspek politik berperan besar dalam melakukan alokasi sumber

daya, karenanya disarankan untuk menyepakati kriteria yang akan

digunakan dalam menentukan alokasi tersebuL
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b. Perubahan politik, sosial, ekonomi akan membawaberpengaruhpada
prioritas pemerintah. Plafon anggaran harus dapat menggambarkan
trade-offantarakebijakan dan program di tingkat sektor.

c. Perlu adanya panduan untuk dana-dana bantuan asing dan dalam
negeri, belania modal dan belania operasional.

) Tahap6

Kementerian/Lembaga melakukan revisi dan finalisasi atas perkiraan
anggaran untuk disesuaikan dengan plafon yang telah diberikan. Setelah
kementerian menyusun rencana dan perkiraan, diajukan ke Menteri
Keuangan untuk direviu apakah telah sesuai dengan kebijakan, rencana,
prioritas dan plafon yang telah disepakati.

) Tahap 7

Anggaran kementerian/lembaga direviu ulang oleh Departemen
Keuangan dan hasilnya di aiukan ke legislatif untuk dibahas dan
dimintakan persetuiuannya. Perkiraan tahun pertama sifatnya t€tap
sementara perkiraan tahun kedua dan ketiga bersifat indikatif.

Penyusunan anggaran dengan format Kerangka pengeluaran jangka
Menengah [KPfMJ, dimasukkan ke dalam klasifikasi anggamn sebagai berikuL

1) Klasifikasi anggaran.

Iflasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan
organisasi, fungsi dan jenis belania (ekonomi). pengelompokkan ini
bertujuan untuk melihat besaran lokasi anggaran menurut organisasi
pemerintah daerah, tugas-fungsi pemerintah, dan belanja daerah.

2) Klasifikasi Menurut Organisasi

Klasifikasi organisasi merupakan pengelompokan alokasi anggaran
belanja sesuai dengan sn-uktur organisasi pemerintah daerah yang
dimaksud organisasi adalah pemerintah daerah, yaitu organisasi yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan peraturan Daerah yang
berlaku. Suatu Unit Kerja dapat terdiri beberapa unit kerja lainnfa
yang merupakan bagian dalam lingkungan pemerintah daerah yang
bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan dan
berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KpAl disetiap unit keria
dalam lingkungan pemerintah daerah.
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Klasifikasi anggaran belania berdasarkan organisasi menurut unit keria
pemerintah daerah disebut Bagian anggaran [BA]. Dilihat dari apa yang

dikelola, BA dapat dikelompokkan dalam 2 (dual jenis.

. Pertama, Bagian anggaran Pemerintah Daerah merupakan kelompok
anggaran yang dikuasakan kepada Gubernur Kepala Daerah selaku
Pengguna Anggaran [PA].

. Kedua, Bagian anggaran Bendahara Umum Daerahr yang selaniutnya
disebut BA-BUD adalah kelompok anggaran yang dikelola oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Penetepan suatu organisasi sebagai Bagian Anggaran dalam hubungannya
dengan pengelolaan keuangan daerah mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:

1. Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah:

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang bagi Daerah yang dipimpinannya [pasal 4 ayat 1 UU

nomor 1 tahun 2004 tentang Negara)

b. Sekretaris Daerah, ditunluk oleh Gebernur Kepala Daemh
sebagai koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Kepala SKPD, ditunjuk dan ditetapkan sebagai Peiabat Kuasa

Pengguna Anggaran dilingkungan Dinasnya.

d. Dan Pejabat di bawahnya ditunjuk sebagai Peiabat Pembuat
Komitmen di setiap SKPD.

3) Klasifikasi Menurut Fungsi

Klasifikasi anggaran menurut fungsi merinci anggaran belania menurut
fungsi dan subfungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan
dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional. Sub fungsi merupakan penjabaran Iebih laniut
dari fungsi.

Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi masingmasing SKPD. Penggunaannya dikaitkan dengan kegiatan

[merupakan peniabaran program) yang dilaksanakan, sehingga suatu
program dapat menggunakan lebih dari satu fungsi. Yang dimaksud
program adalah peniabaran kebilakan SKPD dibidang tertentu yang
dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi saru atau beberapa
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
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mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan
instansi atau masyarakat dalam koordinasi SKPD yang bersangkutan.

4J Klasifikasi fenis Belania (Ekonomi)

fenis Belania dalam klasifikasi belania digunakan dalam dokumen
anggaran baik dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan
anggaran dan pertanggung jawabn/pelaporan anggaran, Namun
penggunaan ienis belania dalam dokumen tersebut mempunyai tujuan
berbeda. Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam
dokumen RKA SKPD tujuan penggunaan lenis belania ini dimaksudkan
untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis-ienis
belanja. lenis-ienis belanja yang dlgunakan dalam penyusunan RKA-
SKPD adalah sebagai berikut:

(1) Belanja Pegawai

Belania Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan konpensasi
terhadap pegawai baik dalam bentukuangmaupun barangyang harus
diberikan kepada pegawai pemerintah {peiabat negara, pegawai
negeri sipil, dan pegawai yang dipekedakan oleh pemerintah daerah
yang belum berstatus PNSJ yang bertugas di dalam maupun diluar
negeri sebagai imbalan atas pekeriaan yang telah dilaksanakan
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan
atau kegiatan mempunyai output dalam katogori belania barang,

(2) Belania Barang

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian
barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan
jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan
barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada
masyarakat dan belania perialanan. Dalam pengertian belania
dimaksud termasuk honorarium yang diberikan dalam kerangka
pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Belania
Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang Operasional dan
Belanja Barang Non Operasional. BelanjaJasa, Belanja Pemeliharaan,
serta Belanja Perjalanan Dinas.

[3) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran angganrn yang digunakan
dalam rangka memperoleh atau menambah nilai asset tetap dan
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asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode

akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap
atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut
dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan
keria atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun t€rcatat
dalam registrasi aset SKPD terkait serta bukan untuk diiual. Contoh
pengadaan tanah, gedung dan bangunan jaringan jalan dan irigasi,
peralatan dan mesin maupun dalam bentuk fisik lainnya.

(4) Bunga Utang

Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembaya.ran bunga

[interest) yang dilakukan atas kewaiiban penggunaan pokok utang
baik utang jangka pendek maupun utang iangka panjang baik utang
daiam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan
posisi piniaman. Jenis belania ini khusus digunakan dalam kegiatan

dan Bagian Anggaran BUD.

(5J Subsidi

Subsidi, yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/
Iembaga yang memproduksi, meniual mengexpo[ atau mengimpor
barang dan iasa untuk memenuhi haiat hidup orang banyak

sedemikian rupa sehingga harga iualnya dapat dijangkau oleh
masyarakat Belanja ini antara lain digunakan untuk menralurkan
subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan swasta. Jenis
belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran
BUD.

(6) Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial, yaitu transfer uang atau barang ].ang
diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna

melindungi dari kemungkinan te4adinya risiko sosial. Bantuan
sosial dapat langsung diberikan kepada masyarakat dan atau
Iembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnnya bantuan untuk
lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu kelompok dan/atau
masyarakat dari kemungkinan teriadi risiko sosial.

Belanla bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang atau barang
dan jasa, Belanja sosial bersifat sementara atau berkelaniutan guna

memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial,
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pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar dapat
meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas kelangsungan hidup,
dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian,
Belania Bantuan sosial diberikan dalam bentuk: [1) bantuan
langsung; [2) penyediaan aksessibilitas, dan/atau[3] penguatan
kelembagaan

(7) Hibah

Merupakan belanja pemerintah pusat kepada pemerintah negara
lain, organisasi international, dan pemerintah daerah yang bersifat
sukarela, tidak waiib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali
serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjaniian
antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak
dalam bentuk uang atau barang dan jasa. Termasuk dalam belanla
hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang di terus
hibahkan kepada pemerintah daerah.

(8) Belania Lain-lain

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah
yang tidak masuk dalam kategori belanjapegawai, belanjabarang
belania modal, belanja pembayaran utang, belania subsidi, belania
hibah, dan belania bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak
dapat diprediksi sebelumnya.

Yang digunakar; dapat disimpulkan bahwa secara operasional
prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang
jelas antara kebilakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan

nasional dan alokasi anggaran yang dikelola Kementerian Negara
dan Lembaga sesuai-

Sumber: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah (KPJM) Kementerian Keuangan dan

Bappenas tahun 2009).

3.5 Latihan

1. Jelaskan tentang belanja lain-lain.

Z. Apa yang dimaksud dengan dana Hibah.

3. Apa yang dimaksud dengan dana bantuan sosial.
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4. Apa yang dimaksud dengan belania modal.

5. felaskan tentang KPJM.

6. felaskan tentang anggaran t€rpadu.

7. Bagaimana keterkaitan anggaran terpadu, dengan KPfM dan
anggaran Berbasis Kinerja

Apa yang dimaksud dengan klasifikasi anggaran menurut fungsi.

felaskan anggaran disusun berdasarkan pendekatan wakhr.

Dan anggaran disusun berdasarkan top down plann@ darl^ bown up
planning.

3.6 Rangkuman

1. Proses penyusunanperencanaan dan penganggaran daerah. Dimana
masyarakat daerah dilibatkan, hal ini dikarenakan masyarakat
sebagai yang memiliki kepentingan dalam pembangunan. Dan
tuiuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahaD pembangunan
dan pelayanan masyarakat adalah keseiahteraan masyarakat daeralt.

2 . UntLrk menj aga kerangka ekonomi daerah dan menjamin keberlangsungan

hidup bernegara, melalui pengelolaan keuangan daerah, secara umum
pemerintah daerah memiliki tiga firngsi utama di dalam menstabilkan

perekonomian, yaitu:

i. Fungsi alokasi;

2. Fungsi distribusi, dan

3. Fungsi Sabilisasi.

Fungsi alokasimerupakan bentuk campur tangan pemerintah daerah

dalam bentuk, bagaimana pemerintah daerah dapat menyediakan
dan memenuhi kebutuhan barang publik atau dalam bentuk
kebijakan penggunaan seluruh sumber daya untuk digunakan
memproduksi barang swastadan barang publik

Fungsi distribusi merupakan upaya untuk memanfaatan sumber-
sumber potensi pendapatan guna mengurangi kesenianga.n sosial

antar pendapatan masyarkat.

Peranan lainnya adalah sebagai alat disribusi pendapatan atau
kekayaan.

Distribusi pendapatan tergantung dari besar kecilnya kepemilikan
faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi,

s9
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dan akses seseor:lng untuk memperoleh pendapatan. Kebiiakan
ekonomi ini dikatakan efe}tif apabila kegiatan tersebut daapat
dilakukan unluk memperbaiki keadaan pendapatan dari kelompok
masyarak miskin. Pemerintah dapat mempengaruhi distribusi
pendapatan secaralangsung dengan palak yang progresif, dengan

memberikan beban pajakyang lebih besar bagi orang kaya dan relatif
febih ringan bagi orang miskin, disertai dengan tmnsfer payment
atau subsidii bagi golongan miskin.

Pada fungsi stabilisasi, digunakan untuk meredam goncangan

ekonomi seperri inflasi dan penganggaran baik pada iangka pendek
maupun jangka panjang.

Kebiiakan anggaran (budget policy formulation), dan perencanaan

operasional anggaran {budget operational planning^) merupakan
kerangka konseptual dari kebiiakan penganggaran pada saat
penyusunan APBD.

Kebijakan umum APBD atau yang lebih dikenal dengan singkatan
KUA, merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam men1rusun

dan merancang dan merencanakan pen)rusunan APBD, dengan
formulasi dalam kebiiakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
yang terkait dengan kebijakan fiscal daerah.

Adapun kebiiakan operasional anggaran, adalah terkait dengan

besaran alokasi penganggaran yang akan dialokasikan ke dalam ke
dalam Kebiiakan Umum APBD.

Kebiiakan penganggaran daerah dipengaruhi oleh komitrnen politik
dari para elite lit politik di daerah, tanpa adanya kemampuan
politik yang kuat untuk membenahi pengelolaan keuangan daerah,
tanpa adanya komitmen yang kuat mustahil akan dapat tercapai
pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar; dan juga

sebaliknya kadang komitmen politik dapat menggerakkan sistim
yang tidak transparan dan akuntabel, sehingga ini memerlukan
suatu kesepakatan yang benar dan sungguh-sungguh mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari penyusunan anggaran adalah untuk mengalokasikan
dana yang tersedia dengan mempertimbangkan pada aspek
ekonomis, efisien dan effektif. Untuk itu penggunaan dana
secara ekonomis merupakan pertimbangan yang logis, dengan
memperhatikan patokan harga dasar yang lebih murah dengan
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kualitas barang yang diinginkan. Adapun pen5rusunan anggaran
yang sangat efisien menuntut adanya setiap pelaku para penyusun
anggaran untuk dapat menganggarkan volumen kebutuhan yang
diinginkan yang paling rendah, dengan tidak mengabaikan kualitas
yang diinginkar; dan penyusunan anggaran yang efektif di mana
setiap penyusun anggaran dituntut untuk mengalokasikan sumber
dana berdasarkan prioritas manfaat yang akan diperolelr-

Untuk lebih lauh kita memahami arti penting dari penganggaran
daerah, diperlukan cakupan-cakupan yang lebih luas dan bermakna,
adapun aspek aspek yang dicakup meliputi:

a. Anggaran daerah adalah alat bagi pemerintah daerah untuk
menjamin dan mengarahkan adanya kesinambungan dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat daerah.

b. Anggaran daerah sangat dibutuhkan di karenakan adanya
keinginan masyarakat yang tidak terbatas dalam memenuhi
kebutuhannya yang diakibatkan adanya proses perkembangan
dari pengaruh internal maupun eksternal adapun ketersediaan
sumber daya tersedia sangat terbatas, sehingga diperlukan
adanya skala prioritas dalam pengalokasiannya.

c, Anggaran daerah merupakan komponen yang sangat penting
di dalam menuniang proses penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah.

Beberapa pendekatan dalam penyusunan anggaran daerah

Di dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dapat
dilakukan dengan beberapa pendekatan, meliputi:

a. Pendekatan politik
Pendekatan politik dalam perencirnanan terkait dengan upaya
memenuhi ianji-janii politik pemimpin yang dipilih secara
langsung oleh ralq6t baik presiden maupun para gubernu4 para
bupati dan para walikota. Hal ini harus ditakukan sebab sudah
meniadi kewaiiban pemimpin terpilih untuk menjalankan

ianii-janjinya dalam kampanye yang dilakukan, di mana rakyat
memilih mereka karena visi, misi dan janji yang mereka
sampaikan kepada warga pemilih. Untuk memenuhi ianii-janli
sesuai dengan kebutuhan ralryat itu maka proses perencanaan

6.
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dan penetapan program-program pembangunan harus sesuai
dengan janji-janji politik mereka. Bila tidak, Presiden/Kepala
Daerah terpilih itu akan selalu mendapatkan kritikan oleh
pemilihnya, dan bahkan dapat dinilai membohongi ralgrat,
yang berdampak pada hilangnya kepercaSraan rakyat terhadap
pimpinan pemerintahan itu. Oleh karena itu, perencanaan
daerah harus didasarkan pada program-prognm pembangunan
yang ditawarkan sesuai dengan janji-lanii dan agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada
saat kampanye, baik itu rencana Pembangunan f angka M enengah

{RPJM), visi iangka panjang maupun program tahunan.

Pe ndekatan teknokratik

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan
keria yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut

Pendekatan partisipatif.

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan
semua pihak yang berkepentingan {snkeholders] terhadap
pembangunan. Pelibaan mereka adalah untuk mendapatJ<an
informasi mengenai kebutuhan riil masyarakat serta menerima
aspirasi rakyat guna mencipatakan rasa saling memiliki terhadap
program pembangunan dan mengurangi resistensi rakyat atas
pelaksanaan program yang ditetapkan secara bersama.

Pendekatan atas-bawah (tnp-down) dan bawah-atas (bottom-
up).

Pendekatan ini dilaksanakan menurut ieniang pemerintahan.
Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan
melalui musyawarah yang dilaksanakan baikdi tingkat Nasional,
Provinsi, Kabupaten/Kot4 Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

e, Berdasarkan alokasi sumber daya

Perencanaan anggaran merupakan kunci pokok dari sebuah
perencanaan pembangunan. Ketersediaan anggaran yang
cukup akan banyak membantu kelancamn dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, sehingga target sasaran pembangunan
dapat dicapai. Sehingga alokasi sumber daya merupakan kunci
pokok di dalam menJrusun perencanaan pembangunan daerah.
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Perencanaan fisik

Perencanaan fisik pada dasarnya adalah suatu upaya untuk
menjabarkan program dan kegiatan pembangunan melalui
pengalokasian faktor produksi dan hasil produksi sehingga

dapat memaksimalkan penyediaan lapangan keria dan

pendapatan bagi masyarakat. Keseimbangan fisik hanya akan

dapat dicapai melalui perkiraan yangtepat dan terencana dalam

hubungan antara kegiatan investasi dan produksi. Dalam hal ini
perencanaan lebih banyak didasarkan pada koefisien investasi
yang dapat dihitung untuk masing-masing ienis produksi, baik

barang maupun jasa. Koefisien investasi ini pada dasarnya

menuniukkan berapa nilai investasi diperlukan diperlukan
untuk dapat menghasilkan satu unit produksi.

Taksiran menyeluruh terhadap kebutuhan investasi yang

diperlukan disusun berdasarkan sumber daya nyata yang tersedia.

Perencanaan fisik memerlukan penetapan sasaran fisik yang

konkret menyangkut dengan produksi sektor pertaniarL industri
dan jasa untuk memenuhi konsumsi maupun untuk ekspox, serta

lapangan kerja yang dapat disediakan untuk mas5rarakaL

Pendekatan waktu

Penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan
jangka waktu, untuk anggaran tahunan daerah, disusun setiap

tahun dengan dimensi waktu dari 1 fanuari sampai dengan 31

Desember tahun berialan.

Atas dasar uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan,

bahwa keterkaitan antara perencanaan pembangunan daerah
dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan
pengalokasian anggarannya sangat mempunyai hubungan

keterkaitan yang sangat erat sekali, perencanaan pembangrman

dan daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan

nasional, atau bagian yang intergral dari perencanaan

pembangunan nasional,

Pengalokasian pengangganrn merupakan sebuah proses

lanjut dari sebuah perencanaan pembangunan daerah dan

pembangunan nasional. Tanpa adanya ketersediaan anggaran

yang dapat dialokasikan untuk mendukung sebuah perencanaan

daerah dan perencanaan nasional, maka apa yang t€lah
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direncanakan dalam sebuah dokumen perencanaan tidak akan
dapat dilaksanakan.

3.7 Test For:natif

1. Beberapa pendekatan dalam penyusunan anggaran daerah

a. Berdasarkan alokasi sumber daya, pendekatan atas bawah,
pendekatan partisipati f dan pendekatan politik serta pendekatan
telmokratik

b. Pendekatan waktu, berdasarkan alokasi sumber daya,
pendekatan atas baw-ah, pendekatan partisipatif dan pendekatan
politik serta pendekatan teknokratik

c. Pendekatan waktq berdasarkan alokasi sumber daya,
pendekatan atas bawah, pendekatan partisipatif dan pendekatan
politik serta pendekatan teknolaatik

2. Perencanaan anggaran merupakan kunci pokok dari sebuah
perencanaan pembangunan. Ketersediaan anggaran yang cukup
akan banyak membantu kelancaran dalam pelaksanaan program
dan kegiatan, sehingga target sasaran pembangunan dapat dicapai.

a. Pendekatan waktu

b. Pendekatan alokasi sumber daya.

c. Pendekatan atas bawah.

3. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottam-up-).
Pendekatan ini dilaksanakan menurut ienjang pemerintahan.
Rencana hasil pmses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan
melalui mus5rawarah pada:

a. Tingkat Nasional.

b. TingkatKabupaten/Kota.

c. Semuanya salah.

4. Untuk menjaga kerangka ekonomi daerah dan menjamin
keberlangsungan hidup bernegara, melalui pengelolaan keuangan
daerah, secara umum pemerintah daerah memiliki fungsi utama di
dalam menstabilkan perekonomian, yaitu:

a. Fungsi stabilisasi.

b. Fungsi otorisasi.
c. Fungsi Alokasi, stabilisasi dan dlstibusi.
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5. Dalam rangka menetapkan angka-angka untuk perkiraan maiu

Aorward estimote) digunakan 2 jenis parameter, yaitu parameter:

a. Ekonomi dan parameter non ekonomi.

b. Para meter stabilisasi dan distribusi.

c. Para meter otorisasi dan stabilisasi.

6. Evaluasi kebifakan merupakaan prasyarat mudak bagi:

a. lmplementasi Penganggaran terpadu..

b. Implementasi KP,M

c. Implementasi PenganggaranBerbasis Kineria.

7. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang:

a. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

b. Tentang Keuangan Negara,

c. Tentang Perbendaharaan Negara.

8. Kebiiakan penganggaran daerah dipengaruhi oleh:

a. Komitmen bersama.

b. Komitmen politik

c. Komitmen partai.

9. Perencanaan sebagai pembelaiaran sosial, ide dasarnya adalah

merubah kedudukan masyarakat dari:

a. Obyek menjadi subyek pembangunan. -

b. Subyek menjadi obyek pembangunan' . .:

c, Hanya menjadi obyek pemban*ut"t. 
, ,

10. Kebiiakan pemerintah daerah dalam menyrsun dan merancang dan

merencanakan penyusunan APBD,

a. Kebiiakan Malrro Ekonomi.

b. Kebijakan Umum APBD.

c Kebilakan PPAS.

3.8 Jawaban

1. a.

2. b.

3.c
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4. c.

5. a.

6. b.

7. a.

8. b.

9. a.

10. b.

3.9 llmpa* Balik dan Tindak Laniut

Cocokkanlah iawaban Anda dengan jawaban yang sudah disediakan, dan
hitunglah iumlah iawaban Anda yang benar. Kemudian gunakan rumus
di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda dalam materi
kegiaan belajar 3.

Rumus:

Tingkat penguasaan =
fumlah jawaban yang benar

x100%
10

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

. 90o/o- 100 %o = baik sekali

. 80%-89% = baik

. 70 o/o- 79 Vo = cukup

>69Vo = kurang.Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 %o

atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belaiar 4. Bagus!
Tetapi bila tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 yo, maka Anda harus
mempelajari kembali kegiatan belaiar 3, terutama bagian yang belum
Anda kuasai.
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SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH

4.1 tatar Belakang

ebelum kita melakukan pengalokasian anggamn, terlebih dahulu

harus diketahui sumber-sumber penerimaan daerah. Hal ini sangat

penting untuk diketahui. Pengalokasian anggaran.

Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang 33

Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terdiri
dari:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Paiak Daerah.

b. Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi hasil.

b. Dana Alokasi Umum (DAUJ.

c. Dana Alokasi khusus.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:

a. Bantuan Dana.

b. Hibah.

c Dana Darurat.

d. Dana Penyesuaian (Dana OTSUSJ.

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Terdiri dari paiak daerah dan retribusi daerah, yang dirinci menurut
obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak

4.
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daerah dan retribusi daerah. Sedangkan Jenis hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurutobyek pendapatan

yang mencakup:

1j bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD;

2J bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/BUMN;

3] bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
swasta atau kelompok usaha masyarakat.

jenis lain{ain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam
jenis pajak daerah retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang

mencakup:

1J hasil peniualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

2J iasa giro;

3] pendapatan bunga;

4J penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

5) penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari pen.jualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa oleh daerah;

6J penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

7] pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekeriaan;

8l pendapatan denda paiak;

9J pendapatan denda retribusi;

10) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

11J pendapatan dari pengembalian;

12] fasilitas sosial dan fasilitas umum;

13] pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

dan

14) pendapatan dari angsuran/cicilan peniualan.
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4.? Tiniauan Umunr

Pada Bab ini, akan dibahas tentang sumber-sumber penerimaan daerah

yang menjadi sumber pendapatan Daerah, guna dialokasikan dalam

Rancangan APBD, setiap tahunnYa.

Sumber-sumber Daerah baikyang sudah tersedia, maupun yang akan dan

sedang dikembangkan untuk dapat digali sebagai sumber penerimaan

daerah dimasa datang.

4.3 Tiniauan Khusus

1. Pendapatan Asli Daerah.

2. fenis retribusi Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

4. Lain-lain PAD yang Sah.

5. Dana Perimbangan,

6. Dana Bagi hasil.

7. Dana Alokasi Umum.

8. Dana Alokasi Khusus.

9. Dana transfer lainnya.

4.4 Kegiata* Belaiar

PENDAPATAN DAEKAH

A. GAMBARAN UMUM

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

kas umum daerah, yang rnenambah ekuitas dana, merupakan hak daerah

dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Klasifikasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok terdiri dari:

1. Kelompok pendapatan asli daerah;

2. Kelompok dana perimbangan; dan

3. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah.

B. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD] adalah bagian dari pendapatan

daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut
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berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan meniadi beberapa
jenisyaitu: [1) PaiakDaerah, (ZJ Retribusi Daerah, (3J Hasil pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan [4] Lain-lain pendapatan
Daerah yang Sah.

1. PA'AK DAERAH

7) Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut pendapat beberapa pakar perpalakan
antara lain:

a) Prof. Dr. P. J. A Adriani: Paiak adalah iuran masyarakat kepada
negara fyang dapat dipaksakanJ yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum [undang-
undangJ dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung
dapat dituniuk dan yang berguna untuk membiayai pengeiuaran-
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas n€gara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH: pajak adalah iuran ralgrat kepada
kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat iasa timbal [kontra prestasi] yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluatan umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang
berbunyi sebagai berikue Pajak adalah peralihan kekayaan dari
pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan
sumber utama untuk membiayai p ublicinvestmenL

Menurut perspelitif ekonomi palak dipahami sebagai .beralihnya

sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik". pemahaman
ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua
situasi menladi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan
individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan
penguasaan barang dan jasa, Kedua, bertambahnya kemampuan
keuangan negara dalam penyediaan barang dan iasa publik yang
merupakan kebutuhan masyarakat.

b)

cl

100 {p9c4oooooooooo}ooooocoo+o+coooooao coooooooooooooooaa c ooooc o c oooo



r]fetlcdlll]'an iiltl Ptnq{tng!frfa Dkfdh

Atas dasar penjelasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan
dari aspek pengertian dan perspektif pajak terdapat 5 flima) unsur
utama palak yang meliputi:

a Merupakan iuran atau punEutanyang diperoleh dari masyarakat.

b. Dipungut atas dasar Undang-Undang dan peraturan yang

berlaku.

c. Dapat dipaksakan, bahkan dapat dikenakan sanki bagi yang
tidak membayar.

d. Tidak menerima kontra prestasi secara langsung.

e. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah

Pajak daerah adalah iuranwalib masyarakatdaerah atau kontribusi
waiib masyarakat daerah kepada pemerintah daerah yangterutang
oleh orang pribadi atau badan 1rang dapat dipaksakan berdasarkan
undang-undang.

2) Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, tentang Paiak dan Retribusi Daerah,
pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut 5 [ima) ienis paiak
provinsi dan 11 [sebelas] ienis pajak kabupaten/kota, yaitu:

(1) Pajak Provinsi

a. Paiak Kendaman Bermotor
Obiekpaiak ini adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang

memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan
yang meniadi wajib paialmya adalah orang pribadi atau badan yang

memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal walib pajalmya berupa
badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau
kuasa badan tersebut

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Obiek paiak ini adalah penyerahan kepemilikan kendaraan

bermotor dan subielinya adalah orang pribadi atau badan yang
dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sedangkan yang

menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang

menerima penyerahan kendaraan bermotor.
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d.

Paiak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

0b jek pajak ini adalah bahan bakar kendaraan bermotoryang disediakan

atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotoE termasuk bahan

bakar yang digunakan untuk kendaraan di aif, Kemudian, subiek paiak

ini adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan

yang meniadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang

menggunalan bahan bakar kendaraan bermoton

Paiak Air Permukaan

Obiek pajak ini adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan
yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan. Sedangkan yang menjadi waiib pajaknya adalah
orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.

Paiak Rokok

Obiek pajak ini adalah konsumsi rokok dan subjeknya adalah
konsumen rokok. Sedangkan yang menjadi wajib pa.jaknya
adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok
yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai.

{2) Paiak Kabupat€n/Kota

a. Paiak Hotel

0bjek pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran termasuk iasa penunjang sebagai kelengkapan hotel
yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk
fasilitas olah raga dan hiburan. Kemudian subjek paiak ini adalah

orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada
orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel..

b, Paiak Restoran

Objek pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dan
sub.jeknya adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan
dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadl wajib
pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
restoran.
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Paiak Hiburan

Objek paiak ini adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan

dipungut balraran dan sub.jeknya adalah orang pribadi atau badan

yang menikmati hiburan. Sedangkan yang meniadi waiib palaknya

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Paiak Reklame

Objek palak ini adalah semua penyelenggaraan reklame dan

subieknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan

reklame. Sedangkan yang menjadi wajib paiaknya adalah orang
pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Paiak Penerangan falan
Objek pajak ini adalah penggunaan tenaga listrih baik yang

dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dan

subjeknya adalah orangpribadi atau badanyang dapatmenggunakan

tenaga liskik Sedangkan yang menjadi waiib pajaknya adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal

tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, maka yang meniadi wajib
pajaknya adalah penyedia tenaga listrik.

Paiak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak ini adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam

dan batuan dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang

dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan

yang menjadi waiib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang

mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Paiak Parkir

Obiek paiak ini adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan

Ialan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan s€bagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.

Paiak Air Tanah

Objekpafakini adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang
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meniadi waiib paiaknya adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pajak Sarang Burung Walet

0bjek pajak ini adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
burung walet dan subieknya adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung
walet. Sedangkan yang meniadi wajib pajaknya adalah orang pribadi
atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan
sarang burung waleL

Paiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Obiek pajak ini adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi aau badan, kecuali kawasan
yang digunal€n untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanarL dan
pertambangarl Subiek pajak ini adalah orang pribadi atau badan y:ang

secara nyata mempun],ai suatu hak atas bumi dan/aAu memperoleh
manfuatatas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas bangunan. Sedangkan yang meniadi wajib paiatmi,a adalah
oralg pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manhat atas bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Objek paiak ini adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
dan subieknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan yang menjadi waiib
pajalmya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak
atas tanah dan/atau bangunan.

2. RETRrBusl DAERAH

7) Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah iuran yang diterima dari masyarakat, atas
penggunaan beberapa asset daerah, dan mendapatkan imbalan secara
langsung dipungut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pemerintah
dan peraturan daerah, digunakan dalam rangka untuk pembangunan daerah
guna terwujudnya kese.jahteraan masyarakat daerah.
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Apa yang teriadi saat ini adalah di mana hasil penerimaan pajak dan

retribusi daerah belum dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan

terhadap APBD daerah, Daerah masih sangat tergantung dengan bantuan

Pemerintah yang dialokasikan dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah, khususnya Kabupatcn/Kota. Pemerintah berharap kelakkemandirian

pemerintah daerah dapat terwuiud dalam memenuhi pendanaannya dalarn

APBD, sehingga ketergantungannya akan semakin berkurang lambat laun'

2) Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan

Retribusi Daerah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut

3 (tigal ob.iek retribusi, yaitu: (1J Retribusi Jasa Umum, [2) Retribusi Jasa

Usaha, dan [3J Retribusi Perizinan Tertentu.

(11 Retribusi Jasa Umum

Merupakan retribusi yang dikenakan atas iasa umum. Subjek retribusi iasa

umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikrnati

pelayanan jasa umum yang bersangkutan Obiek retribusi iasa umum

adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah

untuk tuiuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikrnati

oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan waiib retribusi iasa umum

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peratumn

perundang-undangan retribusi diwaiibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong reEibusi iasa umum'

Retribusi iasa umum dapat terdiri dari:

a. Retribusi PelaYanan Kes€hatan

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan

di puskesmas, puskesmas keliling puskesmas pembantu, balai

pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan

kesehatan lainnya yang seienis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh

pemerintah daeral! kecuali pelayanan pendaftaran' Dikecualikan

dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan

yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta'

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Obiek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah
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pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, meliputi:

L. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke tokasi
pembuangan sementara,

2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan
akhir sampah, dan

3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Dikecualikan dari obiek retribusi pelayanan persampahan/
kebersihan adalah pelayanan kebersihan ialan umum, Eman,
tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

c, Retribusi P€nggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan
Akta Catatan Sipil

Sipil Objek reFibusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk
dan akta catatan sipil adalah pelayanan; kartu tanda penduduft, kartu
keterangan bertempat tinggal, kartu identitas keria, kartu penduduk
sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan
akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian,
akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga
negara asing, dan akta kematian.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat

Obiek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayatadalah
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi;
1. Pelal'anan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan

pengurukan,

2. Pembakaran/pengabuan maya! dan

3. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat
yang dimilild atau dikelola pemerintah daerah.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi falan Umum

Obiek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah
penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan
oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan pemturan
perundang-undangan.
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Retribusi PelaYanan Pasar

0b1ek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilias pasar

tradisiona/sederhana, berupa pelataran' los' kios yang dikelola

;;;;;i daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang'

'oit 

"cu"titan 
dari obiek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan

Lrttto, p"r". y"ng dikelola oleh BUMN' BUMD' dan pihak swasta'

Retribusi Penguiian Kendaraan Bermotor

Objek retribusi penguiian kendaraan bermotor adalah pelayanan

p""g"iO" kendaraan bermoto4 termasuk kendaraan bermotor di

"ir 
J"ru"i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah'

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah

;"-;;; p"*".ik ""n 
dan/arau pengulian 

- 
alat pemadam

LU"kaor,, alat penanggulangan kebakaran' dan alat penyelamatan

li*" of"ft p".*lntah daerahterhadap alat-alat pemadam kebakaran'

"l"t 
p"r,*ggul"ngan kebakaran, dan alat penyelamatan iiwa yang

dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat'

Retribusi Penggantian Biaya Cetak P€ta

Oblek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan

peta yang dibuat oleh pemerintah daerah'

i. R€tribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Obiek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah

p"*t"""" p".ry"di"- dan/atau penyedotan kakus.yalg dilakukan

of 
"n 

p"rnu.inott aaerah' D ikecualikan dari obj ekretribusi penyediaan

i"nTauu peny"aotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau

p.ty"a"u" t"ttt yang disediakan' dimiliki dan/atau dikelola oleh

BUMN, BUMD dan Pihak swasa'

k, Retribusi Pengotahan Limbah Cair

Obiek retribusi pengolahan limbah cair adalah, pelayanan

pengolahan limbah cair rumah tangga' perkantoran' dan industri

i"n[ air"ai"fon, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh

oe*1.irrt"h daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
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Dikecualikan dari obiek retribusi pengolahan limbah cair adalahpelayanan pengorahan rimbah cair yan! disediakan, dimiriki, danlatau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, danpembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/
aulu samna pembuangan lainnya.

I. Retribusi p€layanan Tera/Tera Ulang

Objek retribusi pelayanan tEft/tera ulang adalah; [a] pelayanan
penguiian alat-alat uku4, takaq, timban& dan perlengkapannya; dan(bl pengujian barang daram keadaan i".tu'gt u. ylng diwajibkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undanqan.

m. Rehibusi pelayanan pendidikan

Obiek reb.ibusi pelayanan pendidikan adalah pelafanan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah
daerah Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pendidikan
adalah; [a) pelayanan pendidikan dasar darr menengah yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, [bJ pendidikan/pelatihan
yang diselenggarakan oleh pemerintah, [c] pendidikan/pelatihan
yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan [dJ pendidikan/
pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta,

n. Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi
Objek retribusi pengendalian
pemanfaatan ruang untuk

menara telekomunikasi adalah
menara telekomunikasi dengan

memperhatikan aspek tata
umum.

ruang, keamanan, dan kepentingan

{2J Retribusi lasa Usaha

Merupakan retribusi yang dikenakan atas iasa usaha. Subjek retribusijasa.lsaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/
menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Oijek retrlbusi lasausaha adalah pelayanan yang disediakan olehlemerintah daerah dengan
menganut prinsip komersial yang meliputi:
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerahyang belurn dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan

secara memadai oleh pihak swasta. Walib retribusi jasa usaha
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adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran r€tribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
jasa usaha.

Retribusi iasa usaha dapat terdiri dari:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Obiek retibusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian

kekayaan daerah. Dikecualikan dari obiek reFibusi pemakaian

kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah
fungsi dari tanah tersebuL

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan

fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/
pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan
oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek reFibusi pasar
grosir dan/atau pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasa

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat
pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah
untukmelakukan pelelangan ikan, ternalq hasil bumi, dan hasil hutan
termasuk iasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di
tempat pelelangan. Termasuk obiek reu:ibusi tempat pelelangan

adalah tempat yang dikonnak oleh pemerintah daerah dari pihak
lain untuk diiadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari
objek retribusi tempat pelelangan adalah tempat pelelangan yang

disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.

d. Retribusi Terminal

Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha,

dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yangdisediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari obiek
retribusi terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/
atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
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Retribusi Tempat Khusus Parkir

0bjek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat
khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
pemerintah daerah, Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus
parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Retribus i Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Obiek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah
pelayanan tempat penginapan/pesan ggrahan/villa yang disediakan,
dimiliki, danr/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan
dari obiek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah
tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipoton& yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
Dikecualikan dari objek retribusi rumah potong hewan adalah
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan
pihak swasta

R€tribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa
kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnfa di lingkungan pelabuhan
yang disediakan, dimiliki, danr/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah
pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Obiek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari obiek
retdbusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat
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rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/
atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta-

j. Retribusi Penyeberangan di Air

Objek retribusi penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan

orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di airyang dimiliki
dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari obiek
retribusi penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan yang
dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD, dan pihak swasa.

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Obiek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan
hasil produksi usaha pemerintah daera]r- Dikecualikan dari oblek
retribusi peniualan produksi usaha daerah adalah penjualan
produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu. Subiek
retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Obiek rehibusi
perizinan terlentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah
daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas
tertentu guna mellndungi kepentingan umum dan meniaga kelestarian
lingkungan. Waiib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi
atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

Refibusi perizinan tertentu dapat terdiri atas:

a, Retribusi lzin Mendirikan Bangunan

Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin
untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya
agar tetap sesuai dengan rencana telcris bangunan dan rencana
tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan

[KDB), koefisien luas bangunan [KLB], koefisien ketinggian
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b.

bangunan [KKB], dan pengawasan penggunaan bangunan yang

meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan

bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk objek

retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk

bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Retribusi Izin Tempat Peniualan Minuman Beralkohol

Objek retribusi izin tempat peniualan minuman beralkohol adalah

pemberian izin untuk melakukan peniualan minuman beralkohol di

suatu tempat tertentu.

Retribusi lzin Gangguan

Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/

kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan

ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus

untuk mencegah teriadinya gangguan ketertiba4 keselamatan, atau

kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi

norma keselamatan dan kesehatan keria. Tidak termasuk obiek

retribusi izin gangguan adalah tempat usaha/kegiatan yang telah

ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Retribusi lzin Trayek

Obiek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang

pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan

penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu-

Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Obiek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha

penangkapan dan pembudidayaan ikan.

d.

Sumber: 1). Undang- Undang No. 23 tahun 2014 lentang

Pemerintahan Daerah,zl Undang-Undang No- 33

tahun 2004 tentang perimabngan keuangan pusat dan

daerah,3) Undang- Undang No. 28 tahun m09 tentang

Pajak daerah dan Retribusi Daerah,4) Peraturan daerah

yang mengatur mengenai Paiak Daerah dan Retribusi

Daerah.

112



?eren.aiaatl dan Pengnnggafln Daerah

3, HASIL PENGEL0LAAN KEHAYAAN DAERAH YANG DIPISAHfiAN

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan dirinci menurut
obyek pendapatan yang mencakup:

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/
BUMD;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/BUMN; dan

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta
atau kelompok usaha maqraral<at

4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH

fenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak
daerah, retribusi daerab. dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dirinci menurut obiek pendapatan yang mencakup:

1l hasil peniualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

2J jasa giro;

3J pendapatan bunga;

4) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

5) penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
daerah;

6) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asin&

7J pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

8) pendapatan denda pajak;

9) pendapatan denda retribusi;

10) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

11J pendapatan dari pengembalian;

12) fasilitas sosial dan fasilitas umum;

13) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

14) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualin.
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C. DANA PERIMBANGAN

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam

mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal

antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi

ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan danayang bersumber dari

APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi

Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan

keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU

No. 32 Tahun 2004]. Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan

' pemerintah daerah bias lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk

membiayai belania modal di daerahnya.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain

DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional [UU No.33 tahun 2004]. DAK

ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan

untuk kegiatan pendidikan, .kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur

ialan dan iembatan, infrastmltur irigasi, infrasu-uktur air minum dan

sanitasi, prasarana pemerintah daera[ lingkungan hidup, kehutanan, sarana

prasaruna pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan

yang semuanya itu termasuk dalam komponen belania modal dan pemerintah

daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 1096

dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

Kelompok Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang

terdiri atas:

1J dana bagi hasil;

2l dana alokasi umum; dan

3J dana alokasi khusus.

lenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obiek pendapatan dana

alokasi umum. Sedangkan jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obiek
pendapatan menurut kegiatan 1rang ditetapkan oleh pemerintah'

1. DANA BAcr HAstL

Dana Bagi Hasil [DBH) merupakan pendapatan pemerintah yang

dibagihasilkan dengan daerah/wilayah di mana lokasipendapatan itu
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dihasilkan sesuai dengan proporsi tertentu atas danayangsudah dikumpulkan
Qsroportionality ofcollection). Pengertian dan definisi dari DBH ini iuga
mengindikasikan bahwa fokus dari DBH adalah untuk mengatasiketimpangan
vertikal antarapemerintah pusat dan daerah. Ketimpangan Vertikal disebabkan
oleh penguasaan sumberpendapatan oleh pusat iauh melebihi pengu.lsaan
sumber pendapatan oleh daerah, sehingga daerah tidak akan dapatrnembiayai
urusannya tanpa adanya transfer/bagi hasil atas pendapaan pusat tersebuL
Ketimpangan vertikal juga bisadiartikan sebagai kesenjangan antara potensi
sumber pendapatan daerah dengan kebutuhan pendanaan urusan daerah.

Dibandingkan dengan jenis dana transfer lainnya DBH merupakan dana
transfer yang relatif penting di dalam menjamintingkat desent-alisasi fitlgh
degree of decentralization) melalui uncondirronality dalam pengguniun
dana. Dana transferDBH umumnya bersifat unconditional {bebas digunakan
oleh penerimaJ. Penggunaan DBH yang diatur dan diarahkanjuga akan
mengaburkan tuiuan dari alokasi dana bagi hasil itu sendiri.

DBH yang diterapkan selama ini memiliki issue terkajt dengan: 1)
pmporsi bagi hasil, 2) penentuan total penerimaan yang dibagihasilkan, 3]
eligibility untuk daerah penerima DBH, dan 4J alokasi periode pNBp fpool
reve n u e) yang dibagihasilkan.

fenis dana bagi hasil dirinci menurut obiek pendapatan yang mencakup:
a. Bagi hasil paiak; dan
b. bagi hasil sumber daya alam.

(1) Bagi Hasil Pajak

a. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor perkebuna&
Perhutanan, dan Pertambangen (PBBp3)

Pajak Bumi dan Bangunan IPBBJ memiliki peran yang cukup besar
bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu
ditangani dan dikelola lebih intensif. penanganan dan pengelolaan
tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiaya.an pembangunan
Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang
nyata-nyata memiliki dan/atau menguasai bumi dan/aAu bangunan
Obyek Paiak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi
adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bangunan yang ada di
atasnya, perairan maupun udara di atas tanah tersebul Sedangkan yang
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dimaksud dengan bangunan adalah gedung jalan, kolam renang pagar'

tempat olahraga, dermaga, tanaman, dan lainlain yang memberikan

manhat. Walib paiak adalah orang atau badan yang memenuhi' Syarat-

qrarat obyektif, yaitu yangmemiliki obyek yang nilai iualnya melebihi

nilai minimum yang dibebankan dari pengenaan paiak

Berdasarkan karakteristik obiek palaknya, Paiak Bumi dan Bangunan

[PBBJ dapat dikelompokkan meniadi:

1. PBB Sektor Pedesaaan adalah oblek PBB dalam suatu wilayah

yang memiliki ciri-ciri pedesaan seperti sawah, ladang empang

tradisional dan lain-lain.

2. PBB Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang

memiliki fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman penduduk yang

memiliki fasilitas perkotaan, real state, komplek pertokoan' industri'

perdagangan dan iasa.

3. PBB Sektor Perkebunan adalah obiek PBB yang diusahakan dalam

bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN'

BUMD, mauPun swasta'

4. PBB Sektor Perhutanan adalah obiek PBB di bidang usaha yang

menghasilkan komoditas hasil hutan, sepertikayu tebangan' rotan'

dammal dan lain-lain.

5. PBB Sektor Pertambangan adalah obiek PBB di bidang usaha yang

menghasilkan komoditas hasil tambangseperti emas, batubara'

minyak, dan gas bumi dan lain-lain'

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tenang Paiak Daerah dan Retribusi Daerah [selanlutnya disebut UU

PDRDJ, maka PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan IPBB P2] diserahkan

meniadi paiak daerah' Untuk itu Pemerintah Daerah (dalam hal ini

pemerintah kabupaten/kota] harus mengelola sendiri PBB P2' Selama

ini PBBP2 dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Pusat' kemudian

daerah menerima sebagian besar hasil pemungutannya'

Dengan UU PDRD pengelolaan dan pemungutan PBB P2 sepenuhnya

menjadi meniadi tanggung iawab dan hak pemerintah daerah kota/

kabupaten tanpa harus 'membagi'kepada pemerintah pusat' Pemerintah

Pusat dalam hal ini DJP [Direktoratlendral Pajak) Kementerian Keuangan

bertanggung iawab mengelola PBBP2 sampai 37 Desember 2073

sepanlang belum dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan Perda'
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Akan tetapi mulai 1 ]anuari 2014 pengelolaan PBB sepenuhnyamenladi

tanggung j awab Kabupaten/Kota.

Sementara itu, PBB P3 tetap merupakan penerimaan pemerintah pusat
yang dibagihasilkan dengan daerah. Adapun penyaluran Dana Bagi Hasil

PBB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Untuk DBH PBB bagian provinsi (76,2%) bagian kabupaten/kota
(6+,80/0) dan biaya pemungutan PBB [9%) dari sektor perdesaan,

perkotdan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan nonmigas.

Pen5raluran dilaksanakan secara mingguan melalui penerbitan
SPM oleh KPPN setempat berdasarkan realisasi pembayaran PBB

di masing-masing kabupaten/kota kecuali untuk penyaluran DBH

PBB sektor pertambangan migas dan sektor pertambangan panas

bumi.

bl Untuk DBH PBB sektor pertambangan migas dan sektor
pertambangan panas bumi bagian daera[ alokasi sementara

DBH PBB sektor pertambangan migas dan sektor pertambangan
panas bumi yang bersumber dari rencana penerimaan PBB sektor
pertambangan migas dan sektor pertambangan panas bumi dalam
APBN tahun anggaran berjalan digunakan sebagai dasar penyaluran

triwulan I, II dan III tahun anggaran berjalan, masing-masing sebesar

25o/o dan alokasi sementara. Realisasi PBB sektor pertambangan

migas dan seliitorpertambangan panas bumi tahun anggaran berialan
ditetapkan sebagai alokasi definitif DBH PBB sektor p€rtambangan
migas dan sektor pertambangan panas bumi.

Penyaluran Fiwulan IV merupakan selisih antara alokasi definitif
dengan iumlah dana yang telah dicairkan pada triwulan I s.d III.
Khusus untuk alokasi DBH PBB sektor pertarnbangan migas

dihitung dengan formula yang memperhatikan iumlah penduduk,

luas wilayah, PADdan potensi produksi sumber daya migas.

Penyaluran DBH PBB bagian pemerintah menggunakan alokasi
sementara yang menladi dasar penyaluran tahap I dan ll, di mana

ditetapkan masing-masing sebesar 2596 dan 50% dari perkiraan

alokasi sementara. Untuk penyaluran DBH PBBbagian p€merintah

tahap lll, prognosa realisasi penerimaan yang ditetapkan oleh Di$en
Paiak digrrnakan sebagai dasaralokasi definitif. Penyaluran tahap III
merupakan selisih antara alokasi definitifdengan iumlah dana yang
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telah dicairkanselama tahap I dan [[. Dalam penyaluran tahap III ini
disalurkan pula insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi
penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun
anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan
yang ditetapkan.

- Perhitungan DBH PBB migas dan panas bumi
Perhitungan alokasi DBH PBB migas dan panas bumi ditatausahakan
dengan ketentuan sebagai berihxt:

1) PBB migas onshore dan panas bumi ditatausahakan berdasarkan
leak dan kedudukan obiek pajak dan dlbag] by origin,

2J PBB migas offshore dan PBB migas tubuh bumi ditatausahakan per
kabupaten/kota dengan menggunakan formula dan dibagi sesuai
persentase DBH PBB, di mana perhitungan PBB migas offshore dan
PBB migas tubuh bumi per kabupaten/kota dari PBB migas yang
ditanggung Pemerintah ditetapkan:

a. 1096 menggunakan formula.

b. gOVo dibagi secara proporsional sesuai r€alisasi PBB migas
tahun anggaran sebelumnya.

Formula yang digunakan untuk menghitung PBB migas yang ditanggung
pemerintah, PBB migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank
persepsi menggunakan formula:

b. Bagi Hasil Pajak Penghasilan IDBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29
Waiib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri)

Paiak penghasilan adalah paiak yang dikenakan atas tambahan
kemampuan ekonomis dalam bentuk apa pun, baik diperoleh dari
Indonesia atau luar negeri, digunakan untuk konsumsi atau menambah
kekayaan waiib pajak Secara umum ada dua jenis paiak penghasilar;
yaitu (ij paiak penghasilan [PPh] badan dan [ii) pajak penghasilan [PPhj
individu.

PPh Badan tidak dibagihasilkan dan sepenuhnya menjadi pendapatan
pemerintah pusat Sedangkan PPhlndividu termasuk ienis yang
dibagihasilkan dengan daerah otonom. fenis PPh yang dibagihasilkan
adalah PPh yang diatur pada pasal 21 dan pasal 25/29.

Paiak penghasilan Pasal 21 adalah paiak atas penghasilan atas gaii, upah,
honorarium, tunjangaD dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
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bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau iabatan, jasa" dan
kegiatan yang dilakukan olehWP0P dalam negeri. Palak Penghailan Pasal

21 dipotong, diseto4 dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi
kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan

dan penyelenggaraan kegiatan. Pelaporan penerimaan PPh Pasal 21

dilakukan berdasarkan tempat ke4aPPh Pasal 25 terkait dengan Pajak
Penghasilan orang pribadi dalam negeri yang menjalankan kegiatan
usaha atau pekeriaan bebas atau memperoleh penghasilan teratur
lainnya yang bersifat Udak final yang diangsur setiap bulannya.

Sedangkan PPh Pasal 29 adalah Paiak Penghasilan yang harus dilunasi
oleh Waiib Paiak Orang Pribadi sebagai akibat PPh Terutang dalam
Surat Pemberitahuan [SPI] Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari
pada kredit paiak yang telah disetor sendiri. Pencatatan penerimaan
PPh Pasal25/29 berdasarkan asas domisili wajib pajak Secaraumum

dapat dikatakan bahwa PPh pasal 21 adalah paiak yang dikenakan atas
penghasilan yang diterima dari pemberi keria, sedangka PPh pasal 25
adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib paiak pada tiap
bulan.

- Obiek paiak penghasilan

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawaitetap, baik berupa
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secrra
teratur berupa uang pensiun atau penghasilan seienisnya;

Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan
penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara

sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan
hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga ker.ja lepas, berupa
upah harian, upah mingguarL upah safuan, upah borongan, atau
upah yang dibayarkan secara bulanan;

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium,
komisi, fee, dan imbalan seienis dengan nama dan dalam bentuk
apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan;

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uangsaku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan

l19



It{oDUr- -\.1ATA KULTAH FMP IPI)N

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis
dengan. nama apa pun.penerimaan Negara dari PPh Pasal 21 dan
Pasal25/29 WPOPDN yang dibagihasilkan ke daerah sebesar 207o

dari realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN

dengan rincian sebagai berikut:

a] Bagian Provinsi sebesar 8026.

bJ Bagian Kabupaten atau Kota sebesar 1296, dengan rincian:

1J 8,4%o untuk kabupaten/kota tempat waiib paiak terdaftar

Z) 3,60 untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang

bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Alokasi sementara, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling
lambat 2 [dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
dilaksanakan, digunakan sebagai dasar penJ.aluran triwulan l, II dan
III tahun anggaran berjalan masingmasing sebesar 20% dari alokasi
sementara,

2. Alokasi definitif, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
paling lambat pada bulan pertama triwulan IV tahun anggaran

berjalan, digunakan sebagai dasar penyaluran triwulan lV dengan

memperhitungkan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan
I, II dan III.

Bagi Hasil Cukai Tembakau IDBH CIIT)

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau [DBH CHI] merupakan dana

bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
penghasil dari pembayaran palak berupa cukai tembakau. Pembayar

cukai tembakau adalah konsumen pemakai bahan baku produksi yang

memiliki pita cukai dan hasil tembakau mentah yang dijualbelikan untuk
produksi pabrik

Sesuai amanat UU 39 Tahun 2007 mulai tahun 2008 cukai hasil tembakau
dibagihasilkan sebesar 2% dari penerimaan cukai trasil tembakau kepada
kabupaten/kota/provinsi yang menghasikan cukai hasil tembakau
dengan rincian pembagian sebagai berikut:

a) 30% untuk provinsi penghasil
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b) 4OoA untuk kabupaten/kota penghasil

cl 30 % untuk kabupaten/kota lainnya

Penggunaan DBH CHT bersifat specifrc grant, yaitu untuki

a) Peningkatan kualitas bahan baku
b) ,Pembinaan industri
cJ Pembinaan lingkungan sosial
d) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
e) Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2O08
tanggal 14 April 2009, DBH CHT yang semula hanya dibagihasilkan
kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau mulai tahun 2010 juga

dibagihasilkan kepada daerah penghasil tembakau.

Pembagian alokasi DBH CHT per provinsi sesuai PMK No 797 /
PMI("OT /2OIZ tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau adalah sebagai berikut:

aJ penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 57,5%;

bJ Rata-rata produksi tembakau kering sebesar 37,5/o;

c] Indeks Pembangunan Manusia sebesar 37o;

dJ Tingkat penyerapan CHT sebesar 106; dan

e) Tingkat pemberantasan cukai ilegal sebesar 1%.

Setelah alokasi DBH CHT per provinsi ditetapkan, selanjutnya pembagian
alokasi DBH CHT untuk bagian provinsi dan kabupaten/kota dalam
provinsi, merupakan wewenang gubernur yang dituangkan dalam
Peraturan Gubernur.

Sesuai dengan PMK Nomor O6/PMKO7 /2012 penyaluran DBH CHT

dilakukan secara triwulanan dengan perincian sebagai berikut:

a) Triwulan I sebesar 2006 dari alokasi sementara.

b) Triwulan II sebesar 3006 dari alokasi sementara

c] Triwulan III sebesar 300/6 dari alokasi sementara

d) Triwulan IV selisih antara alokasi definitifdengan alokasi yang sudah

disalurkan pada hiwulan I s,d. triwulan lV

Khusus untuk penyaluran triwulan Mipersyaratkan laporan
realisasi penggunaan alokasi DBH CHT semester I tahun anggaran
bersangkutan.
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(2) Bagi Hasil Sumher Daya AIam (SDA)

Pengertian dan Filosofi dana bagi hasil sumber daya alam adalah

bersifat Non Renewable Resources atau tidak dapat diperbaharui. Hal ini
telah menjadibahan diskusi para akademisi di berbagai Negara mengenai

batasan dan kriteria penerimaan SDA mana yang dapat dibagihasilkan
kepada daerah. Beberapa sektor SDA yang menurut best practices dapat
dibagihasilkan antara lain sumber daya mineral yang berasal dari minyak
bumi, gas bumi, pertambangan umum, dan geothermal karena diasumsikan
memiliki keterbatasan input dan tidak terbarukan. Namun demikian,
terdapat sektor SDA lainnya seperti kehutanan dan perikanan dapat pula
dibagihasilkan walaupun secara teoritis termasuk sumber daya yang

terbarukan [replenis]rableJ karena hal ini dimungkinkan dengan asumsi masa
pemulihan yang relatif lama, tingkat eksploitasi dan konsumsi lebih tinggi
daripada upaya untuk memperbaharuinya, dan memiliki nilai ekonomi yang

cukup signlfikan terhadap penerimaan negara.

Di Indonesia, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA] adalah
Pendapatan Negara dari SDA yang dibagihasilkan dengan daerah di mana

lokasi SDA itu berasal. DBH SDA merupakan salah satu bentuk dana transfer
ke daerah yangmerupakan bagian dari dana perimbangan dan sangat penting
bagi daerah-daerah yang memiliki SDA di daerahnya-

Sebagaibagian dari dana transfe4 DBH lebih ditujukan untukmengurangi
ketimpangan vertikal, yaihr ketimpangan antara Pusat dan Daerah.
Pembagian hasil pendapatan Negara dari SDA ke daerah didasari oleh
alasan antara lain:

a. Sumber daya alam sebagai Biaya Kompensasi Eksternalitas
Eksploitasi SDA memiliki potensi risiko yang tinggi terutama
menimbulkan ekstemalitas (dampak lingkungan) yang
membutuhkan kompensasi biaya sosial dan biaya perbaikan
infrastnrktut serta reklamasi be kas tambang. Pengeboran minyak
dan gas alam dapat mencemari lingktngan dan menimbulkan biaya
sosial serta community development untuk masyarakat sekitar.
Kegiatan panebangan kayu dan berbagai jenis pertambangan dapat
menimbulkan biaya pemulihanlahan agar dapat kembali pada
kondisi awal, atau dapat menimbulkan biaya sosial yang tinggi
jika lahan tempatperusahaan berproduksi tersebut tidak dapat
d ipu I ihkan.
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Selain social cost, hal lain yang paling banyak membutuhkan
biaya adalah biaya infrastruktur. Eksplorasi dan EksploitasiSDA
harus difasilitasi dengan infrastruktur pendukung agar dapat
memperlancar proses produksi dan transportasitermasuk ialan,
utilitas umum, fiasilitas pelabuhan, dan infrastruktur pendukung
lainnya. Biaya-biaya lainnya yang perludiantisipasi adalah terkait
dengan pelayanan kepada mas1rarakat sekitar lokasi produksi
bahkan dapat lebih besardaripada biaya untuk melayani pegawai
perusahaan yang meliputi biaya pendidikar; kesehatan, penegakan

hukum, dan pelayanan maqrarakat umum lainnya-

b. Sumber daya alam sebagai Endowment yang Terbatas

Meskipun menurut UUD 45 SDA adalah milik Negara, namun
SDA seringkali dianggap sebagai "warisan' olehmasyarakat di
daerah penghasil yang dapat diiadikan sumber bagi kesejahteraan
masyarakat di daerah tersebut.

Berbeda dengan warisan keindahan alam dan buda5ra untuk
pariwisata yang m:rsa "eksploitasi"nya tidak terbatas, SDAdibatasi
oleh jumlah kandungan deposit cadangan mineral yang tidak dapat
diperbaharui. Apabila dibandingkan dengan seltor perpaiakan
yang selalu meningkat seiring dengan pertumbuhanan ekonomi
dan iumlah penduduk, SDA dibatasihanya pada mi$a tertentu
sesuai dengan dengan periode eksploitasinya yang suatu ketika
akan berakhir. Dengan demikian, argumen bahwa SDA yang bersiht
terbatas harus dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan
negara dan terutama bagi daerah penghasil dan daerah lain di
sekitarnya dalam satu provinsi.

Meskipun demikian, keberadaan DBH SDA memiliki berbagai
permasalahan, antara lain:

1) DBH SDA berpotensi tidak stabil. Pendapatan yang bersumber dari
DBH SDA secara inheren tidak stabil, sehingga alokasi belanla dalam
APBDuntuk penyediaan pelayanan di daerah tidak boleh bertumpu
pada sumber pendanaan yang tidak stabil.

2] DBH SDA berpotensi menimbulkan ketimpangan keuangan antar
daerah. Tujuan utama dari pelaksanaan bagi hasil sumber daya
alam adalah untuk mengurangi ketimpangan vertikal fmemenuhi
kebutuhan belanja daerah penghasil), Namun disisi lairL DBH
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SDA berpotensi menimbulkan ketimpangan antar daerah, karena

sumber daya alam yang belokasi di daerah tertentu saja.

(Sumber; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2005I

Pada Pasal l ayat 20, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005

disebutkan bahwaDana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkanangka
persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pel'aksanaan

Desentralisasi.

Dari definisi di atas terlihat bahwa DBH SDA dituiukan untuk membiayai

kebutuhan pendanaan tugas daerah karenadesentralisasi, bukan tugas

Pusat di daerah. DBH dialokasikan berdasarkan prinsip by ongrn, yaitu ke

daerah penghasil fbaik daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota].
Sedangkan penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip byactuol, di
mana besarnya. DBH yang disalurkan kepada daerah didasarkan atas realisasi
penyetoran penerimaan NegaraPaiak (PNP] dan penerimaan Negara Bukan

Paiak IPNBP) tahun anggaran berjalan.

DBH SDA yang diatur saat ini berasal dari PNPB bidang kehutanan,
pertambangan umum, perikanan, pertambanganminyak bumi, pertambangan

gasbumi, dan pertambangan panas bumi. Perhitungan Dana Bagi Hasil SDA

dilakukanberdasarkan penerimaan Negara bukan Paiak dari masing-masing
jenis sumber daya alam yang menurut ketentuanUndang-Undang Nomor
33 tahun 2004 dibagihasilkan kepada daerah. Dasar perhitungan DBH SDA

adalah sebagai berikuc

1l DBH SDA Minyak bumi, dihitung berdasarkan produksi minyak yang
terjual (/flng) dan pmduksi gas yang terjual dai masing-masing
Kontraktor Kontrak Ke{asama (KKKS) setelah dikurangi dengan

Domestik Market Obligation (DMO), Fee Usaha Hulu Migas,
Pajak-pajak (PPN dan PBB), serta Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

2J DBH SDA Pertambangan Umum, dihitung berdasarkan penerimaan

dari iuran yang diterima negara sebagaiimbalan atas kesempatan
penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah
ker.ia [Landrent] dan iuran produlsi pemegang kuasa usaha

pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi
(Royalty),
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DBH SDA Kehutanan, dihitung berdasarkan penerimaan negara dari
Iuran lzin Usaha Pemanfaatan Hutan IIIUPH), Provisi Sumber Daya

Hutan IPSDHJ, dan Dana Reboisasi (DR).IIUPH merupakan punguan
yang dikenakan kepadaPemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukansekali pada saat

izin usaha diberikan. PSDH adalah pungutan 5rang dikenakan sebagai
pengganti nilai intrinsic dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara-

Sedangkan DR adalah dana yang dipungut dari Pemegang IzinUsaha

Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu ddam
rangka reboisasi dan rehabilitasihutan.

DBH SDA Perikanan, dihitung berdasarkan Pungutan Pengusahaan

Perikanan (P3) dan Pungutan HasilPerikanan (PHP). Pungutan
Pengusahaan Perikanan adalah pungutan negaxa yang dikenakan
kepadapemegang Izin Usaha Perikanan dan/atau Persetujuan
Penggunaan KapalAsing (PPKA) sebagai imbalan ataskesempatan

yang dib€rikan oleh Pemerintah untuk melakukan usaha perikanan

dalam Wilayah PerikananRepublik Indonesia. Pungutan Hasil
Perikanan adalah pungutan negara yang dikenakan kepada
pemegangSuratPenangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat lzin Kapal
Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPID dan atau

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPD sesuai dengan hasil produksi
perikanan yang diperoleh dan dijualdi dalam negeri dan atau luar
negeri.

DBH SDA Panas Bumi, dihitung berdasarkan setoran bagian
Pemerintah setelah dikurangi kewajibanperpajakan dan pungutan
lainnya atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang

ditandatangani sebelumUndang-undang Nomor 27 Tahun 2003
tentang Panas Bumi ditetapkan dan Iuran Tetap dan Iuran Produksi-

Iuran Tetap merupakan iuran yang dibayarkan kepada negara

sebagai kesempatan atas eksplorasi, studikelayakan, dan ekspoitasi
pada suatu wilayah, sedangkan Iuran Produksi adalah iuran yang

diberikan kepadanegara atas hasil yang diperoleh dari usaha

pertambangan panas bumi.

- Formula Alokasi DBH SDA

Dana Bagi Hasil SDA memegang peranan cukup dominan ddam
memberikan kontribusi terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan
Belania Daerah IAPBD) terutama kepada daerah-daerah penghasil yang
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bersumber dari penerimaanNegara Bukan Pafak IPNBPJ dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

penerimaan DBH SDA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2005, bersumber dari PNBP dalam APBNyang dibagihasilkan kepada

daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil

untuk mendanaikebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentalisasi.

DBH SDA berasal dari penerimaan:

a. Pertambangan Minyak Bumi; Pertambangan gas Bumi;

c. Pertambangan umum;
b. Pertambangan Panas Bumi;
c. Kehutanan; dan
d. Perikanan.

Alokasi DBH SDA dituniukkan dalam skema berikut ini.

1. DBH SDA Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (DBH SDA Migas)

Pola Pembagian DBH SDA Migas: Porsi pembagian DBH SDA Minyak dan

Gas menurirtUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004yang ditindaklaniuti
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

Pola pembagian tersebut tidak berlaku untuk Daerah Otonomi Khusus,

yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [NADJ dan Papua Barat, selain

mendapatkan DBH Migas, daerah otonomi khusus tersebutmendapatkan
tambahan DBH Migas yang merupakan bagian dari penerimaan

pemerintah pmvinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

. a. Bagian dari pertambangan Minyak Bumi sebesar 5504; dan

b. Bagian dari pertambangan Gas Bumi sebesar 40016.

2, DBH SDA Pertambangan Umum

penerimaan Negara Bukan Pajak dari selftor pertambangan umum

terdiri dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) dan iuran tetap
(landrent). Kedua iuran tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 4STahun 2003 tentang Tarif Atas fenis penerimaan

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen ESDM.

Dalam peraturan tersebut, tarif iuran tetap merupakan tarif satuan atas

nilai US$ per luas area eksploitasi/eksplorasi (hektar). Besarnya tarif
dibedakan atas dasar tahap kegiatan dan status fperpaniangan atau

tidak) untuk KuasaPertambangan, tarif iuran tetap yang dikenakan
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pada Kuasa Pertambangan merupakan tarif satuan atas nilai rupiah
per satuan luas eksploitasi,i eksplorasi (hektarJ dan besarnya tarifjuga
dibedakan atas dasar tahap kegiatan dan status fperpaniangan atau

tidakJ. Pemungutan iuran tetap, yang dikenakan di sektor pertambangan
dilakukan setiapsemester.

Iuran Eksplorasi/Eksploitasi {royalty) adalah iuran produksi yang

diterima Negara dalam hal Pemegang KuasaPertambangan Eksplorasi
mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan

eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasiiyang diperoleh dari
usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahagian galian. Royalty

adalah pembayaran kepada Pemerintah berkenaan dengan produksi
mineral yang berasal dari areapenambangan. Royalti harus dibayar
dalam satuan rupiah atau satuan lainnya yang disetujui bersama. Tarif
royalty untuk pertambangan mineral dan batubara ditetapkan melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003, tariff royalti bersifat
advolorem fdalam persentasi) dan dikenakan terhadap harga iual yang

telah dikalikan dengan iumlah produksi.

3. DBH SDA Kehutanan

Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan berasal dari penerimaan Negara Bukan
Paiak dari sektor kehutanan terdiri:

aJ luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);

Adalah pungutan yang bersifat licenselee [terkait dengan perizinan]
yang dikenakan kepada Pemegang lzin Usaha Pemanhatan Hutan
atas suatu kawasan hutantertentu yang dilakukan sekali pada saat
izin tersebut diberikan. Tarif IIUPH terakhir diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998. Di dalam peraturan tersebut
dinyatakan bahwa tarif yang dikenakan adalahtarif satuan Rupiah
per satuan luas Hak Pengusahaan Hutan IHPHJ [hektar). Besarnya

tariftergantung dari(11 kategori wilayah dan (2) status HPH [baru/
perpanjanganr/HPHT|]. IHPH dikenakan satu kali untuk iangka
waktuberlakunya HPH fatau sekitar 20 tahunJ.

b) Dana Reboisasi [DR];

Adalah dana yang dipungut dari pemegang lzin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan dariHutan Alam yang berupa kayu dalam rangka
reboisasi dan rehabilitasi hutan.
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c) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik
darihasil yang dipungut dari Hutan Negara.

Tarif PSDH tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan Nomor 859r/Kpts -ll / L999. Dalamperaturan tersebut,
tarifyang dikenakan adalah tarif satuan Rupiah per m3, yang besarnya

tergantung dari(11 kategoriwilayah dan [2J kelompok ienis kayu/
bukan kayu Provisi Sumber Daya Hutan IPSDHJ dikenakan terhadap
pemegangHPH, pemegang HakPemungutan Hasil Hutan IHPHH]
dan pemegang lzin Pemanfaatan Kayu [IplQ flihat Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 juga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

19991. Pada HPH, untuk penyaluran produksike industi terkait
dengan HPH, pembayaran dilakukan oleh pihak industri penerima.

Untuk produksi yang disalurkan ke industri yang tidak terkait
dengan pemegang HPH, pembayaran dilakukan oleh pemegang HPH

pada saat pengangkutan. Pembayaran dilakukan setiap bulan atas

dasar produksi bulan sebelumnya, disetor langsung ke Rekening

Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Perhitungan .jumlah kayu yang dikenai kewajiban untuk membayar
PSDH dan Dana Reboisasi didasarkan dari Laporan Hasil Penebangan

[LHP). Sistem pelaporan produksi hasil hutan tersebut bersifut
self assessment, yaitu perusahaan pemegang HPH mengisi volume
produksi dan jenis tanaman. Setelah itu diterbitkan dokumen

Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SI6HH) yang sebelumnya

disebut Surat Angkuan Kayu Olahan [SAKO). Pengesahan LHP

dilakukansetelah diadakan pengukuran sampling 1096 dari area
produksi oleh petugas kehutanan untuk menguii kebenaran
pengisian dokumen LHP. Jika terjadi penyimpangan volume 59o, LHP

tetap disahkan, namun tidak berlaku untuk kesalahan pengisian

ienis tanaman.

4. DBH SDA Perikanan

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan berasal dari Punguan
Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan [PHPJ.
Pungutan Pengusahaan Perikanan, yaitu pungutan hasil perikanan yang

dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh
Izin Usaha Perikanan flUPJ, Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman
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Modal IAPIPMJ, dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan ISIKPIJ, sebagai

imbalanatas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia

untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik

Indonesia. Pungutan Hasil Perikanan, yaifir pungutan hasil perikanan

yang dikenakan kepadaperusahaan perikanan Indonesia yang melakukan

usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapanlkan [SPI)
yang diperoleh. Pungutan untuk scktor perikanan ini diatur dalam SK

Menteri P€rtanian Nomor 424/Kpts /7 /\977.
Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPPJ bersifat license fee, dikenakan

satu kali pada saat pengaiuanpermohonan Surat ljin Kapal Perikanan.

Tarif PPP merupakan tarif nominal [US$) dan didasarkan atas ukuran
kapalpenangkapan ikan (Dead weight Ton- DWT). Dalam hal ini tarif
dikenal<an atas dasar berat kosong kapal. Adapun Pungutan Hasil

Perikanan [PHP] dikenakan pada hasil produksi sektor perikanan yang

diekspor. Tarifyang dikenakan bersifut ad valorem [persentasi), di mana

besar tarif dibedakan menurut kelcmpok jenis ikan.

DBH SDA Pertambangan Panas Bumi

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi

diperhihrngkan berdasarkan penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berasal dari:

a] Setoran Bagian Pemerintah

Setoran pengusahaan panas bumi yangditerima pemerintah sebesar

34oh dari pemerimaan bersih usaha at:tu Net0perattng Income

{NOI} setelah dikurangi kewaiiban perpaiakan. Setoran bagian

pemerintah ini dikenakan ataskontrak pengusahaan panas bumi

]rang ditandatangani sebelum berlakunya UU No. 27 Tahun 2003
tentang PanasBumi.

b] Iuran Tetap dan Iuran Produltsi

Iuran Tetap adalah Iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai

kesempatan aas eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi SDA

pada suatu wilayall Sedangkan luran Produl<si adalah iuran yang

diberikan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha

pertambangan panas bumi. Penerimaan Iuran Tetap dan Iuran
Produksi ini dikenakan atas kontr:ak pengusahaan panas trumi yang

ditandatangani setelah berlalc,rnya UU No. 27 Tahun 2003 tenang
Panas Bumi.
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PNBP dari pertambangan panas bumi sampai dengan tahun 2011

[exisfingJ masih berasa] dari Setoran Bagian Pemerintah yang

ditempatkan pada Rekening Panas Bumi nomor 508.000084 pada

Bank lndonesia. Selain untuk menampung penerimaan setoran

bagian Pemerintah, rekening tersebutiuga digunakan untuk
membaya.rkan pengeluaran kewajiban Pemerintah terkait dengan

kegiatan usaha panas bumi, yaitu:

1. Pembayaran kembali (reimbursmenf) Paiak Pertambahan Nilai

[PPN];

2. Pembayaran Paiak Bumi dan Bangunan IPBBJ;

3. Pembayaran lainnya. Selisih dari penerimaan dan pembayaran
kewajiban pemerintah tersebut merupakan penerimaan negara
yang dapat dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH
SDA Panas Bumi.

DBH SDA Panas Bumi sesuai Pasal 14 huruf g UU No. 33 tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah dibagi dengan imbangan 20% bagian
Pemerintah dan 80t% bagian daerah.

Bagian daerah dengan rincian: 16% bagian provinsi, 32% bagian
kab/ikota penghasil dan 32o/o bagian kab/koa lainnya dalam
provinsi yang bersangkutan.

2. DANA AroKAsr UrruM

-' Konsep Dasar; Tujuan dan Fungsi DAU

Dana Alokasi Umum [DAU) di berbagai Negara disebut General Purpose

6ronts adalah salah satu ienis transfer yangmeniadi pendapatan umum bagi
penerimanya. Jenis transfer ini iuga disebut unconditional grdnt di mana
grant yan9 diberikan tidak dikaitkan dengan persyaratan apa pun oleh
sipemberi. Unconditional grant bukanlah satu-satunya bentuk transfer antar
pemerintahan. Terdapat berbagai jenis transfer dari Pemerintah Pusat ke
daerah yang dipraktekkan di dunia antara lain seperti grant untuk bidang
tertentu (specrlc grant),mathinggrant, grantuntuk menutupi defisit(deficit
grant) dan kondisi tak terduga femergency grant), dll'

Unconditional gmnf yang penggunaannya bebas adalah bentuk transfer
dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fi skal yang memberikan
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keleluasaan kepada daerah penerima untuk mengalokasikannya sesuai
dengan prioritas d.aerah (local priorifles]. Dengan kata Iain, tujuan pemberian
gront ini adalah untuk mendukung ketersediaan dana bagi Pemerintah
Daerah dalammen jalankan fungsi yang telah didesentralisasikan. Tu.juan
pemberian grant ini sangat berbeda dengan tuiuan berbagai jenis specrlrc
grants yang biasanya diberikan kepada daerah untuk pencapaian tuiuan
nasional (national prioitiesJ tertentu yang pelaksanaan tugasnya sudah
meniadi tanggungiawab daerah.

Dengan sifatnya yang bebas digunakan, unconditional grant pada
umumnyajuga digunakan sebagai instrumen utama pemerataan kemampuan
fiskal antar daerah. Sehingga ienis tranfer ini juga dinamai equolization grant
[qrant pemerataanJ. Program pemerataan kemampuan fi skal dipraktekkan
oieh banyak negara di dunia, baik negara iederasi maupun negara kesatuan.
Program ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menempatkan daerah-
riaerah pada posisifiskal yang sama untuk menjalan tugasnya.

Program pemerataan fiskal dilakukan dengan berbagai cara didasarkan
kepada prinsip tertentu dan sasaran yang ingin dicapatoleh negara tersebut.
Di Kanada, sebagai contoh sasarannya adalah untuk memberdayakan setiap
propinsinya dapat menyediakan pelayanan publik pada tingkat yang relatif
sama kepada seluruh penduduknya dengan pengenaan tingkat paiak yang
relatif sama pula. Demikian iuga halnya dengan Australia di mana sasaran
yang dideklarasikan adalah unruk mengoreksi ketidakmerataan fiskal
horizontal fketidak merataan antar negara bagian] untuk menyediakan
pelayanan dengan standar nasional tertentu kepada penduduknya.
Meskipun beberapa negara memiliki sasaran yang hampir sama untuk
program pemerataan frskalnya, namun penerapannya bisa saja berbeda.
Sebagai contoh, Australia dan Kanada memiliki sasaran pemerataan fiskal
yang sama, namun metode yang digunakan dalam. mengalokasikan dana
sangat berbeda. Sistem di Kanada hanya mengupayakan pemerataan
kapasitas fiskal tanpa mempertimbangkan kebutuhan iiskal dari
propinsi-propinsinya. Sedangkan sistem pemerataan fiskal di Australia
mengakomodasi keduanyanya fi<apasitas fiskal dan kebutuhan fiskalJ.
Sistem Pemerataan Fiskal di Australia dikenal sebagai salah satu sistem
yang paiing komprehensif di dunia.

Namun secara umum dapat dikatakan bahwa program pemerataan
fiskal dirancang untuk membantu daerah yang rendah pendapatannya dan/
atau tinggibiaya penyediaan pelayanannya dengan pengorbanan daerah
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yang tinggi pendapatannya dan/atau rendah biaya pelayanannya fWalsh
& Thomson, 1994j. Meskipun demikian, tidak akan pernah ada sistem

pemerataan fiskal yang sempurna. Yang terladi pada prakteknya adalah

upaya untuk mengurangi ketimpangan liscal diantara daerah yang se- tingkat

sampai ke tingkat yang dapat dite rima (acceptable level).

Dalam praktek di berbagai negara, ada dua cara untuk mengalokasikan

equalisation transfer ke daerah, yaitu dengan formula dan tanpa formula'
Bagaimanapun juga pengalokasian dengan formula memiliki banyak

kelebihan. Diantaranya yang paling peting sebagaimana yang diielaskan Ma

(19971 adalah terhindarinya upaya untuk melakukan lobi oleh Pemerintah

daerah, Dengan penggunaan formula diharapkan teriadinya sistem alokasi
yang adil dan transparan.

Pengunaan formula sudah dilakukan oleh banyak negara maju seperti

Australia, Inggris, Kanada, Jerman, Swiss dan Jepang. Namun, formula
memerl ukan ketersediaan data yang dapat diandalkan untuk memperkirakan

kebutuhan belanja dan kapasitas fiskal daerah. Sistem grdnt pemerataan di

Inggris, misalnya, menggunakan sekitar 30 rrariabel dalam tujuhkategori
belania pemerintah daerah untuk mengestimasi kebutuhan belanjanya.

Commonwealti Grant Commission [CGC] di Australia, sebagai contoh,

menggunakan sekitar 11 kategori belania dengan 5 variabel pada setiap

kategori untuk mengukur kebutuhan fiskal negara bagiannyaZ. Perhitungan
yang sangat komprehensif di Australia dan di Inggris adalah hasil dari
pengembangan sistem dalam beberapa dekade.

. Sumber dana dari equalizotaon transfer biasanya ada dua macam.

Pertama dari penerimaan pemerintah pusat dan kedua dari kumpulan dana

tertentu di tingkat negara bagian/propinsi/daerah. Di beberapa negara

seperti Inggris, Jepang dan Korea, sumber danaequalisation transfer adalah
penerimaan pemerintah pusatnya. Namun di f erman, sumber transfer adalah

kumpulan dari penerimaan negara bagian, yaitu paiak pertambahan nilai

[PPNj dan pembayaran pemerataan antar negara bagian [Ma, 1997 & Spahn,

1997). Lotz (1997, p.2001 menyebut model lerman sebagai model Robin-

Hood di manasumber daya diambil dariwilayah yang kaya dan diberikan ke

wilayah miskin tanpa adanSra dana dari Pemerintah Pusat.

Dalam menentuan j umlah danayang ditransferuntukpemerataarL beragam
cara dipraktekkan di dunia. Di beberapa negara jumlahnya dipatok sebagai

prosentase tertentu dari penerimaan pemerintah pusat. Namun di negara
tertentu, lumlah yang ditransfer sepenuhnya merupakan kewenangan dari
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pemerintah pusat untuk menentukannya. Yang me njadiperhatian disini adalah
adalah keandalan (reliability) danprediktabilias dari dana. Apabila jumlahnya
dipatok sebagai prosentase tertentu dari penerimaan pemerintah pusat, maka
reliable dan predictabie dari jumlah dana akan mengikuti kondisi penerimaan
negara. Namun jika iumlah yang ditransfer ditentukan oleh pemerintah pusal
akan ada ketidakpastian dalam hal iumlah yang akan ditransfen

Indonesia sejak tahun 2001 telah mendistribusikan Dana Alokasi Umum

[DAU). DAU didistribusikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
daerah dengan sasaran untuk memeratakan kemampuan fiskal antar daerah,
sebagaimana tertulis pada pasal l ayat 18 UU No. 25 Tahun 1999 dan iuga
pasal 1 ayat 21 UU No. 33 Tahun 2004 sebagai berikut:

. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi.

. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari dana perimbangan
yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk
tujuan mengurangi ketimpangan fiskal horizontal (horizontal fiscal
imbalance). ltu berarti DAU iuga disebut equali?a tion grant, Witn
grant [bantuan) yang ditujukan untuk memeratakan kemampuan
keuangan daerah. Daerah yang "miskin" [kemampuan keuangan yang
rendah) akan mendapat DAU yang relatif lebih besar dari daerah
yang "kayal fkemampuan keuangan yang tinggiJ.

Sebagai general purpose grant, keberadaan DAU dilandasi oleh prinsip
cathegoncal equiDl [keadilan kategori) menyatakan bahwa seluruh warga
negara di manapun berada berhak mendapatkan pelayanan dasar (seperti
pendidikan dasar; pelayanan kesehatan, infrastruktur daerah, dll) pada
standar minimumtertentu. Oleh karena pelayanan dasar merupakan
tanggungjawab Pemerintah Daerall maka Pemda yang "miskin' harus diberi
bantuan dana agar dapat menyediakan pelayanan dasar dengan standar
minimum tersebut Artinya pengalokasian DAU yang optimal adalah dapat
memeratakan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai penyediaan
pelayanan dasar tertentu pada standar minimum nasional.

{Sumber Undang-Undang 33 tahun 2004, tentang Perjmbangan

Keuangan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah

dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005.

tentang Dana Perimbangan).
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3. DANA ALoKAsr KHUsus (DAK)

- Konsep Dasac Tujuan, dan Fungsi DAK

DAK (Dana Alokasi KhususJ adalah salah satu ienis dana transfer (grant)
dari Pemerintah Pusat ke Daerah di Indonesia Secara umum terdapat dua

ienis grdnf dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Sraitu:

a) General Purpose Grant (Grant Bersifat Umum)

b) Specific Grant [Grant Bersifut Khusus)

Grant bersifat umrm[general purpose grant) atau bantuan tanpa syarat
(unconditional grant) yang di Indonesia disebut Dana Alokasi Umum [DAU]
adalah jenis bantuan yang bebas digunakan oleh si penerima Tidak ada
arahan terhadap penggunaan dana tersebut dan umumnya ditujukan untuk
pemerataan kemampuan fiskal anar daerah. Sementara ittt Specific Grant
sesuai namanya merupakan granf bersifat khusus atau bantuan bersyarat
(conditional grant). Grant spesifik biasanya dituiukan untuk membiayai
bidang tertentu yang telah menjadi kewenangan daerah otonom, namun
Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai si penerima tidak boleh menggunakan
dana tersebut kecuali untuk kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi.

Specific grant sangat beragam ienisnya dengan berbagai tuiuan yang
dirancang oleh si pemberi, diantaranya:

a] Untuk mencapai tujuan nasional tertentu, namun fungsi dan
kewenangannya urusannya telah didesentralisasikan ke daerah
otonom.

bJ Untuk mempengaruhi pola belanja daerah penerima.

c) Untuk mengakomodasi spillover benefit (penyediaan pelayanan
publik oleh daerah tertenhr tetapi dimanfaatkan oleh penduduk
daerah lain/tetangga).

Bantuan spesifik dapat digunakan oleh pemberi fpemerinAh pusat)
untuk tujuan dan prioritas nasional, misalnya untuk mencapai tujuan
nasional di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastrutur namun
urusann1ftr telah didesentralisasikan ke daerah karena pusat tidak dapat
mendilite daerah untuk penggunaan dana bantuan umum, maka pusat dapat
melakukannya dengan menyediakan bantuan spesifik Bantuan spesifik
dapat iuga ditu.iukan untuk mempengaruhi pola belanja daerair- Dengan
penggunaannya yang spesifik dan mensfaratkan dana pendamping dari
sumber pendapatan daerah lainny"a, akan tersedia sejumlah dana yang harus
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dibelanjakan oleh daerah untuk bidang yang diinginkan pusal Lebih spesifik

lagi, bantuan dapat disediakan oleh si pemberi untuk mengakomodasi

UJban pembiayann b"gi d"e."h t"rtentu, misalnya daerah yang menyediakan

p"l"yat"n yang iuga dimanfaatkan oleh penduduk daerah lain' Bantuan

rp"ifif. *"*nV" luga dapat disediakan oleh pusat untuk mengakomodasi

kekhususan daerah, yang terkait dengan ketidakmampuan daerah tersebut

untuk membiafai PelaYanan khusus'

Berbagai ienis sp ecifc grant (banitan khususJ dipraktek didunia' antara

lain:
a) Gra n t untuk program/kegiatan/pelayanan tert enfi (speciJic grant)'

is) Grant yang mengharuskan dana pendamping dari penerima

fmatching grant),

cJ 6rant untuk menutupi defisit (deficit grdnt)'

d) Grant untuk membantu daerah menghadapi situasi darurat/

emergensi femerg en cY grant),

el Gront untuk belanja modal (capital grant)'

Kemudian dari sisi penentuan jumlah bantuan spesifik yang akan

ditransfer ke daerah, dapat pula dikelompokkan pada dua jenis (ihat

Bergvall, et al, 2006):

1) Closed-ended granf (iumlah yang akan ditransfer ke daerah telah

ditetapkan dari awal dan realisasinya sama dengan pagu anggaran )'

2) Open-ended grdnr liumlah iumlah akhir dari grant ditentukan oleh

realisasi belanja daerah dan biasanya jenis bantuan ini dirancang

sangat menantanguntuk dapat direaiisasikan oleh,daerah)' Dengan

vari-asi yang demikian' pernerintah dapat memilih jenis bantuan

khusus sesuai dengan sasaran yang diinginkan'

Untuktuluan mencapai standar pelayanan minimum nasional di seluruh

daerah, ienis bantuan yang paling direkomendasi adalah bantuan khusus

tanpa dana pendamping yang diikuti dengan spesifikasi penggunaan dana

bagi standar pelayanan minimum' Untuk tuiuan mengakomodasi spillover

beieft (itelayanan yang disediakan suatu daerah yang luga dimanhatkan

puniuaut daerah lainJ direkomendasikan ienis bantuan khusus dengan

iana pendampi ng (matching grantJ, dengan tingkat dana pendampin!

yrng b"*".i"ri. Bagi daerah yang tingkat spillover benefrtng tinggi' dana

p"n"d".ping t rrtunya lebih rendah. Sedangkan untuk tuiuan mempengaruhi

pota letanla aaerah di bidangyang merupakan prioritas nasional disarankan
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untuk menggunakan open-ended matching grant [bantuan khusus dengan
dana pendamping dengan jumlah akhir yang dapai sala lebih kecil ataupun
lebih besar dari pagunyal. Open_ended grani mengisyaratkan bahwa jumlah
bantuan yang diterima oleh setiap daerah ditentukarroleh realisasinya untuk
bidang yang telah ditentukan dalam iangka waktu tertentu.

Dana Alokasi Khusus (DAK) di Indonesia diatur oleh UU 33 Tahun 2004
dan PP 55 Tahun 2005. Namun demikianpengaturan yang sama juga adadi UU 32 Tahun 2004. Dari pemturan tersebut DAK di-Indonesia daFat
dikatakansebagai specfic matching grant, yaitlt bantuan yang bersifat
khusus dengan mensyaxatkan U*a penaarnpfug. Uumr,n Outam p€raturan
perundang-undangan tidak ditentukan 

"putuf, 
naf ini merupakan c/ose_

ended grant atau open-endedgranl. Dalam prakteknya selama ini DAK
i.1lrk* close-ended grant dzlam arti jurnlah yung ukao diterima
oleh daerah untuk satu tahun anggaran sudah ditentukan dari awal tahun

Seterusnya apabila daerah tidak bisa menggunakan DAK
sebagaimana ketentuan teknisnya, sisa DAK diakhir tah; anggaran akan
menjadi. SILPA (sisa lebih perhitungan anggaxan ) dan dapat digunakan
unhrk tujuan yang sama pada tah* -gg*- b..itotoyu. Dengan itu dapat
dipahami bahwa DAK di Indonesia tidak mencakup t".t"gui;"oi, 

"p""r.f"grant lainnya seperti bantuan khusus tanpa dana pendamping, bantuan
defisit, bantuan emergensi, dll.

Tujuan DAK menurut UU 32 Tahun 2004 dan UU 33 Tahun 2004 adalah
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional. Seteru;ya dielasan bahwa DAK
dialokasikan kepada daerah tertentu yang memenuhi kriteria yangditetapkan
fkriteriaumum, kriteria teknis dan kriteria khususJ. Dengan demikian tidak
semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Sebagai tamn-anan dari regulasi
tersebut, DAK iuga diatur oleh pp 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan
yang membatasi DAK hanya untuk kegiatan yang bersifa:t fisi4 sebagaimana
tertulis pada pasal 60 ayat 3 yang berbunyi sbb:

. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan,
penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perlalanan
dinas.

. Pembatasan DAK lebih laniurdi pp No. 55 Tahun 2005 mengakibatkan
tidak adanya DAK untuk kegiatan yang bersifat non_fisik

-. .DAK 
berdasarkan Undang_undang 32 tahun 2004 dan direvisi dengan

Undang-Undang 23 Tahun 20L4, pada pasal 162, tentang pemerintahan
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Daerah, serta Undang-Undng 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pada Pasal 1 ayat (23) dan Pasal
38-41, DAK diperuntukkan bagi daerah tertentu dalam rangka pendanaan
Pelaksanaan desentralisasi untulc

1. DAK untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, mendanai
kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas
nasional

2. Dialokasikan tiap tahun dalam APBN mendanai kegiatan kbusus
yang diusulkandaerah tertentuDialokasikan kepada Daerah
tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakanurusan
Daerah Penyusunan kegiatan khusus ditentukan oleh pemerintah

dikoordinasikan dengan Gubernur

3. Kegiatan khusus sesuai dengan fungsi dalam APBN

4. Penyusunan kegiatan khusus yang diusulkandaerah tertentu
dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang
bersangkutan.

5, Pemerinah menetapkan liriteria DAK yangmeliputi laiteria umum,
kriteria khusus, dan kriteria telmis.

6. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan pemerintah

7. Ikiteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan
Keuangan Daerah dalam APBD

B. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan karakteristik Daerah

9. I(riteria teknis ditetapkan oleh Rementerian Negara/Departemen
Telaris

10. Dana pendamping:*Minimal 10% dari alokasi DAK Dianggarkan
dalam APBD Pengecualian bagi daerah dengan kapasitas fiskal yang
rendah.

11. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah

Sumber: Undang-Undang 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004, tentang

Pe.imbangan Keuangan antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah-
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4. DANA ThANSFER TAINNYA {DANA OTSUS, DAN^A FINYESUATAN, DANA

BOS, DID, TPG DAN DANA TAMSIL GURU]

1. Dana Otsus (Otonomi Khusus)

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang diberikan . kepada daerah tertentu berdasarkan
undang-unriang otonomi khusus. Ada dua undangundang yang mengatur
Otonomi Khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [ioJ Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 dan Undang-Undang No. lL Tahun 2006 tentang Pem€rintahan
Aceh. Dana otonomi khusus merupakan dana yang khusus diberikan untuk
percepatan pembangunan di daerah.

Alokasi Dana Otsus untuk Papua ditetapkan sebesar 2olo (dua persen)
dari plafon DAU Nasional per-tahunnya dan berlaku selama 20 [dua puluh)
tahun. Dari Alokasi tersebut, ditetapkan bahwa Provinsi Papua mendapatkan
proporsi 70% (tujuh puluh persen] dan sisanya untuk Provinsi Papua BaraL

Selain dana Otsus, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat iuga mendapatkan
alokasi Dana Tambahan Infrastrulitur yang besarnya disesuaikan kemampuan
keuangan Negara dan tambahan porsi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA

Gas Bumi masing-masing sebesar 55Yo dan 4090 dari PNBP SDA Minyak Bumi
dan SDA Gas Bumi yang berasal dari wilayah propinsi yang bersangkutan.

Dana Otsus untuk Provinsi Aceh adalah berdasarkan Undang-Undang
No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otsus ini juga berlaku

, untuk jangka waktu 20 {dua puluh] tahuq dengan rincian untuk ahun
pertama sampai dengan tahun ke-15 besarnya setara dengan 2 9o (dua
persen] plafon DAU Nasional dan untuk tahun ke-16 sampai dengan tahun
ke-20 besarnya setara dengan L % [satu persen] plafon DAU Nasional.
Sedangkan tambahan porsi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi
besarnya sama dengan untuk Propinsi Papua dan Papua Bara! yaitu masing-
masing sebesar 55% dan 40% dari PNBP SDA Minyak Bumi dan SDA Gas

Eumi lang berasal dari wilayah propinsi yang bersangkutan. Penyaluran
Dana Otsus tersebut dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari
Menteri Dalam Negeri. Penyaluran Dana dilaksanakan secara bertahap dan
tidak dapat dilakukan sekaligus, yaitu:

a. Tahap t: 30 % dari alokasi {Maret]
b. Tahap II: 45 %o dari alokasi (fulil
c. Tahap III: 25 % dari alokasi f0ktober),
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2. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian adalah dana transfer yang bersifat adhoc, pada
dasarnya dana penyesuaian ini bertuiuan untuk menampung program-
program tertentu yang tidak tertampung dalam definisi dana perimbangan,
terutama tidak tertampung dalam definisi DAK di Indonesia,

3. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolahl

Pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah [BOS) diatur dengan
beberapa peraturan menteri, yaitu:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ?0UPMK.OT /2011 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah
Tahun anggaran 2012. Peraturan Menteri ini antara lain mengaujr
mekanisme pen5.aluran dana BOS dari kas Umum Negara ke kas
Umum Daerah serta pelaporannya.

b. Peraturan Ment€ri Keuangan Nomor 26/PMKO7 /20t2 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional untuk
Sekolah di Daerah Terpencil Tahun ang3arun2}lz.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Peraturan Menteri ini antara lain mengaturmekanisme pengelolaan
dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas Umum
Daerah Propinsi ke Sekolah dengan hibah.

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2011
t€ntangPetuniukTelstis tentangPenggunaan Dana Bantuan Operasional
Sekotah @OS) dan laporan Keuangan BOS tahun anggaran 2012.

e. PeraturanMenteri iniantaralainmengaturmekanismepengalokasian
dana BOS dan penggunaan dana BOS di Sekolah.

Dana BOS merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah kabupaten
dan kota unhrk meringankan bebanmasjramkat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 (duabelasl tahun yang bermutu.
Adapun sekolah penerima BOS adalah Sekolah Dasar/Sekola Dasar Luar
Biasa ISD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka {SMp/SMptB/
SMPTI baik Negeri maupun swasta, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATApl
Sekolah Menengah Atas dan yang sederaiad dan Tempat Kegiatan Belaiar
Mandiri ftKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakag baik negeri maupun
swasta di seluruh pmvinsi di Indonesia.
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Bantuan Operasional Sekolah [B0SJ adalah danayang digunakan

terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai

pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai

beberapa kegiatan lain sesuai pertuniuk telinis Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan.

Sejak ahun 2011 penyaluran BOS dilakukan melalui transfer
langsung dari Rekening kas Umum Negara ke Rekening kas Umum Daerah,

menggantikan mekanisme sebelumnyadi mana dana BOS disalurkan melalui
DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana konsep

dekonsentrasi. Untuk tahun 2011 dana BOS disalurkan langsungkepada
Peinerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan secara triwulanan masing-

;nasing sebesar 7+ [satu perempatJ dari pagu alokasi kepada pemerintah.
5elanje',-nya pemerintah daerah waiib menyalurkan BOS kepada masing-
r:,asing sekolah paling llmbat 7 [tujuhj hari kerla setelah diterima di
iiekening KUD.

Urrtuk tahun angaran 2012 alokasi untuk SD dan SMP per siswa per
iahun diberikan sebesar:

1. SD/SDLB di kabupaten dan kota sebesar Rp.580.000,00 per siswa
per tahun;

2. SMP/SMPLB/SMPT di Kabupaten dan kota sebesar Rp.710-000,00
per siswa per tahun.

4, Pencaimn Dana Cadangan (Buffer Fundl dan Perlakuan atas Lebih
Salur

Dana cadangan BOS (Buffer /undJ pencairannya dilakukan setelah

nendapatkan rekomendasi kurang salur BOS dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan berdasarkan ketersediaan dan perkembangan data iumlah
siswa per triwulan dalam tahun anggaran berialan.

Informasi terkait kurang salur BOS selaniutnya ditindaklanjuti dengan
penyampaian rekomendasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada

Menteri Keuangan untuk meniadi dasar pencairan dana cadangan BOS yang

selanjutnya akan disalurkan ke provinsi.

5. DID (Dana Insentif Daerah)

Tujuan utama dialokasikannya DID adalah untuk mendorong agar

daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang

ditunjukkan dari perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan
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Keuangan Pemerintah Daerah, dan berfungsi membantu daerah dalam rangka
melaksanakan program pendidikan sebagai kebifakan Pemerintah Pusat

6. Dana TPG (Tuniangan Profesi Guru) dan Tamsil Gunr

Dana TPG [Dana Tunjangan Profesi Guru) diberikan kepada Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan
memenuhi perslaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Tunjangan Profesi Guru-PNSD diberikan sebesar maksimal 1 kali
gaji pokok PNS yang bersangkutan. Penyaluran TP Guru-PNSD dilaksanakan
dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD secara triwulanan pada
akhir triwulan yang bersangkutant masing-masing triwulan sebesar 25016

pagu alokasi per daerah.

Dana Tamsil Guru fTambahan Penghasilan Guru) diperuntukkan bagi
guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan tuiuan untuk meningkatkan kineria dan
kesejahteraan guru PNSD.

D. LAIN.LAIN PENDAPATAN DAf,RAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ILPDSJ merupakan pendapatan
yang ti dak dapat dlpisahkan dari pendapatan yangsecara keseluruhan masuk
dalam Pendapatan Pemerintah/Daerah.

LPDS ini merupakan wewenang dari daerah untuk mengelola dan
menggunakannya sesuai dengan peraturan fang berlaku. Perlu diperhatikan
bahwa "LPDS" [Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) berbeda dengan
'LPADS" [Lain{ain PAD yang Sahj.

-- Penyaiian dalam anggaran

Semua jenis pendapatan yang sah yang tidak masuk kepada kategori PrtD dan
Dana Perimbangan merupakan lain-lain pendapaan daerah yang sah,

fenisnya antara lain:

1. Pendapat Hibah
2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya
3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

5. Dana Darurat

5. Iainnya.

@occoooooooooo?o oooo l4l
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Dengan penjelasan tersebut di atas, bahwa penerimaan daerah yang

diiadikan sumber pendapatan daerah sangat felas, Pendapatan daerah

merupakan sumber utama yang dijadikan rujukanuntuk menyusun

kebijakanumum APBD, dan PPAS, pengalokasian di dalam kerangka

penganggaran daerah. Di dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran

daerah kepada setiap program dan kegiatan dari Satuan Kerja Pemerintah

Daerah dan unit-unit kerja lainnya dalam lingkungan daerah harus

rnemperhatikan ketersediaan anggaran yang akan didapat Pemerintah

Daerah, Cengan berdemensi waktu 3 sampai 5 tahun ke depan. Sehingga di
daian penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah harus dilakukan
dengar; pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah,

;3i-,ggarE.! rerbasis kineria serta penganggaran terpadu. Penganggaran yang

r;-:'i!: a*:1ah anggaran yang dapat mencuk-upi kebutuhan untuk pelaksanaan

tlrr)gra.:.r. tan kegiatan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas

dzrlan', r:laksanaannya. Penielasan lebih lanjut akan diiabarkan pada Bab

b:rikri:11a.

Sumber: Undang-undang Nomor 'l tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah

Nomor 1 tahun 2008 teataflg Investasi Pemerintah, dafl

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007

serta Pefaturan PemerintahNomor 21 tahun 2011.

4.5 i,atihan

1. lelaskan tentang keberadaan Undang-Undang 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang 33 Tahun
2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

2. Jelaskan terkait dengan Lainlain Pendapatan Daerah yang sah.

3. Jelaskan terkait dengan Dana Tamsil Guru flambahan Penghasilan

Guru).

4. Jelaskan terkait tentang DID.

5. felaskan terkait tentang Dana Penyesuaian.

6. felaskan terkait tentang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus.

7. lelaskan terkait tentang pajak dan retribusi daerah.

8, Jelaskan terkait tentang Pendapatan Asli Daerah (PADj.

9. Jelaskan sumber-sumber PAD.
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10. Menurut pendapat saudara apakah paiak dan retribusi daerah

merupakan salah satu sumber penerimaan daerah'

4.6 Rangkuman

Sumber-sumber penerirnaan daerah berdasarkan Undang-Undang 33

Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah' terdiri:

1. Pendapaan Asli Daerah terdiri dari:

a, PaiakDaerah

b. Retribusi Daerah'

c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan'

d. Lain-lain PAD Yang sah'

2. Dana Perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi hasil.

b. Dana Alokasi Umum [DAUJ'

c Dana Alol<asi khusus'

3. Lainlain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:

a- Bantuan Dana-

b. Hibah.

c. Dana Darurat

d. Dana PenYesuaian I Dana OTSUS]'

e. Bantuan I(euangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya'

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah'

Terdiri dari paiak daerah dan retribusi daerah' yang dirinci menurut

obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak

daerahdanreribusidaerah'sedangkanfenishasilpengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan

Yang mencakuP:

1l bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD;

2] bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

Pemerintah/BUMN;

3J bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

swasta atau kelompok usaha maqrarakaL

1a3
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fenis-jenis paiak Daerah

Berdasarkan UU No 2g Tahun 2009, tentang paiak dan Retribusi
Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut 5
flimal jenis pajak provinsi dan 11 fsebelas] jenis pajak kabupaten/
kota, Fitu:
1. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. pajak Air permukaan

e. paiak Rokok

2. PajakKabupaten/Kota

a. pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. paiak Hiburan
d. pajak Reklame
e. Pajak penerangan 

Jalan
f. Paiak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Paiak parkir
h. pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Paiak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
k. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

f enis-jenis Retribusi Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Zg Tahun 2009, tentang palak dan
Retribusi Daerah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk
memungut 3 (tigal objek retribusi, yaitu:
1. Retribusi Jasa Umum

a. Retribusi pelayanan Kesehatan
b. Retribusi pelayanan persampahan/Kebersihan

c. Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk
dan Akta Catatan

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan Mayate. Retribusi pelayanan parkir di Tepi falan Umum
f. Retribusi pelalranan pasar
g. Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor
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h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

I. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
l. Retribusl Pelayanan Tera/Tera Ulang
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
n. RetrlbusiPengendalianMenaraTelekomunikasi

Retribusi fasa Usaha

Merupalon reeibusi yang dikenakan atas iasa usaha. Subjek
retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menildnati pelayanan iasa usaha yang
bersangkutan. Oblek retribusi iasa usaha adalah pelapnan ]ang
disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip
komersial yang meliputi:

a. Pelayanan denganmenggunakan/memanfaatkan keloyaan
daerah yang belum dimanfuatkan secara optimal; dan/aau

b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepaniang belum
disediakan se€Er memadai oieh pihak swasta. Wajib
retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan
yang menunrt ketentuan peEtLrran perundang-undangan
retribusi diwaiibkan untuk melakukan pembayaran retibusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi iasa usaha

Reribusi iasa usaha dapat terdiri dari:

a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

c. Retribusi Tempat Pelelangan
d. Retribusi Terminal
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Retribusl Penyeberangan di Air
Retribusi Penlualan Produksi Usaha Daerah

h.

l-

k
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Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu.
Subiek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau
badan yang mempercleh izin tertentu dari pemerintah daerah,

Obiek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan
tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam,

barang prasarana, sarana, atau fasilitas tert€ntu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkuqgan. Wajib
rehibusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang

menurut ketentuan p€taturan perundang-undangan retribusi
diwaiibkan untuk melakukan pembalaran retribusi, temasuk
pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu-

Retribusi perizinan tertentu dapat terdiri atas:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b. Retribusi Izin Tempat Peniualan Minuman Beralkohol
c Retribusi Izin Gangguan
d- Retribusi Izin Tlayek
e. Retribusi lzin Usaha Perikanan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

fenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci
menurut obyek pendapatan yang mencakup:

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/BUMN; dan

c bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
swasta atau kelompok usaha masyarakat

Dana Perimbangan

Kelompok Dana Perimbangan dibagi menurut ienis pendapatan
yang terdiri atas:

1J dana bagi hasil;
2] dana alokasi umum; dan
3] dana alokasi khusus.
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a. 14 ienis jasa umum;

b. 13 ienis lasa umum:

ra7
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Daelah

4l Dana Bagi hasil

Sj Oana transfer lainnya (Dana OTSUS' Dana Penyesuaian' Dana

BOS, DID, TPG dan Dana TAMSIL GuruJ'

4.7 Test Formatif

1. BeraPa ienis Paiak Provinsi:

a. 11 lenis; c' 5 fenis

b. 7lenis;

2. Berapa jenis pajak Kabupaten/Koa:

a- 13 ienis;

b. 12 ienis;

c. 11ienis.

3. felaskan kelompok dana perimbangan menurut ienis p€ndapatan:

a. DBH, DAU; dan DAK

b. DAU dan DAK

c. DBH dan DAU'

4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan' dirinci menurut

obiek Pendapatan Yang mencakuP:

a. ll ienis;

b. 13 ienis;

c 14 ienis.

5. Retribusi terbagike dalam berapa kelompok:

a. 2 kelomPok;

b. 3 kelomPok;

c. 4 kelompok;

6. Retribusi perizinan tertentu dapat terdiri atas:

a. 5 ienis iiin; c' 4 ienis iiin'

b. 3 jenis iiin;

7. Retribusi iasa usaha dapat terdiri dari:

a. 11 ienis iasa usaha;

b. 9. lenis iasa usaha;

8, Dana transfer lainnYa meliPuti:

c 10 jenis iasa usaha;

a. 5 ienis dana transfer; c'

b. 6 jenis dana transfer;

9. Retribusi iasa umum terdin dari:

7 ienis dana transfen

c 12 lenis iasa umum;
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10. Tuluan utama dialokasikannya DID adalah untuk mendorong agar
daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik.
a. Bisa benar dan bisa salah; c. Salah:
b. Benar;

4.8 f awaban

1. c.

2.c
3. a.

4.c
5. b.

6. a.

7. a.

8.b
9.a

10. b.

4.9 Umpan Balik dan Tindak Laniut
Cocokkanlah jawaban Anda dengan jawaban yang sudah disediakan, dan
hitunglah iumlah jawaban Anda yang benar: Keiudian gunakan rumus
di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Andl dalam materi
kegiatan belajar 4.

Rumus:

Tingkat penguasaan = x100%
10

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
. 9O o/o- 100% = baik sekali
.80%-89% =baik
. 7to/o-79Vo = cukup

' > 69 o/o = kurang.

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan g0 96 atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan kegiatan belalar S. Bagus! Tetapi bila tingkat
pengu:rsaan Anda kurang dari g0 yo, maka Anda harus mempelajari
kembali kegiatan belajar 4, terutama bagian yang belum Anda kuasai,

-
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEII\NIA DAEMII

(APBD}

5.1 Latar Belakang

- Pengertian APBD

n nggaran Pendapatan dan Belania Daerah selanjutn5ra disingkat
fl,APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah
yang disetuiui oleh Dewan Perr,vakilan Ralqnt Daerah (UU No. 17 Tahun
2003 Pasal 1 Butir I tentang Keuangan Negara).

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola
dalam APBD. penerimaan dan pengeluaran daerah krsebut dalam rangka
pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan
pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas
pembantuan tidak dicatal dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan

keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah
danSemua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desenaalisasi
dalam tahun anggaftrn tertentu Pemungutan semua penerimaan
daerah bertujuan untuk nemenuhi target }rang ditetapkan dalam APBD,
Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai lumlah
dan sasaran yang dit€tapkan dalam APBD,

karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka
APBD menjadiDesar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan
pengawasan keuangan daerah. Tahun anFgaran APB D sama dengan tahun
anggaran APBN yaitu mulai 1 fanuari dan berakhir tanggal 31 Desember
tahun yang bersangkutan. Sebingsa pengelolaan, pengendalian, dan
pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka
walitu tersebuL
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APBD disusun dengan pendekatan kine4a, yaitu suatu sistem anggaran

yang mengutamakan upaya pencapaian hasil keria atau oufput dari

perencanaan alokasi.

Biaya atau input Yang ditetapkan, dan pendapatan yang dianggarkan

dalam APBDmerupakan perkiraan Jrang terukur secara rasional yang

dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat

direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetaPkan

Berkaitan dengan belania, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan

batas tertinggi untuk setiap ienis belanja. Jadi, realisasi belania tidak
boleh melebihi iumlah anggaran belania yang telah ditetapkan.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat

dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban

APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggariln untuk
membiayai pengeluaran t€rsebut

Pendapat beberapa ahli tentang APBD

Pendapat Bastian [2006J " Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

merupakan pengeiawantahan rencana keria Pemerintah Daerah

dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan

dan berorientasi pada tuluan keseiahteraan publilC'.

Pendapat Nordiawaru dkk [2007], 'APBD merupakan rencana

keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetuiui oleh DPRD dan

ditetapkan dengan peraturan daerah".

3. Mardiasmo [2005J, 'Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah

merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah
Daerah.

Sebagai insfumen kebiiakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral
dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran

daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan
dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan

pembangunan, otorisasi Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan
semua penerimaan Daerah bertuiuan untuk memenuhi target yang

ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan
ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
dilakukan sesuai iumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.
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karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka

APBD meniadi dasar pula bagi kegiaan pengendalian, pemerikaan dan

pengawasan keuangan daerah.

- Fungsi-tungsi APBD

Berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2003, tentatlg Keuangan Negara

dala$ Pasal3 alrat [4], APBD meurpuh],ai fungsi-fungsi sebagai berikutr

1) Fungsi Otorisci

Aqggeran daerah BenlFakatl dasar untuk melalsanakan pendapaun

dan helarria pada tahun yang bersanglutan

2) Fungsi Ferencanaan

Angarac daerah meru,pakan pedoman bagi tmnaiemen dalam

mereneanakan kegiaan pada tahun yang b€rsangkutan.

3J Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedornan untuk menilai ap€kah kegiatan

perqgelenggaraan pemerintah derah sesuai dengan ketentuan yang

ada,

4) Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran

dan pemborosan surnber daya, serta meningkatkan efisiensi dan

e fektivitas p€reko nondan.

5) Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung airti/memperhatikan rasa

keadilan dan Kepatutan tahun anggaran APBD dimulai dari tanggal

1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan,

sama seperti tahun anggaran dalam APBN

5.2 Tinjauan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah (APBD], merupakan dokumen

pelEncaruran ].ang memuat rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan

daeralr

APBD merupakan instr lrmen pentlng di dalam mendukung operasional

penyelenggaraa4 p€merintahan, pembangunan dan pehyanan kepada

masyarakaL

l5r
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b.J I llauan Knusris

1. Sruktur APBD.

2. Siklus Belania.

3, Mekanisme dan Proses Penyusunan ApBD.
4. Proses dalam penyusunan APBD.
5. Penyusunan RAPERDA APBD.
6. Evaluasi MPERDA APBD

5,4 Kegiatan Betaiar

STRUIffURAPBD

A. GAMBARAN UIIIUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [ApBD], terdiri dari:
1. Pendapatan.
2. Belania dan
3. Pembiayaan daerah.

Apabila terjadi selisih antara pendapatan dan belanja daerah, maka
terjadi surplus, jika anggaran pendapatan lebih besar dari belanja daerah.

. ]ika t€riadi surplus dalam APBD, dapat digunakan atau dimanfaatkan
untuk pembayaran pokok piniaman/utang, penyertaan modal
(investasi) daerah, pemberian piniaman kepada pemerintah
pusat/daerah lain, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih tahun

. anggaran berjalan. Pemanfratan dana surplus dimaksud dinamakan
pengeluaran pembiayaan.

. lika APBD dalam keadaan deficir, teiadi di mana belanja daerah
Iebih besar dari pada pendapatan daerah, maka ditetapkan
pembiayaan menutupi deficit tersebut, bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun lalu. Atau dapat menggunakan dana
cadangan, penerimaan piniaman, hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian piniaman atau
penerimaan piutang.

a. Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, definisi pendapatan daerah ialah
semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran daerah yang bersangkutan.
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Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapahn Asli Daerah (PADI;

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh

dari atau proses penggalian sumber-sumber potensi daerah,

yang diakibatkan atas pemberian kewenangan yang diterima dari
pemerintah, berdasarkan otonomi daerah sebagai benu* azas

desentralisasi

Pendapatan asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak dan retribusi daerah;

2. Hasil pengelolaan keloyaan daerah yang dipisahkan.

3. Dan lain-lain pendapaan daerah yang sab.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari Pemerintah yang

dialokasikan dalam APBN, melalui mekanisme DAU dan DAK serta
bagi hasil sumber daya alam daerah berdasarkan Undang-Undang

33 Tahun 2004, tentang Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah
antar Pemerintah Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, adalah yang bersumber
dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bantuan
pemerintah dan pemerintah daerah berdasarlan Undang-Undang.

(Sumber: Undang-Undang 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan

Keuangan antar pemerintah daerah).

b, Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah Srang diakui
sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah semua
pengeluaran yang menladi beban rekening kas umum daerah, mengurangi
ekuitas dana lancar dan merupakan kewaiiban pemerintah daerab dalam
satu tahun anggaran yang tidak akan dapat diperoleh pembayaran kembali
oleh pemerintah daerah.

Penggunaan Belanla Daerah

Belanja daerah dapat dipergunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan yang meniadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang

1s3

2.

3.
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meliputi urusan waiib, urusan pilihan dan urusan yang ditangani oleh dalam
bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan secara bersama antaH
pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan peruqdang-
undangan.

Dalam operasionalisasi penyusunan anggaran belanja daerah dapat
ditelompokkan ke dalam 2 (dua] kelornpok yaitu Belania langstrng ,lan

Belania fidak Langsung

Belania Daerah dapat diklasifikasikan ke dalam/nrenurut:

1. Fungsi.

2. Organisasi

S. erogram.

4. Kegiatan

5. Kelompok belanla.

6. Dan ienis belania

Klasifik4si menurut urusan waiib, pilih*n, &n ftrq&si

Pengertian urusan uraiib adalah urrsan yang ben*fat sangat
mendasar sekali Berkaitan dengan kewaiiab daerah dalam
melakukan pelayanan dasar kepada mas:1prakat, yang wajib
dilakukan oleh pemerintah daerah, dan diprioritaskan dalam
meningkatkan kualitas kehidupan maqrarakat daerah meliputi:
peningkatan pela),anan dasar; pendidika+ kesehatan, fasilitas sosial
dzn fasilitas.urrrm yang layah dengan merwriudkan pengembangarl
sistem sosial yang diwuludkan melalui prestasi kerja guna
p€ncapaian standar minimal,

Sedangka urusan pilihan adalah meliputi: urusan pemerintahan,
berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan n:tasfarakat daerah
berdasarkan kondisi lingkungary kekhasan, dan potensi unggulan
daerah bersangkutan, diantaranya: pertambanga4 perikanan,
pertania& perkebunan, perhutanan dan parawisata.

Klasifikasi belania menurut Organisasi, P.rogram dan Kegiatan

Klasifikasi belania menurut organisasi adalah di mana susunan
organisasi Kepala Daerall Sekretaris daerah, Selretariat DPRD
Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daeral! dan Kecamatan serta
kelurahan, disesuaikan dengan suzunan organisasi pemerintah
daerah,

1)

2j
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Adapun klasifikasi belania berdasarkan program dan kegiatan

. disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang meniadikan

kewenangan dan tanggungiawabnya berdasarkan organisasi

pemerintahan

Program merupakan instrument kebijakan dan berisikan satu atau

lebih kegiaan dan dilaksanakan, oleh instansi pemerintah/€mbaga

atau masyarakat yang dikoordinasikan instansl pemerintah guna

mencapai tujun dan sasaran serta memperoleh alokasi angganrnn,tl

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari pmgram lang dilaba-ek-:n
oleh satu atau beberapa satiran keria perangtat daerah dan

merupakan bagian dari pencapaian sasaran secaril terukur dari
progra.m dan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber

daya, baik personil maupun zumber daya berupa barang modal

termasuk di datamnya peralatan dan telnologi, dana atau kombinasi

dari beberapa sumber daya yang digunakan dan merupakan

masukan (infutJ dan untuk menghasilkan keluaran [oupurJ dalam

wuiud harang dan |asa.

3) Kelompok Belania dan fenis Belania

Belanla dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dual kelompok png
terdiri dari Belanja langsung dan Belanja tidak langsung

Belanja langsung adalah belania di mana angganrnnya dapat

dipengaruhi secara langsung dengan adanya program dan kegiatan,

dan mempunyai karakteristik sebagai berikuh

. Dianggarkan bagi setiap progam dan kegiatanyangdisampaikan
oleh setiap Sl(PD.

. Besaran anggaran belania langsung terkait dengan program dan
kegiatan dapat diukur secara langsung dengan output yang akan

dicapai.

. Target kineria mempengaruhi variabilitas jumlah setiap jenis

belania langsung guna tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kelompok belania langsung dapat dibagi ke dalam:

1. Belania pegawai.

Belania pegawai, dipergunakan untuki membiayai pembayaran

honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiaan
dan kegiatan pemerintah daerah.
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Belania barang dan iasa

Belanja barang dan iasa, dipergunakan untuk membiayai

pengadaan barang dan iasa, yang mempunyai nilai manfaat lebih
dari 12 bulan. Dan mendukung kegiatan pemerintah daerah

berupa belania habis pakai, bahan/matrial, jasa kanto4 preml

asuransi, perawatan kendaraan bermotor. Cetak/penggandaan,

sewa rumah/gedung/g.ndang parkeq, sewa sarana mobilitas,

sewa alat berat sewa perlengkapan dan peralatan kanto4

makanan dan minuman, pakaian dinas dan ab{butnya, pakaian

kerja pakaian khusus hari-hari tertentu, pedalanan dinas,
perialanan pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan

iasa konsultasi dan belanja lainnya yang seienis.

Belania modal

Belania modal, dipergunakan untuk mendukung pengeluaran

dalam rangka pengadaan asset tetap berwuiud yang mempunfai
nilai manfaat lebih dalam 12 bulan dan dipergunakan untuk
menuniang kegiatan pemerintah daerah.

(Sirnber: Nudan Darise'Sistem Pereocanaan dan Peng€ng€aran

Pemerintah Daerah di Indodesia " Sal€mba Emoat.

Jakarta 20Og).

Tabel:5-1.
Rincian belanja langsung

KELOMPOK BELANJA LANGSUNG

,enis Belania Lalgsung Rincian B€lanja

a. Belanja Pegawai Belanja untuk honorarium/upah dalam melaksaaakan
program dan kegiatan pemerintahan, belanja ini
meliluti:
1. Honorarium PNS.
2. Honorarium Non PNS.
3. Uang lembur.
4. Belanja Bea siswa Pendidikan PNS.
5. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS.
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EJ-l--1u U"."ttg dan iasa digunakan untuk pembelian

p.ng"duun balrang dan ja-sa 
-yanq lanfaatnfa 131

iipJrgott"k tt selama 12 bulan dan/atau pemakaian

iasa 
-dala- 

melaksanakan program dan kegiatal
'pemerintahan. 

Betanja ini rneliputi:

i. Belanla bahan habis Pakai'

2. Belanjabahan/Material.
3. Belania jasa kantor.

4. Belanja premi asuransi.

5. Belanja perawatan kendaraan bermotoL

6. Belania cerak dan Pengadaan'
7. Belania sewa rumahi gedung/dan gudang'

8. Belania sewa sarana mobilitas'

9. Belanja stwa alat beral
10. Belanja se'wa peralatan kantor'

I I . B€lania makanan danminuman

i; ffi;;;ilffi;;;;;;'.il'v.
13. Belania Pakaian keria.

14. Belania Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu'

15. Belania Perjalanan dinas'

16. Belanja Pedatanan pndah tugas'

17. Belania Pemulangan Pegawai'

b. Belanja Barang dan ]asa

[ng.Lr.t"n dilakukan dalam rangka pembelian'

len[arhan atau pembangunan- asset ber-wujud yang

,n"#p,rnr."i masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk

digunakan dalam program dan kegiatan pemerintahan'

Belanja ini meliPuti:

l. delanja modal pengadaan tanah'

2. Belanja modal pengadaan alat berat'

3. Belan]a Motlal pengadaan alat-alat angkutar darat

bermotor.
4. Belanla modal alat-alat angkutan tidak bermotor'

i. n.f""i" modal pengadaan alat-alit angkutan di

atas air bermotor.
6. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di

atas air tidak bermotor.

7. Belanja modal Pengadaan Alat-alat angkutan

udara.
8. Belanja modal pengadaan peralatan bengkel

g. Belanla modai pengadaan alat-alat pengolahan

pertanian dan Peternaka!'
10. 

-Belanla 
modal pengadaan Peralatan kantor'

t l. Belania modal Pengadaan Perlengkapan kantor'

1?. Belania modal pengadaan Komputer'

c. Belanja Morlal.
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.14. 
_Belanja 

Modal pengadaan peralatan Dapur.
15. Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah
tangga.
16. Belanja Modal pengadaan Alat alat studio.
17. Belanja Modal pengadaan alat-alat komunikasi.
I 8. Belanja Modal pengadaan alat alat ukur.
19. Belanja modal pengadaal alat-alat kedo]teran.

13, Belanja modal pengadaan MebJair.

| 20. Belanja modal alat-alat laboratonum.

tanamsn,
30. Belania modal Alat-alet Keamanan.

1]. lelanF nodal pengadaan konrruksi jalan.
22. Belanja modat pengadaan kontruksi jembatan.

11. Pe]anla 
mta] pengadaan kontruksi iaringan air.

24. Belanja-modal pengadaan penerangan 
lalan, taman"

dan hutan kota.
25. Belanja modal pengadaan Instalasi Listrik dar
teleDhon-

i:#.?: 
modal Pensadaan Kontrulsi/Pengadaan

27. Belanja modal pengadaan bul:u perpustakaar.

,t* HTli Modal pengadaan Barang bercorak
kesenian, kebudayaan,
29. Belanja modal pengadaan hewan ternak dan

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006.

B. ANGGARAN BELANJA I,ANGSUNG

Penyusunan anggaran belanja langsung dapat dilakukan dengan
menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah
ltlyDt, penggaran terpadu dan pendekahn 

"nggron berbasis kineerja(ABIq.

Penganggaran dengan pendelatan Kerangka pengeluaran jangka
menengah dilaksanakan denqan melakukan penyusunan"prakiraan maiuyang berisi perkiraan kebutuhan anggamn untul pmgram dan kegiatan
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun 

"rrggr."n 
"y"ng 

direncanakan
dan merupakan imptikasi dari kebutuhan p"rrdli""n i"l"L p"t"t 

"n""r,program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
Pendekatan penyusunan anggaran dengan pendekatan anggaran terpadudapat dilakukan dengan mengintegrasikan ,"l.uh p.oru, perencanaan

dan penganggaran daram ringkungan si(pD guna mengt 
"sitta., 

dokumen
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rencana keria dan anggaran, Adapun penyusunan anggaran dengan
pendekatan penganggaran berbasis kine4a atau prestasi kerla dilakukan
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang

diharapkan dari program dan kegiatan serta hasil yang diharapkan termasuk
efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebuL

Penyusunan anggamn belanja langsung dengan pendekatan anggaran
berbasis kineda berdasarkan indicator kineria, capaian atau target kineria,
analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan

minimal. Indikator Hneda dan capaian kinerja tersebut untuk mengukur
keberhasilan yang akan dicapai dari proses pelaksanaan program dan
kegiatan yang direncanakan, meliputi kinerja masuka4 keluaran dan hasil
yang alan dicapai.

C. BE[-ANrA TrDAx LANcsuNc

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidaklangsung
pada umumnya adalah belania belanja yang diteapkan secara bersama-sama
untuk melaksanakan seluruh program dab kegiatan unit keeria atau aktivitas
umum dari sebuah unit keria. Belania gali dan tuniangan 5rang dibayar
kepada laiaran pegawai dari tingkat pimpinan sampai bawahan merupakan
gaii rutin setiap bulan yang diterimakan, berdasarkan pengangkatan yang
bersangkutan menjadi pegawai PNS pusat maupun daerah. Secara Langsung
belania tidak langsung pada instansi pemerintah daerah meliputi: belania
pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belania hibafu belanja bagl hasil,
belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, dan belania tidak terduga

Belania pegawai merupakan belania konpensasi dalam bentuk gaji dan
tuniangan berdasarkan ket€ntuan perundang-undangan yang berlaku dan
diberikan kepada pegawai negeri sipil, yang termasuk ke dalam beLania
pegawai ini adalah tunjangan representasi dan tunjangan pimpinan dan
anggota DPRD serta gaii dan tunjangan Kepala Daerah dan wakilnya- Daerah
dapat memberikan penghasilan tambahan kepada PNS daeratr, berdasarkan
pertimbangan yang sangat obyektif dengan melihat dan memperhatikan
kemampuan keuangan yang dimiliki daerah serta mendapatkan persetuiuan
DPRD sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Tambahan penghasilan ini diberikan dalam rangka memperhatikan
peningkatan kesejahteraan bagi pegawai berdasarkan beban keria yang
dipikulnya atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja dari pegawai tersebul
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Tambahan penghasilan didasarkan kondisi kerja dan dibeikan kepada
pegawai negeri sipil di mana dalam melaksanakan tugasnya berada dalam
lingkungan kerja yang mempunyai risiko sangat tinggi. Sedangkan tambahan
tunjangan kerja atas dasar kelangkaan profesi ini diberikan kepada pegawai

negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi
keria.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006.
tersebut kondisi keria tersebut termasuk ke dalam kondisl kerla yang sangat
perlu diberikan tambahan penghasilan. Kr€teria pemberian tambahan
penghasilan diteapkan dengan peraturan kepala daerah-

Belania bunga adalah belanja yang digunakan dan dianggarkan untuk
melakukan pembayar?n bunga atas pokok utang yahg dilakukan atas
kewaiiban, dihitung berdasarkan posisi piniaman jangka pendek dan
jangka panjang. Belania subsidl adalah termasuk belanja tidak langsung
yang dipergunakan untuk menganggarkan bantuan kepada biaya produksi
kepada perusahaan/embaga yang mempmduksi barang bagi kepentingan
masyarakat, hal ini dimaksudkan agar harga produksi barangyang dihasilkan
untuk masyarakat, harga iualnya dapat diiangkau oleh masfarakat Terutama
diberikan kepada perusahaan/embaga yang memproduksl kebutuhan dasar
masyarakat dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan
APBD.

Penerima subsidi diwaiibkan untuk membuat pertanggungjawaban
sebagai penerima subsidi berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah. Sedangkan belanja hibah termasuk belanja tidak langsung
digunakan untuk menganggarkan pemberian uang barang dan atau iasa
kepada pemerinah atau pemerintah daerah lainnya. Danyang dapat diberikan
dana bantuan hibah ini adalah kelornpok lembaga atau badan dan swadaya
masfarakat serta organisasi swasta atau kelompok masyarakat secara
perorangan atau kelompok secara spesifik telah ditetapkan peruntukannla
berdasarkan Kepala Daerah. Dan dilakukan dengan naskah perianjian daerah
yang meliputi: penuniang peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar
umum serta pemberdayaan aparatur daerah,

Adapun dana bagi hasil dapat diberikan .tan dianggarkan bersumber dari
pendapatan pmvinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/
kota kepada pemerinah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada
pemerintah daerah lainnya sezuai denga.n ketentuan perundang-undang
yang berlaku. Bantuan keuangan ini dapat bersifat umum dan khusus.

160



Petercafi.]an,lan Pgnganfgar4'l Daeft]l

Adapun yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan

sepenuhnya kepada pemerinah daerah/desa penerima bantuan. Sedangkan

1'ang bersifat l(husus diperuntukkan dan pengelolaannya diarahkan dan

ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi banb.ran. Pemerintah daerah

pemberi bantuan dapat mensyarad<an adanya dana penda, ping dalam APBD

penerima bantuan.

. Bantuan sosial dianggarkan dan dapat dipergrrnakan serta diberikan
dalam bentuk uang atau barang kepada komunitas maqrarakat

melalui organisasi kemaq/arakatan Tuiuannya adalah untuh

meningkatkan keseiahteraan mas,"arakat

. Diberikan tidak terus menerus setiap ahun, namun diberihan secara

selektif dan penggunaan sangat ielas. Termasuk pemberian banuran

untuk partai politik Penerima bantuan sosial diwajibkan membuat

laporan pertanggungiawaban kepada Kepala Daerah.

. Tata cara pengelolaan dana bantuan sosial ini diatur dengan

peraturan kepala daerah.

Sumb€r: Oiktat Pe.enc€naan dan Pengangg6ran Kem€nbidl

Keuangan Tahun 2013, dan'Nurlan Darbe'Siste.r

Perenc€naan dan Penganggaran PerErintah Daerah di

Indonesia ' Salenba Empai, Jakatta 2009.

Tabel:5.2.
Rincian Belania Tldak Langsung

KEI,OMPOK BELAN]A TIDAK LANGSUNG

Jenis belanja
tidak langsung

Rincian Belanje

a. Belanja Pegawai Belanja konpensasi kepada pegawai negeri sipil,
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
uldangan. Belanja ini termasukjuga uang repr€sentasi

dan tuniangan pimpinan dart anggota DPRD serta gaji
dan tunlarrgan kepala daerah dan wakil kepala daenh.
Belanja inimeliputi:

1. Gaji dan tuniangan
2. Tambahan penghasiian PNS.

3. Belanja penerimaan lainn;a Pimpinan dan
Anggota DPR serta KDHAVKDH

4. Biaya pemungutan pajak daerah.
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b. Belanja Bunga Belanja untuk menganggarkan pembayaran bunga
utang yang dilakukan atas kewajiban p€nggunaan
pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi
pirjaman jangka pendek dan jangka panjang. Belanja
ini meliputi:
l. Bunga utang Pinjaman.
2. Bunga utang obligasi.

c. Belanja Subsidi Belanja untuk bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi
jasa yang dohasilkan dapat dijangkau oleh maqarakat
banyak.

d. Belanja Hibah Belanja untuk pemberian uang, barang dan atau jasa
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainrya"
badan/lembaga./organisasi swasta dan atau kelompok
masyarakat. Perorangan )€ng secan spesifik tetalah
ditetapkan peruntukannya, bersifat bantuan yang
tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus
digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
dalam naskah perjanjian hibah daerah yang mencakup
penunjang peningkatan fungsi pemerirtahan, layanan
dasar umurn serta pemberdayaan aparatur daerah,
belanja ini meliputi:
1. Belanja hibah kepada pemerintah pusat.
2. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnp.
3. Belanja hibah kepada pemerintah desa.
4. Belanja hibah kepada perusahaan daerah/

BUMD/BUMN.
5. Belanja Hibah Kepada Badan/l,ernbaga/

organisasi Swasta.

6. Belanja hibah kepada kelompok masyarakat/

Perorangan,
€. Belanja bantuan

sosial
Belanja ultuk pemberian baltuan dalam bentuk uang
dan atau barang kepada masyarakat melalui organisasi
kemasyarakatan yang bertujuan unhrk peningkatan
keseiahteraan, Belanja ini meliputi:
L Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan.
2. Belanja banhran kepada partai politik

Belanja bagi Hasil
kepada rovinsi/
kabupaten/kota
dan Pemerintah
Desa.

Belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil
yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada
kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota
kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah
daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Belanja ini meliputi:
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L Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi'

2. Belania bantuan keuangan kepada Kabupaten/

kota.

3. Bel4nja Bantuan Kerrangan Kepada Desa.

4. Belanja Bantuan Keuangalr Kepada Pemerintah

Daerah/Pemerintah Desa IaimP,-
g. Belanja lidak

te. rduga

Belania untuk kegtatan yang sifatnya tidak biasa dan

tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan

bencana sosial )antg tidak diperkirakan sebelumrya.

Ptrencqnaan dan penganggaran dnerah (Diltat Kemenierian Ksuangan Tahun

20lr),

D. SIKLU$ BELAIIIA

Setelah anggaran ditetapkan dalam produk hulum, siklus belania

dilaksanakan dalam hse-hse berihut Ini:

a. Alokasi Belania.

Anggapn felania png telah ditetapkan lrcruudiar dlalokasikan

keBada satuan keria dan atau rincian belanja yang lebih detail'

Termasuk dalam proses alokaii ini adalah pemberlan batasan uang

muka keria untuk setiap satuan keria'

b, Komitmen.

adalah tahap timbulnya kewajiban untuk membayar

yang akan datang. Komitmen terdiri atas melaliorkan

pemesanan, membuat kontrak dan lain-lain agar sebuah barang

atau iasa diterima. Wuiud dari tahapan komi0nen ini adalah proses

kontrak dengan pihak ketiga seperti penyedia barang/jasa'

c. Akuisisi/Verifikasi.
Dalam tahaB ini barang telah dikirimkan/iasa tetah dilalukan dan

ket€ntuan dalam kontrak telah diverifikasi. Aset dan kewajiban

pemerintah daerah bcrtambah dan telah dicatat di pembukuan fika

menggunakan sistem akuntansi ah:ual. Belanla dalam tahap ini disebut

belania al<rual. Belania airrual tidak sama atau tidak boleh terhrkar

dengan pengakuan biaya penuh atau penggunaan sistem akuntansi

alcual dalam mengakui peruntukan beban lain-lain tertenhr

d. Pembayaran.

Pada tahap ini pembayaran dilakukan. Pembayaran dapat dilakukan

menggunakan beberapa instrumen: celq pengeluaran kas, fansfer
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eleliitronik, penerbitan insFumen hutan& perjanjian tukar menukax,
pengurangan pajak, voucher kas, dan lainlain. pembayaran
menggunakan perjanjian tukar menuka, pengurangan pajalq dan
voucher kas belum dapat dipastikan telah membayar. Reml"5,ar"n
melalui pengurangan pajak sering dilakukan di beberapa negara,
tetapi memiliki dampak negatif terhadap pendapatan pajak dan
kompetisi antar rekanan. perjanjian tukar_menukar ."ng"kib"tk"n
terhambatnya kompetisi antar rekanan. Voucher kas lebaiknya
diperhitungkan di tahap administratif siklus belanja daripada di
tahap pembayaran, terutama iika tidak langsung dibayartan.

Belania

I

Pembayaran

"'*'llT"';lnDalam istilah penganggaran, berdasarkarsifat belanjanya, sebuah komihnen
(kewajiban) berhubungan dengan tahap komitmen yang telah disebutkan
sebelumnya atau berhubungan dengan tahap akuisisi/verifikasr, atau proses
administratif penyediaan dana yang akan digunakan.

Perbedaan antara tahap komitmen dengan tahap verifikasi terletak pada
penggunaan pihak ketiga dalam proses pengadaan barang/jasa. Dalam kasus
belanja tertentu seperti belanja personil, transfer, dan beberapa jenis belanja
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barang dan iasa fpenggunaan listrit aa1 ytenon)' k1:t-T::-Ytt* ou*

"J"1"."., "xtpririt 
n"*un lang'ung melekat pada proses verifikasl

Dalamkasuskontraktahunjamak,sebuahkomitmendapatberhubungan
dengan komitmen secara keseturuhan terhadap kontrak' atau sesuai dengan bagiari

p.iliun auri tontrak tersebut, arau sebatas belanja aktualnya'

a. Realisasi Anggaran Belania

Dalam proses pengelolaan belanla seringkali teriadi fenohena

realisasi belahla yang kadang kala melampaui 
- 

p-lafon anggar:rn

yang telah ditetapt<aJnamun seballknya' fuga tidak iararig adaryra

realisasi belanla yang iauh di bawah plafon anggaran' Realisasi

belania yang melebiili'plafon angganrn diantaranya disebabkan

oleh, keddakpatuhan pengelola anggara: terhadap batasan

anggaran belania t<etika mela-kulon belania dan mekanisme belania

diluar penganggaran yang suaafr aitet-an$' Realisasi belania

yang melebihi anggarirn iug3 dapat disebabkan oleh penyusunan

anggaran ]radg kurang matang Ual-hal s"f1gTt*"n investasi

yang berkelanlutan "tit' 
a"'p-"t ongl€t inflasi terhadap harga' tidak

iip."*i*ngktn dalam proses penyusunan anggaran lGpentingan

tertentu atau tekanan iotitik iuga mungkin mempengaruhi proses

penyusunan dan pelaksanaan anggaran'

Dalam pelaksanaan anggaran di beberapa 
.pemerintah 

daerah'

;;;; yang telah diJtapt<an tiilak habis direalisasikan' Dalam

U"iy"t t".ot.t"alisasi belania yang di bawah anggarannJra antar:r

laindisebabkanoleh}urangnatangnyaprosesp€lyusunan
anggaran dan proses penyusunan kegiatan' estimasi b€lania yang

berlebihan,dan/auuproyeksipendapatanyangtidakrealistis
berakibat diperlulbnnya perubahan'rnggaftrn se'lama periode

Pelaksanaan anggaran'

Ketika proses penyusunan anggaTn- 
-berialan 

I'mrang bath

kekurangan tersebutiapat di atasi melalui.penyusunan perubahan

anggaran' Dalam pemerintah daerah' peiabat pengelola keuangan

memiliki wewenang untuk mengendalikan pelaksanaan anggaran

melalui bendahara dan pengendali keuangan' Setelah anggaran

ditetapkan, pelabat pengelola keuangan mempersiapkan rencana

pelaksanaan 
"pcs"t"" 

im9an memethatikan situasi dan proyeksi

pendapatan sJtahun ke depan' Terkait dengan komponen-komponen
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anggaran belania modal,_rendahnya realisasi anggaran sefirg kdidisebabkan cleh kurangnya perencanaan sebuah program/kegiatan.Perencanaan atas keu
memerhatikan olnb.l"n$n 

sering kali terlalu optimistis tanpa

pensadaanmaup*on'"TrT[:rn::*i'j::TH.11:il,.0."*
Beberapa hal di atas me1lefkan nelajaran bahwa harus ada sebuahinstrumen yang dapat dliadikan lUg", p"rg"*"'iltu tina". a"n"yang memberikan fleksibilitas tup"a" p",;"f"i f"r*.ah keuengandalam menuangkan kebijakannya. 

- r-',-uqr p!'r'cl

b. Pelaksanaan Belanja dan Anggaran Kas
Alokasi pelaksanaan anqgaran- 

9apat dilakukan dengan membagianggaran menjadi empat kuartal/perbulan atau deffi menyiaptanrencana pelaksanaan
digunakan,.*".-0".#ff01T";"ff .,""irT#.HT.1i"Jilf
efektMtas dan efisiensi pelaksanaan *rg";;;;-.enghindari
munculnla. tagihan yang berlebihan. u"f*, 

"J-u.i"."pa hal yangperlu diperhatikan, yaitu:

1. Dalam menyiapkan pelaksanaan kegiatan, satuan kerja sebaiknyaterlebih dahulu mengetahui a"n" y"ng aonliaok.ilon.
Dana harus diserahk
Daram har 

"., "r#; jg;'rTH*T,: lTffi Xffi :l1ldana harus direvisi, namun rencana revisi tersebut sebaiknyadikomunikasikan kepada pengetola k";";;.' """"

2. Perhatian khusus harus diberikan kepada satuan kerja yangberada dalam area terpencil. Hal ini *"_nrrt ,t ili i"""o.rn""npenyerahan uang dan koordinari d"ngn pungelol"Lu"ng"n.
3. Pengaturan arus kas t

m uncur nya *"**"*1T.1J;1Tffi "J:il.ffi JTTilHH:kas buranan, masih berum j"r*'";;;-;;;;iu";a d"patmelakukan komirmen hingga batas ;".;"k;;;";uai dengananggaEn atau batas kas bulanan.

4. Kebutuhan keuangan untuk komitmen yang sedang berjalanharus ikut dipertimbangkan.

5. Penyesuaian komitmen membutuhkan waktu. penetapan bataskas bulanan pada umumnya lebih merupakan j"',l-f"au."n t",
t*

-
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daripada pengaturan komitrnen, karena untuk barang dan iasa,

satu bulan mungkin masih tsrlalu singkat unnrk melakukan

penyesuaian komihnen. Dalam situasi darurat atau ketika

penyusunan anggaran kurang matang' batas kas bulanan

lebih disukai daripada pengaturan kas harian. fika tidak ada

imp!€mentasi pengukuran dalam memecahkan penyebab

masalah tersebut, kedua mekanisme t€rsebut akan menimbulkan

tunggakan,

Penyebaran pembayaran selama setahun terkait belania

investasi tidak stabil dan bergantung pada berbagai faktor

fseperti konu'ak jadwal pembayaran atalr perkembangan fisik
pekoriaaan).

Perbedaan antara tahap komitmen dengan talpp verifikasi

terletak pada penggunaan pihak ketiga dalam proses pengadaan

barang/jasa.

Dalam kasus konuak tahurr jamak, sebuah komiftren dapat

berhubungan dengan lomibnen secara keseluruhan terhadap

kontralC atau sesuai dengan bagian Pertahun dari kontrak

tersebut, atau sebatas belania aktualnya- Ketika diperlukan kia
dapat membedakan komitrnen tahun iamak dan bagian yang

telah dilakukan selama setahun dengan menggunakan istilah

"komitrnen masa yang al€n datang: dan " komitmen tahunan".

E. MEKANTSUE DA PRO$Es FENYUSUNAN APBD

APBD menrpaftan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah

yang disetu.iui oleh DPRD dan diteapkan dengan peraturan daerah. APBD

mempuqrai fungsi otorisasi, perencanaa4 pengawasan, alokasi, distribusi,

dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang

APBD meniadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belania pada

tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan. Sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya

APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

lawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan
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bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam ApBD yang setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan daerah [perdaJ. Anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan keria, mengurangi pemborosan
sumber daya, dan meningka&an efisiensi & efektivitas perekonomia4 serta
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini merupakan
tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusiApBD. Dalam kaitan itu para
pemegang kuasa anggaran di daerah mulai dari kepala daerah, Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat pengelola Keuangan Daerall
Pelabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, peiabat pelaksana
Teknis Kegiatan SKPD, Peiabat Penatausahaan Keuangan SKpD, Bendahara
penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dan terutama para perenclna sena
mereka yang terkait harus bersama-sama untuk mewujudkan terciptanya
pengelolaan APBD.

Secara garis besar;.surrktur ApBD terdiri atas pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembiayaan daerah. pendapatan daerah adalah semua
penerimaan uang melalui rekening kas u.mum daerah, yang menambah
ekuitas dan4 merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak
perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebalilmya, semua pengeluaran dari
rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan4 merupakan
kewaiiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoteh
pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah.

. . Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (pADJ, dana
perimbangan, dan liin-lain pendapatan daerah yang sah.

. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daera[ hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah 5rang sab.

. Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil fpaiak dan Sumber
Daya Alam), Dana Alokasi Umum [DAU), dan Dana Alokasi Ktrusus
IDAKJ, serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup
hibah [barang atau uang dan/atau lasaJ, dana darurat, dana bagi
hasil paiak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana pen5aesuaian
dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi
atau pemerintah daerah lainnya.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besa4 yaitu belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
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dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belania

pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belania bagi hasil, bantuan

keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung merupakan belania

yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari belania pegawai

[honorarium/upah), belania barang dan iasa, dan belanja modal'

Sesuai dengan Undang-Undang.3z tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah pasal 155, belania daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan

pemerintahan yang meniadi kewenangan daerah, sedangkan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah didanai deri dan atas

beban APEN.

. Untuk kepentingan adminisuatif, monitoring dan evaluasl sn'uktur

APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah

dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan

pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 25 (dua puluh lima] urusan waiib

dan I (delapan) urusan pilihan pemerintahan daerah. Klasifikasi

belania menurut urusan wajib menekup pendidikan, kesehatan,

pekerjaan umum, perumahan rakyag pe{ataan ruang, perencanaan

pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan,

kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga

berencana dan keluarga seiahtera, sosial tenaga keri+ koperasi

dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan,

pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negdri,

pemerintahan umum, kepegawaian, pemhprdayaan masJraral€t dan

desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika. Sedangkan

klasifikasi belania menurut urusan pilihan mencakup Pertanian,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan

dan perikanan, perdaganga4 perindustria4 dan transmigrasi'

Klasifikasi belania menurut organisasi disesuailon dengan susunan

organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Pembagian sfuktur
belania berdasarkan organisasi ini meliputi unsur pemerintahan daerah

yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/W'akil Kepala Daerah, dan Satuan

Kerja Perangkat Daerah [SKPD].
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Selain Hasifi kasi belania berdasarkan urusan pemerintahan dan organisasi,
belanja daerah juga dapat diHasifikasikan menurut fungsi yang tuiuannya
adalah unbrk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara,

Penglrlasifika$ian menurut fungsi ini terdiri dari:
a. Pelalanan umum
b. Ketertiban dan ketentraman

Ekonomi
Lingkungan hldup
Perumahan dan fasilitas umum
Kesehatan
Pariwisata dan budap
Pendidikan
Perlindungan sosial

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan t€rjadin)"a surplus atau defisit APBD. Surplus te4adi
ketika anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih beear dari anggaran
belanja daerah. Dan sebaliknya iika pendapatan daerah dalam satu tahun
anggaran diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanjanya maka akan
terjadi defisit APBD. Adanya surplus dan defisit itu melahirkan pombiayaan
dalam pengelolaan APBD.

Surplus APBD dapat dimanfaatkan antaE laln untuk pembayaran pokok
utang, penyertaan modal (investasi] daerah, dan pemberian pinjaman
kepada pemerinkh pusat/pemerintah daerah lain. Surplus tersebut iuga
dapat digunakan untuk pendanaan belania peningkatan iaminan sosial,
yang diwuiudkan dalam bennrk prrgram dan kegiatarr pelayanan dasar
masyarakat yang dianggarkan pada SKPD. pembentukan dana cadangan iuga
dapat dilakukan ketika teriadi surplus.

Dalam ha] APBD diperkirakan defisig ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranyd dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran (SiLPA] tahun anggarirn sebelumnya, pencairan dana
cadangan, hasil peniualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman, dan penerimaarr kembali pemberian pinjaman atau penerimaan
piutang. Batas maksimal defi sitAPBD untuksetiap tahun anggaran berpedoman
pada penetapan batas maksimal defisit ApBD oleh Menteri Keuangan.

Baik surplus maupun defisit, pemerintah daerah wajib melaporkan
posisi surplus/defisit APBDnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran bersangkutan.
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"'*ti#,ilu;l""
Penjelasan atas Pembiayaan daerah, di mana pembiayaan daerah meliputi

semua kansaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk nremanfaatkan

surplus. Dalam AIBD, pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, kelompok, jenis, cbyek dan rincian obyek ponbiayaan-

penerimaan pembiayaan adalah semua penerirnaan yang perlu dibayar kembali

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan mauprm pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan

diterima kembali balk pada tahun anggaran yang benangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya.

Jika APBD mengalami defisit, pemerintah dapat menganggarkan

penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pemerintah dapat menganggarbn

pengeluaran pembiayaan iika ada surplus.
penerimaan pembiaya.an mencakuP:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)

Pencairan dana cadangan

Hasil peniualan kekayaan daerah yang dipisahkan

penerimaan pinj aman daerah

penerimaan kembali pemberian piniaman

penerimaan piutang daerah

L
b.
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Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup:
a. Pembentukan dana cadangan

b. penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah
e Pembayaran pokok utang

d. Pemberian pinjaman daerah

Proses penyusunan harus dilakukan melalui tahapan_tahapan yang
sistematis, dinamit melibatkan para pemangku kependngan (stakeholders)
serta harus disiplin dalam memenuhi target waktu p€neHpan ApBD dalam
setiap tahun anggaran. Penetapan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah dis€suaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemefintahan dan
kemampuan pendapatan daerah. Secara normatif, proses penyusunan APBD
berpedoman kepada Rencana l{erja pemerintahan Daerah {RKpD) datam
ranglo mewujudkan pelayanan kepada mas1rarakat untuk ter€apainy"a tui uan
bernegara.

Enam proses dalam penyusunan ApBD yang meliputi:
1. Penyusunan KUS

2. Penyusunan PPAS;

3. Penyiapan SE Kepala Deerah tentang pedoman penyusunan RKA
SKPD;

4. Penyusunan RKA SKpD; penyiapan Raperda ApBD;
5. Pembahagan Raperda ApBD dan

6. Penyusunan Raper KDH penjabaran ApBD, esaluasi s€na penetapan
R,aperda APBD dan Raper I(DH penjabaran ApBD.

PRosEs PENYUSUNAN APBD

Proses AwaI: Penyusunan Kebiiakan Umum APBD [KUA)
Pruses penyusunan KUA mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pmses perencanaan. Seperti diketahui, setiap SKpD mengembangkan
Renstra dengan mengambil program yang tercantum dalam RpfMD yang
sesuai dengan bidangnya, pada kurun waktu tahun anggaran )rang sama
pula dengan yang tercantum pada RpJMD. RensFa tersebut kemudian
dikembangkan meniadi Renia SI(pD per tahun. Dokumen Renja tiap
SKPD ini akin dikompilasikan oleh pemda menjadi RKpD.
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Kebiiakan Umum APBD disusun berdasarkan atas RKPD dan pedoman

penyusunan APBD yang diteapkan Mendagri lewat SE Mendagri- Pmses

. penyusunann)ia diawali dengan pembuatan rancangan aw-al KUA oleh

Tim anggaran Pemerintah Daerah IIAPDI yang dipimpin oleh Selaearis

Daerah. Rancangan awal KUA tersebut terdiri atas 2 komponen utama,

yaitu (1J Target pencapaian kineria yang terukur dari program-

program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap

urusan pemerintahan daerah; dan (2J Proyeksi pendapatan daerah,

alokasi belania daeral! sumber dan penggunaan pembiayaan yang

disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program terebut
harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan

pemerintah.

b. Proses Tahap Z: Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara IPPAS)

PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerjayang akan

diiatankan tiap urusan pada tahun anggaran, di mana program keria

tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi dan strategi Pemerintah

Daerah. Sama seperti KUA, proses penyusunan PPAS diawali dengan

pembuatan rancangan awal PPAS oleh TAPD. Rancangan awal PPAS ini

disusun berdasarkan Nota Kesepakatan KUA, dengan tahapan sebagi

berikut:

1. Menentukan skala prioritas untuk urusan walib dan urusan pilihan

2. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan

3, Menentukan plafon anggaran untuktiap program

Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan skala prioritas program dan

kegiatan ditentukan oleh TAPD dengan penyesesuaian terhadap Visi

dan misi Pemerintah Daerah' Dalam hal ini TAPD menggunakan teknik-

telmik review and ranking yangada, baik yang berbasis statistik maupun

tidall atau menggunakan tabel rnp ut output ataru penggunaan metodologi

Iogical framework.

c, Proses Tahap 3 berikutnya di mana Kepala Daerah menyiapkan dan

menerbitkan serta menetapkan Surat Edaran [SE] Kepala Daerah tentang

Pedoman Penyusunan RKA SKPD.

Surat Edaran Kepala Daerah (SE KDH] tentang pedoman penyusunan

Rencana Kerja anggaran Satuan Keria Perangkat Daerah [RKA SKPDJ
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merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKpD sebelum menyusun
RHA Setidaknya ada tiga dokumen dalam lampiran SE KDH yang
dibutuhkan SKPD dalam penyusunan RI(A, yaitu: (aJ Dokumen Kebijakan
Umum APBD, yang memberikan rinqian program dan kegratsn per SKPD;
ft) Standar Satuan Harga, yang menjadi referensl dalam penenfuan
rincian anggaran di RKA; dan [cJ Kode Rekening untrk tahun anggaran
bersangkutan.

Selain KUA dan PpA" data tentang Analisis Standar Eelania, dokumen .

Standar Pelaysnayr Minimum serta Standar Satuan Harga dibutuhkAn
dalam pembuatan rzrncangan awal SE KDH ini. Data Analisis Standar
Belanja adalah penilaian kewaiaran atas beban keda dan biaya yang
digunakan unUlk melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan Standar
Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang/asa yang
berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan KDH.

- P€doman Penyusunan RKA SKpD

Langkah berikutrrya, setelah adanyd kesepakatan yang dituangkan dalam
KUA dan PPAS yang telah disepakati antara pemerintah Daerah dengan pihak
DPRD, Pada bulan Agustus tahun anggaran berialan Surat Edaran tentong
Pedoman pen5rusuRan RKA-SKPD dikeluarkan, unfuk sebagai acuan panl
SKPD di dalam menyusun RKA.SKPD. Adapun yang membuat adalah Tim
TAPD, dengrn berbagai lampirannya secara telmis.

Kepala Daerah membentuk TAPD dan Kordinator sebagai peiabat
pengelola keuangan daerah, atau yang membuat dan memprcsEs naskah_
naskah kebijakan Kepala Daerah di dalam menJrusunan rancangan ApgD.
Adapun anggotanya adalah terdiri dari:

. Bappeda dan lalarannya;. Pejatat pengelola keuangan daerah. dan

. Serta pejabat lainnya berdasarkan kebutuha[
Atas dasar kesgpakatan antara pemerintah Daerah dan DPRD t€ntang

Kebijakan Umum APBD serta pnoritas dan plafon anggaran sementara
[PPAS), TAPD menyiapkan Elncangan Keputusan Kepala Daemh tentang
Pedoman Penyusunan RKA SKPD sebagai dasar acuan bagi KepalaSXpD di
dalam menyusun RKA SKPD.

Isi dari Rancangan Kepala Daerah tersebut meliputi:
a. Program prioritas dan patokan dasar batas maksimal anggaran yang

dialokasikan untuk setiao SKpD.
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b. Batas waktu penyampaian RKA SKPD.

c. Sinkronisasi program nasional dengan program pemerintah daerah

dan antar program SKPD terkait dengan kinerj a S KPD yang disesuaikan

dengan standar pelayanan minimal yang telah diteapkan.

d. Hal-hal lainnya perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait

dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efelicivitas,

transpamnsi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalamrangka

pencapaian Prestasi keria.

e. Sebagai lampiran dokumen dilampirkan: kebiiakan umum APBD,

prioritas dan plafon anggaran sementara [PPAS), kode rekening

APBD format RKA-SKPD dan standar analisa belania daan standar

satuan harga yang ditetapkan kepala daerah.

Pada awal bulan Agustus tahun berialan Kepala Daerah menetapkan

pedoman penyusunan RKA SKPD yang digunakan sebagai dasar bagi

penysunan RKA-SKPD oleh setiap SKPD di Daerah-

Dalam penyusunan RKA-SKPD mempedomani pendekatan-pendekatan

anggaran berbasis prestasi keria dengan berbagai instrumennya dan

indicator kineria sebagai dasar; insfument tersebut meliputi:

1. Capaian atau target kinerja,

2. Analisa standar belania,

3. Standar satuan harga, dan

4. Standar pelayanan minimal.

Indikator kineria merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai

dari program dan kegiatan yang direncanakan. Sedangkan capaian kinerja

merupakan ukuran prestasi keria yang akan dicapai yang berwuiud kualitas,

kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap pogram dan kegiatan.

Adapun analisis standar belanja merupakan pehilaian kewaiaran atas

beban keria dan biaya yang dipergunakan dalam melaksanakan program

dan kegiatan. Dan standar sataun harga, merupakan harga satuan setiap unit

barang dan jasa yang berlaku disuatu daerah dan ditetapkan oleh Kepala

Daerah. Sedangka standar pelayanan minimal, merupakan tolok ukur kineria

dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urusan wajib daerah.

Sumbert Nurlan Daaise "Sistem Perencanaan dan Peoganggaran

Pemerintah Daerah di Indonesia ' Salemba Empat,

Jakarta 2009.
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Informasi Yang dimuat dalam RKA-SKPD mencakup penielasan-
penielasan sebagai berikut:
. Urusan pemerintah daerah memuat urusan pemerintahan daerah

dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD.

. Fungsi memuat penielasan tentang keselarasan dan keterpaduan
antara urusan pemerintah fang menjadikan kewenangannya dengan
klasifi kasi fungsi pengelolaan keuangan daerah,

. Organisasi 1rang memuat nama SKPD selaku pengguna anggaran dan
penggunabarang

. Prestasi keria yang akan dicapai dengan memuat indicator prestasi
keria, meliputi: masukary keluaran, dan hasil tolok ukur kineria dan
target kineia.

. Program, memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD
dalam tahun anggaran berkenaan.

. Kegtatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD
dalam tahun anggaran berkenaan.

. PendapateD memuat jenis obyek dan rincian obyek pendapatan
daerah, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan dipungut oleh
SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

. Belanja, memuat kelompok belanja lansung dan tidaHangsung di
mana masing-masing diuraikan sesuai jenis. obyekdan rincian obyek
belanja.

. Pembiayaan, memuat kelompok penerimaan pembiayaan, dan
dapat digunakan untuk menutupi deficit APBD dan pengeluaran
pembiafaan yang digunakan dan dimanfaatkan terkait dengan
surplus APBD di mana masing-masing diuraikan menurut jenis,
obyek dan rincian obyek pembiayaan.

- Pendekatan Penyusunan RKA-SKPD

Dalam menyusun RKA SIPD dilakukan dengan pendekatan kerangka
pengeluaran langka menengah IKP|MJ, penganggaran berbasis kinerja (
anggaran Kinerja] dan Penganggaran terpadu.

1. Pendekatan Penganggaran Kerangka Pengeluaran fangka Menengah

IKPJMJ dilakukan dengan menyusun prakiraan maiu yang berisikan
perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan,
direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran
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yang direncanakan semul4 iadi penjrusunan menggunakan estimasi

prakiraan kedepan dan ini merupakan implikasi dari kebutuhan

dana bagi tahun-tahun berikuurya.

2. Pendekatan penganggaran terpadu, dilakukan dengan cara

mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggamn

dalam lingkungan SKPD guna menghasilkan dokumen rencana keria

dan anggaran.

3. Adapun penyusunan dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja

adatah, di mana dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan
antara pendanaan yang di anggaran kan dengan hasil yang akan

dicapai dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi setiap rupiah
yang dianggarkan harus dihitung out put YanE akan dihasilkan.

Termasuk efisien dan efektivitas pencapaian hasil dan keluaran yang

akan dicapai.

Guna tercapainya penyusunan RKA-SKPD, berdasarkan kepada 3 [tig:a)
pendekatan tersebu! serta untukmeniamin terwuj udnya kesinambungan

RKA-SKPD, oleh Kepala SKPD dilakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan

progmm dan kegiatan 2 (dual tahun anggaran sebelumnya sampai dengan

semester pertama tahun anggaran berialan. Hal ini dimaksudkan untuk
melihat seberapa besar keberhasil pelalsanaan program dan kegiatan

dan program dan kegiatan mana yang belum berjalan atau tidak dapat

diialankan tahun-tahun sebelumnya atau belum diselesaikan. Sehingga

hal ini terlihat dengan ielas program dan kegiatan mana yang akan

segera dijalan atau dilanjuftkan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga

kesinambungan program dan kegiatan dapat terwuiud, dan pencapaian

hasil yang diharapkan dapat terwuiud pula.

Langkah berikutnya, adalah pada proses tahap 4, di mana setiap
SKPD melakukan penyusunan RKA SKPD

Rencana Keria dan Anggaran [RKA] Satuan Ker,a Pemerintahan Daerah

(SKPD) adalah dokumen peren&lnaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan, rencana belania program dan kegiatan SKPD

serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA SKPD

disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang

Pedoman Penyusunan RKA SI{PD.

SKPD menyusun RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran iangka menengah daerah penganggaran terpadu, dan
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penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Dokumen RKA SKPD terdiri
dari Rincian Anggaran Pendapata4 Rincian anggaran Belanja Tidak
Langsung, funcian anggaran Belanja Langzung Rekapitulasi anggaran
Belanja Langsung Rincian penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Rincian
Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

RIil SKPD

RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaana dan penganggaran
daerah di mana di dalamnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk
masing-masing program dan kegiatan berdasarkan fungsi untuk tahun
yang direncanakan serta dirinci secara terinci sampai dengan obyek
pendapaan, belanja dan pembiayaan serta perkiaraan maju untuk tahun
mendatang.

Atas dasar pedoman penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD menyusun Rt(A-
SKPD menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah
daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi
kerja. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan pengeluaran iangka
menengah dilaksanalon dengan melakukan pen)rusunan perkiaraan
malu dan merupakan perkiaraan kebutuhan anggaran untuk program
dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran kedepan dari
tahun yang direncanakan.

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran iangka
menengah dilaksanakan seiaktahun 2009, sehingga di mana penyusunan
anggaran RKA-SKPD tahun 2009 disusun juga mencantumkan proyeksi
anggaran untuk program dan kegiatan yang sama untuk tahun 2010.

Pendekatan penganggarun terpadu dilakukan dengan memadukan
seluruh pmses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja
dan pembiayaan dalam lingkungan SKPD untuk mendapatkan dokumen
rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerla dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
akan diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil
dan manfaatnya yang dapat diharapkan termasuk di dalamnya efisiensi
dalam pencapaian hasil dan keluarannya-

Agar dapat berhasil dalam penyusunan RKA-SKpD berdasarkan
pendekatan-pendekatan tersebut di atat maka kepala SKPD perlu

l7B ccoooccooooooooccooooo



tuftqcaqaat.l P(nganE4atafl DaPnh

melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk 2

[dua) tahun anggaran sebelumnya sampai pada semester pertama tahun

anggaran be4alan,

sumber: Undang-undang 17 tahun 2003. tentaog Keuafigan

Negara, undang-Undang 32 tahtrn 2004, yang t6lah

direvisi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 20'14,

tentang Pemerintahan Daerah- Dan Permendagri 59

tahun 2007.

Informasi, Dokumen' dan Formulir RKA

Pada RKA SKPD dan PPKD disamping memuat rencana pendapatan,

rencana belania untuk masing-masing program dan kegiatan, rencana

pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dan perkiraan maju untuk
tahun berikutnya, juga memuat informasi tentang urusan pemerintah

daerah, rganisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari

program dan kegiatan,

Rencana pendapatan dirinci menurutkelompok,ienis, obiekdan Rencana

pendapatan dirinci menurut kelompok, jenis, objek dan rincian obiek

pendapatan daerah yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya ditetapkan berdasarkan peraturan

perundargan.

Rencana belanja diklasifrkasikan menurut kelompok belania tidak
langsung dan belanla langsung selaniutnya dirinci menurut ienis, obiek

dan rincian obiek belania.

Rencana pembiayaan memuat kelompok peneriimaan pembiayaan yang

dapatdigunakan untukmenutup defi sitAPBD dan pengeluaranpembiayaan

yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masinh

dirinci berdasarkan jenis, obiek dan rincian oblek pembiayaan.

Informasi urusan pemerintah daerah memuat bidang urusan

pemerintahan yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

organisasi, nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/

barang nama program dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

tahun yang direncanakan.

Prestasi kerla yang hendak dicapai dengan indikator kineria, tolok ukur

kineria, dan target kinerja" lndikator kinerja meliputi masukal! keluarar!
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dan hasil. Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang
dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas,
kuantitas, efesiensi dan efektMtas pelaksanaan dari setiap program dan
kegiatan. Target kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Struktur APBD merupakan kesatuan yang terdiri dari 1) pendapatan
daerah, 2) belanja daerah yang terdiri dari belania tidak langsung dan
belania langsung atau belania kegiatan, dan 3] pembiayaan daerah yang
terbagi menladi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah. Formulir RKA SKPD mengikuti srruktur dan Hasifikasi ApBD
tersebut, sehingga dalam menyusun RKA SKPD diperlukan enam jenis
dokumen penyusunan RKA

Dokumen penyusunan RKA yang harus disiapkan adalah sebagai berikut:
a. Formulir RKA-SKPD 1: Pendapatan
b. Formulir RI(A-SKPD 2.1: Belanja Tidak Langsung
c Formulir RKA-SKPD 2.2: Rekapitulasi Belania Langsung Berdasarkan

Program dan Kegiatan
d. Formulir RKA-SKPD 2.2.1: Belanja Langsung program dan per-

Kegiatan

e, Formulir RKA-SKPD 3.1: penerimaan pembiayaan

f. Formulir RKA-SKPD 3.2: Pengeluaran Pembiayaan
g. Proses Penyusunan RKA

' Sebelum dilakukan penyusunan Rencana Kerja anggaran SKPD [RKA-
SKPD], maka terlebih dahulu dilakukan penyusunan Rencanakeria SKpD
lalu dilanjutkan dengan Rencana Kerja pemerintah Daerah. Rencana
Kerja Pemerintah Daerah adalah himpunan dari seluruh r€ncana Kerja
SKPD yang diakumulasi untuk dijadikan rencana keriapemerintah
daerah IRKPD). Penyusunan Rencana Keria SKpD tentunya iuga mengacu
kepada bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dasn Rencana Stratwegis Daerah dibuat.

. Dasar untuk menyusun dan membuat renstn SKpD adalah mengacu
kepada RPIMD dan Renstra Daerah.

. Pen)rusunan Rencana Dan anggaran SKpD, merupakan rincian
dari program dan kegiatan yang dijabarkan dan termuat dalam
Rencana Keria Pemerindah Daerah [RKpDJ dan Renka SKpD. Adapun
penyusunan anggaran merupakan bentuk pengalokasian anggaran
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atau sumb€r daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan Strktur
APBD serta berdasarkan kode rekeningdarikebiiakan umum anggaran

dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), merupakan iumlah
dana yang diberikan kepada masing-masing SKPD untuk mendukung

setiap program dan kegiatan. Sehingga PPAS merupakan dasar acuan

besarnya anggaran dalam penyusunan RKA SKPD.

Langkah-langkah melalui tahapan/proses penyusunan yang harus diilmti:

Proses penyusunan RKA dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikuc

lJ SKPD menerima Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan

RKASKPD. Berdasarkan SE t€rsebut SKPD mulai menyusun RKA

masing-masing.

2l SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan

form RKA-SKPD 1. Form RKA-SKPD 1 disiapkan hanya oleh SKPD

pemungut pendapatan. Formulir tersebut memuat pendapatan

daerah yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya 1.ang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pengerjaan formulir tersebut adalah sebagai berikut:

aJ Padabagian atas formulirmencantumkannamaprovinsi/kabupaten/
kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang direncanakan

b) Mencantumkan kode dan nama dari urusan pemerintah ya.ng

dilaksanakan sezuaitugas pokokdan fungsi SKPD serta mencantumkan

kode dan nama organisasi SKPD. karena formulir tersebut berkaitan
dengan pendapatan maka tidak memuat informasi tentang kode dan

nama dari program dalam kegiatan.

c) Pada rincian anggaran pendapatan mencantumkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Kode rekening dimulai dari kode pendapatan daerah dalam

hal ini angka 4 yang selaniutnya dirinci dalam kelompok, jenis

pendapatan dengan menggunakan kode rekening masing-

masing satu digit serta objek dan rincian obiek pendapaan
dengan menggunakan kode rekening masing-masing dua digiL

2. Uraian dari nomor rekening pendapatan mencantumkan nama
rekening rincian objek pendapatan, sehingga pendapatan yang

dicantumkan pada formulir tersebut sampai dengan rincian
obiek pendapatan.
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3. Untuk rincian perhitungan pendapatan mencantumkan volume,
satuan, tarif/harga dan jumlah pendapatan yang merupakan
perkalian dari volume dan tarifharga.

Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggarun pendapatan
seperti tampak berikut ini:

B""t"krlffksKl€KpD 1

lg2 ooocc00cooooooooooaoo00ccoooooocoooooccocoooococoooocoooccooooooo

Rencana K€rja Dan Angg{ran Formulir

RKA.SKPD 1

Provinsi Kabupate[riKota Tahun Aoggaran .,.......,..-......,.,..
Urusao P€meritrtahan : Lr

Organisasi : x.xx

Riocian Pe[dapatan Satuan Kerja Perangkat Daerab

KOde

Rekening

Uraian Rincian Perhitungaa Jumlah Rp

Volume Satuan Ta fiIIg
I 5 6

Xx xr Xx xx

Xx xx Xx rr
Xx xx Xx xx

Xr rx Xx xx

Xx xx )Lr xx

Jumlah

Tanggal .......,.,..

Kepals SKPD

Keterangan :

I

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerch

No Nama NIP Jabateo Tande Taogan

',

Sumber: Permendagri nomor 13 tahun 2006.
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Formulir tersebut memuat rencana belania tidak langsung SKPD untuk

tahun yang direncanakan. Informasi yang dimuat dan cara pengisian

formulir tersebut adalah:

a, Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsi/

kabupaten/kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang

direncanakan.

Mencantumnkan kode, nama dan rincian urusan pemerintah yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SLPD

serta mencantumkan kode dan nama organisasi. karena Formulir

tersebut berkaitan dengan rincian belania tidak langsung, maka

tidak memuat informasi tentang kode dan nama dari program dan

kegiatan. Klasifikasi belania tidak langsung dibagi menurut ienis

belania yang terdiri dari: Belanja Pegawai, belania bunga, subsidi,

Hiball Bantuan sosial Belanja bagii hasil, bantuan keuangan dan

belanla tidak terduga.

Pada rincian anggaran belania tidak langsung mencantumkan haal-

hal sebagai berikut:

- Kode rekening dimulai dari kode belanja daerah. dalam hal ini
angka 5 selanjutnya dirinci dalarn kelompok dan ienis belania

dengan menggunakan kode rekening masing-masing satu digit

serta obyek dan rincian obyek belanja dengan menggunakan

kode rekening masing-masing dua digit.

- Karena pada kolom uraian mexcantumkan rincian obyek

belania, maka seluruh belania termasuk belania subsidi, belania

hibah, belania bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan

keuangan daerah serta belanla tidak terdyga sampai dengan

rincian obyek belania

- Pada formulir tersebut disamping mencantumkan anggaran

belanja tidak langsung untuk tahun yang direncanakan (tahun

n) juga mencantumkan perkiraan jumlah belania menurut ienis
belanja untuk tahun berikutnya ftahun n+1)

Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggatln belania tidak

langsung seperti tampak berikut ini:

OoOoCOOOC OCOOOCOOOOOOOOOOOOOOoooc oooooooocooCOOOOOOOgOC C OOOOO0 0 0 C 183
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Tabel: 5.6.
RKA.SKPD 2.1.

Rencana Kerjr dan Anggaraa Saluan Kerja Perangkar Da€rah Formulir

RKA-SI{PD 2.1.

Provitrsi Kabupaten/Kota Tahun Anggardr. ...

Uruan Pemerintahan : x.xx

Organis6.6i : xJx,xx.

Ri&ian Anggarar B€lanja Tidak Irng$lng Satuan Keija Pemntkat Daerah

Kode RekeniDg Ur.iad fahun n Tahun

N+lVolurire Satuan Hg-Satuan Jumlah

2 3 6 7

i x

x

X x

X

X

Jumlah

Tanggal

Keprla SKPD

d

Keteftngan

1.

ggal Pembahsan

Tim Anggamd Pemerinlah Daerah

No Nama NIP Jabaran Tanda Tangan

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

4) SKPD menyusun Rincian Anggaraan Belania Langsung masing-
masing kegiatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2.1. Untuk
kemudian digabung dalam rekapitulasi Rincian anggaran Belania
Langsung untuk menghasilkan RKA SKPD 2.2.

rM
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Formulir RKA SKPD 2.2.1. digunakan untuk mercncanakan belaiia
. Iangsung dari setiap kegiaan sehinggaiumlah formulir tersebutakan

mengikuti iumlah kegiatan pada SKPD 5rang bersangkutan Informasi
yang dimuat dan cara pegisian formulir tersebut adalahsebagai
berikut:

a, Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsi/
kabupaten/kota yang bersangkutan dan tahun anggaran )ang
direncanakan,

b. Mencantumkan kode dan nama urusan pemerintahan,
organisasi, program, kegiatan

c l(arena penyusunan RI(A SKPD menggunakan pendekatan
kerangka pengeluaran jangka menengah daerah yang mulai
diterapkan untuk penyusunan APBD tahun 2009, maka pada
formulir Rl(A SKPD 2.2.1. Akan mencantumkan informasi iumlah
belania lcgiatan untuk 3 tahun anggaran masing-masin5 yaitu
jumlah belanla tahun berialan [tahun n-1J jumlah perkiraan
belanja tahun direncanakan [tahun n), dan iumlah perkiraan
belanja kegiatan berkenaan untuk tahun berikubry:a (tahun n +1)

d. Karena formulir tersebut menyangkut belanja kegiatan maka
harus memasukkan informasi tentang indicator kinerla, tolok
ukur kineria, dan target kinerja.

e. Pada rincian anggaran belania langsung mencantumkan hal-hal
berikut:

1. Kode rekening dimulai dari kode rekening belania daerah
dalam hal ini angka 5 kelompok, belanja langsung dan

ienis belanla dengan menggunakan kode rekening masing-
masing satu digrt, serta obiek dan rincian objek belania
dengan menggunakan kode rekening masing-masing dua
digit

2. Uraian (nama rekening) mencantumkan rincian objek
belanja sehingga seluruh belania yang dicantumkan dalam
formulir tersebut sampai dengan rincian objek belanja.

3. Untuk rincian anggaran belania mencantumkan volume,
satuan, harga satuan serta iumlah.

4. Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggaran
belanja langsung seperti tampak berikut ini:

oloooooooocoocccOO+oOoaotooooOO000CoooOoOooocOcOOOoooooOOOoOoooOo 
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Gambar:5.7.
RKA.SKPD 2,2.1.

Sumber: Permendagri 13 tahun 2006.

1Bf OOOOCOOOOOoooOOCCOOCOOOOOOOOCOOoOOOCOOCOOoOCC0oooOOoooOOOO00OOOOO

Rencana Keraja Dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Formulir
RKA.SKPD
2.2.t.

Provinsi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran -.

Urusan Pemerintahan ; x'xx

Organisasi : x.]{x.xx

Program : x.xx,xx.xx

Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx.

Lokasi Kegiatan

Jumlah Tahun n-l Rp. ( )

Jumlah Tahun n RP. ( )

Jumlah Tahun n+l Rp. ( )

Rincian Tolok Ukur Kineqa Belalja l-angsung

Indikatcr

Tolok Ukur Kineqa Target Kinerja

Capaian

Program

Masukan

Keluaran

Itusil
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Formulir RKA SKPD 2.2. adalah formulir rincian anggaran

belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. Formulir

ini merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan

kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir RKA SKPD 2.2-1.

Informaasi dana cara pengisian formulir tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsi/
kabupaten/kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang

direncanakan,

b. Mencantumkan kode dan nama.

d.

Urusan pemerintahan, dan

Organisasi,

Karena formulir tersebut merupakan rekapitulasi dari form,:lir
RKA SKPD 2.2.7. maka yang dinampakkan hanya total Cari

belanja perkegiatan yang dirinci per program Koe rekening

yang digunakan adalah kode program dan kegiatan masing-

masing dua digit sebingga uraiannya adalah nama program dan

kegiatan.

Untuk melengkapi informasi tentang kegiatan maka harus

dicantumkan lokasi kegiatan dan targetkinerja dalam kuantitatif.

Jumlah anggaran belanja pada tahun yang direncanakan ftahun
nl diklasifikasikan dalam 3 ienis belanja, yaitu belanja pegawai,

belanja barang dan iasa serta belanja modal dan total dari tiga
jenis belanla tersebut,

Disamping itu, pada formulir tersebut mencantumkan jumlah

anggaran menurut program dan kegiatanyang akan dilaksanakan

tahun berikutnya ftahun n+1).

Formulir yang digunakan untuk penyusunan rekapitulasi

anggaran belanla langsung seperti tampak berikut ini:

h.

l.

ls7
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Gambar:5.8.
RKA.SKPD 2.2.

Sumber: Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
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Rencam Kerja Atrggaran Satua[ Kerja Perdngkat Daerah Fonnulir

RKA-SKPDProvinsi Kabupaten/Kota

Tahun Anggaral

Urusafl Pemerintahan : x.xx

Organisasi : x.xf,.xx

Rekapitulasi Anggaran Betanja Langsung Berdasarkatr progam dan Kegiatat

Kode

Uraian Belanja

Barang

i-okasi

Modal

Tatgct

JurDlah

Jumlah

Program

Kegiatan

Kegiatan

Kinerja

Tahun

o-1, n-l n-3, n-4

Tahun

I 2 3 4 5 6 8 9

XX Program

Keglatan

Kegiatan

Kegiatatr

dst

XX

xx

xx

XX

Program

XX Kegiatan

XX Kegiatan

Kcgiatan

dst

Jumlah

Tanggal ......-..

Kepala SKPD

ud
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5) SKPD yarg bertlndak sebagai SKPKD menyusun Rincian penerimaan

Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan RKA SPKD 3.1.

Formulir ini mencantumkan penerimaan pembialxaan yang terdiri
dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaftrn tahun anggaran sebelumnJra

[SILPA]

b. Pencairan dana cadangan

c. Hasil peniualan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. penerimaan pinjaman daerah

e. penerimaan kembali penerimaan pinjaman

f. penerimaan piutang daerah

Karena penerimaan pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Badan
Pengelola Keuangan Daerah maka formulir tersebut tidak diisi oleh
SKPD lainnya. Informasi yang dimuat dan cara pengisian formulir
tersebut adalah sebagai berikut

a. Pada bagian atas formulir mencantumkan narna provinsi/
kabupaten/kotayang bersangkutan dan tahun anggamn fang
direncanakan.

b. Mencantumkan kode dan nama: urusan pemerintahan dan
organisasi

c Pada rincian penerimaan pembiayaan mencantumkan hal-hal
sebagai berikut:

1. Kode rekening dimulai dari kode rekening pembiayaan
daerah, dalam hal ini angka 6 selanjutr5ra dirinci dalam
kelompok dan lenis penerimaan pembialraan dengan
menggunakan kode rekening masing-masing saur digit serta
objek dan rincian obiek penerimaan pembiayaan dengan
menggunakan kode rekening masing-masing dua digit

2. Uraian dari nomor rekening mencantumkan rincian oblek
pembiayaan sehingga seluruh penerimaan pembiayaan
yang dicantumkan dalam formulir tersebut sama dengan
rincian objek pembiayaan.

3. Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggaran
penerimaan pembiayaan seperti tampak berikut ini:

oooCOO CO COCOOOOOOOOOooooooc o O C 0 0 C OOOOOOOOOOCOOOOOOOOoo c ooOO OOOOOO lg9



Rencana Kerja Dan Anggaran

Satuan Kei a Perargkat Daerah

Formulir

RKA-SKPD

3.1.Provi n si/Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Rincian Penerimaan Pembiavaan

Kode Rekening Uraian Jur ah (Rp)

1 z 3

xx xx xx

xx XX

xx

xx

Jumlah Penerimaan

Tanggal -...........-...

Kepala SKPD

Keterangan

Catatan Hasil PEmbahasan :

1

z.

Tirn Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Iabatan Tanda Tangan

I 2 3 4 5

,\{oour }'I-{ra huLlAH FMP IPDN

Gambar 5.9
RKA SKPD 3.1 .

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
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6) SKPDyang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian pengeluaran
. Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan RKASKpD 3.2. Formulir ini

mencantumkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

a- Pembentukan dana cadang

b. Penyertaan modal {invesasi) pemerintah daerah

c Pembafaran hutang pokok

d, Pemberian piniaman

IGrena pengeluaran pembiayaan iuga hanya dilaksanakan oleh
Badan Pengelola Keuangan Daerah, maka formulir tersebut tidak
diisi oleh SKPD lainnya.

lnformasi yang dimuat dan cara pengisian formulir" Rl(A SKPD 3.2
adalal sebagai berikut:

1. Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsi/
kabupaten/kota yang bersangkutan dan tahun anqgaran yang
direncanakan.

2. Mencantumkan kode dan nama:

a. Urusan pemerintahan

b. Organisasi

c. Pada rincian pengeluaran pembiayaan mencantumkan hal-
hal sebagai berikut:

1. Kode rekening dimulai dari kode rekening pembialnan
daerah, dalamhal ini angka E selaniutnya dirinci dalam
kelompok dan jenispengeluaran pembiayaan dengan
menggunakan kode rekening masing-masingsatu digit
serta obiek dan rincian obiek pengeluamn pembia5raan
dengan menggunakan kode rekening masing-masing
dua digit.

2. Uraian dari nomor rekening mencantumkan rincian
objek pengeluaran pembiayaan sehingga seluruh
pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan dalam
formulir tersebut sampai dengan rincian objek
pengeluaran pembiayaan.

3. Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggaran
pengeluaran pembiayaan seperti tampak berikut ini:

+OOOO+Ca+OOOOOOcOoOO0ScCcccoOOaoOOOCCOOOOOOCOOOOOOOOCOCOOOOOOOOOO 
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Gambar: 5.10.
RKA SKPD 3.2.

Rencana Kerja Dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daeral

Formulir

RKA-SKPD

3.1.Provin si/Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahar

Organisasi

Rincian Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

I z 3

KX XX

XX xx

xx XT XX

XI xx

Jumlah Penerimaan

Tanggal ..-...-..

Kepala SKPD

Keterangan

Catatan Flasil Pembahasan :

1.

z.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

I z 3 A 5

Sumber: Permendagri 13 tahun 2006
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SKPD mengkompilasi dokumen RKA SKPD di atas meniadi
RKA SKPD.

RKA SKPD tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPKD

untuk proses penyusunan Raperda APBD.

Beberapa landasan hukum yang dapat diiadikan dasar

dalam penyusunan RKA-SKPD. Antara lain:

1. Undang-undang 17 tahun 2003, tentang Keuangan

Negara.

2. Undang-Undang 32 tahun 2004, yang telah direvisi
menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Permendagri 13 Tahun 2006, jo Nomor 59 tahun 2007,
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

g. Setetah RKA SKPD selesai disusun, maka proses tahapan
selanjutnya adalah penyiapan bahan bagi penyusunan
RAPERDA APBD

Sumber dokumen utama dalam penyiapan Rancangan

Peraturan Daerah fRaperda) tentang APBD adalah RKA

SKPD. Oleh karenanya. harus dipastikan bahwa setiap RKA

SKPD telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan
yang berlaku. Untuk menjamin hal ini, setelah TAPD

mengumpulkan RI(A SKPD dari tiap-tiap SKPD, TAPD harus
membahas kesesuaian RKA SKPD dengan Kebilakan Umum
APBD, Prioritas dan Plafon anggaran, Prakiraan maiu yang

telah disetuiui tahun anggaran sebelumnya., dolnimen
perencanaan lainnya yang relevan, target atau capaian
kineria,' indikator kineria, kelompok sasaran kegiatan,
standar analisis belania, standar satuan harga, standar
pelayanan minimal, serta dokumen sinkronisasi program

dan kegiatan antar SKPD.

Proses selaniutnya adalah mengkompilasi seluruh RKA yang

telah dievaluasi TAPD meniadi dokumen kompilasi RKA.

Pmses ini dilakukan oleh PPKD. Berdasarkan dokumen
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kompilasi tersebut, PPKD kemudian membuat lampiran-
lampiran Raperda APBD, yang terdiri atas:

a. Ringkasan APBD

b. Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintahan dan
organisasiJ

c. Rincian APBD [menurut urusan pemerintahan,
organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaanJ

d. Rekap belania (menurut urusan pemerintahan,
organisasi, program dan kegiatan, dan keselarasan

urusan dengan fungsiJ

h. Adapun proses selaniutnya dari tahapan akhir adalah

melakukan evaluasi RAPERDA APBD

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk
dievaluasi. Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat 3 hari
keria setelah Raper KDH disusun dan disertai dengan:

a. Persetujuan bersama Pemda- DPRD terhadap Raperda APBD

b. KUA dan PPA yang disepakati Kepala Daerah dan pimpinan
DPRD

c. Risalah sidang ialannya pembahasan RaperdaAPBD

d. Nota Keuangan dan pidato Kepala Daerah perihal penyampaian
pengantar nota keuangan pada sidang DPRD

Proses evaluasi ini dilakukan maksimal selama 15 hari kerja sejak
penyerahan dilakukan. fika kedua ftrncangan peraturan tersebut
dinyatakan tidak lolos evaluasi, maka Pemerintah Daerah bersama
DPRD harus melakukan penyempurnaan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Peniabaran APBD yang telah
lolos dalam proses evaluasi segera ditetapkan oleh Kepala Daerah
meniadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Penetapan

tersebut dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun
anggaran sebelumnya.

Terdapat beberapa landasan hukum yang dapat diiadikan dasar
dalam penyusunan RI(A-SKPD. Antara lain:
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1. Undang-undang 17 ahun 2003, tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang 32 tahun 2004, yang telah direvisi meniadi
Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentarig Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor I tahun 2008, tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

4. Permendagri 13 Tahun 2006, jo Nomor 59 tahun 2007, tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Gambar 5.11.
Kaitan Kebijakan, Perencanaan, dan Penganggaran dalam Siklus perencanaan

dan Pengelolaan Sumber Daya

tttlI'
(5)

Evaluasi dan Audit
Efektivitas keBiatan-ke8iatan

pelaksafla i(ebijakan dan

menEEunak.an hasilnya ke

dalam rencana masa dabnp

(s)

Memonitor kegiatan dan

Memp€rtanggungiaYrab*an

b€lanja

L_I

Sumber: lforld 8ank, Public Expenditure Management Handbook [l99Al.

(rl

Revi! Xebiiakan

Reviu perencanaan dan
pelaksanaan periode sebelumnya

(21

Me.rr€tapkan
(ebiiakan dan

Menyl|sun Rencana

Menyusun kerangka

(3)

i/lobilisasi dan
Mengalokesil€n

Sumber Deya
Menyusun Anggaran

(4)

Meleksanakan Kegiatan yang

oirencanakan

Mengumpulkan pendapatan,

mencairkan dsn3, mengerahkan

tss
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5.5 Latiira*

1, Terdapat beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan dasar
dalam penyusunan RKA-SKPD. jelaskan.

Bagaimana jika kedua rancangan peraturan tersebut dinyatakan
tidak lolos evaluasi, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Setelah RI{A SKPD selesai disusun, apa proses tahapan selaniutnya,

Setelah Raperda APBD disusun apa tahapan selanjutnfa.

Renja SKPD dilakukan sebelum dilakukannya penyusunan?

Apa yang dimaksud dengan belania langsung dan belanja tidak
langsung.

7. Jelaskan pengertian dari APBD.

8. Jelaskan fungsi-fungsi APBD.

9. Jelaskan terkait Struktur APBD.

10. Belania daerah dapat dildasifikasi ke dalam.

5.6 Rangkuman

Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah IAPBDJ, merupakan dokumen
perencanaan )rang memuat rincian pendapatan, belania dan pembiayaan
daerah.

APBD merupakan instrumen penting di dalam mendukung operasional
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
mas5rarakal

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah (APBD), terdiri dari (1)
Pendapatan, [2) Belanja, dan [3J Pembiayaan daerah.

a, Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah ialah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
daerah yang bersangkutan.

Pendapatan asli daera[ bersumber dari:

1. Palak dan retribusi daerah;

2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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b. Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari Pemerintah yang

dialokasikan dalam APBN, melalui mekanisme DAU dan DAK serta
bagi hasil sumber daya alam daerah berdasarkan Undang-Undang
33 Tahun 2004, tentang Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah
antar Pemerintah Daerah.

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, adalah yang bersumber
dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bantuan
pemerintah dan pemerintah daerah berdasarlan Undang-Undang.

d. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih, Belania daerah
adalah semua pengeluaran yang meniadi beban rekening kas umum
daerah, mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban
pemerinah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan
dapat diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah.

Dalam operasionalisasi penyusunan anggaran belanja daerah dapat
dikelompokkan ke dalam 2 [dual kelompoh yaitu Belania Langsung
dan Belania Tidak Langsung.

Belanla Daerah dapat diklasifikasikan ke dalam/menurut:

1. Fungsi.

2. Organisasi.

3. Program.

4. Kegiatan.

5. Kelompok belanja.

6. Dan jenis belania.

Belanja dapat dikelompokkan ke dalam 2 fdual kelompok yang
terdiri dari:

a. Belania Langsung, dan

b. Belania tidak langsung.

Dalam istilah penganggaran, berdasarkan sifat belanlanya, sebuah
komitmen ftewaliban) berhubungan dengan tahap komitmen yang
telah disebutkan sebelumnya atau berhubungan dengan tahap akuisisi/
verifikasi, atau proses administratif penyediaan dana yang akan
digunakan. Dengan kata lain, jika komitmen terjadi pada proses akuisisi/
verifikasi, tahapan komitmen dan verifikasi meniadi satu.
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Realisasi Anggaran Belania

Dalam proses pengelolaan belanja seringkali terjadi fenomena realisasi
belania yang kadang kala melampaui plafon anggaran yang telah
ditetapkan. Namun sebaliknya, juga tidak iarang adanya realisasi belania
yang lauh di bawah plafon anggaran. Realisasi belanja yang melebihi
plafon anggaran diantaranya disebabkan olelu ketidakpatuhan pengelola
anggaran terhadap batasan anggaran belania ketika melakukan belania
dan mekanisme belanja diluar penganffiaran yang sudah ditetapkan.
Prosedur belanja yang berbelit-belit, atau tidak praktis mendorong
dibuatnya prosedur pengecualian untuk mempermudah proses belanja.
Pembayaran yang dilakukan melalui prosedur pengecualian ini tidak
dapat dikendalikan dasar peruntukkannya, dan pada akhirnya menjadi
penyebab utama realisasi belanja yang melebihi anggaran.

Pelaksanaan Belania dan Anggaran Kas

Alokasi pelal<sanaan anggaran dapat dilakukan dengan membagi
anggaran meniadi empat kuartal/perbulan atau dengan menlapkan
rencana pelaksanaan anggaran. Terlepas dari metode yang digunaka4
sistem penyerahan dana sebaiknya memperhatikan efektivitas dan
efisiensi pelakanaan anggaran dan menghindari munculnya tagihan
yang berlebihan.

Mekanisme dan Proses Penyusunan APBD

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa
Perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belania pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti
bahwa APBD meniadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan fungsi pengawasan
terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah harus dikelola
secara tertib, taatpada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung iawab dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatutan, dan kemanhatan bagi masyarakal
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Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah [PADJ, dana

perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah'

PAD mencakup paiak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah

yang sah.

Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil [Pajak dan Sumber

Daya Alaml, Dana Alokasi Umum IDAUJ, dan Dana Alokasi Khusus

IDAKJ, serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah

(barang atau uang dan/atau lasaJ, dana darurat, dana bagi hasil paiak

dari provinsi kepada kabupaten/kota. dana penyesuaian dan dana

otonomi khusus, serta banLuan keuangan dari provi nsi atau pemerinah

daerah lainnya.

- Proses dalam penyusunan APBD meliputi:

a, Proses Awal: Penyusunan Kebiiakan Umum APBD (KUA)

Proses penyusunan KUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari ptoses perencanaan. Seperti diketahui, setiap SKPD

mengembangkan Renstra dengan mengambil program yang

tercantum dalam RPfMD yang sesuai dengan bidangnya, pada kurun

waktu tahun anggaran yang sama pula dengan yang tercantum pada

RPIMD. Rensba tersebut kemudian dikembangkan menjadi Renia

S[(PD per tahun. Dokumen Renja tiap SKPD ini akan dikompilasikan

oleh Pemda meniadi RKPD.

Kebiiakan Umum APBD disusun berdasarkan atas RKPD dan

pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri lewat
SE Mendagri. Proses penyusunannya diawali dengan pembuatan

rancangan awal RUA oleh Tim anggaran Pemerintah Daerah

ITAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan awal

KUA tersebut terdiri atas 2 komponen utama, yaitu [1J Target
pencapaian kineria yang terukur dari program-program yang

akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan

pemerintahan daerah; dan [2J Proyeksi pendapatan daerah,

alokasi belania daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang

disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program
tersebut harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang

ditetapkan pemerintah.
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Proses tahap 2: Penyusunan Prioritas dan plafon Anggaran
Sementara (PPAS)

PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerjayang
akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, di mana program
kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi dan strategi
Pemerintah Daerah. Sama seperti KUA, proses penyusunan ppAS

diawali dengan pembuatan rancangan awal ppAS oleh TApD.
Rancangan awal PPAS ini disusun berdasarkan Nota Kesepakatan
KUA, dengan tahapan sebagai berikut:
Pedoman Penpsunan RKA SKPD
Langkah berikutnya, setelah adanya kesepakatan yang dituangkan
dalam KUA. dan PPAS yang telah disepakati antara pemerintah
Daerah dengan pihak DPRD, Pada bulan Agustus tahun anggaran
berialan Surat Edaran tentang Pedoman pen5rusunan RKA-SKPD
dikeluarkan, untuk sebagai acuan para SKPD di dalam menyusun
RKA-SKPD. Adapun yang membuat adatah Tim TApD, dengan
berbagai lampirannya secara teknis.

Kepala Daerah membentuk TAPD, dan Kordinator sebagai pejabat
pengelola keuangan daerah, atau yang membuat dan memproses
naskah-naskah kebijakan Kepala Daerah di dalam menyusunan
rancangan APBD. Adapun anggotanya adalah terdiri dari:
1, Bappeda dan iajarannya;
2. Pejabat pengelola keuangan daerah, dan
3. Serta pejabat lainnya berdasarkan kebutuhan.

Atas dasar kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DpRD
tentang Kebiiakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran
sementara (PPASJ, TAPD menyiapkan rancangan Keputusan Kepala
Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD sebagai dasar
acuan bagi KepalaSKPD di dalam menyusun RKA SKpD.

lsi dari Rancangan Kepala Daerah tersebut meliputi:
a. Program prioritas dan patokan dasar batas maksimal anggamn

yang dialokasikan untuk setiap SKpD.
b. Batas waktu penyampaian RKA SKPD.
c. Sinlconisasi program nasional dengan program pemerintah

daerah dan antar program SKPD terkait dengan kineria SKpD
yang disesuaikan dengan standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan.

b.
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Hal-hal lainnya perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait

dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas'

transparansi dan akuntabilitas pen1rusunan anggaran dalam rangka

pencapaian prestasi keria.

Sebagai lampiran dokumen dilampirkan: kebiiakan umum APBD'

prioritas dan plafon anggaran sementara [PPAS), kode rekening

APBD, format RKA- SKPD dan standar analisa belanja daan standar

satuan harga yang ditetapkan kepala daerah.

Pada awal bulan Agustus tahun berialan Kepala Daerah menetapkan

pedoman penyusunan RKA SKPD, yang digunakan sebagai dasar

bagi penysunan RKA-SKPD oleh setiap SKPD di Daerah'

Dalam penyusunan RKA-SKPD mempedomani pendekatan-

pendekatan anggaran berbasis prestasi keria dengan berbagai

instrumennya dan indicator kinerja sebagai dasal, insfrument

tersebut meliputi:

1. Capaian atau target kinerja,

2. Analisa standar belania,

3. Standar satuan harga, dan

4. Standar pelaYanan minimal.

Indikator kineria merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai

daii program dan kegiatan yang direncanakan. Sedangkan capaian

kinerja merupakan ukuran prestasi keria yang akan dicapai yang

berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

dari setiap pogram dan kegiatan.

Adapun analisis standar belania merupakan penilaian kewaiaran

atas beban keria dan biaya yang dipergunakan dalam melaksanakan

program dan kegiatan. Dan standar sataun harga, merupakan harga

satuan setiap unit barang dan iasa yang berlaku disuatu daerah

dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sedangka standar pelayanan

minimal merupakan tolok ukur kineria dalam menentukan capaian

ienis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib

daerah.

Sumberl Nurlan Darise 'Sistem Perencanaan dan PenganggaEn

Pemerintah Daerah di indonesia - Salemba Empat'

Jakarta 2009.
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d. Pendekatan penyusunan RKA-SKpD

Dalam menyusun RKA SKpD dilakukan dengan pendekatan kerangka
pengeluaran iangka menengah [KpfMJ, penganggaran berbasis
kinerja I anggaran Kinerial dan penganggaran t".pidrr.
Guna tercapainya penyusunan RKA_SRPD berdasarkan kepada 3
[tiga) pendekatan tersebut, serta untuk menjamin terwuiudnfa
kesinambungan RKA-SKPD oleh Kepala SKpD dilakukan evaluasi
dari hasil pelaksanaan program dan kegiaan Z (dua] tahun
anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun
anggamn berialan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa
besar keberhasil pelaksanaan program dan kegiatan dan program
dan kegiatan mana yang belum berjalan atau tidak dapat dijalankan
tahun-tahun sebelumnya atau belum diselesaikan. Sehingga hal ini
terlihat dengan ielas program dan kegiatan mana yang akan segera
dijalan atau dilanjuttkan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga
kesinambungan program dan kegiatan dapat terwuiud, dan
pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud pula.
Langkah berikunrya, adalah pada pmses tahap 4, di mana setiap
SKPD melakukan penyusunan RKA SKPD. Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Satuan Keria pemerintahan Daerah [SKpDj adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja pmgram dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar peny:sunan ApBD. RKA SKPD
disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah
tentang Pedoman penyusunan RKA SKpD.

SKPD menyusun RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan
kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran
terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi keda. Dokumen RKA. SKPD terdiri dari Rincian Anggaran pendapata& Rincian anggaran
Belania Tidak Langsung, Rincian anggaran Belanja Langsung
Rekapitulasi anggaran Belania Langsung Rincian penerimaan
Pembiayaan Daerah, dan Rincian pengeluaran pembiayaan Daerah.
RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaana dan penganggaran
daerah di mana di dalamnya memuat rencana pendapatan, belanja
untuk masing-masing program dan kegiatan berdasarkan funesi
untuk tahun yang direncanakan serta dirinci secara terinci sampai
dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiaraan
maiu untuk tahun mendatang.
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Atas dasar pedoman penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD menyusun

RI{A-SKPD menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran

berdasarkan Presta si kerla.

Informasi, Dokumen, dan Formulir RKA

Pada RKA SKPD dan PPKD disamping memuat rencana pendapatan,

rencana belanja untuk masing-masing program dan lcgiatan'

rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dan perkiraan

maju untuk tahun berikutnya, iuga memuat informasi tentang

urusan pemerintah daerah, organisasi. standar biay4 prestasi keria

yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Rencana belania diklasifikasikan menurut kelompok belania tidak

langsung dan belanja langsung selanjutnya dirinci menurut jenis,

obiek dan rincian obiek belania

Rencana pembiayaan memuat kelompok peneriimaan pembiayaan

yang dapat digunakan untuk menutup defisitAPBD dan pengeluaran

pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD

yang masing-masinh dirinci berdasarkan jenis, objek dan rincian

obiek pembiayaan.

Prestasi keria yang hendak dicapai dengan indikator kineria, tolok

ukur kine rja, dan target kineria. Indikator kinerja meliputi masukan,

keluaran, dan hasil.

Proses P€nyusunan RKA

Sebelum dilakukan penyusunan Rencana Kerja anggaran SKPD (RKA-

SKPD), maka terlebih dahulu dilakukan pen1rusunan Rencana keria

SKPD, lalu dilaniutl<an dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Keria Pemerintah Daerah adalah himpunan dari seluruh

rencana Kerja SKPD yang diakumulasi untuk dijadikan rencana

keriapemerintah daerah [RKPD).

tangkah-langkah melalui tahapan/proses penyusunan yang hams diiktlti:

Proses penyusunan RKA dllakukan berdasarkan urutan sebagai

berikut:

lJ SKPD menerima Surat Edaran KDH tentang Pedoman

Penyusunan RKASKPD. Berdasarkan SE tersebut, SKPD mulai

menyusun RKA masing-masing.
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2j SKPD men1rusun Rincian Anggaran pendapatan untuk
menghasilkan form RKA-SKpD 1. Form RKA_SKpD 1 disiapkan
hanya oleh SKPD pemungut pendapatan. Formulir tersebut
memuat pendapatan daerah yang dipungut/dikelola/ditenma
oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang_undangan. Setelah
RKA SKPD selesai disusun, maka proses ahapan selanjutnya
adalah penlapan bahan bagi penyusunan RApERDA ApBD
Sumber dokumen utama dalam penyiapan Rancangan peraturan
Daerah (RaperdaJ tentangApB D adalah RKA SKpD. Oleh karenanya
harus dipastikan bahwa setiap RKA SKPD telah disusun sesuai
dengan pedoman dan ketentuan ya.ng berlaku. Untuk meniamin
hal ini, setelah TAPD mengumpulkan RKA SKpD dari tiap_hap
SKPD, TAPD harus membahas kesesuaian RKA SKpD dengan
Rebijakan Umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, prakiraan
maju yang telah disetului tahun anggaran sebelumnya, dokumen
perencanaan lainnya yang r€levan, target atau capaian kinerja,
indikator kiner.ja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis
belani4 standar satuan harga, standar pelalanan minimal, serta
dokumen sinlironisasi program dan kegiatan antar SKpD.

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan peraturan Daerah
tentang APBD yang telah disetujui bersama DpRD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang peniabaran ApBD
kepada Gubernur untuk dievaluasi.

5.7 Test Formatif

1. Sebelum dilakukan penyusunan Rencana Kerja anggaran SKpD
[RKA-SKPDJ, maka terlebih dahulu dilakukan:
a. Penyusunan Rencana kerja SKpD

b. Penyusunan RKp SKPD.

c. Penyusunan KUA dan ppAS.

2. Rencana belanja diklasifikasikan menurut kelompok belanja:
a. Belania Langsung.

b. Belanja tidak Langsung.

c. Tidak langsung dan belanja langsung.
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Dala m menyusun RKA SKPD dilakukan dengan pendekatan:

a. KPfM, ABK dan Penganggaran terpadu'

b. Penganggaran Tradisional

c. PenganggaranterPadu.

Dalam penyusunan RKA-SKPD mempedomani pendekatan-

pendekatan anggaran berbasis prestasi ke4a dengan berbagai

instrumennYa meliPuti:

a. Capaian atau target kineria, analisa standar belania dan Standar

satuan harga.

b. Capaian atau target kineria, analisa standar belania dan Standar

satuan harga serta standar pelayanan minimal'

c. Capaian atau target kineria, analisa standar belania'

Kepala Daerah membentuk TAPD, dan Kordinator sebagai peiabat

pengelola keuangan daerah, atau fang membuat dan memproses

naskah-naskah kebiiakan Kepala Daerah di dalam menyusunan

rancangan APBD. Adapun anggotanya adalah:

a. 1. Bappeda dan iajarannya; 2. Peiabat pengelola keuangan

daerah, dan 3. Pelabat lainnya berdasarkan kebutuhan'

c. 1. Bappeda dan iajarannya; 2. Peiabat pengelola keuangan daerah'

c 1. Peiabat pengelola keuangan daerah dan 2' Peiabat lainnya

berdasarkan kebutuhan.

a. Proses penyusunan KUA merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari proses Penysunan pmgram'

b. Proses penyusunan KUA merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari proses Penyusunan program dan kegiatan'

c. Proses penyusunan KUA merupakan tragian yang tidak

terpisahkan dari proses perencanaan.

Pendapatan daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah [PADJ, dana perimbangan, dan lain-lain

pendaPatan daerah Yang sah.

b. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah [PAD]'

dana perimbangan.

c. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PADJ,

dana perimbangan, dan DBH.

E
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Dana Perimbangan mencakup:
a. DBH, DAU dan DAK

b. DAK DAU dan DBH serra lain-lain pendapatan daerah yang
sah.

c. DAKdan DAU saia.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
fang disetujui oleh DpRD dan ditetapkan dengan:
a. Peraturan daerah.

b. Peraturan Mendagri.

c. Peraturan Presiden.

Pendapatan asli daerah, bersumber dari:
a. Palak dan retribusi daerah;

b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
c. Jawaban semua salah. 

'

5.$ |awaban

3. a.

4. b.

5. a.

6.c
La

8.b
9.a
10. c.

5.9 Umpan Balik dan Tindak Laniut
Cocokkanlah jawaban Anda dengan jawaban yang sudah disediakan, dan
hitunglah iumlah iawaban Anda yang benar. Keiudian gunakan rumus
di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anja dalam makri
kegiatan belaiar 5.
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Rumus:

Tingkat Penguasaan =

Percna adfi .lart Penganggarall Dfierah

lumlah iawaban Yang benar
x100%

10

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

. 9O o/o- 100 % = baik sekali

. g0%_99% = baik

. TOok-79Vo = cukup

. >69Vo = kurang'

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan B0 % atau lebih' Anda dapat

meneruskan dengan kegiatan belajar 6' Bagusl Tetapi bila tingkat

f"n*u*""n enda kurang dari 80 %, maka Anda harus mempelajari

iembali kegiatan belaiar 5, terutama bagian yang belum Anda kuasai'
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PENYIISUNAN DPA SKPD PPKD,

DAN ANGGARAN KAS PEMDA

6.1 Latar Belakang

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran

encana Keria dan Anggaran IRKAJ SKPD meniadi salah satu dasar

penyusunan MPBD namun tidaklah secara otomatis RKA tersebut

meniadi dasar pelaksanaan anggaran setiap SKPD' Hal ini disebabkan

karena pembahasan MPBD menjadi APBD bisa mengalami perubahan

pada saat pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD yang

berarti RKA yang terkait juga mengalami perubahan'

Untuk operasionalisasi pelaksanaan APBD maka setiap SKPD harus

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran [DPA)' oleh karena

itu paling lama 3 [tiga] hari kerla setelah APBD ditetapkan' PPKD

memberitahukankepada semuakepala SKPD agarmenyusun rancangan

DPA SKPD.

- Pengertian DPA

Di dalam Permendagri RInomorl3 tahun 2006yangdimaksuddengan DPA

ialah dokumen yang memuat pendapatan, belani4 dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran'

Di dalam Permendagri RI Nomor 59 tahun 2007 yang harus menyusun DPA

adatah SKPD dan PPKD' Rancangan DPA-SKPD memuat tahun anggaran'

identitas organisasi, program dan kegiatan, sasaran yang hendak dicapai'

anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebu! dan rencana

penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan'
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4.? Tiniiruan i-lmarx

Setelah dilakukannya pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah

dan DPRD dan disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah

TAPD selaku penanggung iawab penyusunan anggaran daerah, membuat

surat edaran atau pemberitahuan kepada setiap SKpD, untuk menyusun

DPA SKPD.

6.3 ?injauan Khus*s

Secara khusus bab ini akan membahas dan menguraikan permasalahan

secara teknis, terkait dengan penyusunan DPA SKPD dan anggaran kas

Pemda Antara lain:

1. Gambaran umum

2. Penyusunan DPA

3. Penyusunan DPA SKPD.

4. Penyusunan DPA PPKD.

5. Anggaran kas Pemda,

6.4 tr(egiatan Bela!ar

A. GAMBARAN UMUM

1. PENT'USUNAN DPA

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh Kepala

Daerahsesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, dijadikan
sebagaidasar penJrusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keria
Perangkat Daerah (DPA-SKPD]. Penyusunan rancangan DpA pada dasarnya

bertuiuan untuk memberikan tuntunan dan panduan tentang tata cara yang

harus diperhatikan dalam menyusun dokumen sebagai dasar pelaksanaan

anggaran.
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Sebagaimana diatur di dalam Permendagri Rl no. 13 tahun 2006, Paling

lama 3 ftiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan,

PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun

rancangan DPA SKPD. Pemberitahuan disampaikan melalui surat edaran

secara resmi untuk segera ditindaklaniuti.

2. PEN}'USUNAN BPA SKPD

Kepala SKPD menyiapkan dokumen rancangan DPA-SKPD dan

disampaikan kepada PPKD paling lama 6 hari kerja terhitung sejak tanggal

surat edaran yang disampaikan oleh PPKD. Dokumen yang disampaikan

terdiri dari:

1. DPA-SKPD (Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belania dan

Pembiayaan Satuan Keria Perangkat Daerah)

2. DPA-SKPD 1 (Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat

DaerahJ

3. DPA-SI{PD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan

Keria Perangkat Daerah]

4. DPA-SKPD 2.2 [Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanla Langsung

menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat DaerahJ

5. DPA-SKPD 2.2.1 (Rincian Anggaran Belania langsung menurut

Programdan Per Kegiatan Satuan Keria Perangkat DaerahJ.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPADJ melakukan verifikasi

rancangan DPA SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lambat
15 flima belasJ hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah

tentang penjabaran APBD. Dari hasil verifikasi tersebut, PPKD mengesahkan

rancangan DPA-SKPD dengan mendapat persetuiuan dari sekretaris daerah.

DPA-SKPD yang telah disahkan tersebut disampaikan kepada kepala SKPD,

satuan kerja pengawasan daera[ dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-

lambatnya 7 ftuiuh) hari kerja seiak tanggal disahkan. Dengan demikian DPA-

SKPD tersebut telah dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran

oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Adapun keterkaitan dan tata cara pengisian formulir DPA SKPD tersebut

di atas adalah sebagai berikut:

211



IIoDUL L.lArA KL,irair F!{P IPDN

Tabel:6.1.
Formulir DPA-SKPD

Sumber: Permendagri nomor 13 Tahun 2006.
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Rin gkasan Dokumen Pelaksanaan Angga.an
Sat!an Kerja Perangkat Daerah

Tahun Anggaran ..,. Formulir
DPA - SKPD

Provrnsi/Kabupateo/Kota
Tahun AngqaGfi....,

UrLrsan Pemerintahan i x.xx

O'lan'sasr :x.{,(.>c1 ..

Kode
Rekeninq ur.ian .turnlah

I 3

surplus/ [Defisit]

Rencana 9elakrana!n A.iggiaian
Satuan Kerla Perdnokat Daerah ter triwulan

No Ulaian
Tdwutan

ffi
6

1 | Peno3paldn

2.1 i Beianja tidak lanqsunq

2.2 i Belanid langsung

3.1 i Penedfiaan P€fltiavaEn

3.2 PenqeluaranPembByaan

....-...,tanggal-.....---..

t4enfetujui

Seketaris Daerah,

(tanda tdnqdn)

IlEra]e!Lkld
litP_
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Cara Pengisian Formulir DPA-SKPD

Sumber data formulir DPA SKPD diperoleh dari peringkasan jumlah

pendapatan menurut kelompok dan ienis pendapatan yang diisi

dalam formulir DPA SKPD 1, iumlah belanla tidak langsung menurut

kelompok dan ienis belanja yang diisi dalam formulir DPA SKPD Z 1' dan

penggabungan dari seluruh iumlah kelompok dan lenis belanja langsung

yang diisi dalam setiap formulir DPA SKPD 2.2.1'

Khusus Satuan Keria Pengelola Keuangan Daerah pada formulir DPA

SKPD setelah surplus dan defisit anggaran diuraikan kembali ringkasan

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum

dalam formulir DPA SKPD 6.

1. Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/

Kota.

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan'

3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomorkode urusan pemerintahan

daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama

satuankeria pe rangkat daerah

5. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan nomor kode rekening

pendapatan/nomor kode rekening belania/nomor kode rekening

pembiayaan. Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan

dimulai dari kode rekening anggaran pendapatan/belania/

pembiayaan, Ciikuti dengan masing masing kode rekening kelompok

pendapatan/belania/pembiayaan dan diakhiri dengan kode

rekening j enis pendapatan/belania/pembiayaan'

6. Kolom 2 furaianJ, diisi dengan uraian pendapatan/belanjal

pembiayaan.

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian

pendapatan, selanlutnya diikuti dengan uraian kelompok

dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian ienis
pendapatan yang dipungut atau diterima olehsatuan keria

perangkat daerah.

b. Untuk belanla diawall dengan pencantuman uraian belania,

selaniutnya uraian belanja diketompokkan ke dalam belanja

tidak langsung dan belanja langsung'
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c. Dalam kelompok belanja tidak langsung diuraikan jenis_ienis
belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DpA
SKPD 2.1. Dalam kelompok belanja langsung diuraikan ienis_jenis belania sesuai dengan yang terrantum dalam formulir DpA
SKPD 2.2.1.

7. Kolom 3 fiumlahJ diisi dengan jumlah menurut kelompok menurut
jenis pendapatan dan belan;a

8. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan
Iebih besar dari iumlah anggaran belanja

9. Defisit diisi apabila iumlah anggaran pendapatan diperkirakan
lebih kecil dari iumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda
kurung.

10. Rencana pelaksanaan anggamn sannn keria perangkat daerah per
triwulan diisi sebagai berikut:

a, Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat
dipungut atau diterima setiap Filvulan selama satu tahun
anggaran lang direncanakan

b. Baris belanfa tidak langsung diisi dengan jumlah belanja tidak
Iangsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama satu tahun
anggaran yang direncanal<an

c. Baris belanja langsung diisi dengan jumlah belania langsung
yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan setiap
triwulan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Kolom 7
fumlah) diisi dengan penjumlahan dari jumlah pada kolom 3,
kolom4, kolom S dan kolom 6.

d. Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan fiwulan IV
harus disesuailon dengan rencana kegiatan berdasarkan iadwal
pelaksanaan kegiatan. OIeh karcna itu tidakdibenarkanpengisian
jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah yang
direncanakan dalam satu tahun anggaian t(ealflrrasian data
pelaksanaan anggacrn per triwulan sangatdibutuhkan unark
p€nyusunan anggar:ln kas dan mengendalikan likuiditas kas
Umum Daerah serta penerbitan SpD.

11. Formulir DPA- SKPD ditandatangani oteh sekretaris daerah dengan
mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
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Tabel:6.2.
Formulir DPA-SKPD 1"

Sumberl Permendagri 13 Tahun 2006'
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DOKUT'lEN PELAKSANMN ANGGARAN
SATUAN KER]A PERANGKAT DAERAH

NOI'IOR DPA SKPD Formulir
DPA .

SKPO 100 t00t 4

Provinsi/Kabupaten/Kota . .-.
Tahun Anggaran --,..

Urusan Pemerintahan

Organisasi

x.)q

x,ti{.to{ --. .--.---- -,.-,,,

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Satuan (eda lglqn-S!G! lleleh

Kode
Rekenhg

Uraian
Rincian Penghitungan Jumlah

Volume Satutn ftnfl
Hetoa

I s 6=3as

Jumlah

Rencana PendaDatan Der Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan Itl
Tdwulan lv

Jumlah

Rp .-.........-.-....

Rp -................
Rp.................

Rp..................

........tanggat.---.:.
HerEeaahkan,

PeFbat Pengeloh Keuangan Daeran

(tanda ta.1gan)

rnama lenqkao)

NIP.
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Cara pengisian DpA-SKpD 1:

1. Nomor DPA SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi SKpD diisi dengan 00 sertas nomor kode
anggaran pendapatan diisi dengan kode 1.

2. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/
kota.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
4. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang ditaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKpD.

5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
satuankerja perangkat daerah

6. Kolom l kode rekening diisi dengan kode rekening kelompok, jenis,
objek, rincian objek pendapatan satuan kerja perangkat daerah.

7. Kolom 2 furaian) diisi dengan uraian nama kelompolq jeniq obyek
dan rincian obyek pendapatan.

8. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek
pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan
bermotoq jumlah Iiter bahanbakar kendaraan bermoto4,umlah
tingkat hunian hotel, jumtah penguniung restoran, jumlah kepala
keluarga, jumlah pasien, iumlah pengunjung, lumiah kendaraan
yang memanfaatkan lahan parkit, iumlah bibitperikanan,/
pertanian/peternakan/kehutanan/perkebunan, jumlah
limbahyang diuii. jumlah kios/los/kakilima, jumlah pemakaian/
penggunaan saranaolahraga/gedung/gudang/lahan milik
pemda, jumlah unit barang be kas milik pemerintah daerah yang
dijual, jumlah uang yang ditempatlan pida bank tertentu dalam
bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau
diinvestasikan.

9. Kolom 4 [satuan] diisi dengan satuan hitung dari target rincian
obyek yang direncananakan seperti uni! wakturijamr/hari/bulan/
tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

10. Kolom 5 (tarif/hargaj diisi dengan tarif paiak/retribusi atau harga/
nilai satuan Iainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga,
persentase bagian laba, atau harga atas peniualan barang milik
daerah yang tidak dipisahkan.
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11. Kolom 6 [lumlahJ diisi dengan jumlah pendapatanyang direncanakan

menurut kelompok, jenis, objek, rincian obiek pendapaan' fumlah

pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan

hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5. 6

12. Rencana Pendapatan per triwulan diisi dengan iumlah pendapatan

yang dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama tahun

anggaran yang direncanakan' Pengisian setiap triwulan harus

disesuaikan dengan rencana yang dapatdipungut atau diterima'

Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan

dengan cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam

satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per

triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan

mengendalikan likuiditas kas Umum Daerah serta penerbitan SPD'

13. Formulir DPA SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun

formulir DPA SKPD.

Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir

DPA SKPD 1, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan

kerja pengelola keuangan daerah.

Formulir DPA SKPD l ditandatangani oleh Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor

induk pegawai.

- Cara Pengisian Formulir DPA'SKPD 2.1:

1. Nomor DPA SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,

nomor kode Organisasi SKPD nomor kode program diisi dengan

kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00, nomor kode

anggaran belanjadiisi dengan kode 5 sertA nomor kode kelompok

belania tidak langsung diisi dengan kode 1.

2. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/

kota.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan'

4. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomorkode urusanpemerintahan

daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

5. Organisasi diisi dengan nomor kode SKPD dan nama satuan keria

perangkat daerah
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7.

Tabet 6.3.:
Formulir DPA-SKpD 2.1

Kolom 1 ftode rekening] diisi dengan dengan nomor kode rekening
kelompok/lenis/objek /rincian objek belafa tidak langsung.
Kolom 2 (uraian] diisi dengan nama kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek belanla tidak langsung.
Kolom 3 fvolume] diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/
pegawai dan barans

DOKUI,|EH PELAKSAI{AAN AHGGARAN SATUAN
KER'A PERAT{GKAT DAEMH

Rlncian Dokumen pelaksanaan A.99aran
I roaK Langsung Satrran Kerja perangkat Daerah

........,bn99at.,_....-..,
Meflgesdhkan,

Pe.,abat Pengelola Keuar€an Oaerah

(fdhda tang6n)

fnama le'1okaol

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
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9. Kolom 4 [satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian

11.

obyek yang direncanakan seperti uni! waktu/iam/hari/bulan/
tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya-

Kolom 5 fharga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,

harga, tingkat suku bunga, nilai kurs'

Kolcm 6 fteL jumlah/volumeJ diisi dengan keterangan jumlah/

volume seperti orang per hari [org/hr], orang per bulan (org/blnl,

orang per ahun (org/th), buah per hari [bh/hrJ, unit per tahun

(unit/thJ dan sebagainYa

I(olom 7 ffumlah] diisi dengan iumlah perkalian antara volume

dengan harga satuan. Setiap iumlah uraian rincian obyek dii umlahkan

menjadi iumlah rincian obyek belania. Setiap iumlah rincian obyek

pada masing-masing obyek belania selanjutnya dii umlahkan meniadi

obyek belanj a berkenaan.

Setiap obyek belanja pada masing-masing ienis belania kemudian

diiumlahkan menjadi lumlah ienis belanja.

13. Baris Jumlah diisi dengan peniumlahan dari seluruh jenis belania

kolonr 7 yang merupakan jumlah kelompok belania tidak langsung

yang dituangkan dalam formulir RKA- SKPD 2'114.

14. Rencana penarikan dana belanla tidak langsung setiap fiwulan
selama tahun anggacm yang direncanakan, diisi dengan iumlah
yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan. Oleh karena itu tidak

dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi

4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggara[

Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat

dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan

likuidias kas Umum Daerah serta penerbitan SPD.

15. Formullr DPA- SKPD 2.1 merupakan input data untuk menyusun

Formulir DPA SKP D.

16. Apabila Formulir DPA- SKPD 2.1 lebih dari satu halaman setiap

halaman diberi nomor urut halaman.

17. Tanggal, bulan, tahun dilsi berdasarkan pembuatan DPA- SKPD 2.1.

18. Formulir DPA- SKPD 2.1 ditandatangani oleh Peiabat Pengelola

Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama Iengkap dan NIP

yang bersangkutan.

10.

12.
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Tabel 6.4.
Formulir DPA-SKPD 2.2

Sulnber: Permendagri nomor 13 tahun 2006
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DOKUMETI PELAKSANAAN ANGGARAH
SATUAH KERJA PERAIIGKAT DAERAH form|tlir

DPA. SKPD
2.2

Urusan Pemerintahan : x.)o(

Organisasi ; x.F(,fi

Rekapitulasi Belanja langsung B€rdasarkan program dan Kegiatan

Kode
Prog13m/
Kegiatan

UraiEn Lokasi
Keglitan

T.ri€t
10ll.4'

(xlrltdt {fl
Sumber

dana

Triwutan I--t-t-- r--l ltrmtah
I I II INIIry I

I 6 a I !0 11!t+l+9.;1q

X€ldabn ....

Xegint n,,..

dEr....

rG$.t n.,..

Jumlah

' ........,bfgSa1....,,....,

l'leng€sahkrn,
Petsbat PerEelola KeuarEan Daerah

(bnda bngBn)

(na.na l€flokao)
flIP.
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Cara Pengisian Formulir DPA-SKPD 2'2

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/

kota.

Z. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan'

3.UrusanPemerintahandiisidengannomorkodeurusanpemerintahan
daerahdannamaurusanpemerintahandaerahyangdilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD'

4. Organisasi SI(PD diisi dengan nomor kode SKPD dan nama satuan

kerja Perangkat daerah

5. Kolom 1 ftode program/kegiatanl diisi dengan nomor kode

program.

6. Kolom 2 ftode program/kegiatan) diisi dengan nomor kode

kegiatan.

7. Kolom 3 (uraian) diisi dengan nama program yang diikuti selaniumya

dengan nama masin5masing kegiatan untuk mendukung

terlaksananYa Pro gram dimaksud'

8. Kolom 4 (lokasi kegiatan] diisi dengan nama tempat atau lokasi

dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan' Tempat atau lokasi

dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatarl

9. Kolom 5 (target kinerial diisi dengan target kineria program dan

kegiatan Yang akan dilaksanakan

10. Kolom 6 [sumber danal diisi dengan jenis sumber dana [PAD' bagi

hasil, DAU, DAK lainlain pendapatan yang sah untuk mendanai

pelaksanaan pro gram dan kegiatan yang direncanakan' Catatan untuk

kolom ini diisi oleh tim anggaran pemerintah daerah' kecuali apabila

pendanaan untuk program tegiatan tersebut sumber dananya sudah

pasti, seperti DAK, pinlaman daerah' dana darurat' bantuan khusus

yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan

11. fumlah per triwulan diisi sebagai berikut

". Kolo* 7 diisi dengan iumlah belania langsung yang dibutuhl<an

untuk mendanai program dan kegiatan triwulan I dalam tahun

anggaran Yan g direncanakan'

b. Kolom I diisi dengan iumlah belania langsung yang dibutuhkan

untuk mendanai program dan kegiatan tr-iwulan Ii dalam tahun

anggaran Yang direncanakan'
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c. Kolom 9 diisi dengan jumlah betanja langsung yang dibutuhkan
untuk mendanai program dan kegiatan triwulan III dalam tahun
anggaran yang direncanakan.

d. Kolom 10 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan
untuk mendanai program dan kegiatan triwulan IV dalam tahun
anggaran yang direncanakan.

Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV
harus disesuaikan dengan rencana kegiatan ling ,uny"t"ny
berdasarkan jadwat pelaksanaan kegiatan. Oleh karena iiu tidak
dibenarkan pengisian kolom triwulan dengan cara membagi 4
dari setiap jumlah yang direncanakan dalamlatu tahun anggaran.
Hal tersebut mengingat keakurasian data pelaksanaan anggaran
per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas
sebagai dasar pengendalian likuiditas Kas Umum Dl"erah dan
penerbitan SPD.

Kolom 11 fiumlahl diisi dengan hasil penjumlahan kolom 7, kolom g,
kolom 9 dan kolom 10.

Formulir DPA-SKPD 2.2. ditandatangani oleh pejabat pengelola
Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan NIp
yang bersangkutan.

'Cara Pengisian Formulir DPA-SKpD 2.2,1
1. Nomor DPA SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,

nomor kode organisasi, nomor kode program diisi dengan kode
program dan nomorkode kegiatan diisi dengan nomorkode kegiatan,
nomor kode anggaran beranla diisi dengan kode 5 serta nomor kode
kelompok belania lansung diisi dengan kode 2.

2. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/
kota.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
4. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomorkode urusan pemerintahan

daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKpD.

5. Organisasi diisi dengan nomor kode SKpD dan nama satuan kerja
perangkat daerah
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Tabel 6.5.:
Formulir DPA-SKPD 2.2. 1

PROVT ST/KABUPATEH/ KOTA *).,,.,..

DOKUI-IET{ PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD}

TA}IUN ANGGARAH ...,......

BETANJA LANGSUNG

NODPASKPD : D( u .Dl 5 2

URUSA'{ PEMERIHTAHAI{

ORGA ISASI

PROGRAM

KEGIATAT{

IOXASI KEGIATAII

SUI.IBER DANA

IUMI.AH ATIGGARATI

TERAILANG

:x.E
: LU,U
: x.g.r*n
. x.tqrF(rgrx'x

:Rp

PENGGUNA AI{GGARAIU
IOASA PEI{GGUIIA AHGGARAN '

HAI,iA

HIP

'AEATAT{
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DOKUMEN PELAKSAI{AAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAEMH

IIOI'{OR DPA SKPD
FORlIULIR
DPA.
SKPD
2.2.L

x.u g E g 5

Provinsi/Kabupaten/Kota -.-..

Tahun Anqoarafl ...,..

Urusan Pernerintahan

Wakt! pelaksanann

Lokasl L€qlatan _

Indlkatbr & Tolok Ukrrr Klnetja Belan a L.angsung

lndikator ' Tolok Ukur Klnerla Targei Xlncrra

CaDaian hoqram
14asukan
KeluarE n

Hasil

Rinclan Dokumen Pelaksanaan anggaran S'clanJa Langsung
Proqram dan Per l(€siabn Satuan t(edelu4lg@Lqg9lqE-

l(ode
Rek€nlng

ulaian
Rlndan P€nghttungtn

Jumlah
(RD)

1 3 4 5 6=3r5

tsmlah
Rencana Penarikan Dana Der Tri$/ulan

Tdwulan I
Triwuian II
Triwulan III
Triwulan IV

Rp ..................
Rp.,................
Rp -...-..,..........
Rp ...-..-----.......
Rt --..,...........-.

.,..,...,tan99a1,.........'
Merqesahkan,

Pelabt Peigdola KeuangEn Dasnh

(tanda bngan)

anama lenokao't
NIP. 

-

.uoDL-r tr1ar^ KuLraH FtrIP IPDN

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

6. Baris kolom program diisi dengan kode program dan nama program

dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen

kebifakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan

atau keglatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan keria

perangkat daerah untuk mencapaisasaran dan tuiuan kegiatan yang

ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.
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7. Baris kolom kegiatan diisi dengan kode kegiatan dan nama kegiatan
yang akan dilaksanakan.

L Baris kolom waktu pelaksanaan diisi dengan tanggal bulan dan
tahunkegiatan yang akan dilaksanakan.

9. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat
dari setiapkegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat
dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.

10. Baris kolom sumber dana diisi dengan ienis sumber dana [PAD, bagi
hasil, DAU, DAK lain{ain pendapatan yang sahJ untuk mendanai
pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Catatan
untuk baris kolom inidiisi oleh tim anggaran pemerintah daerall
kecuali apabila pendanaan untuk program kegiatan tersebutsumber
dananya sudah pasti, seperti DAK pinjaman daerah, dana darurat,
bantuan khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dapat diisi langsung oleh satuan
kerja perangkat daerah-

11. Kolom tolok ukur kineria diisi dengan tolok ukur kineria dari setiap
masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, iumlah jam kerja,
jumlah peralatan/telcrologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan
keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Tolok ukur kinerja dari setiap keluaran diisi dengan jumlah keluaran
yang akan dihasilkan dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Tolok ukur kinerja hasil diisi dengan manfaat yang akan diterima
pada masa yang akan datang.

12. Kolom target kineria diisi dengan tingkat prestasi kerja yang dapat
Diukur pencapaiannya atas capaian program, masukan, keluaran
dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur kinerja

13. Kolom 1 ftode rekeningJ diisi dengan nomor kode rekening
kelompok, ienis, ob.ie[ rincian objek belanja langsung.

14. Kolom 2 furaianJ diisi dengan uraian nama kelompok, ienis, obyek
dan rincian obyek belanfa langsung.

15. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa lumlah orang/
pegawai dan barang

16. Kolom 4 (satuanJ diisi dengan satuan hitung dari target rincian
obyek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/
tahun, ukuran berat, ukuran luag ukuran isi dan sebagainya-
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Kolom 5 [harga satuan] diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

Kolom 6 ftet. jumlah/volumeJ diisi dengan keterangan jumlah/
volume seperti orang per ira.{JorC/hr), orang per bulan [org/bln),
omng per tahun (org/thl,-buah per hari (bh/hrl, unit per tahun
funit/th) dan sebagdinya.

Kolom 7 fiumlah) diisi dengan lumlah perkalian antara jumlah
vblume dan harga satuan.

Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi iumlah
rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-
masing obyek belania selaniutnya diiumlahkan menjadi obyek
belania berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-masing
jenis belanja kemudian diiumlahkan menjadi jumlah jenis belania.
Penjumlahan dari seluruh ienis belanja merupakan jumlah
kelompok belania langsung yang dituangkan dalam formulir DpA-
SKPD 2.2.1.

Rencana penarikan dana belanja langsung setiap triwulan selama
tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah yang
disesuaikan dengan rencana kebutuhan mendanai pelaksanaan
kegiaEn. Oleh karena itu tidakdibenarkan pengisian jumlah setiap
triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan
dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran
per Fiwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas
dan mengendalikan likuiditas kas Umum Daerah sertapenerbitan
SPD.

Formulir DPA- SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun
formulir DPA SKPD dan formulir DPA- SKPD Z.Z.

22. Apabila Formulir DPA- SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman setiap
halaman diberi nomor urut halaman.

Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DpA- SKpD 2.2.1.

Formulir DPA- SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh pe.iabat pengelola

Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor
induk pegawai yang bersangkutan.
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3. PENYUSUNAN DPA PPKD

Penyusunan DPA PPKD dimaksudkan untuk menampung pelaksanaan

anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak dikelola atau
dianggarkan di SKPD.

penerimaan dan pengeluaran tersebut meliputi:

1. penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari
danaperimbangan dan pendapatan hibah;

2. Belania bunga, belanja subsidi, belaniahibah, belania bantuan sosial,

belanja bagi hasil belanla bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga;

3. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Formulir yang digunakan untuk mencatat pelaksanaan anggaran daerah
tersebut adalah sebami berikut:

Tabel 6.6:
Daftar Kode Formulir Pelaksanaan Anooaran

DPA PPKD Ringkasan Dokumen Pelakanaan
Arggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah

DPA.PPKD I funcian Dokumen Pelaksalaan
Aflggaran Pendapatan
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

DPA-PPKD 2,I. Riflcian Dokumen , Pelaksanaan
Arggarar Bela[ja Tidak Langsung
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

DPA-PPKD 3.I Rincian penerimaan Pembiayaan
Daerah

DPA-PPKD ].2. funcial Pengeluaran P€mbiayaan
Daerah

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
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Tabel 6.7.:
Formulir DPA-PPKD

-- Cara P€ngisian Ringkasan DPA-PPKD

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Kolom 1 [kode rekening), diisi dengan nomor kode rekening

pendapatan nomor kode rekening belania nomor kode rekening

pembiayaan.

Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari

kode rekening anggaran pendapatan/belanja/pembiayaan, diikuti

RinBkasan Dokumen Pelaksanaan AngBaran

Peiabat Pengelola Keuangan Daerah

Formulir

DPA- PPKD

Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun AngBaran

Kode Rekening U ra ian Jumlah

1 2 3

surplus/Defisit

Pembiayaan Ne to

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Peiabat Pengelola Keuangan Daerah Per Triwulan

NO Uraian Triwulan
I ltl Jumlah

1 z 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 Pendapatan

Belania Tidak Lanesuns

1.1 Penerimaan Pembi?yaan

1t Peneelu€ran Pembiavaan

Ta nggal

5ekretaris Daerah

ttd
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dengan masing-masing kode rekening kelompok pendapatan/

belanja/pembiayaan dandiakhiri dengan kode rekening ienis
pendapatan/belanj a/pembiayaan

Kolom 2 [uraian], diisi dengan uraian pendapatan lbelania/
pembiayaan.

a Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan,

selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian
kelompokdiikuti dengan uraian ienis pendapaan yang dipungut

atau diterima olehsatuan keria perangkat daerah.

b. Untuk belania diawali dengan pencantuman uraian belania,

selaniutnya uraian belania dikelompokkan ke dalam belania

tidak langsung dan belanja langsung.

Dalam kelompok belania tidak langsung diuraikan jenis-ienis

belaniasesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA-

PPKD 2.1.

Dalam kelompok belania langsung diuraikan jenis-jenis belanja

sesuai dengan yang tercantrm dalam formulir DPA-PPKD 2.2.1.

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan, selaniutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke

dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis-jenis

penerimaan sesuai dengan 1rang tercantum dalam formulir DPA-

PPKD 3.1.

Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan jenis-ienis

pengeluaran sesuai denga.n yang tercantum dalam formulir
DPA-PPKD 3.2.

Kolom 3 fiumlah] diisi dengan jumlah menurut kelompok menurut
jenis pendapatan dan belania.

Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan
lebih besar dari anggaran belanja.

Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih
kecil dari iumlah anggaran belanj4 dan ditulis dalam tanda kurung.

Kode rekening uraian dan jumlah penerimaan atau pengeluaran
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 diisi menurut
kelompok, jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
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Selanjutnya pada baris uraian pembiayaan netto menlr4ngkan
selisih antara iumlah penerimaan pembiayaan dengan iumlah
pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam kolom 3.

Rencana pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah per
triwulan diisi sebagai berikut:

a. Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat
dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun
anggaran yang direncanakan,

b. Baris belania tidak langsung diisi dengan jumlah belania tidak
langsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama satu tahun
anggaran yang direncanakan.

c. Baris belania }angsung diisi dengan iumlah belania langsung
yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan setiap
triwulan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

d. Baris penerimaan pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan
yang direncanakan dapat diterima setiap triwulan selama satu
tahun anggaran.

e. Baris pengeluaranpembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan
yang akan dikeluarkan setiap triwulan selama satu tahun
anggaran.

Kolom 7 fjumlah] diisi dengan peniumlahan dari jumlah pada
kolom 3, kolom4, kolom 5 dan kolom 6.

Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan lV
harus disesuaikan dengan rencana kegiatan berdasarkan jadwal
pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian

lumlah setiap Fiwulan dengan cara membagi empat dari jumlah
yang direncanakan dalam satutahun anggaran. Keakurasian data
pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk
penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas kas umum
daerah serta penerbitan SPD.

Formulir ini ditandatangani oleh Sekda dengan mencantumkan
nama lengkap dan NIP.

9.

10.

7t.
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T€bel 6.8.
Formulir DPA-PPKD 1

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

- Cara pengisian formulir DPA-PPKD 1

Selaniutnya, kolom-kolom dalam dokumen diisi dengan keterangan
sebagai berikut:

1. Nomor DPA-PPKD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,

nomor kode organisasi, nomor kode program diisi dengan kode 00

dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode
anggaran pendapatan diisi dengan kode 4.

2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/
Kabupaten/Kota.

Dokumen Pelaksanaan AnBgaran Satuan Keria

Perangkat Daerah

Nomor DPA SKPD Formulir

DPA PPKD 1Xxxl xx I xx XXI XX XX

Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Angga.an

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
pendapatan Peiabat Pengelola Keuangan 0aetah

Kode Rekening lJraian Rincian Penehitufiean lumlah (Rp)

Volume Satuan HafBa Satuan

I z 3 5 5= 3x5
Xl xx XX xx lx
x: lx XX xx

xl

X: xx XX

xl XX xx xx

.lumlah

Rencana Pendapatan Per TriwlJlan

Triwulan I Rp-.......---....-..-.....-........Tan99a1.........-....-.......

Trwulan ll Rp.. ...-.....-.................... Mengesahkan

Triwulan lll Rp,.....--....-........-.......... Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

T.iwulan lV Rp..-.---....-.-.-....--...........

Jumlah Rp. --.,....--........-....,.-.....
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:. finun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang dirbncanakan.
4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompolq

jenis, objelq rincian 0bjek pendapatan ppKD.

5. Kolom 2 [uraianJ diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objelg
dan rincian obiek pendapatan.

6. Kolom 3 fvolume] diisi dengan iumlah target dari rincian objek
pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotol
jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, iumlah tingkat hunian
hotel, jumlah pengunjung restoran, iumlah kepaia keluarga, iumlah
pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan
lahan parki4 iumlah bibit perikanan/pertanian/peternakan/
kehutanan/perkebunan, iumlah limbah yang diuii, lumlah kios/os/
kaki lima, iumlah pemakaian/penggunaan sarana olahraga/gedung/
lahan milik pemda, iumlah unit barang be kas milik pemdayang diiual,
jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk
tabungan atau giro, jumlah modalyang disertakan atau diinvestasikan.

7. Kolom 4 [satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian
objek yang direncanakan seperti unit, waktu/iam/hari/bulan/
tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

E. Kolom 5 ftarif/hargal diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/
nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga,
persentase bagian laba, atau harga atas peniualan barang milik
daerah yang tidak dipisahkan.

9. Kolom 6 (iumlahl diisi denganlumlah pendapatanyang direncanakan
menurut kelompok, jenis, objel(, rincian objek pendapatan. fumlah
pendapatan dari setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan
hasil perkalian kolom 3 dengan kolom S.

10, Rencana pendapatan per triwulan diisi dengan jumlah pendapatan
yang dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama tahun
anggaran yang direncanakan.

11. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan rencana Jrang
dapat dipungut atau diterima. Oleh karena itu tidak dibenarkan
pengisian jumlah setiap tri\^/ulan dengan cara membagi 4 dari
iumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian
data pelaksanaan angqaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk
pen)rusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas kas Umum
Daerah serta penerbitan SpD.
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12. Formulir DPA-PPKDI merupakan input data untuk menyusun

formulir DPAPPKD.

13. Nama ibukota bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir
DPAPPKD 1, dengan mencantumkan nama iabatan Kepala SKPKD.

Tabel 6.9.
Formulir DPA-PPKD 2.1

- Cara p€ngisian formulir DPA-PPKD 2.1:

1. Nomor DPA-PPKD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomorkode organisasi PPKD, nomorkode program diisi dengan kode
00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode

anggaran belania diisi dengan kode 5 serta nomor kode kelompok

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Provi nsi/Ka bu paten/Kota

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Belanja Tidak Lan8sung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Jumlah (Rp)

XX XX XX XX

Xx xx xx xx xx

Xx xx xx xx xx

Xx xx xx xx xx

Xx xx xx xx xx

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp........................,........Tan99a1. .....................

Trwulan ll Rp. . ......................,....-., Mengesahkan

Triwulan lll Rp,... Pejabat PenEelola Keuangan Daerah

Triwulan lV Rp....-..-.........................

Jumlah Rp. ----...-.-*..-...........
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belanja tidak langsung diisi dengan kode L.

2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama provinsi/
Kabupaten/Kota.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
4. Kolom 1 fkode rekening) diisi dengan kode rekening kelompolq

jenis, objek, rincian objek belanja tidak langsung.

5. Kolom 2 (uraianJ diisi dengan nama kelompok, jenis, obiek, dan
rincian objek belanja tidak langsung.

6. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/
pegawai atau barang.

7. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian
objek yang direncanakan seperti unit, waktu/iam/hari/bulan/
tahun, ukuran beral ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

8. Kolom 5 fharga satuanJ diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

9. Kolom 6 (jumlahj diisi dengan lumlah perkalian antara jumlah
volume dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap jumlah
uraian rincian objek dijumlahkan meniadi jumlah rincian objek
belania. Setiap jumlah rincian obiek pada masing-masing objek
belanja selaniutnya di.jumlahkan menjadi objek belanja berkenaan.
Setiap obiek belania pada masing-masing jenis belania kemudian
di.jumlahkan menjadi iumlah ienis belanja.

10. Rencana penarikan dana belanfa tidak langsung setiap triwulan' selamaselama tahun anggamn yang direncanakan, diisi dengan
iumlah yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan. Oleh karena
itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan
cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu
tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per
triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kasdan
mengendalikan likuiditas kas Umum Daerah serta penerbitan SpD.

11. Formu]ir DPA-PPKD 2.1 merupakan input data untuk menyusun
Formulir DPA- PPKD.

12. Formulir DPA-PPKD 2.1 dapatdiperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
13. Apabila Formulir DpA-ppKD 2.1 lebih dari saru halaman setiap

halaman diberi nomor urut halaman.
14. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DpA_ppKD 2.1.
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T, abel 6.10.
Formulir DPA-PPKD 3.1

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2005.

- cara pengtsian formulir DPA-PPKD 3.1

Nomor DPA-PPKD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,

nomor kode organisasi PPKD, nomor kode program diisi dengan

kode 00 dan nomorkode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor
kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode

kelompok penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1.

Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/
kabupaten/kota.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

Dokumen Pelaksanaan Anggarao Satuan Kerja

Pejabat Pengeloia Keuangan Daerah

xx xx xx xx

Xx xx xx xx xx

Xx xx xx xx xx

Xx xx xx xx xx

Xx xx xx xx xx

Jumlah Penerimaan

Rencana Penerimaan per Triwulan

Triwulan I Rp. ............,...................Tan99a1.....--.--............

Triwulan lll Rp,

Triwulan lV Rp.......--......................-.

lumlah Rp- .---..-,.,-...................- ttd
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5.

Kolom 1 (kode rekeningJ diisi dengan nomor kode rekening akun
atau kelompok atau ienis atau objek atau rincian objek penerimaan
pembiayaan.

Kolom 2 furaianJ diisi dengan nama kelompo\ ienis, obielg dan
rincian Obiek penerimaan pembiayaan.

Kolom 3 (jumlahl diisi dengan jumlah ienis penerimaan
pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari
seluruh obiek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis
penerimaan pembiayaan bersangkutan. fumlah obiek penerimaan
merupakan penjumlahan dari seluruh rincian obiek penerimaan
pembiayaan yang termasuk dalam objek penerimaan pembiayaan
bersangkutan.

Baris ;umlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahaan
seluruh jenis penerimaan pembiayaan.

Rencana penerimaan per triwulan diisi dengan lumlah penerimaan
pembiayaan yang diterima setiap triwulan selama tahun anggaran
yang direncanakan. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan
dengan rencana penerimaan pembiayaan. Oleh karena itu tidak
dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi
4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.
Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat
dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas danmengendalikan
likuiditas kas Umum Daerah serta penerbitan SpD.

Formulir DPA-PPKD 3.1 merupakan input data untuk menyusun
formulir DPA-PPKD dan dapat diperbanyak sesuai dengan
kebutuhan. Apabila formulir DpA-ppKD 3.1 lebih dari satu halaman,
setiap halaman diberi nomor urut halaman. Tanggal, bulan, tahun
diisi berdasarkan pembuatan DpA-ppKD 3.1.

Formulir DPA PPKD 3.1. ditandatangani oleh pelabat Keuangan
Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan NIp yang
bersangkutan.

4.

B.

10.
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Tabel:6.11
4 Formulir DPA-PPKD 3.2.

Triwulan I Rp..............................-..Tanggal.........-.--.--..-..

Trwulan ll Rp. . .............................. Mengesahkan

Triwulan lll Rp, ......................--....-.. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

TriwulanlV Rp.--.--..-.....................-..

.lumlah Rp...-,-.-...- -.-.......... ttd

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

- Cara pengisian formulir DPA-PPKD 3'2

1. Nomor DPA-PPKD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,

nomor kode organisasi PPKD, nomor kode program diisi dengan

kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor
kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode

kelompok penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1.

2. Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/
kabupaten/kota
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja

Pejabat Pengelola Keuangan Daetah

Nomor DPA SKPD

Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening

xx xx xx xx

Xx xx xx xx xx

Xx xx xx xx xx

Xx xx xx xx

Xx xx xx xx

h Pengeluaran

Rencana Pengeluaran per Triwulan
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Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

Kolom 1 fkode rekeningJ diisi dengan nomor kode rekening akun
atau kelompok atau jenis atau obiek atau rincian obiek penerimaan
pembiayaan.

Kolom 2 (uraianJ diisi dengan nama kelompolg ienis, objek, dan
rincian objek penerimaan pembiayaan.

Kolom 3 fiumlahJ diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiaya.an
berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obiek
penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan
pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek penerimaan merupakan
penjumlahan dari seluruh rincian obiek penerimaan pembiayaan
yang termasuk dalam objek penerimaan pembiayaan bersangkutan.
Baris iumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh
jenis penerimaan pembiayaan.

Rencana penerimaan per triwulan diisi dengan iumlah penerimaan
pembiayaan yang diterima sefiap triwulan selama tahun anggaran
yang direncanakan. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan
dengan rencana penerimaan pembiayaan. Oleh karena itu tidak
dibenarkan pengisian iumlah setiap triwulan dengan cara membagi
4 dari iumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.
Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat
dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan
likuiditas kas Umum Daerah serta penerbitan SpD,

Formulir DPA-PPKD 3.1 merupakan input data untuk menyusun
fo rmulir DPA-PPKD dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

5.

10. Apabila formulir DPA-PPKD 3.1 lebih dari satu halaman, setiap
halaman diberi nomor urut halaman.

11. Tanggal, bulary tahun diisi berdasarkan pembuaran DpA-ppKD 3.2.

B. ANGGARAN KAS PEMDA

Anggaran kas adalah anggaran yang memerinci taksiran penerimaan dan
pengeluaran kas dalam suatu kurun waktu yang akan datang. pada umumnya
periodeanggarankasPemdaselamasetahunterhitung 1 fanuari- 31 Desemben
Esensi dari anggaran kas adalah merencanakan arus kas masuk dan keluar
sehingga dapat mendukung kelancaran operasional organisasi. Anggaran
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kas memuat informasi tentang rencana arus kas masuk dari pendapatan

dari sumber lain dan arus kas keluar untuk belania dan penggunaan lainnya.

Dengan demikian, estimasi atas arus masuk harus sesuai dengan estimasi

arus keluar sehingga tidak teriadi kelebihan kas dan kekurangan kas.

Penyusunan anggaran kas dipemerintah daerah pada dasarnyamengikuti

pedoman dan struktur organisasi yang berlaku di daerah tersebut karena

anggaran kas berhubungan erat dengan fungsi bendahara, yakni satuan yang

bertugas menerima, menyimpan, dan membayarkan uang maka pelaksana

fungsi tersebut [BUD) bertugas menyusun rencana aliran kas ke depan.

Tuluan penyusunan anggaran kas secara umum adalah untulc

1. Menyediakan dana bagi kebutuhan tansaksi secara harian.

2. Memanfaatkan kesempatan, terutama memperoleh pendapatan dari
bunga, dari kelebihan kas yang dimiliki.

3. Meningkatkan kontrol melalui bank dan mengurangi biaya transaksi

dengan melakukan sentralisasi.
4. Mengurangi mitigasi bank
5. Meningkatkan kualitas kontrol terhadap sumber informasi kas.

6. Meniaga likuiditas organisasi, terutama dalam hal pemenuhan

kewaiiban iangka pendek

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, anggaran kas

berfungsi untukmeniamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan, sehingga

pelaksanakan program/kegiatan akan terlaksana sesuai jadwal dan target
kinerja yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, anggaran kas menggambarkan

rencana penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran

[umumnya satu tahun, mulai 1 lanuari s.d. 31 Desember).

Pada pemerintahan daerah, Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran

kas SKPD berdasarkan rancangan DPA S KPD. Rancangan anggaran kastersebut

disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan

DPA SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas tersebut dilaksanakan

bersamaan dengan pembahasan DPA SKPD.

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas guna mengatur ketersediaan

dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan

rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah

disahkan. Anggaran kas dibuat oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah

(BUDJ dansKPD. karena SKPD merupakan bagian dari Pemda, maka agregasi

dari anggaran kas seluruh SKPD akan menjadi anggaran kas Pemda.
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C. SUMBER DAN PENGGUNAAN ANGGAMN KAS

Sumber anggaran kas antara lain:

a. penerimaan kas yang bersumber dari pendapaan daerah, antara
lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah;

b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah,
hasil peniualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan
pelunasan piutang; dan

c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimadn perhitungan
pihak keriga.

Sedangkan penggunaan kas diakibatkan oleh:
a. Belanja daerah;

b. Pengeluaran pembiayaan, antaru lain pembayaran pokok utang
penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman;
dan

c Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan
pihak ketiga.

D. MANAIEMEN KAS DAERAH

Di negara sedangberkembang, termasuk Indonesi4 manajemenkas daerah
tidak menjadi perhatian utama dalam manajemen keuangan daerah seperti
halnya penganggaran. Hal ini mungkin karena penganggaran bersinggungan
langsung dengan politik di pemerintahan, sementara manaiemen kas
merupakan peke4aan adminisfatif belaka yang dilakukan oleh pemda.

Selain itu ada anggapan bahwa manaiemen kas dapat dilakukan
apabila proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran sudah dilaksanakan.
Manaiemen kas daerah dengan sendirinya akan berjalan iika anggaran sudah
ditetapkan.

Manaiemen kas daerah didefinisikan sebagai strategi dan proses terkait
untuk mengelola aliran kas daerahjangka pendek dan saldo kas secara efektil
baik secara internal maupun dalam hubungan pemda dengan pihak luan

Manajemen kas daerah adalah praktik dan teknik yang dirancang
untuk mempercepat dan mengontrol penerimaan kas, menjamin keamanan
penerimaan, meningkatkan kontrol atas cara_cara pembayaran, dan
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menghilangkan saldo kas menganggur. Dalam rangka penyusunan anggaran

kas, satuan kerja perangkat daerah ISKPDJ waiib menyampaikan proyeksi

penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Kepala Satuan Keria

Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah' Selanjutnya

Bendahara Umum Daerah membuat strategi manaiemen kas dengan

menyusun perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. Penetapan

strategi ini dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk
menggunakan kelebihan kas.

Strategi manai emen kas yang dilaksanakan BIJD harus dapat memastikan :

1. Pernerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk

memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewaiiban

daerah; dan/atau Saldo kas di atas saldo kas minimal diamhkan

untuk mendapatkan manfaat yang oFtimal,

2. Manfaat lainnya dari penyusunan anggaran kas adalah disamping

berguna untuk process dan bacl< conti*oi tetapi yang tak kalah
pentingnya dapat digunakan sebagai forward confrol. Dengan

mengetahui lebih awal [sebelum pelaksanaan) kelebihan dana dari
jumlah kebutuhan dana maka seorang manaier keuangan [BUD)
dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana yang menganggur

tersebut sehingga bisa menghasilkan pendapatan, misalnya berupa
pendapatan bunga atau dividen. Sedangkan apabila saldo anggaran

kas di bawah jumlah kas minimum, maka BUD dapat menialin
kerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kekurangan dana

pemda pada wakhJ tertentu. Melalui ialinan hubungan ini, akan

membantu pemda memenuhi kebutuhan dananya dengan segera

sehingga kegiatan pembangunan tidak teiganggu. Berkaiun dengan

kekurangan dan kelebihan kas, PP 39/2007 memberikanpetunjuk
kepada pemerintah daerah dalam hal ini BUD untuk melakukan

manajemen kas. Selaniutnya PP tersebut mengatur iika teriadi
kekurangan kas, BUD dapat melakukan piniaman dari dalam negeri

dan/atau meniual Surat Utang Negara dan/auu surat berharga

Iainnya sesuai dengan ket€ntuan PeratuEn Perundang-undangan.

Sedangkan dalam hal teriadi kelebihankas, BUD dapat menempatkan

Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang

menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.

Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan

memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau
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seluruhnya ke Rekening kas Umum Daerah padasaat diperlukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada
Bank Umum diberika kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
membuat Peraturan Kepala Daerah.

6.5 Latihan

1. Saudara ielaskan apa yang dimaksud dengan Daftar pengisian
anggaran (DPAI SKpD jelaskan secara terinci.

2. Dan siapa yang bertanggung iawab terkait pembuatan DpA SKPD.

3. Siapa-siapa saja yang melakukan verifikasi rancangan DpA SKpD.
4. Berapa lamakah waktu untuk memverifikasi yang dilakukan oleh

tim TAPD.

5. Bagaimana bentuk pertanggungiawaban tim TApD, dan kepada siapa
pertanggung.i awaban disampaikan.

6. Apa-apa saja yang termuat di dalam rancangan Rancangan DpA-SI{pD.
7. Apa yang menladi dasar penyusunan MpBD, dan apakah secara

otomatis RKA menjadi dasar pelakanaan anggaran setiap SKpD.
8. Apa yang harus dilakukan oleh setiap SKpD, dalam mendukung

operasionalisasi pelaksanaan ApBD..

9. Saudara jelaskan tentang anggaran kas pemda.

10. Strategi apa yang digunakan dalam mengelola anggaran kas pEMDA,

6.6 Rangkuman

-- Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran [RKA] SKPD meniadi salah satu dasar
penyusunan MPBD namun tidaHah secara otomatis RKA tersebut
menjadi dasar pelaksanaan anggaran setiap SKpD. Hal ini disebabkan
karena pembahasan RApBD menjadi ApBD bisa mengalami perubahan
pada saat pembahasan antara pemerintah daerah dengan DpRD yang
berarti RKA yang terkait iuga mengalami perubahan.

Untuk operasionalisasi pelaksanaan APBD maka setiap SKpD harus
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran [DpA]. Oleh karena itu paling
lama 3 (tiga) hari keria setelah ApBD ditetapkan, ppKD memberitahukan
kepada semua kepala SKpD agar menyusun rancangan DpA SKpD.
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Pengertian DPA

Di dalam Perrnendagri RI nomor 13 tahln 2006 yang dimalaud dengan

DPA ialah dokrrmenyang firemuat pendapatanr belar$a; dan pernbiayaan

yang digunakan sebegai dasar pela,lsanaan imggEran oleh pengguna

anggaran. Di dalam Pemendagri RI Nornor 59 tahun 2007 yang harus

menyrlsr#l DPA, adeleh SKPD da* PFKD. Ii:tiEengah DPA-SKPD rnemuat

tahun angBar:an, idersihi orga:tisasi program dan kegiatan, sasaran

yang hendak dicapai, anggaran Fng disedial€n unfirk mencapai

sasamfl @5rbut, dar, rensana,pEnar{lHn dffia serta pendapatan J4ang

diperkirakan

Peny$sunarr DPA

Peratr*al.r Daemh, t€Etang APBD dan Peraturan K€pala Dasrah tentang

Penjrbaran. APBD yeng telalx diewluasi dal dit€hpkan oleh l(epala

Daereh smuai dengan mekinismc peraturan perundatg-undangan,

diiadikan sebagai daser penyusunan Dokumen Pel,aksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah [DPA-SKPD). Penytrsunan Erncangan

DPA pada dasarnya bertuiuan untuk.memb€rikan tuntunan dan panduan

tentang tata eara )4ang herus diperhatikan dalam menyusun dokumen

sebagai dasar pelaksanaan anggalan.

Penyusunan DPA SKPD

Kepala SKFD rr€nyiepkan' doltuflt€n ftrncirngan DPA-SKPD dan

disampaik:nr lspada FPfiD, pallng lama 6 hari ke4a t€rhifirng s€iak

tanggal surat edaraa ymg disampaikan oleh PPKD, Dokumen 5rang

disampalkan terdiri dari:

1. DEA-SI{PD (ni:Ettasan AnEgaRm Pendapaars Belania dan

Pernbiayaaa Satuam Kerjf, Perangl{et ttserah]

2. DPA.-SHFD 1 {Rincian Arggaran Pendapatafi Satuen R€rja Perangkat

Daerahl

3. DPi"SI{PD. 2.1 fRincien er€€Fran: tselania Tidak Langsu g Sahran

Ke4a P€rangkat Daerahl

4. DPA-SKPD 2.2 [Rekapitulasi Rincian. an&ararr re-lania Langsung

menurut Progrum dan Kegiatan Satuan Kerja Peftingkat Daetah]

5. DPA-SfiPD 2.2.1 (Ridcian anggfiiln Bel.ania Langsung menumt
Prograrr dan Per Kegiatan Sahrdn Kerja Perangkat DaerahJ.
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Anggaran Kas Pemda

Anggaran kas adalah anggaran yang memerinci taksiran penerimaan
dan pengeluaran kas dalam suatu kurun waktu yang akan datang. pada
umumnya periode anggaran kas

Penyusunan anggarankas di pemerintah daerahpada dasarnya mengikuti
pedoman dan struktur organisasi yangberlaku di daerah tersebuL karena
anggaran kas berhubungan erat dengan fungsi bendahara, yakni satuan
yang bertugas menerima, menyimpan, dan membayarkan uan& maka
pelaksana fungsi tersebut (BUD) bertugas menyusun rencana aliran kas
ke depan.

Tujuan penyusunan anggaran kas secam umum adalah untuk:
1. Menyediakan dana bagi kebutuhan transaksi secara harian.
Z. Memanfaatkan kesempatan, terutama memperoleh pendapatan dari

bung4 dari kelebihan kas yang dimiliki.
3. Meningkatkan kontrol melalui bank dan mengurangi biaya transaksi

dengan melakukan sentmlisasi.

4. Mengurangi mitigasi bank.

5. Meningkatkan kualitas konFol terbadap sumber informasi kas.
6. Menjaga likuiditas organisasi, terutama dalam hal Demenuhan

kewajiban jangka pendek

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, anggaran kas
berfungsi untuk menjamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan,
sehingga pelaksanakan program/kegiatan akan terlaksana sesuai jadwal
dan target kineria yang telah ditetapkan. pada dasarnya, anggaran
kas menggambarkan rencana penerimaan dan pengeluaran selama
satu periode anggaran (umumnya satu tahun, mulai 1 fanuari s.d. 31
DesemberJ.

Pada pemerintahan daerah, Kepala SKpD menyusun rancangan anggaran
kas SKPD berdasarkan rancangan DpA SKPD. Rancangan anggaran
kastersebut disampaikan kepada ppKD selaku BUD bersamaan dengan
rancangan DPA SKPD. pembahasan rancangan anggaran kas tersebut
dilakanakan bersamaan dengan pembahasan DpA SKpD.

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas guna mengatur ketersediaan
dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DpA-SIGD yang telah
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disahkan. Anggaran kas dibuat oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah

[BUD] danSKPD.karena SKPDmerupakan bagian dari Pemda, maka agregasi

dari anggaran kas seluruh SKPD akan meniadi anggaran kas Pemda.

6.7 Test formatif

1. Siapa yang dituniuk menjadi BUD di Daerah

a. Kepala SKPD

b. Kepala PPKD.

c. Kuasa Pengguna Anggaran [KPA)

2. Siapa yang menyusun anggaran kas SKPD.

a. Kepala PPKD

b. Kepala SKPD.

c BUD.

3. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, anggaran

kas berfungsi untuk menjamin:

a. Ketersediaan dana pada saat dibutuhkan.

b. Ketersediaan dana kas.

c. Untuk menjamin dana bagi pembayaran.

4. Anggaran kas adalah anggaran yang memerinci:

a. Taksiran penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu kurun
waktu yang akan datang.

b. Taksiran pengeluaran yang akan diselesaikan.

c. Taksiran penerimaan kas dalamkurun waktu yang akan datang.

5. Kepala SKPD menyiapkan dokumen ftInctngan:

a. DPA-SKPD dan disampaikan kepada PPI(D paling Iama t hari
keria terhitung selak tanggal surat edaran yang disampaikan

oleh PPKD.

b. DPA-SKPD dan disampaikan kepada PPKD paling lama 6 hari
kerja terhitung seiak tanggal surat edaran yang disampaikan

oleh PPKD.

c. DPA-SKPD dan disampaikan kepada PPKD paling lama 12 hari
keria terhitung seiak tanggal surat edaran yang disampaikan

oleh PPKD.
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7.

Rencana Keria dan Anggaran [RI{A) SKpD adalah:

a. Menjadi salah satu dasar penyusunan DpA-SKpD

b. Meniadi salah satu dasar penyusunan DpA ppI{D.

c. Menjadi salah satu dasar penyusunan R.ApBD.

Manfaat lainnya dari penyusrnan anggaran kas adaiah

a Pi.ocess dan bock contrsl tewptyang tak kalah pentilignya
dapat digunalran sebagai forward control.

b. Process dan back control.

c. Forward control.

Penggunaan kas diakibatkan oleh:

a. Belanja daerah, pembiayaan daerah, pengeluaran drerah,

b. PembiaJraan daerah dan pengeluaran daerah

c. Semuanya salah.

TAPD selalar penanggung iawab penyusunan, angaran daerall
diharuskan untuk:

a- Membuat surat edaran atau pemberitahuan kepada setiap SKpD,
untuk menyusun DpA SKPD.

b. TAPD selalar pena:rggung iawab penyueurxrn anggara[ daerah,
membuat suratedaran atau pemberitahuan kepada setiap SKpD,
untuk menyusun APFD.

c. TAPD sdaku.penanggung jawab penyus{rtr:rd a$ggal-an daerah,
merubuat surat odaran atau pemberiFhran kepada s€tiap S KpD
untuk menyusun MPBD.

9.

10. a, Untuk operasionalisari pelaksanaan ApBD maka setiap SKPD
harus menyuoun Dokumen.SKpD.

h. Untuk operasionalisasi pelaksanaan ApBo maka setiap SKPD
harus menyusrm dokumen pelaksanaan anggaran [DpAJ.

c. Untuk operasionalisasi pelaksanaan APBD md<a s€tiaD SKPD
harus menyusun dokumen RApBD.
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$.8 fawaban

1. a.

/.. o.

3. a.

4. a,

5. b.

b.

8.

10.

a.

b.

6.9 Umpan Balik dan Tindak Laniut

CocokJcanlah jawaban Anda dengan iawaban yang sudah disediakan, dan

hitunglah lumlah iawaban Anda yang benar. Kemudian gunakan rumus

di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda dalam materi

kegiatan belajar 6.

Rumus:

Tingkat penguasaan =
fumlah jawaban yang benar

x100%
10

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

. 90 %- 100 % = baik sekdi

. 80Vo-89Vr = baik

. 70o/o-79oh = cukuP

. >69% = kurang.

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 96 atau lebib, bagus! Tetapi

bila tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, maka Anda harus

mempelaiari kembali kegiatan belaiar 6, terutama bagian yang belum

Anda kuasai.
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